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Diterbitkan  oleh  CENTRE  FOR  STRATEGIC  AND  INTERNATIONAL  STUDIES 
(CSIS)  sebagai  jurnal  berkala  untuk  menyajikan  tulisan-tulisan  tentang  ber- 
bagai  masalah  nasional  dan  internasional.  ANALISIS  CSIS  adalah  suatu 
forum  terutama  untuk  para  staf  peneliti  CSIS  sendiri.  Tetapi  sumbangan 
tulisan  dari  luar  CSIS  akan  dipertimbangkan  untuk  dimuat  sesuai  dengan 
kebutuhan.  Isi  tulisan-tulisan  yang  dimuat  dalam  ANALISIS  CSIS  sepenuh- 
nya  menjadi  tanggung  jawab  pribadi  penulis  masing-masing. 


Mulai  t?hun  1989  CSIS  menggunakan  logo  baru:  Nalar  Ajar 
Terusan  Budi.  Logo  berbentuk  sebuah  piringan  cekung 
berukiran  bola  dunia  yang  melatarbelakangi  gambaran 
orang  tanpa  busana  duduk  memangku  buku  terbuka  ber- 
alaskan  kain  lampin.  Tangan  kiri  menunjuk  ke  buku  dan 
tangan  kanan  menunjuk  ke  atas  menggambarkan  orang 
yang  sedang  menguraikan  pengetahuan  yang  ditimba  dari  buku.  Ketelan- 
jangan  gambar  orang  di  tengah  piringan  melambangkan  keterbukaan  budi 
-  tiadanya  sikap  a  priori  --  pada  warga  CSIS,  seperti  pada  para  analis 
umumnya,  dalam  kegiatan  studinya.  Gambar  ini  menunjukkan  kegiatan 
belajar  dan  mengajar  atau  menguraikan  pikiran,  sebagaimana  para  analis 
CSIS  melakukan  studi  dan  menguraikan  pikiran  mereka  kepada  siapa  saja 
yang  membutuhkannya.  Sedangkan  bola  dunia  melarmbangkan  alam  jagad 
raya  yang  menjadi  cakrawala  dan  lingkup  CSIS  berada  dan  berkarya.  Ka- 
limat  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  yang  tertera  pada  lingkaran  piringan  adalah 
surya  sengkala:  cara  merangkai  kata  dalam  tradisi  Jawa  untuk  menandai 
suatu  tahun  penting  menurut  peredaran  matahari  dan  sekaligus  menge- 
mukakan  makna  yang  terkandung  dalam  peristiwa  yang  tahurmya  ditandai 
itu.  Nalar  menurut  tradisi  Jawa  itu  berwatak  1,  Ajar  berwatak  7,  Terusan 
berwatak  9,  dan  Budi  berwatak  1.  Sebagaimana  lazimnya  sengkala  dibaca 
dalam  urutan  terbalik:  1971,  tahun  CSIS  berdiri.  Nalar  Ajar  Terusan  Budi 
juga  menggambarkan  alam  pikiran,  dan  hakikat  kegiatan  CSIS.  CSIS  se- 
bagai lembaga  profesi  keilmuan,  yang  didukung  oleh  kreativitas  individu, 
pada  hakikatnya  mempunyai  kegiatan  intelektual  yang  bukan  hanya  meng- 
analisa  kebenaran  tetapi  juga  terpanggil  untuk  menunaikan  kewajiban 
sosialnya.  Makna  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  adalah  bahwa  bagi  CSIS,  ber- 
nalar,  belajar  serta  menguraikan  pikiran  adalah  kelanjutan  wajar  dari  budi 
yang  arif.  Logo  ini  dituangkan  dalam  wujud  piringan  perunggu  oleh  G. 
Sidharta. 
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km  dekat.  Terlebih  setelah  24  partai  politik  dinyatakan  lolos  verifikasi 
•       .r.     .  menjadi  peserta  Pemilu  2004.  Bulan-bulan  mendatane 

sampai  saa  Pemilu,  kemeriahan  perpolitikan  Indonesia  akan  semakin  merU^eka^ 
kehka  segalanya  akan  dipertaruhkan  oleh  semua  aktor  politik  untuk  memperoleh 
kekuasaan  yang  diperebutkan  dalam  PemUu.  Selain  segala  macam  strategi  maupml 
cara  yang  dipakai  untuk  membujuk  rakyat  agar  memilih  partai  mereka,  pertanyaan 
yang  mendasar  adalah  apakah  Pemilu  dilaksanakan  dengan  mengedepLcan  azas 
demokrasi  yang  jujur  dan  bersih  dan  apakah  kepentingan  dan  perbaikii  nasib  rak- 
yat akan  menjadi  agenda  utama  para  peserta  pemilu? 

Tenerbitan  Analisa  CSIS  dengan  tema  Konsolidasi  Masyarakat  Menielang 
Pemilu  akan  menyoroti  beberapa  isu  yang  terkait  dengan  kondisi  masyarakat  saat 
mi  dalam  nienghadapi  "pesta'  demokrasi".  Pertanyaan  yang  muncul  adalah  apa- 
kah perkembangan  yang  terjadi  dalam  masyarakat  sejak  agenda  reformasi  digu- 
lirkan  telah  mendorong  peran  aktif  masyarakat  dalam  proses  demokrasi?  Bebe- 
?c^Tc     r  '^■^^^  ^^""^^'^  pertanyaan  tersebut  yang  dibahas  dalam  Analisis 

Cblb  kah  mi  antara  lain  menyangkut  peran  militer  dalam  masa  transisi,  tipe  kepe- 
mimpman  yang  dibuhihkan  dalam  masa  transisi  dan  konflik,  pehingkatan  keseta- 
raan  gender  khususnya  dalam  representasi  politik  serta  soal  pengelolaan  pemba- 
ngunan  agar  menjadi  faktor  positif  bagi  masyarakat  dan  negara.  Tinjauan  per- 
kembangan politik  terutama  menyoroti  agenda  dan  situasi  perpolitikan  selama 
tiga  bulan  terakhir  yang  didominasi  oleh  kegiatan  persiapan  pemilu,  pembenhikan 
mahkamah  konstitusi,  penanganan  masalah  terorisme  dan  penyelesaian  di 
daerah  konflik.  Tinjauan  perkembangan  politik  secara  agak  mendalam  juga  akan 
membahas  aktivitas  persiapan  Pemilu.  Bahasan  ini  menyimpulkan  adanya  ham- 
batan  dan  persoalan  yang  memperlambat  jalannya  reformasi,  sehingga  format 
baru  pembangunan  politik  dilakukan  tanpa  persiapan  serius.  Tinjauan  perkem- 
bangan ekonomi  menunjukkan  kondisi  ekonomi  makro  yang  membaik.  Beberapa 
indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  perkembangan  ekonomi  antara  lain: 
inflasi  yang  menurun,  tingkat  suku  bunga  yang  makin  rendah  serta  neraca  pem- 
bayaran  yang  membaik. 

Tulisan  Kusnanto  Anggoro  menunjukkan  bahwa  struktur  politik  transisi  di 
Indonesia  sampai  empat  tahun  pertama  setelah  tumbangnya  Soeharto  masih  di- 
dominasi oleh  lapisan  militeris  yang  memberikan  konsesi  bagi,  atau  sekurang- 
kurangnya  toleransi  dan  independensi  kepada,  negara  sebagai  imbalan  dukung- 
an  politik  mereka.  Pertanyaan  yang  muncul  adalah  bagaimana  masa  transisi  ber- 
pengaruh  pada  peran  politik  tentara.  Kasus  di  Indonesia  tampaknya  menunjuk- 
kan bahwa  keberhasilan  transisi  politik  menuju  demokrasi  akan  lebih  ditentukan 
oleh  perubahan  sistem  politik  secara  keseluruhan  daripada  perubahan  yang  ter- 
jadi di  lingkungan  tentara  sendiri. 
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Imam  B.  Prasodjo  membahas  berbagai  tipe  pemimpin  yang  ada  serta  tipe  pe- 
mimpin  yang  dibutuhkan  masyarakat  Indonesia  untuk  meredam  berbagai  ben- 
turan  sosial  antara  berbagai  kelompok  identitas  yang  tumbuh  atas  dasar  ikatan 
ebus^  ras^  bahasa^  budaya^  agama^  asal  daerah  serta  faktor-faktor  lain  yang  dapat 
mengancam  integrasi  sosial  wilayah  Indonesia. 

konsolidasi  masyarakat  dalam  menghadapi  pemilu  juga  terkait  dengan  isu 
representasi  yang  seimbang  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  ruang  publik 
dan  kehidupan  politik.  Peningkatan  akses  bagi  perempuan  untuk  dapat  terjun  di 
duiua  politik  merupakan  salah  satu  syarat  bagi  terbentuknya  struktur  politik  dan 
pemerintahan  yang  adil  dan  berkualitas.  Syafuan  Rozi  membahas  tentang  perlunya 
pemberian  hak  politik  dan  sosial  ekonomi  laki-laki  dan  perempuan  secara  adil 
dan  seimbang.  Langkah-langkah  untuk  memberikan  keadilan  gender  dengan  pro- 
gram quota  dan  affirmative  action  atau  strategi  lain  diperlukan  agar  keadilan  gender 
yang  memberi  peluang  lebih  besar  pada  perempuan  untuk  ikut  ambil  bagian  dalam 
pengambilan  keputusan  publik  dan  politik  dapat  ditingkatkan.  Tulisan  terakhir 
oleh  Bantarto  Bandoro  merupakan  refleksi  ke  depan  untuk  memahami  keterkaitan 
antara  faktor-faktor  non-ekonomi  internal  dan  ekstemal  dalam  kerja  sama  pemba- 
ngxman  di  Indonesia.  Tesis  tulisan  ini  adalah  bahwa  aspek  non-ekonomi  adalah 
sesuatu  yang  inheren  dalam  setiap  kebijakan  bantuan  dan  pembangunan  dari  ne- 
gara  donor  terhadap  Indonesia. 
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TINJAUAN  PERKEMBANGAN  POLITIK 

Bulan-bulan  Politik  sebagai  Panglima? 

Indra  J.  Piliang 


PENDAHULUAN 

SEPANJANG  bulan  Juli  sampai 
September  2003,  peristiwa  po- 
litik bergerak  dalam  tataran 
daerah  dan  Jakarta.  Paket  undang-un- 
dang  (UU)  politik  berhasil  dituntas- 
kan,  antara  lain  UU  No.  22/2003  ten- 
tang  Susur.an  dan  Kedudukan  MPR, 
DPR,  DPD,  DPRD  Provinsi  dan  DPRD 
Kabupaten/Kota,  UU  No.  23/2003  ten- 
tang  Pemilihan  Umum  Presiden/Wa- 
kil  Presiden,  dan  UU  No.  24/2003  ten- 
tang  Mahkamah  Konstitusi.  Paket  UU 
itu  melengkapi  UU  No.  31/2003  ten- 
tang  Partai  Politik  dan  UU  No.  12/ 

2003  tentang  Pemilihan  Umum. 

Seiring  dengan  penyelesaian  paket 
UU  politik  itu,  Repubiik  Indonesia  mu- 
lai  memasuki  bulan-bulan  politik  ter- 
penting,  yakni  fase-fase  untuk  sampai 
pada  pemilihan  umum  legislatif  pada 
tanggal  5  April  2004  dan  pemilihan  pre- 
siden/wakil  presiden  pada  tanggal  5  Juli 

2004  (putaran  pertama)  dan  20  Septem- 
ber 2004  (putaran  kedua,  bila  ada).  Stake- 
holders pemilu  yang  terlibat  adalah: 


•  Penyelenggara  pemilu:  Komisi  Pe- 
milihan Umum  (KPU)  dan  Panitia 
Pengawas  Pemilihan  Umum  (Pan- 
waslu)  yang  dibentuk  oleh  KPU. 

•  Peserta  pemilu:  partai-partai  politik 
yang  dilengkapi  dengan  calon  ang- 
gota  legislatifnya,  calon  anggota 
Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  se- 
bagai perseorangan,  dan  calon  pre- 
siden dan  wakil  presiden  dalam 
satu  paket  yang  diajukan  oleh  par- 
tai politik  atau  gabungan  partai  po- 
Utik. 

•  Pemantau  pemilu:  yang  terdiri  dari 
lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM). 

Semakin  dekatnya  penyelenggara- 
an  pemilu  kian  meningkatkan  kegiatan- 
kegiatan  politik  praktls,  baik  berupa 
sosialisasi  visi,  misi,  platform,  sampai 
kepada  permintaan  dukungan  atas 
pendaftaran  partai-partai  politik  atau 
pemenuhan  persyaratan  calon  anggota 
DPD.  Akibatnya,  keseluruhan  stake- 
holders penyelenggaraan  pemilu  akan 
mendapatkan  tantangan  berarti.  Misal- 
nya,  citra  Komisi  Pemilihan  Umum 
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(KPU)  yang  terus  disorot.  Terakhir/ 
KPU  mengusulkan  amandemen  terha- 
dap  UU  No.  12/2003  tentang  Pemilihan 
Umum,  khususnya  menyangkut  jumlah 
kursi  anggota  DPR  yang  dinyatakan 
menurut  UU  sebanyak  550  buah.  KPU 
memang  kesulitan  menghadapi  pro- 
tes  sejumlah  partai  politik  dan  nia- 
syarakat  di  daerah  atas  interpretasi- 
nya  terhadap  pasal-pasal  UU  No.  12/ 
2003  itu  menyangkut  daerah  pemilih- 
an dan  jatah  kursi  legislatif.  Rencana 
amandemen  itu  tidak  berjalan.  Proses 
lain  yang  juga  akan  berlangsung  di 
KPU  adalah  keputusan  pada  tanggal 
2  Desember  2003  tentang  partai-partai 
politik  yang  berhak  menjadi  peserta 
Pemilu  2004  berdasarkan  keputusan 
KPU. 

OVERLOAD  POLITIK 

Dalam  teori  ilmu  politik  dikenal  se- 
butan  overload  politics,  yaitu  ketika  sis- 
tem  politik,  baik  pemerintah,  partai  po- 
litik atau  parlemen,  menghadapi  be- 
ban  politik  yang  banyak  dalam  wak- 
tu  yang  bersamaan.  Bulan-bulan  itu 
akhimya  datang,  yakni  sepanjang  Juli- 
September  2003,  dengan  sejumlah  ma- 
salah,  baik  yang  berasal  dari  masya- 
rakat  sipil,  pemerintah,  atau  juga  ka- 
langan  di  luar  itu,  seperti  kelompok  te- 
roris.  Sebagian  besar  persoalan  ber- 
asal dari  kesalahan  pengambilan  kebi- 
jakan  oleh  pemerintah,  parlemen,  dan 
partai-partai  politik;  sebagian  lagi  aki- 
bat  resistensi  masyarakat  atas  kepu- 
tusan-keputusan  yang  diambil  oleh  pe- 
merintah atau  instansi  pemerintah.  Ting- 
kat  penyebaran  dari  segi  wilayah  atas 
peristiwa  itu  kian  luas. 


Bulan  Agustus  2003,  misalnya,  di- 
buka  dengan  Sidang  Tahunan  Majelis 
Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  2003. 
Materi  ST  MPR  2003  ini  tidak  begitu 
banyak,  antara  lain  meninjau  ulang  se- 
luruh  Ketetapan  MPR/MPRS  dari  za- 
man  Soekamo,  menetapkan  jumlah  ang- 
gota Komisi  Konstitusi  yang.  akan  me- 
lakukan  pengkajian  atas  hasil  amande- 
men konstitusi,  memberi  saran  kepada 
presiden,  dan  memutuskan  bahwa  Si- 
dang Tahunan  MPR  juga  akan  diada- 
kan  tahun  2004.  Artinya,  pada  tahun 
2004  nanti  akan  ada  dua  Sidang  MPR, 
yakni  Sidang  Tahunan  MPR  periode 
1999-2004,  dan  Sidang,  Umimi  MPR  per- 
tama  periode  2004-2009  dengan  agen- 
da melantik  Presiden-Wakil  Presiden 
2004-2009. 

Selairi  itu,  baru  oertama  kali  da- 
lam  sejarah  MPR  dan  DPR  bersidang 
dalam  waktu  yang  bersamaan.  Sidang 
DPR  difokuskan  untuk  membahas  Ran- 
cangan  Undang-undang  (RUU)  tentang 
Mahkamah  Konstitusi.  Sidang  DPR 
ini  berhasil  mengesahkan  UU  tentang 
MK,  lalu  kemudian  menetapkan  juga 
sembilan  Hakim  Konstitusi  yang  ma- 
sing-masing  tiga  orang  berasal  dari 
DPR,  Mahkamah  Agung  dan  presiden 
(lihat  Tabel  1).  Prof.  Jimly  Asshiddiqie 
terpilih  sebagai  Ketua  Mahkamah  Kon- 
stitusi dengan  wakil  Prof.  Dr.  Laica 
Marzuki.  Mahkamah  Konstitusi  ini  ber- 
tugas,  antara  lain,  memutus  sengketa 
hasil  Pemilihan  Umum  2004,  dan  mem- 
bubarkan  partai  politik. 

Sementara  itu,  masalah  yang  mun- 
cul  juga  terjadi  akibat  terbunuhnya 
mahasiswa  Sekolah  Tinggi  Pemerintah- 
an  Dalam  Negeri  (STPDN),  pemukulan 
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dosen  oleh  mahasiswa  di  Universitas 
Indonesia  (UI),  keluhan  Presiden  Mega- 
wati atas  silih-bergantinya  masalah 
yang  datang,  sampai  kerusuhan  di 
Sumbawa  akibat  bentrokan  polisi  de- 
ngan  masyarakat.  Hampir  tidak  ada 
solusi  jangka  menengah  dan  panjang 
atas  persoalan-persoalan  di  atas.  Ter- 
bunuhnya  mahasiswa  STPDN  yang 
menghabiskan  wacana  media  massa 
sepanjang  bulan  September  2003,  mi- 
salnya,  tidak  diikuti  dengan  langkah- 
langkah  pro-aktif  untuk  menata  lem- 
baga  yang  menghasilkan  para  peja- 
bat  pemerintah  setingkat  camat  itu. 
Yang  terjadi  hanyalah  mutasi  jabatan. 

TERORISME 

Persoalan  yang  paling  menyita  per- 
hatian  pasca  peledakan  bom  di  Bali 
tanggal  12  Oktober  2002  adalah  pele- 
dakan bom  di  Hotel  JW  Marriott,  Ja- 
karta, pada  tanggal  5  Agustus  2003.  Pe- 
ledakan itu  menjadi  salah  satu  tan- 
tangan  serius  bagi  pemulihan  stabili- 
tas  keamanan  di  tengah  perubahan 
politik  Indonesia  yang  tidak  menentu 
dewasa  ini.  Bom  itu  menewaskan  12 
orang,  salah  satunya  warga  negara 
Belanda,  dan  melukai  111  orang  lain- 
nya.  Peristiwa  pengeboman  di  Jakarta 
itu  terjadi  menjelang  pembacaan  vo- 
nis  pengadilan  terhadap  sejumlah  pe- 
laku  yang  didakwa  terlibat  dalam  ka- 
sus  peledakan  bom  di  Bali. 

Adanya  pemboman  itu  menunjuk- 
kan  bahwa  Indonesia  kian  empuk  se- 
bagai  sasaran  pelaku-pelaku  teror.  Te- 
tapi,  berbeda  dengan  pemboman  se- 
belumnya,  masyarakat  semakin  resis- 


ten  atas  pemboman.  Kepanikan  massal 
tidak  terjadi  di  Jakarta  dan  juga  di  ka- 
langan  masyarakat  umum.  Hal  ini 
menunjukkan  betapa  masyarakat  su- 
dah  mulai  mengambil  jarak  dari  per- 
soalan terorisme,  atau  peristiwa  keke- 
rasan  lainnya,  akibat  sudah  berulang 
kali  terjadi.  Tinggal  bagaimana  peme- 
rintah dan  pihak  yang  berkepenting- 
an  dengan  keamanan  untuk  menjadi- 
kan  momentum  resistensi  masyarakat 
ini  sebagai  kekuatan  positif  mengha- 
dapi  teror  dan  kekerasan. 

Selain  itu,  buronan  pihak  kepoli- 
sian  RI  Hambali  tertangkap  di  Thai- 
land. Hambali  dituduh  sebagai  master- 
mind di  balik  sejumlah  kasus  peledak- 
an bom  di  berbagai  tempat  di  Indone- 
.  sia  selama  ini.  Penangkapan  ini  diha- 
rapkan  membuka  peluang  untuk  me- 
ngungkap  tabir  jaringan  terorisme  itu, 
sekalipun  bukan  berarti  Indonesia  akan 
terbebas  dari  teror. 

Pemerintah  sendiri  kian  terlihat 
menggunakan  situasi  ini  untuk  men- 
dorong  keluarnya  Internal  Security  Act 
(ISA).  Selain  itu,  ada  upaya  untuk 
memperbesar  wewenang  intelijen  un- 
tuk menahan  tersangka  pelaku  atau 
calon  pelaku  terorisme.  Jalan  tengah- 
nya  adalah  revisi  UU  tentang  Anti 
Teroris.  Tetapi,  prosesnya  masih  alot 
di  DPR.  Rencana  pemberlakuan  ISA 
sendiri  ditolak  oleh  berbagai  elemen 
masyarakat.  Bagaimanapun,  jawaban 
pemerintah  untuk  mengatasi  persoal- 
an terorisme  dengan  mengubah  atau 
membentuk  UU  justru  kontra-produktif, 
mengingat  yang  diperlukan  adalah  se- 
macam  tindak  pencegahan  secara  dini, 
misalnya  melengkapi  satuan  penga- 
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man  (satpam)  dengan  kemampuan 
mendeteksi  pelaku-pelaku  teror,  mem- 
buat  sistem  komunikasi  antara  sopir- 
sopir  taksi  atau  mobil  pinjaman  yang 
dicurigai  dengan  petugas  keamanan, 
atau  cara-cara  lainnya.  Tanpa  partisi 
pasi  warga  negara,  sulit  bagi  pemerin- 
tah  untuk  menanggulanginya. 

Secara  umum,  sebelum  peringatan 
peris tiwa  11  September  2001  di  Ame- 
rika  Serikat,  dan  juga  menjelang  peri- 
ngatan peristiwa  12  September  2002 
di  Bali  yang  menewaskan  202  orang, 
pemerintah  Indonesia  terus  meyakin- 
kan  dimia  tentang  komitmen  yang  di- 
bangun  Indonesia  dalam  menghadapi 
terorisme.  Terakhir,  Presiden  Megawati 
Soekarnoputri  menegaskannya  dalam 
sidang  Majelis  Umum  PBB  di  New 
York  pada  tanggal  23  September  2003. 

Tertangkapnya  Hambali  bulan  Agus- 
tus  2003  dan  Gun  Gun  (adik  Hambali) 
bulan  September  2003  di  Pakistan, 
memberikan  sinyal  betapa  orang-oranjg 
Indonesia  telah  menjadi  mata  rantai 
jaringan  terorisme.  Pengejaran  terus 
dilakukan  oleh  pihak-pihak  keaman- 
an, baik  nasional  maupun  internasio- 
nal.  Sejak  peledakan  bom  di  Hotel  JW 
Marriott,  pihak  kepolisian  telah  me- 
nangkap  setidaknya  17  orang  yang 
diduga  memiliki  keterkaitan  dengan 
aksi  pengeboman  di  berbagai  tempat. 
Perang  melawan  terorisme,  termasuk 
membongkar  jaringan  terorisme  yang 
ada  di  Indonesia,  menempati  agen- 
da utama  pihak  kepolisian.  Akibatnya, 
persoalan  kriminalitas  lainnya  men- 
jadi sedikit  terabaikan,  termasuk  da- 
lam pembinaan  personil.  Bentrokan  an- 
tara polisi  dengan  masyarakat  di  Sum- 


bawa,  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB)  pa- 
da  tanggal  25  September  2003,  mi- 
salnya,  dipicu  oleh  perlakuan  aparat 
polisi.  terhadap  seorang  mahasiswa 
Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidik- 
an  Universitas  Samawa  bemama  Mus- 
takim  yang  akhimya  meninggal  dunia. 

Sekalipun  demikian,  secara  umum 
proses  peradilan  terhadap  orang-orang 
yang  diduga  memiliki  keterkaitan  de- 
ngan sejumlah  aksi  teror  berupa  pe- 
ngeboman di  Indonesia,  menjadi  indi- 
kator  keseriusan  dalam  memerangi  te- 
rorisme itu.  Tujuannya  adalah  meng- 
akhiri  image  yang  berkembang  bahwa 
Indonesia  menjadi  sarang  teroris  dan 
tempat  paling  aman  bagi  persembu- 
nyian  pelaku  teror.  Pengadilan  telah 
menjatuhkan  vonis  hukiiman  mati  ter- 
hadap sejumlah  orang  yang  terbukti 
secara  hukum  telah  melakukan  aksi 
teror  pengeboman  di  Bali  pada  12 
Oktober  2001,  seperti  Amrozi  bin  Nur 
Hashim  yang  divonis  tanggal  7  Agus- 
tus  2003  dan  Imam  Samudera  (33  ta- 
hun)  yang  divonis  tanggal  10  Agus- 
tus  2003.  Sedangkan  adik  Amrozi  yang 
bernama  Ali  Imron  dijatuhi  hukuman 
penjara  seumur  hidup  pada  tanggal 
18  September  2003. 

Pengadilan  juga  telah  menyelesai- 
kan  proses  hukum  terhadap  Abu  Ba- 
kar  Ba'asyir  pada  tanggal  2  Septem- 
ber 2003.  Ba'asyir  diduga  sebagai  pe- 
mimpin  Jama'ah  Islamiyah,  yaitu  ja- 
ringan terorisme  di  Asia  Tenggara  yang 
diduga  memiliki  jaringan  dengan  Al 
Qaeda  yang  dipimpin  oleh  Osama  bin 
Laden.  Pengadilan  negeri  Jakarta  Pu- 
sat  menjatuhkan  vonis  4  tahun  pen- 
jara terhadap  Ba'asyir.  Pengadilan  ti- 
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dak  menemukan  bukti  bahwa  Ba'asyir 
adalah  pemimpin  Jama'ah  Islamiyah. 
Ba'asyir  menurut  majelis  hakim  Penga- 
dilan  Negeri  Jakarta  Pusat  yang  dike- 
tuai  Muhammad  Saleh  pada  persi- 
dangan  yang  digelar  di  Gedung  Ba- 
dan  Meteorologi  dan  Geofisika,  Jakar- 
ta, Selasa  (2/9)  sore,  terbukti  secara 
sah  dan  meyakinkan  melakukan  se- 
jumlah  tindak  pidana  sebagaimana  di- 
dakwakan  oleh  jaksa  penuntut  umum 
Hasan  Madani. 

Ba'asyir  terbukti  dalam  dakwaan 
subsider  yakni  turut  serta  melakukan 
tindak  pidana  makar  untuk  menggu- 
lingkan  pemerintahan  yang  sah  (Pa- 
sal  107  Ayat  1  (jo)  Pasal  55  Ayat  1 
kesatu  KUHP).  Ba'asyir  juga  melang- 
gar  dakwaan  ketiga  yakni  membuat 
surat  palsu  seperti  diatur  Pasal  263 
Ayat  1  KUHP.  Berikutnya,  Ba'asyir 
melanggar  dakwaan  keempat  subsi- 
der yaitu  masuk  ke  wilayah  Indone- 
sia tanpa  melalui  pemeriksaan  oleh 
pejabat  pemeriksaan  Imigrasi  di  tem- 
pat  pemeriksaan  Imigrasi  (Pasal  48 
UU  Nomor  9/1992  tentang  Keimigra- 
sian).  Semen tara  dakwaan  laiimya  me- 
nyangkut  memimpin  dan  mengatur 
makar,  menyuruh  memalsukan  kete- 
rangan  palsu  ke  dalam  suatu  akte 
otentik,  dan  dianggap  sebagai  warga 
negara  asing  yang-  berada  di  wila- 
yah Indonesia,  tidak  terbukti  (Kompas 
Cyber  Media,  02/09/2003).  Majelis  ha- 
kim menyatakan  bahwa  Abu  Bakar 
Ba'asyir  secara  primer  tidak  bersalah, 
namun  ia  secara  subsider  dinyatakan 
bersalah  karena  ia  memberikan  per- 
setujuan  secara  formalitas  untuk  me- 
ngirim  massanya  melakukan  latihan 


perang  ke  Afghanistan  dan  Palestina 
(www.eramuslim.com,  02/09 /2003). 

Sekalipun  keputusan  itu  menimbul- 
kan  kekecewaan  di  kalangan  pemerin- 
tahan Australia,  patut  dicatat  betapa 
pengadilan  memang  memiliki  keterba- 
tasan  dan  kesulitan  untuk  melakukan 
pembuktian.  Sebaliknya,  tuduhan  yang 
dikenakan  kepada  Ba'asyir  justru  me- 
nunjukkan  bahwa  pengadilan  lebih 
menjaga  kepentingan  pemerintahan 
yang  sah,  ketimbang  mengungkapkan 
berbagai  tuduhan  lainnya  yang  ter- 
kait  dengan  gerakan  teror.  Keputusan 
itu  juga  menjadi  bukti  hukum  betapa 
Ba'asyir  tidak  terlibat  dalam  gerakan 
teror,  melainkan  lebih  kepada  gerak- 
an politik  seperti  keterlibatan  dalam 
menggoyahkan  pemerintahan  yang  sah. 

PERAN  POLISI 

Pihak  kepolisian  juga  mengejar  dan 
menangkap  sejumlah  orang  yang  di- 
duga  memiliki  keterkaitan  terhadap 
aksi  pengeboman  Hotel  JW  Marriott. 
Penangkapan  itu  mengundang  reaksi 
masyarakat,  terutama  atas  penerapan 
prosedur  penangkapan.  Penangkapan 
itu  juga  mengundang  politisasi  yang 
dapat  mempengaruhi  terhadap  pro- 
ses penegakan  hukum  dalam  upaya 
memerangi  terorisme.  Tokoh-tokoh  Musr,__ 
lim  bersuara  keras  atas  penangkapan 
itu,  sekalipun  Wakil  Presiden  Ham- 
zah  Haz  melakukan  pembelaan  atas 
kinerja  polisi. 

Adanya  misinformation  dan  misper- 
sepsion  atas  penangkapan  sejumlah 
orang  yang  diduga  terkait  dengan  te- 
rorisme itu  menunjukkan  betapa  soal 
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terorisme  tetap  menjadi  isu  penting  di 
Indonesia.  Masalahnya,  komunikasi 
verbal  yang  dibangun  oleh  pemerin- 
tah  atas  soal  ini  justm  tidak  profesio- 
nal,  karena  masih  munculnya  anggap- 
an  bahwa  terorisme  menjadi  bagian 
dari  gerakan  kaum  Muslimin.  Padahal, 
teror  tidak  ada  hubungannya  dengan 
agama.  Sibuknya  pemerintah  dengan 
persoalan  intemalnya  yang  kental  muat- 
an  politiknya,  seperti  pemilihan  sejum- 
lah  gubernur  yang  bermasalah  atau 
pembelian  Sukhoi,  sampai  keluhan  Pre- 
siden  Megawati  atas  banyaknya  per- 
soalan yang  dihadapinya,  menimjukkan 
betapa  manajemen  penyelenggaraan 
pemerintahan  belum  berubah. 

Begitu  pula  di  kalangan  kepolisian. 
Adanya  bentrok  dan  kerusuhan  di 
Sumbawa  yang  dipicu  oleh  mening- 
galnya  seorang  mahasiswa  di  kantor 
polisi  menunjukkan  bahwa  lembaga 
kepolisian  masih  menyimpan  persoal- 
an dalam  penataan  aparatnya.  Indika- 
si  lain  adalah  tewasnya  sejumlah  ang-: 
gota  Brigade  Mobil  di  Palu  akibat  per- 
lakuan  tidak  wajar  dari  senior  dan 
pelatihnya  pada  bulan  Juli  2003.  Dit- 
ambah  dengan  kaburnya  52  orang 
narapidana  dari  penjara  Batam  pada 
bulan  Agustus  2003,  kian  membutuh- 
kan  penanganan  ekstra  atas  penye- 
lenggaraan kehidupan  penjara  oleh 
Departemen  Kehakiman  dan  HAM,  ber- 
sama  pihak  kepolisian, 

Namun  secara  keseluruhan,  kepo- 
lisian sudah  menunjukkan  kinerja  ter- 
baiknya.  Keberhasilan  Polda  Provinsi 
Papua  dalam  menjembatani  pertemu- 
an  kelompok-kelompok  adat  di  Papua 
untuk  menghentikan  perang  adat,  pe- 


nangkapan  atas  tersangka  provokator 
peperangan,  sampai  kemampuan  mem- 
bedakan  mana  yang  perang  adat  mana 
yang.  bukan,  telah  memperlihatkan  be- 
tapa kemampuan  polisi  dalam  men- 
jaga  keamanan  negara  Republik  Indo- 
nesia ini  sudah  mengalami  kemajuan. 
Begitu  juga  kemampuan  menangkap 
empat  orang  anggota  TNI  Angkatan 
Laut  yang  terlibat  dalam  pembunuh- 
aii  seorang  pengusaha  di  Jakarta,  ser- 
ta  penangkapan  otak  di  belakang  pem- 
bunuhan  itu.  Pembunuhan  Direktur  Uta- 
ma  PT  Asaba  Boedyharto  Angsono  dan 
pengawalnya,  Sersan  Kepala  Edy  Si- 
yep,  terjadi  pada  tanggal  19  Juli  2003. 

GEJOLAK  POLITIK  DAERAH 

Selain  ancaman  terorisme,  stabili- 
tas  keamanan  juga  dihadapkan  pada 
gejolak  ketidakpuasan  daerah  terha- 
dap  pemerintah  pusat  di  sejumlah  wi- 
layah  di  tanah  air.  Krisis  di  Aceh  be- 
lum berakhir,  kini  menyusul  gejolak 
ketidakpuasan  masyarakat  Papua  me- 
nyusul kebijakan  Jakarta  dengan  pem- 
bentukan  provinsi  baru,  yaitu  Irian 
Jaya  Tengah.  Pembentukan  provinsi 
baru  itu  menyalahi  aturan  menurut 
UU  No.  21/2003  tentang  Otonomi  Khu- 
sus  Provinsi  Papua.  Keputusan  peme- 
rintah menunda  pemekaran  Provinsi 
Irian  Jaya  Tengah  juga  bukan  solusi 
utama  apabila  tidak  ada  upaya  un- 
tuk melakukan  sinkronisasi  antara  UU 
No.  22/1999  tentang  pemerintah  dae- 
rah yang  menitikberatkan  pada  desen- 
tralisasi  di  tingkat  kabupaten/kota, 
dengan  UU  No.  21/2001  yang  menitik- 
beratkan pada  desentralisasi  di  ting- 
kat provinsi. 
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Selain  itu,  proses  pemilihan  guber- 
nur  yang  berlangsung  di  sejumlah  pro- 
vinsi,  yaitu  Provinsi  Jawa  Tengah,  Su- 
matera  Selatan  dan  Provinsi  Bali,  diwar- 
nai  oleh  kekuatan  politik  uang  {money 
politics)  dan  kepentingan  elite  partai  de- 
ngan  mengabaikan  aspirasi  yang  ber- 
kembang  di  daerah.  Hal  itu  terutama 
terjadi  dalam  tubuh  PDI  Perjuangan. 
Pendekatan  sentralistis  dan  non-kom- 
promi  yang  diterapkan  oleh  DPP  PDIP 
justru  akan  n\emukul  perolehan  suara 
dukungan  atas  partai  ini  untuk  meme- 
nangkan  Pemilu  2004. 

Sebagai  gambaran,  proses  pemilih- 
an gubemur  yang  berlangsung  di  se- 
jumlah provinsi  diwarnai  oleh  keri- 
cuhan...  Di  Provinsi  Jawa  Tengah,  pa- 
sangan  Mardiyanto  -  Drs.  Ali  Mufiz 
MPA  yang  didukung  oleh  DPP  PDIP 
mendapatkan  62  suara.  Pasangan  HS 
Kirbiantoro  -  Drs.  Hisyam  Alie  menda- 
pat  22  suara.  Sementara  pasangan 
Mardijo  -  Drs.  Hisyam  Alie  yang  didu- 
kung arus  bawah  PDIP  mendapat  13 
suara.  Pasangan  Hadi  Pranoto-Djoko 
Wahyudi  dari  PAN  hanya  menda- 
pat satu  suara.  Akibatnya,  massa  PDIP 
mengamuk  dengan  membakar  bende- 
ra  PDIP  dan  gambar  Megawati,  sekali- 
pun  Mardijo  mengatakan  tetap  di 
PDIP.  Fenomena  ini  menunjukkan  be- 
tapa  manajemen  politik  Megawati  se- 
makin  hari  semakin  tidak  profesio- 
nal,  termasuk  dalam  kasus  terpilih- 
nya  I  Dewa  Beratha  sebagai  Gubemur 
Bali  atau  keinginan  untuk  menjadikan 
Taufik  Kiemas  sebagai  Wakil  Ketua 
Umum  DPP  PDIP. 

Ada  sejumlah  fenomena  yang  me- 
narik  dari  proses  pemilihan  kepala 


daerah  di  era  otonomi  daerah  dan 
sistem  kepartaian  yang  sentralistis. 
Pertama,  sentralisme  kepartaian  telah 
memungkinkan  elite  partai  untuk 
mengintervensi  proses  pencalonan  ke- 
pala daerah.  Terpilihnya  Gubernur 
di  Jawa  Tengah  dan  Bali  merupakan 
calon-calon  yang  mendapat  dukung- 
an politik  dari  DPP  PDIP.  Proses  pe- 
milihan kepala  daerah  di  tengah  me- 
nguatnya  sentralisme  partai  sangat 
berpotensi  untuk  mendistorsi  aspirasi 
yang  berkembang  di  daerah. 

Kedua,  sistem  pemilihan  kepala  dae- 
rah yang  dipilih  oleh  DPRD  di  tengah 
sistem  pemilihan  (electoral  politics)  yang 
mengabaikan  suara  konstituen  sangat 
rentan  terhadap  peluang  praktek-prak- 
tek  pembelian  suara  (money  politics). 
Oleh  sebab  itu,  dalam  mengatasi  kele- 
mahan-kelemahan  itu,  proses  pemi- 
lihan kepala  daerah  di  masa  yang 
akan  datang  diharapkan  dapat  dipilih 
secara  langsung  oleh  rakyat.  Proses 
pemilihan  kepala  daerah  secara  lang- 
sung memang  telah  menjadi  wacana 
yang  kuat  seiring  dengan  rencana  pe- 
merintah  untuk  merevisi  UU  No.  22/ 
1999  tentang  Otonomi  Daerah. 

Ketiga,  terpilihnya  kepala  daerah 
dengan  latar  belakang  militer  meng- 
indikasikan  semakin  kuatnya  kepen- 
tingarr  politik  PDIP  dan  Megawati  un-  *  - 
tuk  merangkul  militer  dalam  mengha- 
dapi  pemilu  2004.  Namun,  sulit  untuk 
diingkari  bahwa  konsesi  politik  yang 
diberikan  oleh  elite-elite  partai  terha- 
dap militer  di  tengah  perubahan  po- 
litik yang  tidak  menentu  saat  ini 
akan  sangat  menyulitkan  dalam  men- 
dorong  proses  konsolidasi  demokrasi. 
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Tetapi,  juga  terdapat  indikasi  yang 
membaik  dalam  bulan  September  2003, 
antara  lain  dengan  dicabutnya  status 
darurat  sipil  menjadi  tertib  sipil  di  Ma- 
luku dan  diakhirinya  perang  adat  di 
provinsi  Papua.  Inisiatif  untuk  menye- 
lesaikan  masalah  di  kedua  provinsi  ini 
lebih  banyak  datang  dari  masyarakat. 

MASALAH  ACER  DAN  PAPUA 

Operasi  terpadu  yang  dijalankan 
oleh  penguasa  militer  terhadap  Pro- 
vinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam  te- 
lah  berlangsung  selama  empat  bu- 
lan, yaitu  sejak  Jakarta  menetapkan 
status  darurat  militer  bagi  provinsi 
Aceh  pada  19  Mei  2003.  Sebanyak 
319  kalangan  sipil  telah  terbunuh,  de- 
ngan 108  lainnya  dinyatakan  hilang 
{Deutsche  Presse-Agentur,  September  5, 
2003).  Semula,  TNI  menolak  adanya 
fakta  terbunuhnya  kalangan  sipil  itu, 
tetapi  bulan  September  2003  ini  me- 
ngakuinya.  Sementara  Tentara  Nasio- 
nal  Indonesia  mengklaim  telah  me- 
iumpuhkan  lebih  dari  850  gerilyawan 
Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  dan 
menyita  sedikitnya  375  pucuk  senja- 
ta.  Selain  itu,  sebanyak  100  perempu- 
an  Aceh  telah  diperkosa  menurut 
Sahabat  Aceh  di  depan  Komnas  HAM. 

Status  darurat  militer  bagi  Pro- 
vinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam  itu 
akan  ditinjau  kembali  tanggal  19  No- 
vember mendatang.  Beberapa  petinggi 
TNI  telah  mengusulkan  agar  status 
darurat  militer  di  Aceh  diperpanjang, 
tentunya  dengan  keputusan  presiden. 
Pemerintah  sendiri  sedang  mengkaji 
tiga  alternatif  setelah  darurat  militer 


selesai  tanggal  19  November  menda- 
tang, yakni  (1)  darurat  militer  dilan- 
jutkan,  (2)  keadaan  darurat  militer 
diturunkan  menjadi  darurat  sipil,  atau 
(3)  darurat  militer  hanya  diterapkan 
di  wilayah  rav^an  di  Provinsi  NAD. 
Ketiga  pilihan  itu  tampaknya  tidak 
mempertimbangkan  bulan  suci  umat 
Islam,  Ramadhan,  yang  akan  jatuh 
pada  tanggal  25  atau  26  Oktober  2003. 
Perlu  upaya  moratorium  militer  di  se- 
bagian  wilayah  NAD  ketika  bulan 
puasa  itu  masuk,  untuk  mengantisi- 
pasi  berbagai  persoalan  lainnya  yang 
bisa  memicu  sentimen  umat  Islam  di 
NAD  dan  belahan  Indonesia  lainnya. 

Langkah  lain  yang  ditempuh  peme- 
rintah adalah  mengusulkan  GAM  se- 
bagai  bagian  dari  gerakan  teroris  di 
PBB  melalui  Departemen  Luar  Negeri, 
Langkah  ini  terlihat  kontra-produktif, 
mengingat  bukti-bukti  dan  alasan-alas- 
an  yang  dibangun  pemerintah  tidak 
cukup.  Sebaiknya  pemerintah  mem- 
pelajari  standarisasi  sebuah  gerakan 
yang  disebut  sebagai  gerakan  teroris 
atau  hanya  sekadar  kelompok  separa- 
tis  yang  mempunyai  tujuan-tujuan  po- 
litik.  Apalagi  sudah  muncul  sebanyak 
250  pencari  suaka  politik  di  negeri  Ma- 
laysia asal  Aceh,  di  mana  sebagian 
besar  adalah  kaum  perempuan  dan 
anak-anak. 

Sementara  itu,  situasi  keamanan  mu- 
lai  membaik  di  provinsi  Papua  sejak 
deklarasi  Provinsi  Irian  Jaya  Tengah. 
Setelah  tertunda  selama  hampir  satu 
bulan,  perdamaian  adat  antara  kelom- 
pok pro-  dan  kontra-  pemekaran  Pro- 
vinsi Papua  dan  pembentukan  Pro- 
vinsi Irian  Jaya  Tengah  akhirnya  di- 
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realisasikan  hari  Kamis  (25/9)  sore  di 
Timika.  Perdamaian  adat  yang  dise- 
but  ugon  urazvin  itu  merupakan  pun- 
cak  dari  semua  proses  perdamaian 
adat.  Upacara  itu  dimaksudkan  un- 
tuk  menghilangkan  rasa  dendam  dan 
membangun  persaudaraan  baru  di  an- 
tara  mereka  yang  bertikai  {Kompas, 
26/09).  Tinggal  sekarang  bagaimana 
pemerintah  merealisasikan  pemben- 
tukan  Majelis  Rakyat  Papua  (MRP) 
dan  berdialog  dengan  masyarakat  Pa- 
pua untuk  menyelesaikan  perbedaan 
pendapat  yang  menyangkut  pemekar- 
an  provinsi. 


MARAKNYA  SURVEI  DAN 
POLLING  POLITIK 

Sepanjang  bulan  Juli-September  2003 
ini,  bermunculan  ke  permukaan  se- 
jumlah  hasil  survei  atau  polling.  Ma- 
raknya  survei  atau  polling  ini  meru- 
pakan fenomena  baru  di  Indonesia. 
Sebagai  contoh,  menurut  sejumlah 
survei,  antara  lain  oleh  International 
Foundation  for  Election  Systems  (IFES) 
dan  Lembaga  Survei  Indonesia  (LSI), 
popularitas  Partai  Golkar  sebagai  par- 
tai  pilihan  responden  kian  naik.  Te- 
tapi,  sebaliknya,  dalam  pemilihan  pre- 
siden  dan  wakil  presiden,  responden 
lebih  menjagokan  Megawati  Soekarno- 
putri  dan  Susilo  Bambang  Yudhoyono 
(Menkopolkam).  Dua  partai  politik  yang 
akan  saling  berkompetisi  adalah  Par- 
tai Golkar  dan  PDI  Perjuangan.  Ke- 
dua  parpol  ini  juga  terus  melakukan 
pembenahan  internal  untuk  menganti- 
sipasi  pemilu  yang  tinggal  sekitar 
lima  bulan  lagi. 


Beberapa  lembaga  riset  atau  survei 
yang  mengerjakan  jajak  pendapat  ten- 
tang  kepemimpinan  nasional  selama 
tahun  2003  yang  tercatat  mendapat- 
kan  liputan  luas  oleh  berbagai  media 
massa,  dapat  disebutkah  antara  lain: 

•  Soegeng  Sarjadi  Syndicated  (SSS)  yang 
telah  melakukan  polling  pada  bulan 
Maret  2003  dan  bulan  Mei  2003. 

•  Cesda-LP3ES  pada  bulan  Mei  dan 
Oktober  2003. 

•  International  Foundation  for  Election 
System  (IFES)  pada  Juli  2003. 

•  Marketing  Research  Indonesia  (MRI)  pada 
Mei-Juni  2003. 

•  Lembaga  Survei  Indonesia  (LSI)  pada 
September  2003. 

Bertumbuh  suburnya  proyek  polling 
oleh  berbagai  lembaga  ini  tentu  saja 
menimbulkan  beragam  opini  di  kalang- 
an  masyarakat.  Sebagian  melihatnya 
sebagai  sebuah  kewajaran,  sementa- 
ra  sebagian  lain  berpandangan  lebih 
kritis.  Hasil-hasil  jajak  pendapat  atau 
polling  ten  tang  tema  yang  sama  dan 
waktu  yang  hampir  bersamaan,  ser- 
ta  metodologi  yang  tak  jauh  berbeda, 
oleh  lembaga-lembaga  berbeda,  pada 
kenyataaimya  tidak  jarang  menunjuk- 
kan  hasil  yang  berbeda  secara  radi- 
kal.  Hal  inilah  kemudian  yang  me- 
nimbulkan berbagai  spekulasi  dan 
praduga  oleh  publik  mengenai  latar 
belakang  sesungguhnya  di  balik  ber- 
bagai polling  tersebut. 

Merebaknya  fenomena  polling  ten- 
tang  bakal  calon  presiden  ataupun 
tentang  peluang  partai  politik  dalam 
pemilu  2004,  harus  pula  dilihat  se- 
cara lebih  kritis.  Meskipun  berbagai 
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lembaga  yang  menyelenggarakan  poll- 
ing menegaskan  dirinya  sebagai  non- 
partisan dan  bersifat  independen,  akan 
tetapi  dalam  realitasnya  tidak  menu- 
tup  kemungkinan  adanya  relasi  atau 
kolaborasi  politik  antarberbagai  lemba- 
ga tersebut  dengan  kekuatan-kekuatan 
politik  yang  berkepentingan  dengan 
hasil  polling  tersebut. 

Arena  politik  sebagai  wilayah  yang 
bersifat  abu-abu  memiliki  nalamya  sen- 
diri,  di  mana  sesuatu  yang  dirasakan 
musykil  dalam  wilayah  itu  bisa  men- 
jadi masuk  akal.  Sangat  mungkin  ter- 
dapat  sebuah  struktur  kemasuk-akal- 
an  {the  structure  of  plausibility)  yang 
bersifat  khas  dan  sering  berbeda  an- 
tara  wilayah  politis  dengan  wilayah 
lairmya.  Ranah  permainan  dalam  du- 
nia  politik  yang  menjadikan  kekuasaan 
sebagai  tujuan  utamanya  kerap  kali 
menghalalkan  segala  macam  cara  un- 
tuk  meraih  apa  yang  dimaksudkan. 
Dalam  konteks  itu,  persaingan  para 
aktor  politik  dalam  perebutan  kursi 
orang  nomor  satu  di  negeri  ini  telah 
dipastikan  akan  membawa  para  kan- 
didat  untuk  membangun  dan  meman- 
faatkan  seoptimal  mungkin  modal  po- 
litiknya,  sehingga  kerja-kerja  intelektual 
yang  non-partisian  dan  independen 
telah  berubah  menjadi  kerja  bisnis 
yang  berorientasi  mencari  keuntungan 
material  sebesar-besarnya.  Adalah  se- 
buah aib  yang  memalukan  apabila  ada 
lembaga-lembaga  yang  sudi  meneri- 
ma  pesanan  proyek  dari  sebuah  partai 
politik  untuk  kemudian  melakukan  ri- 
set  semu  yang  hasilnya  sengaja  di- 
arahkan  untuk  memberikan  dukungan 
dan  keuntungan  politis  bagi  partai 


politik  yang  telah  memberikan  "sub- 
sidi"  tersebut.  Dengan  demikian  lem- 
baga itu  telah  menjadi  partisan  dan  in- 
strumen  permainan  politik. 

Kalangan  politisi  sendiri  bukannya 
tidak  menyadari  bahwa  pekerjaan  sur- 
vei  dan  polling  semacam  itu  telah  men- 
jadi alat  politik  tertentu.  Penilaian  ini 
secara  tegas  dinyatakan,  misalnya, 
oleh  Amien  Rais  yang  tidak  lagi  mem- 
percayai  berbagai  polling  belakangan 
ini,  dengan  alasan  bahwa  kegiatan-ke- 
giatan  itu  telah  dikendalikan  oleh  ber- 
bagai macam  kepentingan  di  belakang- 
nya  {Republika,  13/9/03).  Hal-hal  se- 
macam inilah  yang  seyogyangya  ikut 
dicermati  dalam  menelisik  meledak- 
nya  berbagai  polling  perihal  kepemim- 
pinan  nasional  belakangan  ini. 

KESIMPULAN 

Secara  umum,  perkembangan  politik 
sepanjang  bulan  Juli-September  2003 
ini  menunjukkan  tingkat  kesemrawutan 
atau  kerumitan  luar  biasa.  Politik  ber- 
gerak  di  seputar  elite  partai,  antara 
lain  dengan  metode  intervensi  atas 
pengambilan  keputusan  politik  di  ting- 
kat bawah.  Beberapa  partai  politik 
akhirnya  terjebak  dalam  konflik  inter- 
nal yang  sebagian  berakhir  di  lemba- 
ga pengadilan.  Selain  itu,  juga  terjadi 
konflik  yang  memakan  korban  nyawa, 
antara  lain  atas  kasus  pemekaran  Pro- 
vinsi  Irian  Jaya  Tengah  dan  pemekaran 
Kabupaten  Mamasa,  Sulawesi  Selatan. 

Naiknya  politik  sebagai  panglima 
dalam  kehidupan  kebangsaan  selama 
tiga  bulan  terakhir  ini,  justrii  tidak  di- 
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ikuti  dengan  pendinginan  situasi  ke- 
amanan  secara  umum.  Hal  inilah  yang 
menjadi  catatan  umum  untuk  dianti- 
sipasi  ke  depan,  agar  persoalan-per- 
soalan  keamanan  bisa  ditangani  se- 
cara lebih  baik,  terutama  sebagai  si- 
tuasi kondusif  yang  diperlukan  untuk 
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menyukseskan  Pemilu  2004.  Pengune- 
kapan  berbagai  kasus  teror  juga  men- 
jadi persoalan  krusial  yang  harus  di- 
tuntaskan,  tetapi  patut  diiringi  dengan 
profesionalisme  aparatur  kepolisian  dan 
komunikasi  intensif  dengan  kalangan 
masyarakat  guna  membantunya. 


Fonnat  Baru  Pembangunan  Politik 
Tanpa  Persiapan  Serius 

Anton  Djawamaku  &  M.  Sudibfo 


PENDAHULUAN 

DALAM  Triwulan  Ketiga  tahun 
2003  ini  terasa  begitu  banyak 
masalah  politik  yang  muncul 
ke  permukaan.  Udara  politik  di  Tanah 
Air  terasa  begitu  pengap.  Sesuai  de- 
ngan arah  reformasi,  format  baru  pem- 
bangunan politik  terus  diusahakan,  te- 
tapi penanganannya  terasa  kurang  se- 
rius. Belum  lagi,  kemarau  yang  begitu 
kering  yang  mengakibatkan  para  pe- 
tani  tidak  mampu  lagi  mengairi  sawah- 
nya,  yang  pada  giljrannya^  ribuan  hek- 
tar  sawah  mengalami  puso. 

Selain  mengkhawatirkan  jalannya  re- 
formasi, kemungkinan  rendahnya  kuali- 
tas  Pemilu  2004  juga  telah  mulai  di- 
soroti.  Setidaknya  ada  enam  ,  masalah 
yang  mewamai  kehidupan  politik  dalam 
triwulan  ketiga  tahun  2003  ini,  yakni: 
(1)  Sidang  Tahunan  MPR,  yang  beru- 


saha  meninjau  produk-produk  MPRS 
maupun  MPR;  (2)  Persiapan  Pemilihan 
Umum  2004;  (3)  Persiapan  Pemilihan 
Presiden  2004;  (4)  Pembentukan  Mahka- 
mah  Konstitusi;  (5)  Masalah  Pemekaran 
Wilayah;  dan  (6)  Masalah  Terorisme. 


REFORMASI  TERSENDAT-SEN- 
DAT 

Sebenarnya  sejak  bulan  Mei  2003 
muncul  banyak  tanggapan  atas  perja- 
lanan  reformasi.  Diakui,  empat  di  an- 
tara  enam  agenda  reformasi  telah  da- " 
pat  dijalankan  meskipun  masih  ba- 
nyak kekurangannya.^  Dua  agenda  yang 


Enam  agenda  reformasi  itu  adalah:  (1) 
Amandemen  UUD  1945;  (2)  Rekonstruksi  dan 
pelurusan  dwifungsi  TNI/Polri;  (3)  Otonomi 
Daerah;  (4)  Hak  berkumpul,  berserikat,  dan 
kebebasan  pers;  (5)  Penegakan  hukum;  dan  (6) 
Penegakan  pemerintahan  yang  bersih  KKN. 
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belum  dapat  dilaksanakan  adalah  pe- 
negakan  hukum  dan  pemerintahan  yang 
bersih  dan  bebas  dari  KKN,  yang  pa- 
da  gilirannya  telah  mengakibatkan 
bangsa  ini  carut-marut  tidak  karuan. 
Bahkan  ada  yang  menilai  bahwa  re- 
formasi  secara  keseluruhan  hanyalah 
slogan,  kehilangan  kesaktiannya  untuk 
mcndorong  perubahan,  daya  refleksi- 
nya  macet,  dan  berubah  menjadi  ritual 
goyang  lidah  para  politikus  anti-peru- 
bahan  (Latif,  2003).  Negara  Indonesia 
ini  diibaratkan  sebagai  "rumah  sakit 
gila",  yang  dihuni  oleh  sebagian  orang 
yang  sudah  gila.  Gila  korupsi,  kolusi 
dan  nepotisme  (KKN),  serta  gila  kekua- 

2 

saan.  Faktor  utama  penyebab  kegagal- 
an  itu  adalah  ketidakmampuan  para  pe- 
mimpin  dan  elite  politik  untuk  mena- 
rik  jarak  dari  masa  lalu.  Ada  keinginan 
yang  begitu  besar  untuk  menyongsong 
Indonesia  baru  yang  lebih  adil  dan 
demokratis  dalam  suatu  pemerintahan 
yang  bebas  dan  bersih  KKN  yang  ber- 
ada  dalam  koridor  supremasi  hukum, 
tetapi  tidak  pernah  ada  usaha  serius, 
sistematis,  dan  komprehensif  untuk  me- 
rancang  masa  depan  yang  dicita-citakan. 
Ini  disebabkan  oleh  kuatnya  kecende- 
rungan  berkompromi  dengan  keburukan 
masa  lampau  (Harris,  2003a). 

Mengamati  kinerja  elite  politik,  balk 
dalam  lembaga  eksekutif,  legisiatif  mau- 
puh  yudikatif,  yang  juga  belum  mam- 
pu  membawa  bangsa  ini  keluar  dari 
krisis,  telah  menimbulkan  sikap  skep- 
tis  masyarakat  atas  jalannya  reforma- 


Baca  pernyataan  Ketua  Komisi  Hukum 
Nasional  Prof.  Dr.  J.E.  Sahetapy  dalam  harian 
Smra  Karya,  5  Mei  2003. 


si.  Parpol-parpol  yang  mengusung  sem- 
boyan  reformasi  pasca  jatuhnya  rezim 
Orba  gagal  menjalankan  amanat  refor- 
masi, akibatnya  rakyat  menjadi  kece- 
wa  dan  bernostalgia  pada  era  Orba.^ 
Lemahnya  kepemimpinan  nasional  dan 
tidak  efektifnya  pemerintahan  saat  ini 
merupakan  penyebab  utama  sulitnya 
bangsa  Indonesia  ke  luar  dari  krisis  mul- 
tidimensional.* 

KKN,  yang  pada  zaman  rezim  Soe- 
harto  terfokus  pada  keluarga  dan  ka- 
wan-kawan  dekat  Soeharto,  terutama  di 
pusat  pemerintahan,  kini  tidak  sema- 
kin  berkurang,  rnelainkan  semakin  me- 
rata.  Kini  bangsa  Indonesia  tinggal  me- 
nunggu  waktu  untuk  masuk  jurang,  ka- 
rena  korupsi  bukan  hanya  dilakukan 
oleh  pejabat  di  tingkat  pusat,  melainkan 
merata  di  seluruh  daerah  dan  semua 
tingkatan.  Wakil  rakyat  dan  pejabat  di 
daerah  kini  benar-benar  "berdaulat",  be- 
tul-betul  mempunyai  kekuasaan  untuk 
melakukan  korupsi  sendiri.^  Kekuatan- 
kekuatan  reformis  tidak  mampu  meng- 
hadapi  para  preman  dan  akrobatik  po- 
litik yang  ingin  berkuasa  secepatnya 
tanpa  rasa  tanggung  jawab  moral  bagi 
keselamatan  masa  depan  bangsa.  Prak- 
tek-praktek  kotor  seperti  money  politics 
benar-benar  terjadi  dan  dilakukan  se- 


Baca  laporan  singkat  hasil  survei  Lemba- 
ga Survei  Indonesia  (LSI)  dalam  harian  Media 
Indonesia,  27  September  2003. 
4 

Masalah  ini  juga  muncul  pada  sosialisa- 
si  balon  Presiden  Partai  Golkar  di  Provinsi  Su- 
lawesi Utara,  24  September  2003,  dan  Pro- 
vinsi Gorontalo,  25  September  2003.  Baca  pula 
harian  Smra  Karya,  26  September  2003. 
5„ 

Baca  pendapat  Frans  Magnis  Suseno  di 
harian  Kompas,  27  September  2003." 
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cara  terbuka.^  Uang  begitu  berkuasa 
hingga  menghancurkan  tatanan  kon- 
stitusi,  undang-undang,  dan  segala  per- 
aturan  yang  telah  disepakati.  Akibatnya 
good  and  clean  governance  masih  meru- 
pakan  cita-cita  saja.  Kerusakan  bangsa 
ini  hampir  sempuma  karena  money  pol- 
itics hampir  sempuma/ 

Seharusnya  bangsa  Indonesia  meng- 
acu  pada  Pancasila  sebagai  sumber 
ideologinya.  Kenyataannya  Pancasila 
yang  diagungkan  dalam  teori  dan  pe- 
nataran  dikhianati  dan  dilecehkan  da- 
lam perilaku  dan  perbuatan.  Bahkan  ada 
menteri  yang  secara  terang-terangan 
memperjuangkan  ideologi  lain  di  luar 
Pancasila.  Ada  indikasi  para  pemimpin 
kita  lebih  loyal  kepada  partainya  dari- 
pada  kepada  negara.  Hal  ini  bertentang- 
an  dengan  sumpah  jabatan.  la  seharus- 
nya memegang  teguh  semboyan  when 
loyalty  to  my  country  began,  loyalty  to  my 
party  end.  Semakin  meningkatnya  pe- 
ngangguran  dan  semakin  melebarnya 
kesenjangan  sosial  menjadi  faktor  ber- 
kembangnya  sikap  skeptis  masyarakat 
terhadap  gerakan  reformasi  pula.  Situa- 
si  ini  semakin  dipertajam  oleh  tindakan 
represi  fisik  yang  dilakukan  oleh  nega- 
ra, bahkan  ada  gejala  kembali  ke  suasa- 
na  kehidupan  politik  rezim  Soeharto. 

Pada  tataran  sistem  pemerintahan 
terjadi  paradoks  yang  inemungkinkan 
kembalinya  sentralisme  kekuasaan.  Apa 
yang  dulu  menjadi  tema  kritik  atas  re- 
zim Soeharto,  kini  justru  dilakukan 


Baca  pendapat  Syafii  Ma'arif  di  harian 
Media  Indonesia,  26  September  2003. 
7 

Baca  penjelasan  Syafii  Ma'arif  dalam  ha- 
rian Kompas,  26  September  2003. 


kembali  oleh  mereka  yang  disebut  mau- 
pun  menyebut  dirinya  sebagai  tokoh 
reformasi.  Reformasi  tidak  jalan.  Elite 
politik  tidak  mau  dikritik,  akibatnya 
rakyat  tidak  dapat  mendialogkan  aspi- 
rasinya.  Pemilihan  kepala  daerah  tidak 
lebih  dari  pemindahan  kepentingan  po- 
litik elite  di  pusat  ke  daerah.  Kasus  pe- 
milihan Gubernur  Provinsi  Lampung, 
Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,  dan  Bali  me- 
rupakan  contohnya.  Perwujudan  masya- 
rakat yang  demokratis  semakin  jauh, 
sebaliknya  probabiUtas  terjadinya  re- 
zim militer,  sekalipun  dalam  bentuk 
baru,  justru  semakin  membesar.* 


SIDANG  TAHUNAN  MPR  2003 

Sidang  Tahunan  MPR  2003  yang  se- 
dianya  berlangsung  tanggal  1-10  Agus- 
tus  2003  diperpendek  hanya  sampai 
dengan  tanggal  7  Agustus  2003  untuk 
menghemat  biaya,  karena  masalah  yang 
dibahas  hanya  sedikit.  Berbeda  dengan 
sidang-sidang  sebelumnya  yang  biasa- 
nya  menghasilkan  banyak  Tap,  ST  MPR 
kali  ini  hanya  menghasilkan  dua  Kete- 
tapan  dan  dua  Keputusan,  yakni:  (1) 
Tap  No.  I/MPR/2003  tentang  Penin- 
jauan  Terhadap  Materi  dan  Status  Hu- 
kum  Tap  MPRS  dan  Tap  MPR  RI  tahun 
1960  sampai  dengan  tahun  2003;  (2)  Tap 
No.  II/MPR/2003  tentang  Perubahan 
Kelima  atas  Tap  MPR  RI  No.  II/MPR/ 
1999  tentang  Perahiran  Tata  Tertib  MPR 
RI;  (3)  Keputusan  MPR  No.  4/2003  ten- 
tang Susunan,  Kedudukan,  Kewenang- 
an,  dan  Keanggotaan  Komisi  Konstitusi; 


Baca  penjelasan  Riswandha  Imawan  da- 
lam harian  Kompas,  29  September  2003. 
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serta  (4)  Keputusan  MPR  No.  5/2003 
tentang  Penugasan  kepada  Pimpinan 
MPR  untuk  menyampaikan  Saran  atas 
Laporan  Pelaksanaan  Putusan  MPR 
oleh  Presiden,  DPR,  BPK,  dan  MA  pada 
ST  MPR  2003.  Sedikitnya  Tap  yang  di- 
hasilkan  itu  terkait  erat  dengan  kedu- 
dukan  dan  fungsi  MPR,  yang  sesuai  de- 
ngan amandemen  UUD  1945  MPR  ti- 
dak  lagi  sebagai  Lembaga  Tertinggi  Ne- 
gara,  dan  mulai  tahun  2004  Presiden  di- 
pilih  langsung  oleh  rakyat  sehingga  ti- 
dak  lagi  bertanggung  jawab  kepada 
MPR. 

Pada  ST  MPR  2003  ini  setidaknya 
ada  tiga  masalah  yang  cukup  terangkat 
ke  permukaan,  yakni  masalah  pemben- 
tukan  Komisi  Konstitusi  (KK),  peninjau- 
an  Tap  MPR/MPRS  tahun  1960-2002, 
khususnya  tentang  Tap  yang  berkena- 
an  dengan  Presiden  Soekamo,  dan  pe- 
larangan  PKI,  serta  pertanggungjawab- 
an  Presiden  Megawati  pada  tahun 
2004.  Tentang  KK  disetujui  bahwa  per- 
lu  adanya  KK  yang  independen.  Agar 
independensi  KK  terjaga,  anggota  BP 
MPR  tidak  boleh  menjadi  anggota  KK. 
Anggota  KK  terdiri  atas  tokoh-tokoh 
yang  independen  agar  dapat  melaksa- 
nakan  tugas  dan  kewenangannya  se- 
cara  independen  juga.  Disepakati  un- 
tuk membentuk  KK  yang  memiliki  kom- 
petensi  tinggi,  tetapi  bila  dilihat  ke- 
wenangannya KK  ini  tidak  mempunyai 
gigi  karena  hanya  terbatas  pada  pem- 
berian  saran-saran  kepada  MPR.  Pem- 
bahasan  KK  di  dalam  ST  MPR  ihi  dapat 
dikatakan  sebagai  semacam  petunjuk 
bahwa  sebenarnya  MPR  tidak  serius 
membentuk  KK.  Meskipun  green  light 
pembentukan  KK  telah  disepakati  se- 


jak  ST  MPR  2002,  nyatanya  sampai  ST 
MPR  2003  selesai  KK  juga  belum  ter- 
bentuk.  ST  MPR  2003  hanya  mengha- 
silkan  Keputusan  tentang  Susunan,  Ke- 
dudukan,  Kewenangan,  dan  Keanggo- 
taan  KK. 

Tentang  Tap  yang  berkaitan  dengan 
PKI,  yang  tercantum  dalam  Tap  MPRS 
No.  XXV/MPRS/1966  tentang  Pembu- 
baran  PKI,  Pernyataan  Sebagai  Organi- 
sasi  Terlarang  di  Seluruh  Wilayah  Ne- 
gara  Republik  Indonesia  bagi  PKI  dan 
Larangan  Setiap  Kegiatan  untuk  Menye- 
barkan  atau  Mengembangkan  Faham 
atau  Ajaran  Komunis/Marxisme-Lenin- 
isme  dinyatakan  tetap  berlaku.  Saran- 
saran  dari  para  politisi  dan  cendekia- 
wan,  termasuk  dari  UI  yang  meng- 
inginkan  Tap  ini  dicabut  karena  berten- 
tangan  dengan  HAM,  belum  menda- 
pat  tempat.  Meskipun  demikian  Tap 
iru,  khususnya  Pasal  2,  berusaha  mem- 
ber! solusi  pelaksanaannya  yakni,  "ke 
depan  diberlakukan  dengan  berkeadil- 
an  dan  menghormati  hukum,  prinsip 
demokrasi  dan  hak  asasi  manusia". 

Demikian  juga  tentang  Tap  yang  ber- 
kaitan dengan  Presiden  Soekamo,  khu- 
susnya Tap  XXXIII/MPRS/1967  tentang 
Pencabutan  Kekuasaan  Pemerintahan 
Negara  dari  Presiden  Soekamo,  tidak 
berhasil  dicabut.  Sebagaimana  perjuang- 
an  untuk  mencabut  Tap  No.  XXV/ 
MPRS/ 1966,  ketidakberhasilan  menca- 
but Tap  No.  XXXV/MPRS/1967  meru- 
pakan  anti-klimaks  dari  sikap  Fraksi 

^Baca  Tap  No.  I/MPR/2003  tentang  Pe- 
ninjauan  terhadap  Materi  dan  Status  Hukum 
Tap  MPRS  dan  Tap  MPR  RI  tahun  1960 
sampai  dengan  tahxm  2002,  khusus  Pasal  2. 
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PDIP.  Apa  alasan  utama  Fraksi  PDIP 
untuk  tidak  mengusulkan  voting  dalam 
pengambilan  putusan  tentang  dua  Tap 
MPRS  itu  tidak  jelas.  Apakah  karena 
timbul  kekurangkompakan  internal  Frak- 
si PDIP,  ataukah  karena  betul-betul  si- 
kap  arif  PDIP  demi  menjaga  kebersa- 
maan  untuk  melakukan  rekonsiliasi  gu- 
na  menjawab  tantangan  masa  depan  ti- 
dak jelas.  Memang  jubir  Fraksi  PDIP 
I  Dewa  Cede  Palguna  menegaskan,  "se- 
telah  mempertimbangkan  dengan  pe- 
nuh  kearifan  dan  demi  menjaga  keber- 
samaan,  pihaknya  dapat  menyepakati 
pendapat  fraksi-fraksi  lainnya  tentang 
Tap  MPRS  tersebut.  Ini  untuk  menjaga 
kebersamaan  dan  diletakkan  dalam  kon- 
teks  upaya  bersama  bangsa  untuk  mela- 
kukan rekonsiliasi  nasional  guna  men- 
jawab tantangan  masa  depan".^° 

Tetapi  kalau  ditinjau  dari  kedudukan 
Tap  No.  XXXIII/MPRS/1967,  dan  saran 
MPR  kepada  Presiden,  perjuangan  Frak- 
si PDIP  tidak  seluruhnya  gagal.  Tap 
No.  XXXIII/MPRS/1967  ini  tidak  masuk 
dalam  kategori  Tap  yang  tetap  berlaku, 
melainkan  masuk  kategori  Tap  yang  ti- 
dak perlu  dilakukan  tiridakan  hukum  le- 
bih  lanjut,  baik  karena  bersifat  einmalig 
(final),  telah  dicabut,  maupun  telah  se- 
lesai  dilaksanakan."  Sementara  itu,  MPR 


Baca  penegasan  Jubir  Fraksi  PDIP  I 
Dewa  Cede  Palguna,  dalam  harian  Koran 
Tempo,  8  Agustus  2003. 

"Tap  No.  I/MPR/2003  yang  juga  dike- 
nal  dengan  Tap  "Sapu  Jagat"  terdiri  atas:  (1) 
delapan  Tap  dinyatakan  dicabut  dan  tidak 
berlaku  lagi;  (2)  tiga  Tap  dinyatakan  tetap 
berlaku  dengan  ketentuannya  masing-masing; 
(3)  delapan  Tap  dinyatakan  tetap  berlaku 
sampai  terbentuknya  pemerintahan  hasil  Pe- 
milu  2004;  (4)  11  Tap  dinyatakan  tetap  berla- 


juga  menyarankan  kepada  Presiden 
agar  merehabilitasi  nama  baik  para  to- 
koh  nasional  yang  telah  berjasa  pada 
bangsa  dan  negara,  khususnya  kepada 
Soekamo  sebagai  salah  satu  proklama- 
tor  dan  Presiden  pertama  Indonesia. 

Masalah  pertanggungjawaban  (LPJ) 
Presiden  pada  tahun  2004  memuncul- 
kan  sikap  pro  dan  kontra.  Mereka  yang 
menolak  adanya  pertanggungjawaban 
Presiden  berargumentasi  bahwa  MPR 
tidak  relevan  minta  LPJ  Presiden  kare- 
na tidak  sesuai  lagi  dengan  amande- 
men  UUD  1945.  MPR  bukan  lagi  seba- 
gai lembaga  tertinggi  negara.  Sebalik- 
nya  yang  menghendaki  LPJ,  berang- 
gapan  bahwa  hal  itu  konsisten  de- 
ngan Tap  IV/MPR/1999  tentang  GBHN, 
dan  Tap  No.  III/MPR/2000  tentang 
Penetapan  Megawati  Soekarnoputri  se- 
bagai Presiden  RI.  Jabatan  strategis 
yang  diemban  oleh  seseorang  harus 
dipertanggungjawabkan.  Ini  juga  ber- 
hubungan  dengan  masalah  etika.  LPJ 
tidak  mempengaruhi  pencalonan  Me- 
gawati sebagai  Presiden.  Ini  berkaitan 
dengan  kemungkinan,  bahwa  seandai- 
nya  LPJ  Presiden  Megawati  itu  dito- 
lak  oleh  MPR,  apakah  secara  moral 
Megawati  masih  pantas  mencalonkan 
diri  sebagai  Presiden. 

Ditinjau  dari  agenda  ketatanegara- 
an,  ST  MPR  itu  tidak  keliru  bila  dilak- 
sanakan.  Tetapi  kalau  menyimak  pro- 

ku  sampai  terbentuknya  UU;  (5)  lima  Tap  di- 
nyatakan tetap  berlaku  sampai  ditetapkan- 
nya  peraturan  Tata  Tertib  (Tatib)  MPR  hasil 
Pemilu  2004;  dan  (6)  104  Tap  dinyatakan  tidak 
perlu  dilakukan  tindakan  hukum  lebih  lanjut, 
baik  karena  bersifat  einmalig  (final),  telah  di- 
cabut, maupun  telah  selesai  dilaksanakan. 


ANALISIS  PERISTIWA 


301 


ses  persidangan  dan  hasilnya,  teruta- 
ma  saran  MPR  kepada  Presiden  dan 
lembaga-lembaga  tinggi  negara  lainnya, 
ST  MPR  kali  ini  hanyalah  formalitas 
dan  hasilnya  hanya  asal  ada.  Oleh  ka- 
rena  itu,  ada  yang  mengomentari,  bah- 
wa  MPR(S)  adalah  Majelis  Pemberi  Ra- 
tusan  Saran  (Baan,  2003).  Kalau  nama- 
nya  saran,  itu  tidak  mengikat,  dijalan- 
kan  boleh  tidak  dijalankan  juga  boleh, 
tidak  ada  sanksinya.  Semula  direncana- 
kan  membuat  semacam  rekomendasi 
kepada  Presiden,  tetapi  kemudian  ditu- 
runkan  tingkatannya  hanya  semacam 
saran.  Sidang  itu  hanya  sidang  sopan- 
santun,  dan  seperti  "Komedi  Omong" 
saja  (Harris,  2003b),  karena  sidang  itu 
tidak  menyentuh  persoalan  rakyat. 

Keseriusan  para  anggota  MPR  un- 
tuk  mengikuti  persidangan  sungguh 
menyedihkan.  Misalnya,  hanya  498 
orang  dari  700  anggota  MPR  yang  ha- 
dir  pada  saat  pembukaan  sidang,  dan 
pada  penutupan  sidang  tinggal  393 
orang.  Demikian  pula  pada  rapat  pari- 
puma  keempat,  3  Agushis  2003,  hanya 
dihadiri  oleh  436  anggota  MPR  (Re- 
publika,  A  Agustus  2003).  Ini  menunjuk- 
kan  tidak  adanya  keteladanan  dari  para 
anggota  MPR.  Kalau  demikian,  tidak 
banyak  yang  diharapkan  dari  kerja  ang- 
gota MPR  itu. 


PERSIAPAN  PEMILU  LEGISLATIF 

UU  Partai  Politik,  UU  Pemilu  Ang- 
gota Legislatif,  dan  UU  Susduk  DPR, 
MPR,  DPD,  dan  DPRD,  yang  menjadi 
acuan  Pemilu  2004,  telah  selesai  disu- 
sun.  Tetapi  sosialisasinya,  khususnya 


UU  Pemilu  Anggota  Legislatif,  baik  di 
pusat  maupun  di  daerah-daerah,  baik 
oleh  pemerintah,  DPR/DPRD,  KPU,  dan 
parpol,  masih  sangat  kurang.  Semen- 
tara  itu,  jadwal  kegiatan  persiapan  Pe- 
milu 2004  ada  yang  tertunda/diundur- 
kan  karena  menghadapi  beberapa  ken- 
dala.  Penundaan  jadwal  itu  menggang- 
gu  bahkan  dapat  merugikan  parpol- 
parpol  untuk  menghadapi  Pemilu  2004, 
lebih-lebih  bagi  parpol  baru.  Melihat  ke- 
nyataan  ini,  ada  alasannya  bila  semen- 
tara  kalangan  pengamat  dan  politisi 
mengkhawatirkan  akan  gagal  atau  tidak 
berkualitasnya  Pemilu  2004.^^  Bahkan 
sejak  awal  tahun  2003,  telah  disinyalir 
banyaknya  kerawanan  yang  mungkin 
timbul  pada  Pemilu  2004  bila  Pemilu  itu 
tidak  disiapkan  secara  matang.^^ 


Baca  pendapat  Direktur  Eksekutif  CETRO 
Hadar  N  Gumay,  dan  pengajar  Pascasarjana 
Bidang  Ilmu  Sosial  UI,  Kastorius  Sinaga,  d?.- 
1am  harian  Kompas,  24  September  2003. 

Anggota  KPU  Mulyana  W.  Kusumah  te- 
lah menyusun  daftar  gawat  pelaksanaan  Pemi- 
lu 2004,  sebagai  berikut:  (1)  Reaksi  dan  protes 
parpol  yang  dibatalkan  keabsahannya  sebagai 
badan  hukum  oleh  Depkeh  &  HAM  karena  ti- 
dak memenuhi  persyaratan  sebagai  parpol  se- 
suai  UU  No.  31/2002  tentang  Partai  Politik; 
(2)  Reaksi  dan  protes  parpol  yang  dinyatakan 
oleh  KPU  karena  tidak  memenuhi  syarat  se- 
bagai parpol  peserta  pemilu  sesuai  dengan 
UU  Pemilu;  (3)  Reaksi  atas  penyusunan,  pe- 
netapan,  dan  pengumuman  DCS/DCT  DPR, 
DPRD  Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/Kota; 
(4)  Reaksi  lokal  atas  pengumuman  DCS/DCT 
DPD;  (5)  Reaksi  atas  penetapan  dan  pengu- 
muman calon  Presiden/Wakil  Presiden;  (6)  Ben- 
trok antarpendukung  parpol  (caleg)  dalam 
kampanye;  (7)  Bentrok  antarpendukung  ca- 
lon anggota  DPD  dalam  kampanye;  (8)  Ak- 
tivitas  massa  pendukung  parpol  dan  calon 
anggota  DPD  saat  pemungutan  suara;  (9) 
Reaksi  atas  pengumuman  dan  penetapan  ha- 
sil  pemilu  anggota  DPR,  DPRD  Provinsi,  dan 


302 


ANALISIS  CSIS,  Tahun  XXXII/2003,  No.  3 


Namun  demikian,  untuk  mengatakan 
gagal  perlu  jelas  tolok  ukurnya  dulu, 
dan  dipandang  dari  sudut  mana  serta 
oleh  siapa.  Dipandang  oleh  parpol  pe- 
menang  atau  oleh  parpol  kalah  pemi- 
lu  atau  oleh  suatu  lembaga  independen. 
Mengingat  Pemilu  2004  tinggal  bebe- 
rapa  bulan,  dan  ketentuan  sistem  pe- 
milu yang  baru,  proporsional  dengan 
daftar  calon  terbuka  untuk  memilih  ang- 
gota  DPR  dan  DPRD,  sistem  distrik  ber- 
wakil  banyak  untuk  memilih  anggota 
DPD  (serta  pemilihan  Presiden  lang- 
sung),  baru  akan  pertama  kali  diseleng- 
garakan,  sosialisasinya  menjadi  sangat 
penting.  Sistem  ini  merupakan  suatu 
kemajuan  untuk  menghindari  terjadinya 
memilih  "kucing  dalam  karung".  Teta- 
pi  bisa  dibayangkan  sulitnya  para  pe- 
milih  untuk  mencoblos  pada  Pemilu 
2004,  karena  selain  harus  mencoblos 
tanda  gambar  parpol  peser|:a  pemilu 
juga  mencoblos  nama  calon  DPR/ 
DPRD,  dan  hanya  mencoblos  gambar 
(foto)  calon  DPD.  Untuk  DPR/DPRD  pe- 
milih  harus  mencoblos  enam  kali,  de- 
ngan perincian  tiga  kali  mencoblos  tan- 
da  gambar  parpol  pilihannya,  masing- 
masing  sekali  untuk  DPR,  DPRD  Pro- 
vinsi  dan  DPRD  Kabupaten/Kota,  serta 
tiga  kali  mencoblos  nama  calon,  ma- 
sing-masing  sekali  untuk  calon  DPR, 


DPRD  Kabupaten/Kota;  (10)  Reaksi  lokal  atas 
pengumuman  dan  penetapan  hasil  pemilu 
DPD;  (11)  Bentrok  antarpendukung  calon  Pre- 
siden/Wakil  Presiden  dalam  pemilihan  pu- 
taran  pertama;  (12)  Bentrok  antarpendukung 
calon  Presiden/Wakil  Presiden  dalam  pemi- 
lihan putaran  kedua;  (13)  Reaksi  dan  protes 
hasil  pemilihan  Presiden/Wakil  Presiden; 
(14)  Aktivitas  massa  saat  Sidang  MPR  me- 
lantik  Presiden/Wakil  Presiden.  Baca  harian 
Kompas,  2  Februari  2003. 


DPRD  Provinsi,  dan  DPRD  Kabupaten/ 
Kota.  Di  samping  itu  juga  mencoblos 
foto  calon  DPD.  Jadi  pemilih  harus 
mencoblos  tujuh  kali,  bisa  dibayangkan 
lamanya.  Kemudian  bagaimana  dengan 
pemilih  yang  buta  huruf.  Belum  lagi, 
betapa  lamanya  para  petugas  menghi- 
tung  suara,  termasuk  memilah-milahnya. 

Kalau  ditinjau  dari  beberapa  jadwal 
persiapan  pemilu  yang  terpaksa  diun- 
diir,  kekhawatiran  ihi  juga  tidak  meng- 
ada-ada.  Misalnya  penetapan  alokasi 
kursi  DPR,  yang  seharusnya  telah  sele- 
sai  tanggal  8-12  Juli  2003  temyata  baru 
berhasil  dirumuskan  oleh  KPU  tanggal 
21  Agustus  2003.  Pemunduran  ini  di- 
sebabkan  antara  lain  oleh  sulitnya  me- 
nerapkan  rumusan  tentang  "perimbang- 
an  yang  wajar"  berdasarkan  Pasal  48 
ayat  (1)  UU  No.  12/2003  tentang  Pe- 
milu Anggota  Legislatif.  Penyimakan 
lebih  lanjut  menunjukkan  bahwa  pe- 
nentuan  alokasi  kursi  DPR  itu  rumit. 
Meskipun  penentuan  alokasi  jadwalnya 
sudah  diundur,  hasilnya  masih  juga  di- 
protes  oleh  beberapa  daerah  (Sulawesi 
Utara,  Maluku,  Papua)  dan  sementara 
kalangan  anggota  DPR  RI,  karena  di- 
anggap  tidak  sesuai  dengan  kepenting- 
an  daerah  yang  bersangkutan  atau  ke- 
pentingan  parpol  tertentu. 

^'Perbedaan  interpfetasi  mengenai  Pa- 
sal  48  ayat  (1)  No.  12/2003  tentang  UU 
Pemilu  Anggota  Legislatif,  beserta  pen- 
jelasannya,  di  kalangan  anggota  KPU 
menjadi  faktor  utamanya.  Di  samping 
itu  KPU  juga  masih  harus  menunggu 
hasil  reproyeksi  data  kependudukan 
Provinsi  NAD  dari  BPS.  Pasal  48  ayat 
(1)  UU  Pemilu  Anggota  Legislatif  itu 
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mengatakan,  "Jumlah  anggota  DPR  un- 
tuk  setiap  provinsi  ditetapkan  berda- 
sarkan  jumlah  penduduk  dengan  mem- 
perhatikan  perimbangan  yang  wajar". 
Sedangkan  penjelasannya  menegaskan, 
yang  dimaksud  dengan  perimbangan 
yang  wajar  adalah:  (a)  alokasi  kursi  pro- 
vinsi dihitung  berdasarkan  tingkat  ke- 
padatan  penduduk  dengan  kuota  setiap 
kursi  maksimal  425.000  untuk  daerah 
yang  tingkat  kepadatan  penduduknya 
tinggi  dan  kuota  setiap  kursi  minimum 
325.000  untuk  daerah  yang  tingkat  kepa- 
datan penduduknya  rendah;  (b)  jumlah 
kursi  pada  setiap  provinsi  dialokasikan 
tidak  kurang  dari  jumlah  kursi  provinsi 
sesuai  pada  Pemilu  1999;  dan  (c)  pro- 
vinsi baru  hasil  pemekaran  setelah  Pe- 
milu 1999  memperoleh  alokasi  seku- 
rang-kurangnya  3  (tiga)  kursi. 

Pembahasan  alokasi  kursi  DPR  se- 
suai dengan  Pasal  48  ayat  (1)  dan 
penjelasarmya  itu  berjalan  sulit,  mana 
rumusan  yang  perlu  didahulukan.  Ada 
sebagian  anggota  KPU  yang  menekan- 
kan  kuota  325.000  dan  425.000  jiwa  per 
kursi  harus  diberlakukan  sebagai  pem- 
bagi  awal,  meskipun  kemudian  mengha- 
ruskan  adanya  beberapa  daerah  yang 
kuotanya  melebihi  batas  425.000  jiwa/ 
kursi.  Sebaliknya  pihak  lain  berpendapat 
bahwa  batas  325.000  dan  425.000  jiwa 
per  kursi  harus  diberlakukan  sebagai 
pembanding  akhir  yang  tidak  boleh  dile- 
wati.  Alokasi  kursi  DPR  RI  menjadi  bun- 
tu.  Untuk  mengatasinya,  KPU  mendu- 
kung  usaha  mengamandemen  UU  Pe- 
milu, khususnya  Pasal  48,  dengan  pe- 
nambahan  kursi  DPR  menjadi  sekurang- 
kurangnya  560  kursi.  Usaha  ini  cukup 
mendapat  respons  dari  kalangan  ang- 


gota DPR,  namun  demikian  KPU  tidak 
lepas  dari  kritik  juga,  karena  KPU  di- 
anggap  mengalah  pada  kepentingan 
parpol.  Sampai  awal  bulan  Oktober 
2003,  belum  ada  kesepakatan  akhir  me- 
ngenai  alokasi  kursi  DPR.  Namun  de- 
mikian, KPU  menegaskan  untuk  kon- 
sisten  dengan  perhitungan  semula  bi- 
la  amandemen  UU  Pemilu  Anggota  Le- 
gislatif,  khususnya  yang  menyangkut 
alokasi  kursi,  tidak  jadi  dilakukan.  Se- 
andainya  ada  perubahan,  hanya  akan 
menyangkut  Maluku,,  ita  saja  karena  di- 
sesuaikan  dengan  reproyeksi  jumlah 
penduduk. 

.  Alokasi  kursi  DPR  itu  menimjukkan 
bahwa:  (a)  prinsip  proporsionalitas  ma- 
sih  menjadi  acuan.  Ini  tergambar  da- 
lam  pembagian  kursi  Jawa  dan  luar 
Jawa.  Jawa,  dengan  jumlah  penduduk 
59,21  persen  dari  total  penduduk  Indo- 
nesia, mendapatkan  303  kursi  DPR  (55 
persen  dari  total  kursi  yang  diperebut- 
kan).  Sementara  luar  Jawa,  dengan  jum- 
lah penduduk  40,79  persen  dari  total 
penduduk  Indonesia,  mendapatkan  247 
kursi  DPR  (45  persen  dari  total  kursi 
yang  diperebutkan);  (b)  tiga  provinsi, 
yaitu  Gorontalo,  Maluku  Utara,  dan 
Irian  Jaya  Barat,  terikat  oleh  ketentuan 
mengenai  provinsi  baru  hasil  pemekar- 
an setelah  Pemilu  1999  sehingga  men- 
dapatkan jatah  sekurang-kurangtiya  " 
tiga  kursi;  (c)  lima  provinsi,  yakni  Sum- 
bar,  NTT,  Kalteng,  Kalsel,  dan  Papua, 
terikat  oleh  aturan  alokasi  kursinya  mi- 
nimal sama  dengan  kursi  saat  Pemilu 
1999;  (d)  alokasi  kursi  di  14  provinsi 
meningkat  dibandingkan  dengan  Pe- 
milu 1999.  Peningkatan  tertinggi  dite- 
rima  oleh  Provir\si  Jatim,  yakru  bertam- 
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Tabell 


ALOKASI  KURSI  DPR  PADA  PEMILU  1999  DAN  2004 


rrovinsi 

Perkiraan 

Kursi  1999 

Kursi  2004 

Penduduk  2004 

1. 

NAD 

4  227  nnn 

12 

13*** 
29*** 

11*** 
3** 

2. 

Sumut 

1 1  son  '^og 

24 

3. 

Sumbar 

1  A 

4. 

Riau* 

4.425  100 

in 

5. 

Riau  Kepulauan** 

1  152  132 

6. 

Jambi 

2  575  731 

/: 
O 

7. 

Sumsel* 

6  503  918 

16*** 
3»* 

8. 

Kepulauan  Bangka  Belitune** 

982  068 

9. 

Bengkulu 

1.521  200 

^  ^^^^ 

10. 

Lampung 

6  945  786 

'IK 

id 

17*** 

11. 

DKI  Jakarta 

8.622.065 

18 

12. 

Jabar* 

38  059  552 

90*** 

13. 

Banten** 

8  977  896 

14. 

Jateng 

32  114  351 

ou 

76  ** 

15. 

DIY 

3  209  405 

O 

8  . 

16. 

Jatim 

36  234  550 

DO 

86*** 

17. 

Bali 

3  357  1 1 

Q 

18. 

NTB 

4  015  102 

^»\J  l.\J»  l.\J^ 

Q 

11*** 

19. 

NTT 

4  083  639 

20. 

Kalbar 

3  954  448 

Q 

lU 

21. 

Kalteng 

1  832  185 

O 

o 

22. 

Kalsel 

3  181  130 

w'a  XW  X*  X«.^\/ 

1 1 
li 

1  i 

23. 

Kaltim 

2  71 2  492 

7 

24. 

Sulawesi  Utara* 

2  131  685 

7 

O 

25. 

Gorontalo** 

883.099 

3** 

bulteng 

2.215.449 

5 

6*** 

27. 

Sulsel 

8.233.375 

24 

24**** 

OR 

£.0, 

Sulawesi  Tenggara 

1.881.512 

5 

5**** 

29. 

Maluku* 

1.220.800 

3 

3**** 

30. 

Maluku  Utara** 

855.627 

3** 

31. 

Papua* 

1.966.800 

10 

-  10**** 

32. 

Irian  Jaya  Barat** 

391.300 

3** 

Jumlah 

214.827.606 

458 

550 

Keterangan: 


*  Provinsi  induk. 

*  Provinsi  pemekaran,  alokasi  sekurang-kurangnya  tiga  kursi. 

*  Alokasinya  meningkat  dibandingkan  dengan  alokasi  kursi  Pemilu  1999. 
^  Alokasi  kursi  sama  dengan  alokasi  kursi  Pemilu  1999. 

*  Provinsi  pemekaran  yang  alokasi  kursi  lebih  dari  tiga  kursi. 
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bah  18  kursi  bila  dibandingkan  dengan 
alokasi  kursi  pada  Pemilu  1999;  (e)  sem- 
bilan  provinsi  mendapatkan  alokasi 
kursi  sama  dengan  alokasi  Pemilu  1999. 
Tidak  ada  provinsi  yang  kursinya  me- 
nurun  dibandingkan  dengan  alokasi 
Pemilu  1999.  Lengkapnya  alokasi  kursi 
DPR  tertera  dalam  Tabel  1. 

Mengenai  peta  dan  jumlah  daerah 
pemilihan  juga  mengalami  penundaan. 
Baru  pada  tanggal  26  September  2003, 
KPU  mengumumkan  seluruh  daerah 
pemilihan,  kecuali  NAD.  Totalnya  dae- 
rah pemilihan  mencapai  1.834,  yang 
terdiri  atas  69  daerah  pemilihan  anggo- 
ta  DPR,  200  daerah  pemilihan  anggota 
DPRD  Provinsi,  dan  1.565  daerah  pemi- 
lihan anggota  DPRD  Kabupaten/Kota, 
dengan  rincian  sebagaimana  yang  ter- 
tera di  Tabel  2  berikut  ini. 

Demikian  juga  tentang  proses  penca- 
lonan  anggota  Dewan  Perwakilan  Dae- 
rah (DPD).  Di  samping  terjadi  kecurang- 
an  seperti  mark  up  jumlah  dukungan, 
KTP  kadaluwarsa,  alamat  penduduk 
yang  tidak  jelas  dan  adanya  dukungan 
ganda,  juga  didapati  pengakuan  pendu- 
duk yang  diambil  sampelnya  dalam  ve- 
rifikasi  calon  anggota  DPD  tidak  pemah 
mendukung  calon  DPD  tersebut,  misal- 
nya  di  Kalsel,  dan  Bali.  Di  samping  itu, 
karena  sulitnya  memenuhi  persyarat- 
an,  beberapa  calon  DPD  diisi  oleh  po- 
litisi  kawakan  yang  tidak  lagi  menjadi 
pengurus  suatu  partai.  Di  satu  sisi  si- 
tuasi  yang  demikian  ini  dapat  memberi 
bobot  kepada  DPD,  namun  sebaliknya 
juga  mengurangi  kesempatan  kepada 
tokoh-tokoh  baru  untuk  muncul.  Kurang- 
nya  kiprah  partai  politik,  pemerintah. 


dan  DPR,  untuk  menyiapkan  pemilu, 
maupun  kebijakan  lain  yang  berkaitan 
dengan  kesejahteraan  rakyat,  mengece- 
wakan  masyarakat.  Kekecewaan  ini  da- 
pat  menjadi  faktor  meningkatnya  jum- 
lah golput.  Meningkatnya  golput  ini 
menimbulkan  kekhawatiran  karena  ba- 
nyaknya  pemilih  masih  dianggap  se- 
bagai  salah  satu  tolok  ukur  keberhasil- 
an  pemilu.  Di  samping  itu  juga  ada 
anggapan  yang  tidak  tepat,  yakni  me- 
milih  adalah  semacam  kewajiban,  oleh 
sebab  itu  tidak  memilih  dianggap  tidak 
menjalankan  kewajiban.  Kalau  di- 
simak,  Golput  sejak  Pemilu  1971-1999 
masih  relatif  v^ajar,  seperti  tertera  da- 
lam Tabel  3. 

Apakah  jumlah  Golput  sungguh  me- 
lungkat  masih  menjadi  tanda  tanya,  se- 
dangkan  peningkatan  jumlah  suara  ti- 
dak sah  pada  Pemilu  2004  kemungkin- 
an  terjadi.  Kesalahan  pemilih  karena  ke- 
tidakmengertian  cara  mencoblos  menjadi 
faktornya.  Ini  berkaitan  dengan  sistem 
pemilihan-  baru,  sistem  proporsional  de- 
ngan daftar  calon  terbuka,  dan  sistem 
distrik  berwakil  banyak,  yang  untuk  per- 
tama  kali  diberlakukan.  Kurangnya  so- 
sialisasi  menjadi  faktor  utama  ketidak- 
mengertian  pemilih  itu.  Baik  parpol  pe- 
serta  pemilu,  KPU,  DPR,  maupun  pe- 
merintah, tidak  nampak  greget-nya  un- 
tuk mensosialisasikan  rencana  Pemilu 
2004.  Apakah  hal  ini  disengaja  demi  ke- 


Baca  harian  Kompas,  29  September  2003 
mengenai  fatwa  sekitar  350  ulama  PPP,  tang- 
gal 4  Mei  2003.  Sekitar  350  ulama  PPP  menge- 
luarkan  fatwa  yang  mengharamkan  golput  ba- 
gi  umat  Islam  dalam  Pemilu  2004.  Umat  Islam 
yang  golput  dianggap  lepas  tangan  atas  masa 
depan  bangsa  dan  agamanya. 
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Tabel  2 


DAERAH  PEMILIHAN  DALAM  PEMILU  2004 


No. 

Provinsi 

lumlah  F)apr3V> 

jumian  Uaerah 

Jumlah  Daerah 

Pemilihan 

1  emuinan  Anggota 

Penailihan 

Anggota  DPR 

DPRD  Prnvinoi 

Anggota  DPRD 

Kabunafpn  /K^nfa 

1. 

NAD 

2 

/ 

2. 

Sumut 

3 

9 

yo 

00 

to 
4Q 

3. 

Sumbar 

2 

✓ 

u 

4. 

Riau 

1 

7 

5. 

Jambi 

1 

6 

6. 

Sumsel 

2 

7 

7. 

Bengkulu 

1 

5 

8. 

Lampung 

2 

7 

9. 

Babel 

1 

5 

17 
X  / 

10. 

KepulauanRiau 

1 

5 

11. 

DKI  Jakarta 

2 

5 

n 

12. 

Jabar 

10 

11 

13. 

Jateng 

10 

10 

14. 

DIY 

1 

5 

15. 

Jatim 

10 

10 

ion 

x^u 

16. 

Banten 

2 

6 

32 

17. 

Bali 

1 

7 

18. 

NTB 

1 

6 

34 

19. 

NTT 

2 

6 

60 

20. 

Kalbar 

1 

7 

21. 

Kalteng 

1 

5 

43 

22. 

Kalsel 

1 

6 

23. 

Kaltim 

1 

5 

42 

24. 

Sulut 

1 

6 

34 

25 

^1 1 1  f  on  rr 

1 

6 

31 

26. 

Sulsel 

2 

8 

104 

27. 

1 1 fra 

1 

5 

28 

28. 

Gorontalo 

1 

3 

16 

29. 

Maluku 

1 

5 

17 

30. 

Maluku  Utara 

1 

5 

22 

31. 

Papua 

1 

5 

50 

32. 

Irian  Jaya  Barat 

1 

4 

24 

Jumlah 

69 

200 

1.565 

*Jumlah  daerah  pemilihan  anggota  DPRD  Kabupaten/Kota  di  NAD  belum  bisa  ditentu- 
kan  karena  masih  menunggu  data  penduduk  tiap  Kecamatan. 
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Tabel3 


JUMLAH  SUARA  GOLPUT  PEMILU  1955-1999  (DALAM  JUTA) 


Tahun 

Penduduk 

Pemilih  Terdaftar 

Golput* 

(%) 

1955 

77,6 

43,1 

5,32 

1234 

1  Q71 
17/  1 

1 14.  Q 

3  9 

6,67 

1977 

130 

69,8 

5,87 

840 

1982 

146,5 

82,1 

7,89 

9,61 

1987 

162,8 

93,7 

7,86 

8,39 

1992 

177,4 

107,5 

9,73 

9,05 

1997 

196,2 

125,6 

12,64 

10,07 

1999 

108,4 

117,7 

11,89 

10,10 

2004 

*Yang  dimaksud  golput  di  sini  adalah  jumlah  pemilih  terdaftar  yang  tidak  mengguna- 
kan  hak  pililmya  dan  suara  yang  tidak  sah  {Kompas,  29-9-2003). 


pentingan  tertentu,  ataukah  mereka 
yang  bersangkutan  itu  belum  paham 
benar  mengenai  rencana  Pemilu  2004, 
termasuk  sarana-sarananya,  seperti  UU 
Pemilu  maupun  UU  Susduk,  masih  sulit 
untuk  dijawab.  Memang  dua  masalah 
itu  bisa  dijafiikan  alasan. 


Mungkin  ini  inerupakan  akal-akalan  par- 
pol  untuk  tetap  mendominasi  penentuan  ca- 
lon  anggota  legislatif,  karena  ketentuannya  an- 
tara  lain  sebagai  berikut:  (a)  pemilih  harus  men- 
coblos  tanda  gambar  parpol  peserta  pemilu 
dan  nama  calon  DPR/DPRD;  (b)  terpilih  atau 
tidaknya  sang  calon  legislatif  terganhmg  dari 
kuota  suara  yang  didapat.  Kalau  kuota  terpe- 
nuhi,  sang  calon  menjadi  terpilih  dan  nomor 
urut  pencalonan  tidak  berpengaruh;  (c)  kalau 
kuota  tidak  terpenuhi,  partailah  yang  menen- 
tukan  anggota  legislatif  sesuai  dengan  nomor 
urut  pencalonan;  (d)  bila  yang  dicoblos  hanya 
nama  calon  legislatif  dan  tanda  gambar  par- 
pol peserta  pemilu  tidak  dicoblos,  suara  ini 
dinyatakan  tidak  sah,  meskipun  mungkin  kuo- 
ta suara  juga  terpenuhi;  (e)  tanda  gambar  par- 
pol peserta  pemilu  saja  yang  dicoblos,  suara 
tetap  dianggap  sah,  dan  penentuan  calon  ang- 
gota legislatif  ada  di  tangan  partai  sesuai 
daftar  urut  pencalonan. 


Sekilas  UU  tentang  Susduk  MPR, 
DPR,  DPD,  dan  DPRD.  Berdasarkan  UU 
itu,  kedudukan  DPR  kuat  sekali,  meski- 
pun penegasan  bahwa  "Kedudukan  De- 
wan  Perwakilan  Rakyat  adalah  kuat"  se- 
bagaimana  tercantum  dalam  UUD  1945 
yang  disahkan  tanggal  18  Agustus  1945 
itu  tidak  tercantum  lagi  dalam  UUD 
1945  yang  sekarang  ini  (telah  diaman- 
demen  empat  kali).  Selain  tetap  mempu- 
nyai  fungsi  legislasi,  anggaran,  dan  pe- 
ngawasan,  DPR  mempunyai  tugas  dan 
wewenang  yang  baru  seperti:  (a)  memi- 
lih  anggota  BPK;  (b)  memberikan  perse- 
tujuan  kepada  Presiden  atas  pengang- 
katan  dan  pemberhentian  anggota  Ko- 
misi  Yudisial;  (c)  memberikan  persetu- 
juan  calon  hakim  agung  yang  diusul- 
kan  Komisi  Yudisial  untuk  ditetapkan 
ditetapkan  sebagai  hakim  agung  oleh 
Presiden;  (d)  memilih  tiga  orang  calon 
anggota  hakim  konstitusi  dan  mengaju- 
kannya  kepada  Presiden  untuk  ditetap- 
kan. Selain  itu,  DPR  mempunyai  hak  un- 
tuk menyandera  pejabat  negara,  pejabat 
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pemerintah,  badan  hukum,  atau  warga 
masyarakat  yang  tidak  memenuhi  per- 
mintaan  DPR  tanpa  alasan  yang  sah.^^ 

Peningkatan  wewenang  dan  hak  DPR 
itu  merupakan  arus  balik  dengan  apa 
yang  terjadi  dalam  masa  rezim  Soe- 
harto.  Kalau  pada  masa  Orba  lebih  ber- 
sifat  executive  heavy,  dan  DPR  hanya 
sebagai  tukang  stempel.  Kini  sebalik- 
nya,  bersifat  legislative  heavy.  DPR  tidak 
mau  hanya  menjadi  tukang  stempel. 
Pertanyaannya  adalah  apakah  hak  DPR 
untuk  menyandera  itu  masih  dapat  di- 
kategorikan  sebagai  usaha  untuk  men- 
junjung  tinggi  martabat  DPR,  ataukah 
justru  tidak  sebaliknya?  Hak  yang  de- 
mikian  ini  justru  menunjukkan  usaha 
untuk  menutupi  kelemahan  DPR  sela- 
ma  ini.  Sebenarnya  yang  sangat  diha- 
rapkan  oleh  masyarakat  adalah  DPR 


Baca  Pasal  30  UU  tentang  Susduk  MPR, 
DPR,  DPD,  dan  DPRD.  Pasal  itu  terdiri  atas 
lima  ayat  sebagai  berikut:  (1)  DPR  dalam  me- 
laksanakan  tugas  dan  wewenangnya  berhak 
meminta  pejabat  negara,  pejabat  pemerintah, 
badan  hukum,  atau  warga  masyarakat  untuk 
memberikan  keterangan  tentang  sesuatu  hal 
yang  perlu  ditangani  demi  kepentingan  bangsa 
dan  negara;  (2)  Setiap  pejabat  negara,  badan 
hukum,  atau  warga  masyarakat  wajib  meme- 
nuhi permintaan  DPR  sebagaimana  dimaksud 
pada  ayat  (1);  (3)  Setiap  pejabat  negara,  pe- 
jabat pemerintah,  badan  hukum,  atau  war- 
ga masyarakat  yang  melanggar  ketentuan 
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dike- 
nakan  panggilan  paksa  sesuai  dengan  pera- 
turan  perundang-undangan;  (4)  Dalam  hal 
panggilan  paksa  sebagaimana  dimaksud  pa- 
da ayat  (3)  tidak  dipenuhi  tanpa  alasan  yang 
sah,  yang  bersangkutan  dapat  disandera  pa- 
ling lama  lima  belas  hari  sesuai  dengan  per- 
aturan  perundang-undangan;  dan  (5)  Dalam 
hal  pejabat  yang  disandera  sebagaimana  di- 
maksud pada  ayat  (4)  habis  masa  jabatannya 
atau  berhenti  dari  jabatannya,  yang  bersang- 
kutan dilepas  dari  penyanderaan  demi  hukum. 


yang  mampu  menempatkan  dirinya  se- 
bagai suatu  lembaga  negara  yang  di- 
akui  dan  dihormati  karena  perannya 
yang  mampu  menyalurkan  aspirasi  rak- 
yat  secara  tepat  dan  memperjuangkan 
kepentingan  rakyat  di  atas  kepenting- 
an pribadi  maupun  partainya,  serta  di- 
huni  oleh  anggota-anggota  yang  penuh 
dedikasi.  Tidak  seperti  sekarang,  ang- 
gota  DPR  terkenal  karena  sering  mem- 
bolos  sidang. 


PERSIAPAN  PEMILIHAN  PRESI- 
DEN  TAHUN  2004 

KPU  telah  menetapkan  "Tahapan 
Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden 
Langsung  Tahun  2004",  antara  lain:  (a) 
pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden 
secara  langsung  itu  akan  dilangsung- 
kan  pada  tanggal  5  Juli  2004,  dan  pe- 
ngumuman  hasilnya  secara  nasional 
akan  dilakukan  pada  tanggal  26  Juli 
2004;  (b)  bila  dalam  pemilihan  tersebut 
belum  terpilih  pasangan  Presiden  dan 
Wakil  Presiden  maka  akan  dilakukan 


Ketentuan  siapa  pemenang  dalam  pemi- 
lihan Presiden  dan  Wakil  Presiden  itu  tercan- 
tum  dalam  UU  No.  20/2003  tentang  Pemilih- 
an Presiden  dan  Wakil  Presiden,  khususnya  Pa- 
sal 46  Ayat  (1),  sebagai  berikut:  "Pasangan  ca- 
lon  yang  mendapatkan  suara  sah  lebih  dari  50 
persen  dari  jumlah  suara  sah  dalam  Pemilihan 
dengan  sedikitnya  20  persen  suara  sah  di  se- 
tiap Provinsi  yang  tersebar  di  lebih  dari  se- 
tengah  jumlah  Provinsi  di  Indonesia,  men- 
jadi pasangan  calon  yang  terpilih  dan  di- 
tuangkan  dalam  Berita  Acara  yang  dibuat 
oleh  KPU".  Demikian  pula  mengenai  ketentu- 
an siapa  pemenang  dalam  pemilihan  tahap 
kedua  itu,  juga  tercantum  dalam  UU  No.  20/ 
2003,  khususnya  Pasal  47  Ayat  (5),  sebagai 
berikut:  "Pasangan  calon  yang  memperoleh 
suara  sah  terbanyak  dalam  pemungutan  sua- 
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pemilihan  tahap  kedua,  yang  akan  di- 
laksanakan  pada  tanggal  20  September 
2004.  Mengingat  bahwa  sistem  pemilih- 
an Presiden  secara  langsung  ini  baru 
pertama  kali  diselenggarakan,  banyak 
faktor  yang  mempengaruhi  dan  banyak 
kemimgkinan  dapat  teiiadi,  apalagi  bila 
banyak  tokoh  yang  mencaionkan  diri. 
Berbeda  dengan  zamannya  Soeharto, 
sebelum  pemilihan  Presiden  berlangsung, 
telah  ketahuan  hasilnya,  karena  hanya 
calon  timggal. 

Sehubungan  dengan  hal  itu,  telah 
banyak  prediksi  yang  mimcul,  yang  pa- 
da  umumnya  masih  belum  yakin  bah- 
wa pemilihan  itu  akan  memilih  pasang- 
an  putra  terbaik  bangsa  ini  untuk  men- 
jadi  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Pemi- 
lihan Presiden  secara  langsung  yang 
pertama  kali  dilangsungkan  di  Indone- 
sia ini  belum  akan  menghasilkan  pe- 
mimpin  yang  diidolakan  oleh  rakyat.  Ke- 
mungkinan  tidak  menghasilkan  tokoh 
yang  diidolakan  oleh  rakyat  karena  pi- 
lihan  politik  kadang-kadang  bukan  me- 
milih yang  terbaik  dari  calon-calon  yang 
baik,  melainkan  memilih  calon-calon 
yang  kurang  buruknya  dari  calon  yang 
lebih  buruk  (BCristiadi,  2003). 

Bahkan  juga  diingatkan  kemungkin- 
an  bahwa  proses  pemilihan  itu  akan  di- 
wamai  oleh  perilaku-perilaku  yang  non- 
demokratis,  seperti  politik  uang,  kon- 
flik  horisontal,  akal-akalan,  dan  masih 
kuatnya  dominasi  peran  partai.  Politik 
uang  dapat  terjadi  karena  hal  itu  telah 
menjadi  bagian  integral  dalam  upaya 
menggapai  jabatan  politik  di  Indone- 


sia ketika  berlangsungnya  proses  pesta 
demokrasi.  Praktek  ini  muncul  teruta- 
ma  ketika  rakyat  dibutuhkan  oleh  elite 
politik.  Pemilihan  Lurah,  anggota  DPR, 
Wali  Kota,  Bupati,  Gubernur,  hingga 
pemilihan  Presiden  dibayang-bayangi 
dengan  praktek  hambur-hambur  uang. 
Tidak  terkecuali  pemilihan  Presiden  se- 
cara langsung  yang  akan  dilakukan 
tahun  2004.  Skenario  politik  uang  di- 
perkirakan  terjadi  karena  merupakan 
cara  yang  paling  efektif  untuk  mempe- 
ngaruhi pemiliK.  Pengalaman  menun- 
jukkan  bahwa  mayoritas  rakyat  pemi- 
lih  dengan  tingkat  pendidikan  dan  per- 
ekonomian  yang  terbatas  masih  mu- 
dah  diintimidasi  atau  menjadi  sasaran 
skenario  serangan  fajar  dalam  pemilu 
(Santosa,  2003). 

Konflik  horisontal  dapat  timbul  ka- 
rena budaya  berpolitik  elite  dan  masya- 
rakat  Indonesia  pada  umumnya  masih 
primitif.  Mereka  mau  bersaing  dalam 
demokrasi  untuk  meraih  kemenangah, 
tetapi  sebaliknya  tidak  ada  yang  siap 
untuk  kalah.  Padahal,  menang  atau  ka- 
lah  dalam  pesta  demokrasi  merupakan 
keharusan  dan  kewajaran.  Sebagai  con- 
toh,  situasi  yang  rawan  dalam  pemilih- 
an Presiden  babak  kedua  yang  dime- 
nangkan  oleh  pasangan  kandidat  yang 
kalah  pada  babak  pertama.  Situasi  se- 
macam  ini  dapat  merumbulkan  kericuh- 
an  karena  sikap  tidak  mampu  menerima 
kekalahan,  yang  dapat  berlanjut  dengan 
sikap  massa  pendukung  yang  tidak 
puas  dan  menjadi  beringas  serta  me- 
micu  konflik.^^ 


ra  ulang  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat 
(3)  menjadi  pasangan  calon  terpilih". 


Baca  Fokus,  TOP/ONG/EDN/DMU,  "Ra- 
mai-ramai  Jadi  Presiden",  Kompas,  31-8-2003. 
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Pemilihan  Presiden  langsung  belum 
memberikan  pelajaran  atau  mencerdas- 
kan  masyarakat  karena  pola-pola  politik 
kita  masih  berupa  pola-pola  mobilisasi. 
Yang  mencalonkan  Presiden  adalah  par- 
tai-partai.  Masyarakat  Indonesia  pilihan- 
nya  masih  pada  kategori  ideologi.  Da- 
lam  kaitan  itulah,  partai  yang  tetap  do- 
minan  sehingga  partai  mampu  memo- 
bilisasi  masyarakat  untuk  mendukung 
orang  yang  dicalonkan  oleh  partai  itu. 
Padahal,  dan  kemungkinan  besar,  ma- 
syarakat kurang  informasi  mengenai  si 
calon  tersebut. 

Meskipun  Pasal  6A  Ayat  (1)  UUD 
1945  hasil  perubahan  ketiga  menyebut- 
kan,  "Presiden  dan  Wakil  Presiden  dipi- 
lih  dalam  satu  pasangan  secara  lang- 
sung oleh  rakyat",  harapan  publik  itu  ' 
sulit  tercapai,  karena  adanya  Pasal  6A 
Ayat  (2)  UUD  1945  itu  yang  berbunyi, 
"Pasangan  Presiden  dan  Wakil  Presi- 
den diusulkan  oleh  partai  politik  atau 
gabungan  partai  politik  peserta  pemi- 
lihan umum  sebelum  pelaksanaan  pe- 
milihan umum".  Adanya  Pasal  6A  Ayat 
(2)  menjadikan  Pasal  6A  Ayat  (1)  kehi- 
langan  maknanya.  UUD  1945  hasil  per- 
ubahan itu  telah  memasung  kebebasan 
munculnya  calon  Presiden  independen 
yang  diharapkan  membawa  angin  se- 
gar  bagi  bangsa  Indonesia.  Dengan  ru- 
musan  Pasal  6A  Ayat  (2)  itu  sebetul- 
nya  telah  dapat  ditebak,  calon  Presiden 
yang  akan  muncul  adalah  para  Ketua 
Umum  partai.  Enam  partai  "besar"  yang 
menguasai  kursi  di  DPR,  yaitu  PDIP, 
PG,  PKB,  PPP,  PAN  dan  PBB.  hampir 
pasti  akan  mencalonkan  Katua  Umum- 
nya  sebagai  Presiden.  Ini  berarti  yang 
muncul  itu-itu  saja  (para  tokoh  lama). 


Untuk  pemilihan  Presiden  2004  masih 
sulit  unhik  mencari  wajah  baru.  Ini  me- 
rupakan  konsekuensi  bakal  calon  Presi- 
den yang  diusulkan  oleh  partai  politik.^' 

Di  samping  itu  ada  indikasi  teijadi- 
nya  akal-akalan  yang  hanya  mengun- 
hingkan  parpol  "besar",  dan  sebaUknya 
tidak  memberi  kesempatan  kepada  par- 
tai-partai  "kecil"  untuk  bertarung  dalam 
pencalonan  Presiden.  Ini  nampak  antara 
lain  dalam  Pasal  6  UU  No.  20/2003 
tentang  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil 
Presiden.  Pasal  6  huruf  j  mengatakan, 
"Berpendidikan  serendah-rendahnya 
SLTA  atau  yang  sederajat".  Ini  kompro- 
mi  PG  kepada  PDIP,  agar  Megawati 
memenuhi  syarat  sebagai  calon  Presi- 
den. Sebaliknya,  Pasal  6  huruf  n  meru- 
pakan  kompromi  PDIP  kepada  PG,  agar 
Akbar  Tanjung  memenuhi  syarat  se- 
bagai calon  Presiden.  Pasal  6  huruf  n 
itu  menegaskan,  bahwa  "Tidak  dalam 
status  terdakwa  dan/atau  terpidana 
dalam  perkara  tindak  pidana  yang  di- 
ancam  dengan  pidana  penjara  5  (lima) 
tahun  atau  lebih".^° 

Sementara  itu  Pasal  5  ayat  (4)  tidak 
memberi  kesempatan  kepada  partai 
"kecil"  untuk  ikut  dalam  pencalonan 
Presiden.  Pasal  5  ayat  (4)  itu  menegas- 


Ba.ca  Fokus,  BUR,  "Pemilihan  Presiden 
Langsung  yang  Terpasung",  Kompas,  31  Agus- 
tus  2003. 

Baca  hanan  Berita  Buana,  7  Juli  2003. 
Pengamat  politik  dari  UI,  Arbi  Sanit,  menilai 
bahwa  diterimanya  dua  syarat  calon  Presiden 
seperti  itu  menandakan  bahwa  DPR  menga- 
baikan  kepentingan  bangsa.  DPR  tidak  menu- 
liki  akuntabilitas  karena  tidak  mempertang- 
gungjawabkan  produk  hukum  yang  dibuatnya 
untuk  kepentingan  bangsa.  Mereka  hanya  me- 
mikirkan  dirinya  sendiri  dan  kelompoknya. 


ANALISIS  PERISTIWA 

kan,  bahwa  "Proses  lanjut  usulan  pa- 
sangan  calon  oleh  partai  politik  atau 
gabungan  partai  politik  dapat  dilakukan 
oleh  partai  politik  atau  gabungan  par- 
tai politik  peserta  Pemilu  anggota  DPR 
yang  memperoleh  suara  dalam  Pemilu 
secara  kumulatif  sekurang-kurangnya 
20  persen".  Dapatkah  persyaratan  ini 
disebut  "demokratis",  karena  penetapan 
syarat  batas  minimum  perolehan  kursi 
memasung  calon-calon  Presiden  yang 
tidak  dicalonkan  oleh  partai  "besar",  atau 
inemaksa  semua  individii  yang  mempu- 
nyai  aspirasi  menjadi  Presiden  untuk 
bergabimg  hanya  dengan  partai  "besar". 
Alasan  threshold  hanya  alat  fraksi  ter- 
tentu  untuk  memenangkan  usulannya 

21 

tentang  persyaratan  calon  Presiden. 

Akan  tetapi,  pemilihan  Presiden  dan 
Wakil  Presiden  secara  langsung  ini 
merupakan  kemajuan  yang  sangat  pen- 
ting  dalam  proses  demokrasi,  karena 
rakyat  terlibat  langsung  untuk  memilih 
pemimpirmya,  dan  tidak  lagi  diwakil- 
kan  melalui  MPR.  Keterlibatan  rakyat 
secara  langsung  ini  diharapkan  dapat 
mengurangi  praktek-praktek  politik  ma- 
nipulatif  akrobatik,  perselingkuhan,  atau 
per-sekongkolan  kepentingan  di  antara 
partai-partai,  dagang  sapi  politik,  serta 
segala  bentuk  dan  manifestasi  peng- 
khianatan  terhadap  mandat  rakyat  yang 
dipercayakan  kepada  para  elite  politik 
(Kristiadi,  2003).  Selain  untuk  menye- 
rahkan  kedaulatan  kepada  rakyat  seca- 
ra langsung,  harapan  publik  atas  pemi- 
lihan langsung  Presiden  dan  Wakil  Pre- 
siden adalah  untuk  diperolehnya  pa- 


Baca  Siaran  pers  Cetro,  dalam  harian 
Berita  Buana,  7  Juli  2003. 
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sangan  Presiden  dan  Wakil  Presiden 
yang  baru  sekaligus  membawa  peru- 
bahan  bagi  Indonesia.  Pemilihan  lang- 
sung ini  memotong  oligarki  partai  atas 
lembaga  legislatif,  sehingga  mencipta- 
kan  lembaga  kepresidenan  yang  relatif 
lebih  stabil,  dan  nienegakkan  kedaulat- 
an rakyat  Indonesia  yang  selama  iiu  di- 
atasnamakan  oleh  DPR. 

Demikian  juga  dengan  program  kon- 
vensi  nasional  PG,  meskipun  tetap  di- 
hantui  oleh  politik  uang,  dan  ada  yang 
menganggapnya  hanya  suatu  akal-akal- 
an,  tetapi  ditinjau  dari  sudut  perkem- 
bangan  proses  demokrasi  keputusan  un- 
tuk melaksanakan  konvensi  guna  men- 
jaring  balon  Presiden  merupakan  suatu 
kemajuan  yang  penting.  Ini  merupakan 
langkah  awal  yang  sangat  penting  ka- 
rena menyediakan  mekanisme  penja- 
ringan  dari  bawah  secara  terbuka  yang 
mengerucut  menjadi  lima  balon  dan 
akhirnya  satu  balon  Presiden.  Apalagi 
kalau  prakteknya  nanti  benar-benar  di- 
lakukan secara  jujur  dan  terbebas  dari 
politik  uang.  Langkah  ini  juga  dapat 
menghindari  terjadinya  praktek  memi- 
lih "kucing  dalam  karung",  Bagaimana 
nanti  pelaksanaan  dan  kemajuannya 
sangat  tergantung  dari  komitmen  PG 
itu  sendiri. 

Keikutsertaan  Ketua  Umum  PG  da- 
lam Konvensi  Nasional  itu  dinilai  me- 
rupakan suatu  akal-akalan,  yang  menye-  - 
babkan  beberapa  balon  Presiden  meng- 
undurkan  diri  dari  konvensi  itu,  seperti 
Agum  Gumelar  dan  Nurcholish  Madjid. 
Sebaiknya  Ketua  Umum  PG  tidak  meng- 
ikuti  konvensi,  dia  cukup  menjadi  "bo- 
tohnya"  saja.  Dengan  demikian  akan 
terjadi  persaingan  yang  fair.  Sementara 
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itu,  dengan  melakukan  kegiatan  kon- 
vensi  PG  juga  mendapatkan  keuntung- 
an,  yakni  mengetahui  kekuatan  balon- 
balon  Presiden  itu  dan  di  mana  dae- 
rah  pengaruhnya.  Momentum  itu  juga 
dapat  dijadikan  petunjuk  keberhasilan 
konsolidasi  PG,  dan  kembalinya  popu- 
laritas  PG  di  kalangan  masyarakat.  Se- 
cara  tidak  langsung  PG  telah  melaku- 
kan kampanye. 

Di  samping  ada  konvensi  nasional 
seperti  yang  dilakukan  oleh  PG,  telah 
muncul  pemikiran-pemikiran  mengenai 
perlunya  koalisi.  Meskipun  dasarnya 
berbeda-beda,  tetapi  strategi  ini  tetap 
dilakukan  untuk  memenangkan  pemi- 
lihan.  Misalnya  PDIP  akan  menjalin 
koalisi  dengan  partai  tertentu  dengan 
pertimbangan  unsur  daerah  Timur  In- 
donesia dan  unsur  Islam.  Amien  Rais 
memilih  pasangannya  dari  unsur  TNI. 
Ketua  Umum  PPP  Hamzah  Haz  menga- 
takan  tetap  perlunya  koalisi,  meskipun 
partainya  baru  akan  mengadakan  koa- 
lisi di  penghujung  tahun  2003.  Semen- 
tara  itu  pertemuan  tiga  tokoh  politik, 
Gus  Dur,  Akbar  Tanjung,  dan  Amien 
Rais,  di  Surabaya,  16  Juli  2003,  diindi- 
kasikan  semakin  menguatnya  arus  asal 
bukan  Mega.  Ini  diandaikan  hasil  Pe- 
milu  2004  sama  dengan  hasil  Pemilu 
1999,  yang  menunjukkan  PDIP  memper- 
oleh  33,74  persen  suara  dan  153  kursi 
DPR,  sedangkan  gabungan  antara  PG, 
PKB,  dan  PAN  memperoleh  42,17  per- 
sen suara  dan  195  kursi  DPR  (Berita 
Buana,  17  Juli  2003). 

Di  samping  itu  ada  skenario  lain 
yang  mendekati  kenyataan  bila  dikait- 
kan  dengan  Pasal  6  huruf  j  dan  n  UU 


No.  20/2003  yang  disinggung  di  atas, 
dan  dihubungkan  dengan  prediksi  Ke- 
tua Umum  PG  tentang  kemungkinan 
PDIP  tetap  menjadi  pemenang  Pemilu 
2004  dan  PG  menjadi  runner-up,  atau 
sebaliknya  PG  nomor  satu  dan  PDIP 
runner-up.  Kalau  skenario  ini  menjadi  ke- 
nyataan, Megawati  akan  menjadi  Presi- 
den lagi  dan  wakilnya  dari  PG,  atau 
sebaliknya.  Keadaan  seperti  ini  membe- 
narkan  perkiraan  kebanyakan  orang, 
bahwa  para  pemilih  kita  benar-benar 
masih  sangat  tradisonal.  Tidak  peduli 
apa  prestasinya,  kharismatik  mereka 
tidak  tergoyahkan.  Ini  membawa  kon- 
sekuensi  bahwa  konstelasi  politik  sete- 
lah  2004  tidak  akan  banyak  mengalami 
perubahan.  Yang  berubah  adalah  koa- 
lisi dalam  pemerintahan.  PDIP  dan  PG 
akan  menempati  posisi  Presiden/Wakil 
Presiden  atau  sebaliknya.  Hal  ini  sebe- 
namya  sudah  dapat  terjadi  pada  pemi- 
lihan  Presiden  1999,  bila  MPR  mau 
menghargai  hasil  Pemilu  1999  dan  ti- 
dak terlalu  politicking  dalam  perebutan 
kekuasaan.  Bila  skenario  itu  menjadi  ke- 
nyataan, inilah  sebenamya  manfaat  pe- 
milihan  Presiden  secara  langsung.  Da- 
lam pemilihan  Presiden  tidak  langsung 
melainkan  oleh  MPR,  tahun  1999,  ter- 
buka  peluang  tidak  mengakui/meng- 
hormati  suara  rakyat.  Buktinya  Mega- 
wati gagal  menjadi  Presiden,  dan  Gus 
Dur,  yang  partainya  menempati  nomor 
4  (empat)  pemenang  pemilu,  malah 
menjadi  Presiden.  Akhirnya  Gus  Dur 
mudah  digoyang  dan  jatuh  sebelum 
saatnya. 


Baca  Tajuk  Rencana  harian  Pelita,  11 
Agustus  2004. 
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SEKITAR  PEMBENTUKAN  MAH- 
KAMAH  KONSTITUSI 

Menurut  pasal  III  Aturan  Peralihan 
UUD  1945:  "Mahkamah  Konstitusi  (MK) 
dibentuk  selambat-lambatnya  17  Agus- 
tus  2003  dan  sebelum  dibentuk  segala 
kewenahgannya  dilakukan  oleh  Mah- 
kamah Agung  (MA)".  Pada  sisi  yang 
lain  UUD  1945  menentukan  pada  pasal 
24C  ayat  (6)  bahwa  hal-hal  yang  me- 
nyangkut  MK  diatur  dengan  undang- 
undang.  Berarti  sebelum  tanggal  17 
Agushis  1945  hams  sudah  ada  UU  ten- 
tang  MK  yang  memimgkinkan  pemben- 
tukan  MK  paling  lambat  pada  tanggal 
tersebut  di  atas.  Selama  belum  terben- 
tuknya  lembaga  ini,  MA  diberi  kewe- 
nangan  imtuk  melaksanakan  wewenang 
MK.  Untuk  itu  MA  telah  mengeluarkan 
Perma  (Peraturan  Mahkamah  Agung) 
No.  2  Tahun  2002  tentang  Tata  Cara  Pe- 
nyelenggaraan  Wewenang  MK  oleh  MA. 

Semakin  mendekati  batas  waktu  yang 
ditentukan  bagi  berfungsinya  MK,  baru 
pada  tanggal  6  Juni  2003  Pimpinan 
DPR  menyampaikan  RUU  inisiatif  ten- 
tang MK  kepada  Pemerintah.  Dua  ming- 
gu  kemudian,  yaitu  tanggal  18  Juni  2003, 
Presiden  memberi  amanatnya  kepada 
Ketua  DPR,  Dalam  amanat  itu  Presiden 
menunjuk  Menkeh  &  HAM  Yusril  Ihza 
Mahendra  dan  Jaksa  Agung  M.A.  Rach- 
man  mewakili  Pemerintah  dalam  mem- 
bahas  RUU  MK,  sambil  menyertakan 
beberapa  catatan  yang  merupakan  si- 
kap politik  pemerintah. 

Adapun  sikap  politik  yang  dimak- 
sudkan  itu  adalah:  (1)  agar  RUU  MK  di- 
bahas  dengan  sikap  yang  berhati-hati. 
Alasannya  karena  bangsa  Indonesia  be- 


lum mempunyai  pengalaman  dengan 
MK,  sementara  waktu  yang  tersedia  un- 
tuk membahasnya  sudah  sangat  sem- 
pit;  (2)  Dalam  pembahasan  RUU  ini 
perlu  dipecahkan  lebih  dulu  keduduk- 
an  MK  dan  kaitarmya  dengan  kompe- 
tensi  yang  akan  dimilikinya.  Di  kemu- 
dian hari  dapat  terjadi  benturan  antara 
hakikat  MK  sebagai  lembaga  peradilan 
dengan  fungsinya  yang  sebenamya  me- 
rupakan domain  politik;  (3)  Pemerintah 
juga  khawatir  mengenai  pemikiran  un- 
tuk merancang  MK  dalam  pengujian 
UU,  pada  akhimya  akan  lebih  mengha- 
dirkan  nuansa  politik,  baik  dalam  pro- 
ses maupun  hasilnya;  (4)  sebaiknya 
kompetensi  MK  diwujudkan  secara  ber- 
tahap,  disesuaikan  dengan  kemampuan 
dan  pengalaman. 

Sikap  politik  pemerintah  itu  merupa- 
kan hal  yang  tidak  lazim  dalam  pemba- 
hasan RUU.  Apabila  DPR  harus  mem- 
pertimbangkan  sikap  politik  ini,  maka 
kemungkinan  UU  MK  tidak  akan  sege- 
ra  terwujud  sebelum  tanggal  17  Agus- 
tus  2003.  Oleh  karena  itu  tanpa  meng- 
hiraukan  sepenuhnya  sikap  politik  pe- 
merintah, DPR  bersama  wakil  pemerin- 
tah terus  melakukan  pembahasan  me- 
ngenai RUU  MK,  apalagi  mengingat 
waktu  yang  tersedia  sudah  semakin  ter- 
batas.  Setelah  mengalami  proses  pem- 
bahasan yang  paling  singkat  (sekitar  2 
minggu),  tanggal  6  Agustus  DPR  ber- 
sama pemerintah  menyepakati  RUU 
MK  untuk  disahkan  menjadi  UU  dan 
tanggal  13  Agustus  2003  Presiden  me- 
lakukan pengesahan  itu.  Selanjutnya 
UU  MK  yang  terdiri  dari  8  Bab  dan  88 
pasal  ini  diundangkan  di  dalam  Lem- 
baran  Negara  RI  Tahun  2003  No.  98 
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dan  Tambahan  Lembaran  Negara  RI 
No.  4316.  UU  tersebut  tidak  hanya  me- 
rinci  kekuasaan  MK  yang  ditegaskan  di 
dalam  UUD  1945,  tetapi  juga  menga- 
tur  pengangkatan  dan  pemberhentian 
hakim  konsitusi,  kedudukan  dan  susun- 
an  serta  hukum  acaranya. 

Kewenangan  MK  untuk  menguji  UU 
terhadap  UUD  1945  ditentukan  hanya 
terbatas  pada  UU  yang  diundangkan 
setelah  perubahan  pertama  UUD  pada 
tanggal  19  Oktober  1999.  Permohonan 
untuk  menguji  UU  dapat  dilakukan  oleh 
perorangan  warga  negara,  masyarakat 
hukum  adat  sepanjang  masih  hidup, 
badan  hukum  pubHk  atau  privat  dan 
lembaga  negara.  Selain  kepada  DPR  dan 
Presiden,  MK  juga  memberitahukan  ke- 
pada MA  adanya  permohonan  pengu- 
jian  UU  dalam  jangka  waktu  tujuh  ha- 
ri  kerja,  sejak  permohonan  dicatat  da- 
lam Buku  Register  Perkara  Konstitusi. 
Pengujian  peraturan  perundang-undang- 
an  di  bawah  UU  yang  dilakukan  oleh 
MA  wajib  dihentikan,  apabila  UU  yang 
menjadi  dasar  pengujian  peraturan  ter- 
sebut sedang  dalam  proses  pengujian 
MK  sampai  pada  putusan  MK. 

Dalam  hal  sengketa  kewenangan  lem- 
baga negara,  pemohon  adalah  lembaga 
negara  yang  kewenangannya  diberikan 
oleh  UUD  1945  dan  mempunyai  kepen- 
tingan  langsung  dengan  kewenangan 
yang  menjadi  sengketa.  UU  menegas- 
kan  bahwa  MA  tidak  dapat  menjadi  pi- 
hak  dalam  sengketa  kewenangan  lem- 
baga negara  ini.  Putusan  MK  mengenai 
sengketa  kewenangan  lembaga  negara 
ini  disampaikan  kepada  DPR,  DPRD 
dan  Presiden.  Selanjutnya  berkenaan 


dengan  pembubaran  parpol,  yang  men- 
jadi pemohon  adalah  pemerintah.  MK 
menyampaikan  permohonan  yang  su- 
dah  dicatat  dalam  Buku  Registrasi  Per- 
kara Konstitusi  kepada  parpol  ber- 
sangkutan  paling  lambat  tujuh  hari 
kerja  sesudah  pecatatan  itu.  Putusan 
mengenai  permohonan  ini  harus  ada 
dalam  waktu  60  hari  kerja  dan  disam- 
paikan kepada  parpol  bersangkutan. 
Pelaksanaan  putusan  dilakukan  dengan 
membatalkan  pendaftaran  parpol  dan 
pemerintah  mengumumkannya  dalam 
Berita  Negara  RI  dalam  jangka  waktu 
14  hari  sejak  putusan  diterima. 

Berkenaan  dengan  perselisihan  me- 
ngenai hasil  pemilu,  yang  menjadi  pe- 
mohon adalah:  (a)  perorangan  WNI 
yang  menjadi  calon  anggota  DPD  pe- 
serta  pemilu;  (b)  pasangan  calon  Pre- 
siden dan  Wapres  peserta  pemilu;  (c) 
partai  politik  peserta  pemilu.  Permo- 
honan ini  hanya  dapat  diajukan  terha- 
dap penetapan  hasil  pemilu  secara 
nasional  oleh  KPU  yang  mempenga- 
ruhi:  (a)  terpilihnya  calon  anggota 
DPD;  (b)  penentuan  pasangan  calon 
yang  masuk  pada  putaran  kedua  pemi- 
lihan  Presiden  dan  Wapres  serta  ter- 
pilihnya pasangan  calon  Presiden  dan 
Wapres;  (c)  perolehan  kursi  parpol  pe- 
serta pemilu  di  suatu  daerah  pemilih- 
an.  Di  samping  itii-  permohonan  hanya 
dapat  diajukan  dalam  jangka  waktu 
paling  lambat  3  x  24  jam  sejak  KPU 
mengumumkan  penetapan  hasil  pemi- 
lu tersebut.  Putusan  MK  mengenai  hal 
ini  paling  lambat  14  hari  kerja  sejak 
dicatat  dalam  Buku  Registrasi  Perkara 
Konstitusi,  berkenaan  dengan  pemilihan 
umum  Presiden  dan  Wapres.  Sedang- 
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kan  bagi  pemilu  anggota  DPR,  DPD 
dan  DPRD,  paling  lambat  30  hari  ker- 
ja  sejak  pencatatan  permohonan.  Pu- 
tusan  MK  mengenai  hal  ini  disampai- 
kan  kepada  Presiden. 

Kemudian  berkenaan  dengan  kewe- 
nangan  MK  untuk  mengadili  pendapat 
DPR  mengenai  dugaan  pelanggaran 
oleh  Presiden  dan  Wapres.  Dalam  hal 
ini  bertindak  sebagai  pemohon  adalah 
DPR  dan  dalam  permohonan  itu  DPR 
wajib  menyertakan  keputusan  DPR  dan 
proses  pengambilan  keputusan  menge- 
nai pendapat  DPR  tentang  dugaan  pe- 
langgaran oleh  Presiden  dan  Wapres 
sebagaimana  dimaksudkan  oleh  pasal 
7  B  ayat  (3)  UUD  145,  risalah  dan/atau 
berita  acara  rapat  DPR,  disertai  bukti 
mengenai  dugaan  yang  dimaksud.  MK 
menyampaikan  permohonan  DPR  itu 
kepada  Presiden  dalam  waktu  tujuh 
hari  setelah  pencatatan.  Apabila  dalam 
proses  pemeriksaan  di  MK,  Presiden 
dan  Wapres  mengundurkan  diri,  maka 
proses  pemeriksaan  itu  dihentikan  dan 
permohonan  DPR  dinyatakan  gugur 
oleh  MK.  Putusan  MK  atas  permohon- 
an DPR  ini  paling  lambat  dilakukan 
dalam  waktu  90  hari  sejak  permohon- 
an itu  dicatat.  Selanjutnya  putusan 
tersebut  disampaikan  kepada  DPR, 
Presiden  dan  Wapres. 

Selain  ketenhian  di  dalam  UUD  1945, 
UU  MK  juga  menentukan  syarat-sya- 
rat  umum  yang  harus  dipenuhi  untuk 
menjadi  hakim  konstitusi.  Syarat-sya- 
rat  itu  adalah:  (a)  memiliki  integritas 
dan  kepribadian  yang  tidak  tercela;  (b) 
adil;  dan  (c)  negarawan  yang  mengua- 
sai  konstitusi  dan  ketatanegaraan.  Akan 


tetapi  syarat-syarat  umum  ini  kemu- 
dian direduksi  dalam  syarat-syarat  khu- 
sus.  Antara  lain  untuk  dapat  diangkat 
menjadi  hakim  konstitusi  seseorang 
harus:  "tidak  pernah  dijatuhi  pidana 
penjara  berdasarkan  putusan  pengadil- 
an  yang  telah  memperoleh  kekuatan 
hukum  tetap  karena  tindak  pidana  yang 
diancam  dengan  pidana  penjara  5  ta- 
hun  atau  lebih".  Dengan  perumusan 
demikian  berarti  seorang  tersangka  atau- 
pun  terdakwa  dapat  diangkat  menjadi 
hakim  konstitusi. 

Berdasarkan  syarat-syarat  yang  di- 
kemukakan  di  atas,  tanggal  14  Agustus 
Komisi  II  DPR  menetapkan  tiga  hakim 
konstitusi  yang  dipilih  dengan  suara 
terbanyak  dari  14  calon  yang  ada.  Pe- 
netapan  itu  dilakukan  setelah  para  ca- 
lon menjalani  uji  kepatutan  dan  kela- 
yakan  pada  tanggal  12-13  Agustus.  Ke- 
tiga  hakim  konstitusi  tersebut  adalah 
guru  besar  hukum  tata  negara  UI, 
Prof.  Dr.  Jimly  Asshiddiqie  SH,  anggo- 
ta majelis  pakar  DPP  PPP,  Letjen  TNI 
(Purn.)  Achmad  Roestandi  SH,  dan 
Wakil  Sekretaris  Fraksi  PDI-P  MPR,  I 
Dewa  Gede  Palguna  SH  MH.  Semen- 
tara  itu,  tiga  orang  hakim  konstitusi 
yang  ditetapkan  oleh  MA  masing-ma- 
sing  adalah  Dr.  Mohammad  Laica  Mar- 
zuki  (hakim  agung  dan  ahli  hukum 
tata  negara),  Soedarsono  (Ketua  Penga- 
dilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  Sura- 
baya) dan  Muarar  Siahaan  (Ketua  Pe- 
ngadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara 
Bengkulu).  Pada  tanggal  14  Agustus 
2003,  Presiden  Megawati  Soekamoputri 
juga  menetapkan  tiga  orang  hakim  kon- 
stitusi dari  23  nama  yang  dicalonkan. 
Mereka  masing-masing  adalah  Prof. 
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H.A.S.  Natabaya  SH  LLM  (guru  besar 
ilmu  hukum  Universitas  Sriwijaya),  Prof. 
Dr.  Mukhti  Fadjar  SH  (Guru  Besar  Hu- 
kum tata  negara  Universitas  Brawi- 
jaya)  dan  Dr.  Haryono  SH  MCL  (anggo- 
ta  MPR  utusan  daerah  Jawa  Timur). 

Keputusan  Presiden  tentang  peng- 
angkatan  ke-9  hakim  konstitusi  terse- 
but  di  atas  dituangkan  dalam  Keppres 
No.  147/M/2003  yang  ditandatangani 
Presiden  pada  tanggal  15  Agustus 
2003.  Ke-9  hakim  konstitusi  ini  dilan- 
tik  oleh  Presiden  pada  tanggal  16 
Agustus  2003  di  Istana  Negara.  Selan- 
jutnya  pada  tanggal  19  Agustus  2003 
melalui  pemilihan  internal  antaranggo- 
ta  hakim  konstitusi,  guru  besar  tata 
negara  UI,  Prof.  Dr.  Jimmly  Asshiddiqie 
terpilih  menjadi  Ketua  Mahkamah  Kon-  . 
stitusi.  Adapun  Hakim  Agung  Dr.  Mo- 
hammad Laica  Marzuki  terpilih  men- 
jadi Wakil  Ketua  Mahkamah  Konstitusi. 


MASALAH  PEMEKARAN  WI- 
LAYAH 

Pada  tanggal  23  Agustus  2003  di- 
deklarasikan  terbentuknya  Provinsi 
Irian  Jaya  Tengah.  Tetapi  pendeklarasi- 
kan  ini  justru  menimbulkan  bentrok  di 
Timika  antara  pendukung  dan  penen- 
tang  pemekaran  wilayah  Papua  itu.  Ke- 
lompok  yang  menolak  pemekaran  meng- 
anggap  kebijakan  itu  sebagai  usaha 
untuk  menghindari  penerapan  otonomi 
khusus.  Sebaliknya  kelompok  yang  men- 
dukung  pemekaran  itu  menganggap 
kebijakan  itu  telah  sesuai  dengan  UU 
No.  45/1999  yang  ditindaklanjuti  de- 
ngan Inpres  No.  1/2003. 
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Irian  Jaya  yang  demikian  luas  itu 
sebetulnya  memerlukan  pemekaran  un- 
tuk mempermudah  pelayanan  kepada 
masyarakat  dan  mempercepat  pening- 
katan  usaha  menyejahterakan  masya- 
rakat. Tetapi  pemekaran  itu  perlu  mem- 
perhatikan  beberapa  faktor,  karena  per- 
soalannya  kompleks  dan  rumit,  banyak 
kepentingan  mewarnai  konflik  di  sana 
Oleh  sebab  itu,  tidak  hanya  politik,  te- 
tapi masalah  sosial  ekonomi,  kultural, 
dan  keadilan  perlu  mendapatkan  perha- 
tian,  agar  tercapai  win-win  solution.  Ada- 
nya  kebijakan  yang  tertuang  dalam  be- 
berapa peraturan  perundang-undang- 
an,  seperti  UU  No.  22/1999  tentang 
Otonomi  Daerah,  UU  No.  45/1999  ten- 
tang Pemekaran  Wilayah  Irian  Jaya 
(menjadi  Irian  Jaya  Tengah,  Barat,  dan 
Timur),  UU  No.  21/2001  tentang  Oto- 
nomi Khusus  untuk  Papua,  dan  In- 
struksi  Presiden  No.  1/2003  sebagai  tin- 
dak  lanjut  dari  UU  No.  45/1999,  justru 
membingungkan,  rancu,  dan  tidak  jelas 
mana  yang  harus  dijadikan  acuan. 

Otonomi  Khusus  untuk  Papua  (UU 
No.  21/2001)  yang  mengalihkan  kekua- 
saan  kepada  tingkat  provinsi,  bukan  ke- 
pada tingkat  kabupaten  sebagaimana 
tertuang  dalam  UU  Otonomi  Daerah 
(UU  No.  22/1999),  hendaknya  dijadikan 
titik  tolak  dalam  menyelesaikan  masa- 
lah Papua.  Penerapan  otonomi  khusus 
secara  penuh  merupakan  kemenangan 
semua  pihak.  Agar  hal  ini  terwujud, 
rakyat  Papua  harus  melihat  otonomi 
khusus  sebagai  implementasi  dari  de- 
mokrasi.  Di  lain  pihak,  Jakarta  perlu  me- 
lihat otonomi  khusus  sebagai  peme- 
nuhan  keinginan  untuk  memperoleh  le- 
gitimasi  dari  penduduk  asli  Papua  ke- 
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timbcing  sebuah  awal  memisahkan  diri 
secara  politik. 

PENUTUP 

Pemberantasan  KKN  merupakan  tu- 
gas  yang  sangat  berat  karena  penye- 
lewengan  ini  telah  begitu  merata,  baik 
di  pusat  maupun  di  daerah,  serta  mera- 
suk  di  semua  lapisan,  apalagi  realitas- 
nya  sampai  sekarang  pemerintah  be- 
lum  menyatakan  perang  terhadap  ko- 
rupsi.  Oleh  sebab  itu  dibutuhkan  kekuat- 
an  yang  luar  biasa  untuk  memberan- 
tasnya.  Perlu  public  pressure  (tekanan 
rakyat)  untuk  memberantas  korupsi. 
Kalau  tidak  bangsa  ini  akan  masuk  ju- 

23 

rang.  Menyimak  peran  kampus  pada 
masa-masa  lalu  sebagai  salah  satu  ke- 
kuatan  pendobrak  yang  sangat  kuat  un- 
tuk menurunkan  rezim-rezim  yang  oto- 
riter,  kini  kampus  perlu  tampil  lagi  un- 
tuk meluruskan  reformasi  karena  jauh 

24 

dari  kepentingan  politik.  Para  Rektor 
dan  pimpinan  kampus  lainnya  perlu 
menunjukkan  kekuatannya  lagi. 

Indonesia  membutuhkan  pemimpin 
politik  baru  yang  tidak  sekadar  tampil 
ke  tampuk  pimpinan  negara  karena 
akal-akalan,  atau  membohongi  rakyat 
yang  tidak  tahu  politik,  melainkan  pe- 
mimpin yang  tahu  visi  masa  depan 
bangsa  ini,  penuh  dengan  ide  pemba- 
ngunan,  dan  siap  melaksanakannya. 
Reformasi  dapat  berjalan  kalau  para 
pemimpin  mau  mengubah  moral  dan 

23 

Baca  pendapat  Magnis  Suseno  dalam  ha- 
rian  Kompas,  27  September  2003. 

24 

Baca  penjelasan  Riswandha  Imawan  da- 
lam harian  Kompas,  29  September  2003. 


perilakunya,  tidak  lagi  menjadi  monster- 
monster  yang  mengisap  darah  rakyat- 
nya  sendiri.  Perbaikan  hanya  dapat  di- 
mulai  dari  atas.  Oleh  karena  itu,  teladan 
para  pemimpin  menjadi  sangat  rele- 
van.  Banyaknya  anggota  MPR  yang 
mangkir  dalam  ST  MPR  2003  merupa- 
kan bukti  krisis  keteladanan  MPR. 

Mengingat  rumitnya  pelaksanaan 
Pemilu  2004,  sosialisasinya  secara  se- 
rius  harus  segera  dimulai.  Keberhasil- 
an  Pemilu  tidak  hanya  di  tangan  KPU, 
melainkan  juga  di  tangan  pemerintah, 
partai  politik,  dan  semua  lapisan  ma- 
syarakat.  Oleh  karena  itu  semua  kompo- 
nen  bangsa  ini  perlu  melibatkan  diri 
dalam  persiapan  Pemilu,  meskipun  KPU 
dipercaya  untuk  mempersiapkan  ubo 
rampe-nya.  Ketidakseriusan  dalam  per- 
siapan dan  kurangnya  sosialisasi  da- 
pat menimbulkan  pelanggaran-pelang- 
garan  pelaksanaan  Pemilu,  yang  pada 
gilirannya  menghasilkan  Pemilu  yang 
tidak  berkualitas. 
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TINJAUAN  PERKEMBANGAN  EKONOMI 

Kondisi  Makroekonomi  Membaik 

Tim  Departetnen  Ekononti  CSIS 


PERTUMBUHAN  EKONOMI 

PERTUMBUHAN  ekonomi  pada 
kuartal  kedua  tahun  2003  men- 
capai  3,76  persen  (y-o-y),  yang 
dipicu  oleh  pertumbuhan  konsumsi, 
balk  swasta  maupun  pemerintah,  dan 


investasi.  Sementara  itu  ekspor  mele- 
mah  sedangkan  kelesuan  industri  ma- 
nufaktur  berpengaruh  negatif  terha- 
dap  pertumbuhan  keseluruhan.  Kon- 
sumsi  swasta  yang  menyumbang  se- 
besar  88  persen  terhadap  pertumbuh- 
an ekonomi  kuartal  pertama  tahun 
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Tabel  1 


PDB  MENURUT  PENGELUARAN 


2002 


2003 


Q2 

Q3 

Q4 

Total 

Ql 

Q2 

rertumbunan  rUD  \  /o) 

Konsumsi  Swasta 

5,6 

4,9 

3,9 

4,5 

A  7 

4,/ 

A  7 

Pengeluaran  Pemerintah 

6,6 

9,0 

io,y 

1  7  Q 

7  n 

Pertambahan  Modal 

-8,9 

-4,6 

-u,z 

4  9 

Ekspor 

-4,5 

-6,5 

2,6 

A  A 

4,4 

1  0 

n  7 
u,/ 

Impor 

-25,7 

-20,8 

2,9 

1  Q  Q 

-o,o 

Q  4 

-9  9 

PDB 

2,7 

1  Q 

o,o 

^  7 

3  8 

%  Kontribusi  terhadap 

Pertumbuhan 

Konsumsi  Swasta 

145 

88 

64 

85 

91 

78 

88 

Pengeluaran  Pemerintah 

18 

18 

29 

39 

27 

15 

19 

Pertambahan  Modal 

-82 

-28 

24 

53 

-1 

43 

28 

Perubahan  Stok 

-215 

-82 

-18 

3 

-65 

10 

-49 

Ekspor 

-50 

-52 

17 

31 

-10 

5 

.  1 

Impor 

284 

156 

-16 

-111 

58 

-51 

13 

PDB 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Sumber:  BPS. 


2003  tumbuh  sebesar  4,7  persen.  Kon- 
sumsi pemerintah  yang  menyumbang 
sebesar  19  persen  terhadap  pertum- 
buhan keseluruhan  (lihat  Tabel  1),  tum- 
buh sebesar  9  persen. 

Di  masa  datang,  konsumsi  swasta 
akan  cenderung  meningkat  karena  in- 
flasi  yang  menurim  serta  tingkat  keper- 
cayaan  dan  ekspektasi  masyarakat  yang 
membaik.  Pengeluaran  pemerintah  di 
masa  datang  akan  sangat  dipengaruhi 
oleh  keputusan  pemerintah  berkaitari  ke- 
langsungan  hubungan  dengan  IMF.  Se- 
mentara  itu,  investasi  yang  berkontri- 
busi  sebesar  28  persen  terhadap  per- 
tumbuhan ekonomi  kuartal  kedua  2003 
ini,  tumbuh  sebesar  4,9  persen.  Pertum- 
buhan investasi  yang  besar  terjadi  pa- 
da  sektor  konstruksi. 


Dari  sisi  produksi,  pertumbuhan 
ekonomi  yang  tinggi  terjadi  pada  sek- 
tor pertambangan,  utilities,  dan  jasa, 
masing-inasing  tumbuh  sebesar  4,4 
persen,  7,5  persen  dan  5,8  persen.  Sek- 
tor pertanian  dan  manufaktur  meng- 
alami  pertumbuhan  yang  rendah.  Ke- 
lesuan  sektor  pertanian  lebih  banyak 
diakibatkan  oleh  faktor  musim. 

Melihat  kondisi  makroekonomi  yang 
..xeJatif  stabil  pada  masa  sembilan  bu-. 
Ian  terakhir  ini,  di  mana  laju  pertum- 
buhan ekonomi  tetap  terjaga  pada  ren- 
tang  3,5-4  persen,  sementara  laju  infla- 
si  dan  tingkat  bunga  rendah,  serta  di- 
dukung  oleh  perekonomian  dunia  yang 
membaik,  maka  prospek  pertumbuhan 
ekonomi  untuk  tahun  2003  secara  kese- 
luruhan membaik.  Pertumbuhan  ekono- 
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mi  akan  berkisar  pada  rentang  3,5-4  per- 
sen  untuk  keselunihan  tahun  2003  ini. 


KONDISI  MONETER 

Inflasi  Terus  Turun 

Inflasi  cenderung  semakin  rendah. 
Pada  bulan  Juli  2003,  inflasi  yang  di- 
ukur  dengan  menggunakan  perubahan 
IHK  (y-o-y)  tercatat  sebesar  5,7  persen, 
atau  lebih  rendah  dibandingkan  de- 
ngan inflasi  pada  bulan  Mei  sebesar 
6,9  persen.  Secara  kumulatif,  sepan- 
jang  paruh  pertama  tahun  2003,  ting- 
kat  harga-harga  hanya  mengalami  ke- 
naikan  sebesar  1,3  persen,  sehingga 
dapat  dipastikan  bahwa  inflasi  satu 
digit  akan  tercapai  pada  tahun  2003 
ini.  Kelompok  bahan  makanan  masih 

Gambar  1 
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mendominasi  inflasi,  mengalami  pe- 
nurunan  dari  1,7  persen  pada  bulan 
Mei  menjadi  0,2  persen  pada  bulan 
Juli  2003,  sedangkan  kelompok  peru- 
mahan  masih  tetap  menjadi  satu-sahi- 
nya  kelompok  pengeluaran  dengan  in- 
flasi tinggi,  yakni  10,7  persen.  Dalam 
rentang  bulanan,  tekanan  deflasi  le- 
bih terlihat,  di  mana  selama  paruh 
pertama  2003  kelompok  makanan  mem- 
perlihatkan  deflasi.  Secara  keseluruh- 
an,  penurunan  tingkat  harga-harga  da- 
pat  dikatakan  merupakan  konsekuensi 
dari  harga-harga  beras  yang  stabil  ser- 
ta  adanya  impor  dan  permintaan  yang 
secara  umum  memang  rendah  serta 
pertumbuhan  ekonomi  yang  tidak  tinggi. 

Kami  memperkirakan  laju  inflasi 
yang  rendah  untuk  sepanjang  tahun 
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2003  ini  walaupun  akan  ada  tekanan 
inflasi  musiman  di  akhir  tahun,  terma- 
suk  hari  raya  keagamaan,  kenaikan  har- 
ga  minyak  karena  pencabutan  subsi- 
di,  dan  kenaikan  harga  betas  karena 
kekurangan  pasokan  domestik.  Walau- 
pun demikian,  kami  memperkirakan  in- 
flasi satu  digit  akan  tetap  dapat  di- 
realisasikan  pada  tahun  ini,  bahkan  da- 
pat  mencapai  5  persen,  melihat  bahwa 
hingga  bulan  Juli,  inflasi  sepanjang  ta- 
hun 2003  ini  baru  sebesar  1,3  persen. 

Faktor  yang  paling  penting  dalam 
pengendalian  inflasi  adalah  kebijakan 
Bank  Indonesia  (BI)  dalam  mengenda- 
likan  jumlah  uang  beredar,  yang  ditun- 
jukkan  oleh  data  setahun  terakhir  ini. 
BI  juga  memberikan  indikasi  konsis- 
tensinya  dalam  melanjutkan  kebijakan 
tersebut.  Pada  akhir  Juli  2003,  base 


money  tercatat  sebesar  Rp.  131,1  tril- 
yun,  jauh  di  bawah  target  jumlah  base 
money  sebesar  Rp.  135  trilyun.  Dengan 
demikian,  kebijakan  moneter  terken- 
dali  dan  memberikan  jaminan  terha- 
dap  tingkat  harga-harga  yang  stabil. 

Sepanjang  kuartal  kedua  2003,  per- 
mintaan  uang  mengalami  sedikit  ke- 
naikan, yang  merupakan  refleksi  dam- 
pak  positif  dari  tingkat  bunga  riil  yang 
rendah  terhadap  pola  konsumsi.  Per- 
tumbuhan  MO,  termasuk  uang  kartal 
dan  uang  giral,  meningkat  sepanjang 
paruh  pertama  2003,  mencapai  ang- 
ka  pertumbuhan  tertinggi  pada  bulan 
Juli,  yakni  sebesar  10,5  persen.  Ml 
dan  M2,  yang  di  dalamnya  terkandung 
demand  deposit  dan  time  deposit,  meng- 
alami penurunan  pada  bulan  Juni 
2003  lalu.  Dampak  netto-nya  diharap- 


Sumber:  BI. 
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kan  adalah  adanya  peningkatan  pada 
permintaan  terhadap  uang. 

Peningjcatan  permintaan  terhadap 
uang  ini  merupakan  cerminan  pening- 
katan kepercayaan  konsumen  yang  di- 
picu  oleh  ekspektasi  inflasi  yang  ma- 
kin  rendah.  Beberapa  hal  berikut  sa- 
ngat  mendukung  argumen  tersebut.  Per- 
tama,  bahwa  Bank  Indonesia  tetap  kon- 
sisten  dengan  kebijakan  tingkat  bunga 
rendah  yang  sudah  dilakukan  selama 
satu  tahun  terakhir  ini,  dan  ini  telah 
berhasil  meyakinkan  konsumen  dan 
investor  bahwa  pemerintah  konsisten 
terhadap  target  inflasi  rendah.  Kedua, 
berbeda  dengan  negara-negara  lain, 
expected  inflation  bukanlah  merupakan 
sesuatu  yang  built-in  dalam  perekono- 
mian  Indonesia.  Ketiga,  pertumbuhan 
ekonomi  masih  sebagian  besar  didu- 
kung  oleh  aktivitas  sektor  informal. 
Sektor  ini  sebagian  besar  terisolir  dari 
dampak  fluktuasi  nilai  tukar,  dan  ini 
memperkecil  peran  expected  inflation 
sebagai  faktor  utama  pendorong  infla- 
si. Keempat,  secara  umum  perminta- 
an dan  aktivitas  produksi  di  sektor 
formal  yang  lebih  kecil  masih  terlalu 
lemah  untuk  menjadi  pendorong  in- 
flasi. Dengan  demikian,  expected  in- 
flation secara  perlahan  menurun,  se- 
hingga  consumer  confidence  tetap  baik 
beberapa  waktu  terakhir  ini,  seperti 
dicerminkan  oleh  penjualan  mobil,  pe- 
rumahan  dan  barang-barang  konsum- 
si  lainnya.  Penurunan  tingkat  bunga 
riil  lebih  lanjut  akan  memungkinkan 
BI  untuk  menerapkan  kebijakan  mo- 
neter  yang  berorientasi  pada  pertum- 
buhan. Dengan  demikian,  perminta- 
an terhadap  uang  tunai  masih  akan 
naik  pada  kuartal  ketiga  tahun  2003. 


Suku  Bunga  Makin  Rendah 

Bank  Indonesia  secara  perlahan  te- 
rus  berusaha  untuk  membuat  tingkat 
suku  bunga  domestik  menurun.  Suku 
bunga  SBI  1  bulan  hirun  dari  12,7  per- 
sen  pada  Januari  menjadi  9,1  persen 
pada  Juli,  dan  akhirnya  melampaui 
batas  psikologis  9  persen  pada  akhir 
Agustus  2003  lalu.  Walaupun  demi- 
kian, tingkat  bunga  riil  domestik  ma- 
sih berkisar  sekitar  3,3  persen,  yang 
berarti  masih  lebih  tinggi  daripada 
tingkat  bunga  intemasional. 

Suku  bunga  pinjaman  masih  relatif 
tinggi,  di  mana  suku  bunga  nominal 
untuk  pinjaman  modal  kerja  masih 
mencapai  sekitar  17  persen.  Di  sam- 
ping  itu,  tingkat  suku  bunga  yang  di- 
jamin  pemerintah  masih  di  atas  ting- 
kat suku  bunga  SBI,  sehingga  bank 
belum  memiliki  insentif  untuk  menye- 
diakan  pinjaman  murah,  dan  sebalik- 
nya  lebih  memilih  untuk  berinvestasi 
dalam  SBI.  Untuk  menstimulasi  aliran 
pinjaman,  BI  harus  menurunkan-  ting- 
kat suku  bunga  SBI  dengan  lebih  cepat, 
yang  sangat  dimungkinkan  mengingat 
jumlah  uang  beredar  jauh  di  bawah 
target.  Namun  demikian,  saat  ini  BI 
masih  akan  tetap  bertahan  pada  ting- 
kat suku  bunga  SBI  yang  lebih  tinggi 
daripada  yang  diperlukan  ini  untuk 
antisipasi  expected  inflation  yang  akan 
lebih  tinggi  di  tahun  2004  mendatang 
seiring  dengan  adanya  pemilu. 

Pertumbuhan  Kredit  yang  Positif 

Secara  keseluruhan,  pertumbuhan 
kredit  terus  meningkat  sepanjang  pa- 
ruh  pertama  2003  ini,  yakni  dari  18,6 
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Gambar  3 
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persen  (y-o-y)  pada  Januari  lalu  men- 
jadi  25,2  persen  pad^  bulan  Juni.  Se- 
jak  April  lalu,  semua  sektor  mencatat 
pertumbuhan  kredit  yang  positif.  Kre- 
dit  untuk  sektor  pertambangar\  me- 
ningkat  sebesar  70,7  persen  pada  bu- 
lan Juni,  diikuti  oleh  sektor  perda- 
gangan  sebesar  40  persen,  dan  jasa 
sebesar  32,7  persen.  Kredit  konsumsi 
justru  menurun  pada  paruh  pertama 
2003  ini,  yakni  dari  35,4  persen  pada 
bulan  Januari  menjadi  30,1  persen  di 
bulan  Juni.  Bank-bank  mulai  menya- 
lurkan  kredit  walaupun  masih  dalam 
skala  kecil,  sehingga  sektor  perbankan 
masih  mengalami  kelebihan  likuiditas, 
dengan  rasio  Loan  to  Deposit  (LDR)  ma- 
sih 22,8  persen  pada  bulan  April  2003 
lalu,  atau  menurun  dari  40,8  persen 
di  awal  tahun. 

Pasar  Obligasi  Mulai  Marak 

Dengan  keluarnya  Indonesia  dari 
program  IMF,  pemerintah  harus  men- 
cari  sumber  pembiayaan  bafu  untuk 
membiayai  defisit  anggaran,  Tgi  mana 
salah  satunya  adalah  dengan  penerbit- 
an  obligasi.  Obligasi  pemerintah  masih 
menarik,  seiring  dengan  makin  turun- 
nya  tingkat  suku  bimga  perbankan,  ter- 
utama  obligasi  berbunga  tetap.  Perda- 
gangan  obligasi  pemerintah,- dengan 
tingkat  bunga  tetap  (fixed  rate  bonds),- 
mengalami  peningkatan  sepanjang  pe- 
riode  Januari-Mei  2003  lalu,  yakni  da- 
ri Rp.  153,2  trilyun  menjadi  Rp.  153,7 
trilyun.  Sebaliknya,  perdagangan  obli- 
gasi bunga  mengambang  mengalami 
penurunan,  yakni  dari  Rp.  240,3  tril- 
yun menjadi  Rp.  237,6  trilyun  selama 
periode  yang  sama.  Sementara  itu,  obli- 


gasi korporat  juga  mengalami  pening- 
katan perdagangan  dari  Rp.  37,8  tril- 
yun menjadi  Rp.  40  trilyun.  Kondisi 
makroekonomi  yang  terus  stabil,  di- 
sertai  dengan  inflasi  yang  rendah  akan 
memacu  perkembangan  pasar  sekun- 
der  obligasi. 

Nilai  Tukar  Rupiah  dan  Indeks 
Harga  Saham 

Sentimen  positif  terus  mev/amai  pa- 
sar keuangan  Indonesia,  khususnya  se- 
panjang paruh  pertama  2003  ini,  bah- 
kan  bencana  bom  JW  Marriott  hanya 
memberikan  dampak  yang  sangat  kecil 
terhadap  pasar  keuangan  Indonesia. 
Rupiah  terus  mengalami  penguatan  se- 
jak  awal  tahun  ini.  Pada  Januari  lalu, 
nilai  tukar  rupiah  terhadap  US$  adalah 
sebesar  Rp.  8.900,-/US$  dan  pada  per- 
tengahan  Juli  menguat  ke  Rp.  8.200,-/ 
US$.  Sejak  itu  rupiah  diperdagangkan 
pada  kisaran  Rp.  8.400,-  -  Rp.  8.600,-/ 
US$.  Sementara  itu.  harga  saham  yang 
diperdagangkan  di  Bursa  Efek  Jakarta 
(BEJ)  relatif  tetap,  dengan  indeks  harga 
saham  mendekati  500. 

Sepanjang  tahun  2003  ini,  kondisi 
makroekonomi  yang  stabil  dan  makin 
rendahnya  risiko  investasi  di  Indone- 
sia, telah  membuat  adanya  aliran  mo- 
dal masuk.  NammT=demikian,  ada  be- 
berapa  hal  yang  tetap  perlu  dicermati, 
seperti  mata  uang  dolar  AS  yang  tidak 
lagi  melemah  terhadap  mata  uang  du- 
nia  lainnya,  sehingga  penguatan  rupiah 
juga  mungkin  akan  terhenti.  Bom  di 
hotel  JW  Marriott  juga  memberikan 
dampak  yang  kecil  terhadap  pasar  uang 
dan  modal.  Secara  keseluruhan,  pasar 
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Gambar  5 
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modal  menunggu  kredibilitas  pemerin- 
tah  untuk  dapat  mengimplementasikan 
agenda  reformasi  ekonomi  secara  kon- 
sisten  dan  berkesinambungan.  Seperti- 
nya  pemerintah  telah  berhasil  melewati 
batu  ujian  tahap  awal  dengan  reaksi  po- 
sitif  pasar  terhadap  anggaran  pemerintah 
tahun  2004  dan  rencana  pembiayaan 
pasca  program  IMF  yang  telah  diumum- 
kan  pemerintah  beberapa  waktu  lalu. 

Prospek:  Inflasi  yang  Rendah 

Harapan  terhadap  perekonomian  In- 
donesia masih  tetap  positif.  Laju  per- 
tumbuhan  yang  lebih  tinggi  daripada 
yang  diharapkan  pada  kuartal  kedua 
2002  lalu,  inflasi  dan  tingkat  suku  bii- 
nga  yang  rendah,  ekspor  barang  yang 
tinggi  dan  cadangan  devisa  sebesar 
US$34  milyar  serta  APBN  2004  yang 
realistis  memberikan  sumbangan  po- 
sitif terhadap  sentimen  pasar.  Kebijak- 
an  moneter  yang  diambil,  dengan  jum- 


lah  uang  beredar  yang  di  bawah  target 
akan  memungkinkan  BI  imtuk  menekan 
tingkat  suku  bunga  menjadi  lebih  ren- 
dah lagi,  yakni  mendekati  8  persen 
pada  kuartal  ketiga  2003  ini.  Dengan 
demikian,  inflasi  sebesar  5  persen  sangat 
mungkin  dicapai  pada  tahun  2003  ini. 
Dengan  mengasumsikan  bahwa  BI 
hanya  akan  melonggarkan  jumlah  uang 
beredar  secara  perlahan  dan  didukung 
oleh  sentimen  pasar  uang,  hal  iiu  akan 
memungkinkan  aliran  modal  masuk 
yang  cukup  besar  pada  paruh  kedua  ta- 
hun ini.  Rupiah  pun  diperkirakan  akan  stabil 
pada  kisaran  Rp.  8.000,-  -  Rp.  8.500,-/US$ 
pada  kuartal  ketiga  tahun  ini. 

NERACA  PEMBAYARAN 
Ekspor  Barang  Meningkat 

Pada  paruh  pertama  2003,  ekspor 
barang  mencapai  US$30,4  milyar,  yang 
berarti  mengalami  pertumbuhan  yang 
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relatif  tinggi,  yakni  10,5  persen  (y-o-y). 
Peningkatan  ekspor  terjadi  secara  kon- 
sisten  sejal  awal  Maret  tahun  ini.  Eks- 
por migas,  yang  mencakup  sekitar  23 
persen  dari  total  ekspor  barang  Indo- 
nesia mengalami  pertumbuhan  sebe- 
sar  23  persen.  Ekspor  non-migas,  yang 


mencakup  sekitar  77  persen  dari  total 
ekspor  barang  Indonesia,  mengalami 
peningkatan  sebesar  7,3  persen.  Ekspor 
barang  manufaktur,  yang  merupakan 
ekspor  terbesar  kita  dan  masih  menja- 
di  pemicu  pertumbuhan  yang  positif  ter- 
sebut,  naik  sebesar  6  persen.  Sementara 
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itu  pertambangan,  yang  mencakup  seki- 
tar  7  persen  dari  total  ekspor  keselu- 
ruhan,  meningkat  sebesar  30  persen. 

Namun  beberapa  catatan  penting 
perlu  disampaikan  di  balik  mulai  mem- 
baiknya  kinerja  ekspor  ini.  Pertama,  bah- 
wa  kinerja  barang-barang  ekspor  ma- 
nufaktur  tradisional  masih  tetap  lemah. 
Ekspor  mesin  dan  peralatan  listrik,  yang 
merupakan  ekspor  manufaktur  terbe- 
sar  kita  raasih  mengalami  penurunan, 
hanya  sebesar  US$2,9  milyar  pada  pa- 
ruh  pertama  2003  ini.  Sementara  itu, 
ekspor  manufaktur  tradisional  lain- 
nya  seperti  alas  kaki,  tekstil  dan  pakai- 
an  jadi  juga  belum  pulih.  Kedua,  ba- 
rang-barang yang  mengalami  pening- 
katan  ekspor  adalah  minyak  dan  le- 
mak  (HS15),  abu  (HS  26),  kimia  orgaiuk 
(HS29)  dan  tembaga  (HS74). 

Amerika  Serikat,  Jepang  dan  Singa- 
pura  tetap  merupakan  negara  tujuan 
utama  ekspor  non-migas  Indonesia,  dan 
menyerap  sekitar  40  persen  dari  total 
ekspor  non-migas.  Dengan  makin  mem- 
baiknya  perekonomian  negara-negara 
tersebut,  diharapkan  ekspor  Indonesia 
di  masa  datang  dapat  terus  meningkat, 
dengan  catatan  bahwa  masalah-masa- 
lah  yang  membatasi  kemampuan  kita 
di  sisi  penawaran  dapat  diatasi,  baik 
kurangnya  modal  kerja,  tingginya  biaya 
transaksi  karena  pungutan  dan  masa- 
lah  keamanan. 

Impor  Barang  Meningkat 

Seiring  dengan  meningkatnya  eks- 
por barang,  impor  juga  mengalami  pe- 
ningkatan.  Pada  paruh  pertama  2003, 
impor  mencapai  US$16,2  milyar,  atau 


naik  sekitar  17  persen  (y-o-y),  yang  di- 
akibatkan  oleh  peningkatan  impor  ba- 
han  mentah/bahan  baku  penolong  dan 
barang  konsumsi.  Impor  bahan  men- 
tah/bahan baku  penolong,  yang  men- 
cakup sekitar  80  persen  dari  total  im- 
por barang,  mengalami  perungkatan  se- 
besar 20  persen.  Sementara  itu,  impor 
barang-barang  konsumsi,  yang  menca- 
kup sekitar  8  persen  dari  total  impor 
barang,  meningkat  sebesar  16  persen. 
Impor  migas,^  yang  mencakup  sekitar 
22  persen  dari  total  impor  barang,  me- 
ningkat sekitar  27  persen.  Sementara 
itu,  impor  barang  modal  hanya  meng- 
alami peningkatan  yang  sangat  kecil, 
yaitu  1  persen.  Dengan  harapan  bah- 
wa ekspor  akan  terus  mengalami  pe- 
ningkatan dalam  waktu  dekat,  maka 
impor  barang  juga  akan  mengalami 
peningkatan.  Diharapkan  dengan  ma- 
kin bergairahnya  dunia  usaha,  impor 
barang  modal  juga  akan  mengalami 
peningkatan. 

Neraca  Modal  dan  Penanaman 
Modal  Asing 

Pada  tahun  2002,  lalu,  neraca  mo- 
dal mengalami  defisit  sebesar  US$2,8 
milyar.  Walaupun  demikian,  defisit  ini 
jauh  lebih  rendah  daripada  defisit  ne- 
raca modal  tiap  tahun,  sejak  adanya 
krisis.  Hal  ini  diakibatkan  oleh  mening- 
katnya aliran  modal  masuk  swasta,  ter- 
utama  dalam  bentuk  portofolio.  Sepan- 
jang  tahun  2002,  investasi  portofolio 
yang  masuk  ke  Indonesia  mencapai 
US$1,2  milyar,  sementara  investasi  asing 


Impor  migas  dapat  terdiri  atas  bahan 
mentah  dan  barang  konsixmsi. 
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label  2 


NERACA  MODAL  (US$  JUTA) 


1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002* 

2.542 

-3.875 

-4.569 

-6.772 

-8.991 

-2.818 

2.880 

9.971 

5.353 

3.218 

-738 

-548 

7.594 

13.736 

7.933 

7.490 

5.738 

7.351 

-4.714 

-3.765 

-2.580 

-4.272 

-6.476 

-7.899 

-338 

-13.846 

-9.922 

-9.990 

-8.253 

-2.270 

4.677 

-356 

-2.745 

-4.551 

-5.877 

-7.066 

-1.792 

-1.911 

-245 

1.222 

-2.384 

-13.490 

-5.385 

-3.528 

-2.131 

3.574 

TRANSAKSI  MODAL 

Modal  Pemerintah 

Penerimaan 

Pembayaran  Pinjaman 
Modal  Swasta 

Penanaman  Modal  Langsung 

Portofolio 

Lainnya 


*  Data  sementara. 
Sumber:  BI. 


langsung  pada  neraca  modal  masih 
mengalami  defisit.  Namun  perlu  dica- 
tat  bahwa  besarnya  aliran  modal  ke- 
luar  dalam  kategori  ini  lebih  banyak 
merupakan  pembayaran  cicilan  utang. 

Paruh  pertama  dari  "Tahun  Investa- 
si  ke  Indonesia"  ini  ditandai  oleh  pe- 
ningkatan  persetujuan  PMA  yang  pe- 
sat,  sekitar  US$4,37milyar,  atau  me- 
ningkat  sebesar  44  persen  dibanding- 
kan  dengan  periode  yang  sama  tahun 
sebelumnya.  Peningkatan  yang  pesat 
ini  terutama  dalam  bentuk  perubahan 
status  dari  PMDN  menjadi  PMA. 

RAPBN  2004 

Rancangan  ariggarari  pemerintah 
(RAPBN)  2004  memperlihatkan  konse- 
kuensi  keputusan  pemerintah  imtuk  ke- 
luar  dari  program  IMF.  Asumsi-asumsi 
makroekonomi  memperlihatkan  bahwa 
pemerintah  bertindak  hati-hati:  pertum- 
buhan  ekonomi  diperkirakan  naik  dari 
4,0  persen  di  tahun  2003  menjadi  4,5 
persen  pada  tahun  2004;  inflasi  diper- 


kirakan turun  dari  9  persen  menjadi  7 
persen;  tingkat  suku  bunga  turun  dari 
13  persen  menjadi  9  persen;  dan  nilai 
tukar  ditetapkan  sebesar  Rp.  8.700,-/ 
US$,  yang  berarti  apresiasi  yang  cukup 
besar  dari  perkiraan  tahun  2003  sebe- 
sar Rp.  9.000,-/US$. 

Bila  asumsi  pertumbuhan  ekonomi 
sebesar  4,5  persen  dinilai  relatif  masuk 
akal,  asumsi-asumsi  makroekonomi  lain- 
nya cenderung  sangat  pesimistis  bila 
dibandingkan  dengan  kinerja  makro- 
ekonomi belakangan  ini.  Inflasi  sebe- 
sar 7  persen  terlihat  terlalu  tinggi  dan 
kecenderungan  akhir-akhir  ini  mem- 
perlihatkan bahwa  inflasi  tahun  2003 
ini  dan  tahun  depan  akan  lebih  ren- 
dah.  RAPBN  diproyeksikan  akan  meng- 
alami defisit  sebesar  1,8  persen  terha- 
dap  PDB  untuk  tahun  2003  ini  dan  1,2 
persen  untuk  tahun  depan.  Penurunan 
defisit  anggaran  pada  tahun  2004  di- 
harapkan  terjadi  karena  adanya  penu- 
runan pengeluaran  pemerintah,  semen- 
tara itu  dari  sisi  penerimaan  pemerin- 
tah mengharapkan  terjadinya  pening- 
katan sebesar  2,3  persen. 
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label  3 


RAPBN  2003  DAN  2004 


2003 

2004 

lO 

RAPRM 

/O 

Ptf^n  1  nil    a  n 

Rp.  milyar 

terhadap 

(Rp.milyar) 

terhadap 

2003-2004 

PDB 

PDB 

(%) 

Total  Pendapatan 

336.155,5 

17,3 

343.876,0 

17,2 

2,3 

Pajak 

254.140,2 

13,1 

271.022,9 

13,5 

6,6 

Non-Pajak 

82.015,3 

4,2 

72.218,9 

3,6 

-11,9 

Hibah 

634,2 

0,0 

Pengeluaran 

370.591,8 

19,1 

368.799,5 

18,4 

-0,5 

Pengeluaran  Pemerintah 

Pusat 

253.714,1 

13,1 

253.943,1 

12,7 

0,1 

Pengeluaran  Rutin 

188.584,3 

9,7 

185.842,4 

9,3 

-1,5 

Pengeluaran  Pembangunan 

65.129,8 

3,4 

68.100,7 

3,4 

4,6 

Transfer  ke  Daerah 

116.877,7 

6,0 

114.856,3 

5,7 

-1,7 

Defisit  dan  Pembiayaan 

34.436,3 

1,8 

24.923,5 

1,2 

-27,6 

Domestik 

22.450,1 

1,2 

39.843,7 

2,0 

77,5 

Luar  Negeri 

11.968,2 

0,6 

-14.920,2 

-0,7 

-224,7 

Seperti  halnya  RAPBN  2003,  pene- 
rimaan  pemerintah  dalam  RAPBN  2004 
diproyeksikan  berasal  dari  penerimaan 
pajak,  yang  mencakup  sekitar  80  per- 
sen  dari  penerimaan  pemeritah.  Pene- 
rimaan pajak  tersebut  diharapkan  ber- 
asal dari  pajak  domestik  dengan  inten- 
sifikasi  pajak,  termasuk  penerapan  me- 
tode  pemungutan  pajak  yang  baru. 
Satu  hal  yang  menarik  adalah  bahwa 
pemerintah  memastikan  tidak  akan  me- 
ngeluarkan  pajak  baru  untuk  mereali- 
sasikan  peningkatan  penerimaan  pajak. 

Dari  sisi  pengeluaran,  RAPBN  2004 
memperlihatkan  konsekuensi  kebijakan 
pemerintah  untuk  keluar  dari  dari  pro- 
gram IMF.  Pengeluaran  rutin  diproyek- 
sikan turun  sebesar  1,5  persen  diban- 
dingkan  dengan  RAPBN  2003.  Berku- 
rangnya  pembayaran  subsidi,  teruta- 
ma  bahan  bakar,  akan  merupakan  sum- 


ber  penurunan  pengeluaran  rutin  yang 
utama,  di  samping  berkurangnya  pem- 
bayaran bunga  utang  aldbat  pcrubah- 
an  tingkat  suku  bunga  dan  nilai  tukar 
serta  suksesnya  program  reprofilHng 
obligasi  pemerintah. 

Sehubungan  dengan  desentralisasi 
dan  otonomi  yang  lebih  luas  kepada  pe- 
merintah daerah,  pengeluaran  pemba- 
ngunan pemerintah  pusat  tidak  lagi  me- 
rupakan komponen  utama  dari  mesin 
pembangunan.  RAPBN  2004  hanya 
mengalokasikan  3,4  persen  dari  PDB 
untuk  pengeluaran  pembangunan.  Dana 
perimbangan  daerah,  yang  mencakup 
sebesar  5,6  persen  dari  PDB,  diharapkan 
mampu  menjadi  mesin  pembangunan. 

Pembiayaan  defisit  RAPBN  2004  se- 
kitar Rp.  25  trilyun  atau  1,2  persen  ter- 
hadap PDB,  direncanakan  berasal  dari 
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sumber  domestik,  yang  mencakup  se- 
kitar  Rp.  40  trilyun:  Rp.  5  trilyun  dari 
swastanisasi  BUMN,  Rp.  5  trilyun  dari 
penjualan  aset  dan  sisanya  dari  pe- 
ngeluaran  obligasi  dan  penggunaan 
dana  cadangan  pemerintah. 

Sebagai  konsekuensi  dari  lebih  ke- 
cilnya  kemungkinan  untuk  mendapat- 
kan  penjadwalan  ulang  atas  utang 
luar  negeri  yang  jatuh  tempo  tahun 
2004  mendatang,  pemerintah  harus  men- 
cairkan  sebagian  dari  dana  cadangan 
yang  ada  di  Bank  Indonesia.  Pemerin- 
tah merencanakan  untuk  mengeluar- 
kan  Rp.  28  trilyun  obligasi  baru  untuk 
membayar  utang  dalam  negeri  dan 
menarik  kembali  obligasi  yang  jatuh 
tempo.  Di  luar  jumlah  itu,  pemerintah 
masih  harus  mengeluarkan  Rp,  26,5 
trilyun  dari  cadangan  devisa.  Pembiaya- 
an  luar  negeri,  yang  biasanya  menjadi 


sumber  pembiayaan  pilihan  terakhir 
akan  menjadi  beban  yang  besar  pada 
tahun  2004  bila  penjadwalan  ulang 
Paris  Club  sudah  tidak  ada,  karena 
besarnya  cicilan  utang  yang  harus  di- 
bayar  tahun  depan. 

Secara  umum,  walaupun  RAPBN 
2004  masih  bersifat  ekspansif,  ruang 
untuk  memberikan  stimulus  fiskal  sa- 
ngat  terbatas.  Dengan  defisit  yang  se- 
besar  1,2  persen  terhadap  PDB  dan 
dampak  moneter  dari  RAPBN  2004  ini 
(dihitung  dari  selisih  pengeluaran  pe- 
merintah dan  pajak  domestik:  yaitu  se- 
besar  Rp.  34,7  trilyun  yang  berarti  le- 
bih rendah  daripada  tahun  2003  ini 
yang  sebesar  Rp.  54,1  trilyun,  RAPBN 
2004  merupakan  anggaran  yang  sa- 
ngat  ketat.  Dengan  demikian,  swasta 
diharapkan  berkontribusi  lebih  besar 
dalam  perekonomian. 
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Politik  Militer  dan  Konsolidasi 
Demokrasi  di  Indonesia 


Kusnanto  Anggoro 


Struktur  politik  transisi  di  Indonesia,  sampai  empat  tahun  pertama  setelah  tum- 
bangnya  Soeharto  masih  didominasi  oleh  lapisan  militeris  yang  memberikan  konse- 
si  bagi,  atau  sekurang-kurangnya  toleransi  dan  independensi  kepada  tentara  sebagai 
imbalan  dukungan  politik  mereka.  Fungsi  institusi-institusi  politik  transisi,  termasuk 
ketika  harus  membawa  tentara  ke  dalam  tatanan  demokrasi  sangat  mengandalkan 
pada  sumber  daya  dan  taktik  manuver  dalam  negosiasi  antard  elite  sipil  dan  militer. 
Negosiasi  seperti  itu  akan  sangat  melelahkan.  Stanley  menyebutkan,  apa  yang  di- 
sebut  dengan  pasang  surut  tak  berkesudahan,  terjadi  di  hampir  semua  rezim  pasca- 
militer.  Di  Indonesia  masa  transisi  telah  menampilkan  fenomena  menarik  sekaligus 
mengkhawatirkan.  Selagi  politisi  sipil  berperilaku  seperti  Hamlet  sang  Peragu,  ten- 
tara malahan  menjadi  semakin  Quixotic.  Suka  atau  tidak,  mereka  adalah  pelaku- 
pelaku  sejarah,  dan  tentu  menyumbang  peran  tertentu  dalam  pembentukan  budaya 
demokrasi,  dan  oleh  karenanya  titik  awal  ketika  aturan-aturan  demokrasi  sudah 
menjadi  the  only  game  in  town  seperti  kata  Linz. 


PENDAHULUAN 

PERSOALAN  transisi  menuju 
demokrasi  selalu  menarik  un- 
tuk  dikaji  ulang.  Tidak  pernah 
jelas  apakah  transisi  itu  akan  ber- 
muara  pada  konsolidasi  demokrasi, 
yang  oleh  Juan  Linz  ditafsirkan  seba- 
gai suatu  proses  terbentuknya  sua- 
sana  ketika  seluruh  masyarakat  po- 
litik, pimpinan  maupun  warganya, 
menggunakan  kerangka  demokrasi  se- 
bagai satu-satunya  aturan  main  {the 
only  game  in  town)  dalam  mempeijuang- 
kan  kepentingan  politik  mereka.  Sua- 
sana  itu  tercermin  dalam  berbagai 
gejala,  antara  lain,  suksesi  politik  se- 

^Seperti  dikutip  oleh  O'Donnell  (1997). 


cara  leratur,  keberhasilan  meredam  ge- 
rakan  separatis/pemberontak,  stabili- 
tas  rezim'  di  tengah  perubahan  sis- 
tem  kepartaian  dan/atau  tantangan 
ekonomi,  dan  tidak  adanya  kelompok 
anti-sistem  (O'Donnell  (1997:  48).  Se- 
muanya  merupakan  suatu  proses  pan- 
jang.  Khususnya  di  negara-negara  yang 
mengalami  transisi  dari  pemerintah- 
an  otoriter,  politik  teatara  memainkan 
peran  penting  dalam  proses  sema- 
cam  itu.  Dalam  banyak  kasus,  kon- 
solidasi demokrasi  berkaitan  erat  de- 
ngan perubahan  peran  politik  ten- 
tara.  Namun  di  balik  rumusan  umum 


2 

Lihat,  misalnya,  Desch  (1996:  12-29); 
Bacevich  (1997);  Matthews  (1994:  20-29);  dan 
Hunter  (1997). 
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seperti  itu  sesungguhnya  terdapat  per- 
syaratan  yang  jauh  lebih  kompleks. 
Kasus  Indonesia  tampaknya  menun- 
jukkan  bahwa  keberhasilan  transisi  po- 
litik  menuju  demokrasi  akan  lebih  di- 
tentukan  oleh  perubahan  sistem  po- 
litik  secara  keseluruhan  daripada  per- 
ubahan yang  terjadi  di  lingkungan 
tentara  sendiri. 


NEGARA  LEVIATHAN,  ANTRO- 
POLITIK,  DAN  KELAS  MILITERIS 

Roma  tidak  dibangun  dalam  se- 
hari.  Konsolidasi  demokrasi  selalu 
menempuh  jalan  panjang  dan  berliku. 
Transisi  menuju  sasaran  itu  sering- 
kali  merupakan  penggal  sejarah  dari 
proses  bina-negara  (statecraft)  yang  luar 
biasa  kompleksnya.  Sebagaimana  ter- 
lihat  dari  pengalaman  beberapa  ne- 
gara, di  dalam  dirinya  sendiri  tran- 
sisi itu  mengandung  kemungkinan 
untuk  kembali  jatuh  ke  dalam  rengkuh- 
an  sistem  otoriter  baru  (Anggoro. 
1997a).  Tak  heran  jika  gempita  harap 
terbentuknya  masyarakat  warga  (civil 
society)  yang  semula  merembang  di 
ufuk  fajar  ketika  transisi  dimulai  jus- 
tru  kandas  terlalu  dini  sebelum  men- 
tari  demokrasi  sempat  membasuh  trau- 
ma kekejaman  sistem  otoritarian. 

Argumen-argumen  untuk  menjelas- 
kan  mengapa  transisi  berhasil  di  sua- 
tu  negara,  tetapi  gagal  di  negara  lain, 
terlalu  rumit.  Karakter  rezim  transisi 
boleh  jadi  sangat  menentukan.  ,  Di  ne- 
gara seperti  Afrika  Selatan,  misal- 
nya,  transisi  politik  dikukuhkan  de- 
ngan  sebuah  rekonsiliasi  nasional.  Di 


negara-negara  Eropa  Timur,  kecuali  di 
Rumania,  transisi  menuju  demokrasi 
berjalan  dengan  damai.  Rezim-rezim 
baru  sepenuhnya  menggantikan  rezim 
lama;  dan  oleh  sebab  itu  penulisan 
sejarah  menjadi  hitam-putih,  kebijak- 
an  politik  dapat  disusun  relatif  mu- 
dah.  Namun  di  beberapa  negara  Ame- 
rika  Latin,  khususnya  Argentina  dan 
Chile,  transisi  demokratik  sering  mem- 
bentur  tembok  kekuatan  lama.^  Di 
Argentina,  keberhasilan  Raul  Alfonsin 
untuk  menjinakkan  militer  hanya  ber- 
tahan  seumur  jagung  setelah  peng- 
gantinya,  Carlos  Menem,  tidak  mem- 
punyai  pilihan  lain  kecuali  kembali 
memberi  ruang  gerak  kepada  militer. 
Kejadian  serupa  terjadi  di  Chile 
pasca-Pinochet,  khususnya  pada  masa 
pemerintahan  Eduardo  Daniel  Frei. 

Mungkin,  tatanan  sosial  dan  hu- 
bungan  kekuasaan  memainkan  peran 
yang  penting  —  di  samping  derajad 
pertikaian  Amerika-Soviet  di  penghu- 
jung  dasawarsa  1980-an.^  Banyak  fak- 


Lihat  Stepan  (1988:  khususnya    Bab  6 
dan  7);  Karl  (1990:  1-21);  dan  Hagopian  (1990: 
147-170). 
4 

Desakan  eksternal  merupakan  salah  satu 
faktor  penting  dalam  transisi  menuju  demo- 
krasi. Berakhimya  Perang  Dingin,  dan  kemu- 
dian  mntuhnya  imperium  Soviet,  m.enyebabkan 
negara-negara  Barat  mulai  mempersoalkan  ber- 
bagai  penyalahgunaan  kekuasaan  di  negara- 
negara  otoriter.  Namun  setelah  serangan  te- 
roris  bunuh  diri  terhadap  Gedung  World  Trade 
Centre,  Barat  seakan-akan  menemukan  ideolo- 
gi  baru,  memerangi  terorisme  global,  sebagai 
ganti  ideologi  anti-komunis  yang  mereka  ya- 
kini  selama  hampir  setengah  abad.  Signifi- 
kansi  faktor  eksternal  bagi  reformasi  militer 
tampaknya  akan  menyusut  dalam  beberapa 
tahun  ke  depan. 
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tor  yang  harus  diperhitungkan.  Pola 
hubungan  raja-kawula  memainkan  pe- 
ran  penting.^  Dalam  hubungan  itu, 
stabilitas  rezim  dan  tertib  sosial  da- 
pat  dijamin  karena  ada  kontrak  poli- 
tik  antara  raja  dan  rakyat.  Hobbes, 
Locke,  dan  Rousseau  memahami  kon- 
trak itu  sebagai  hubungan  diadic. 
Raja  mendapatkan  kesetiaan  dari  rak- 
yat — termasuk  dalam  bentuk  pajak 
dan  dukungan  politik  serta  keharusan 
untuk  melaksanakan  aturan-aturan  ne- 
gara —  sebagai  imbalan  bagi  usaha- 
nya  melindungi  rakyat,  membangun 
rasa  aman,  dan  menjanjikan  kesejah- 
teraan. 

Oleh  karenanya,  hubimgan  itu  bu- 
kan  merupakan  situasi  yang  stagnan; 
bahkan  seringkali  rentan  terhadap  ber- 
bagai  kemungkinan.  Seperti  lazimnya 


Raja,  dalam  tulisan  ini,  tidak  lebih  dari 
sebuah  personifikasi  negara  -  segenap  aturan 
ketataprajaan  yang  berlaku  untuk  suatu  wi- 
layah  tertentu.  Rakyat  merupakan  metonimia 
dari  segenap  sumber  daya  yang  berada  di  sua- 
tu wilayah  tertentu.  Dalam  pandangan  penu- 
lis,  loyalitas  kepada  raja  bukanlah  loyalitas 
tanpa  syarat.  Sastra  Melayu  mengenal  ung- 
kapan  "raja  adil  raja  disembah,  raja  lalim 
raja  disanggah";  sastra  Jawa  mengajarkan  tun- 
tunan  bagi  seorang  raja  {Sastra  Niti,  Makuta 
Raym,  dan  Hasta  Brata).  Pejabat  negara  bukan- 
lah kedudukan  yang  tak  tergoyahkan,  bukan 
semata-mata  karena  dalam  tradisi  Jawa  juga 
mengenal  berbagai  bentuk  protes,  melainkan 
karena  kedudukan  tinggi  itu  hanya  akan  legit- 
imate apabila  pemegangnya  memenuhi  per- 
syaratan  tertentu.  Dalam  Negarakertagama  tu- 
lisan mPu  Prapanca,  persyaratan  itu,  anta- 
ra lain,  adalah  wijna  (bijaksana  penuh  hik- 
mah),  mantriwira  (pembela  negara  yang  be- 
rani),  wicaksaneng  naya  (bijaksana  dalam  .se- 
gala  tindakan),  matangwan  (mendapat  keper- 
cayaan  karena  bertanggung  jawab),  sumantri 
(pegawai  negara  yang  sempurna  kelakuan- 
nya),  serta  beberapa  predikat  utama  lain. 


perjanjian,  kontrak  politik  memerlukan 
negosiasi  secara  terus-menerus.  Hu- 
bungan negara-masyarakat  itu  bukan 
merupakan  bagian  yang  terpisah  dari 
trajectory  yang  berlangsung  di  dalam- 
nya.  Bahkan  melalui  proses  demokrasi 
sekalipun,  perubahan  tampuk  singga- 
sana  kekuasaan,  atau  sekurang-kurang- 
nya  keberhasilan  kebijakan  pemerintah, 
sering  disebabkan  oleh  perubahan  pola 
aliansi  kekuatan-kekuatan  politik  itu. 
Di  negara-negara  otoriter,  kerajaan  tradi- 
sional  maupun  sosialis  komunis,  pa- 
da  umiminya  jarang  terjadi  kudeta;  ka- 
laupun  terjadi  memerlukan  energi  poli- 
tik yang  luar  biasa  besar. 

Di  antara  penguasa  negara  dan 
warganegara  terdapat  berbagai  lapisan 
sosial  yang  lain,  termasuk  tentara  dan 
politisi  sipil.  Sangat  mungkin,  perubah- 
an politik  yang  terjadi  secara  alami 
maupun  dramatik  pada  hakikatnya 
merupakan  konsekuensi  dari  perubah- 
an pola  hubungan  aliansi  antara  raja 
dan/atau  rakyat  dengan  lapisan-la- 
pisan  itu.  Ken  Arok,  misalnya,  tidak 
mungkin  mampu  menggalang  kekuat- 
an  melawan  Tunggul  Ametung  tan- 
pa  dukungan  Kebo  Ijo.  Begitu  halnya 
dengan  Mikhail  Gorbachev  yang  pada 
tahun  1986  mengubah  sejarah  Soviet. 
Hampir  dipastikan,  Gorbachev  tidak 
akan  berhasil  menggeser  Georgi  Ro- 
manov jika  tidak  terjadi  kontradiksi  in- 
ternal di  kalangan  elite  Soviet  pada 
waktu  itu. 

Hobbes,  begitu  pula  Locke  dan  Rous- 
seau, tidak  membayangkan  bahwa  fak- 
tor  sentral  dalam  berbagai  perubahan 
itu  adalah  pertarungan  memperebut- 
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kan  dukungan  politik.  Apakah  kemu- 
dian  pertarungan  itu  menganut  pola 
tertentu  atau  tidak,  tampaknya  dipe- 
ngaruhi,  jika  tidak  bahkan  ditentukan, 
oleh  sirkulasi  elite.  Dalam  sistem  oto- 
riter,  sirkulasi  elite  ditentukan  oleh  se- 
seorang  yang  memiliki  kekuasaan  ab- 
solut  dan  sepenuhnya  memegang  ken- 
dali  politik.  Kerajaan  dan/atau  sistem 
otoriter  mengandalkan  pada  mekanis- 
me  sirkulasi  elite  tertutup  —  kerajaan 
bertumpu  pada  mekanisme  dinastik; 
otoritarian  lebih  banyak  mengandalkan 
pada  patron-dientship. 

Alhasil,  penguasa  otoriter  kerap- 
kali  melahirkan  penguasa  otoriter  lai- 
nya,  kecuali  jika  terjadi  perebutan  ke- 
kuasaan oleh  kelompok  tertentu  di  ka- 
langan  elite  itu  sendiri.  Demokrasi,  da- 
lam konteks  ini,  dianggap  lebih  ung- 
gul  dibandingkan  dengan  sistem  pe- 
merintahan  negara  yang  lain  hanya  ka- 
rena  menjanjikan  peluang  bagi  sis- 
tem untuk  berbenah  diri,  untuk  meli- 
hat  masa  lalu  dan  mempersiapkan 
masa  depan.  Dalam  tatanan  demokra- 
si, ada  ruang  untuk  memberi  peluang 
yang  sama  bagi  setiap  warganegara 
untuk  memegang  kendali  tampuk  ke- 
kuasaan. Mobilisasi  kekuatan  politik 
akan  lebih  mudah  diperhitungkan  apa- 
bila  elite  politik  mempunyai  rujukan 
basis  sosial  yang'relatif  tetap,  berda- 
sarkan  ideologic  agama,  kelompok  et- 
nik,  maupun  kategori-kategori  yang  le- 
bih rasional,  misalnya  program  dan 
platform  politik. 

Waktu  dan  ruang  seharusnya  men- 
jadi  titik  tolak  ketika  menelusuri  peru- 
bahan  politik  yang  terjadi  setelah  tum- 


bangnya  rezim-rezim  militer.  Dalam 
tradisi  Eropa,  tentara  dibentuk  seba- 
gai  prajurit  upahan  (mercenaries),  yang 
semata-mata  bertugas  untuk  menga- 
mankan  singgasana  kekuasaan.  Kekai- 
saran  Romawi  memilih  mereka  dari 
penduduk  yang  kuat  dan  berotot,  dila- 
tih  di  sebuah  tempat  khusus  (barbar) 
yang  terpisah  dari  kehidupan  masya- 
rakat;  dan  kemudian  digunakan  un- 
tuk menyangga  kepentingan  Caesar. 
Tradisi  seperti  itu  kuat  terlihat  bahkan 
di  rezim  militer  modern,  seperti  terli- 
hat di  beberapa  negara  Amerika  Latin 
dan  Afrika.  Di  negara-negara  itu,  ten- 
tara adalah  militer  profesional  yang 
berfungsi  tidak  lebih  dari  sekadar  in- 
strumen  negara. 

Anatomi  sederhana  dengan  mudah 
akan  menempatkan  kaum  sipil  bera- 
da  di  ruang  yang  sama  sekali  berbeda. 
Mereka  dianggap  sebagai  manusia- 
manusia  yang  mumpuni  dengan  ni- 
lai,  norma,  dan  hukum-hukum  ketata- 
negajaan.  Konon  mereka  dilatih  mem- 
baca  buku-buku  tebal  tentang  kaidah 
kenegaraan;  melantunkan  karya  sastra 
yang  memperhalus  budi  perilaku;  dan 
berpantun  tentang  politik  negara.  Tu- 
juannya  adalah  untuk  membangun 
suatu  masyarakat  yang  tertib  (civil- 
ity). Berbeda  dari  kalangan  militer, 
kaum  sipil  dipercaya  sebagai  lapisan 
elite  yang  lebih  menyukai  cara-cara 
persuasi  dan  negosiasi  dalam  mem- 
perjuangkan  kepentingan  politik  mereka. 

Rangkuman  itu  menunjukkan  de- 
ngan jelas  betapa  peran  militer  dalam 
politik  menjadi  antidote  demokrasi.  Mi- 
literisme  cenderung  menyelesaikan  soal 
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dengan  unjuk  kekuatan,  bilah  pedang, 
bubuk  mesiu  atau  berbagai  bentuk  ke- 
kuatan represif  lainnya.  Tentara  sesung- 
guhnya  hanya  merupakan  salah  satu 
institusi  seperti  itu,  di  samping  apa- 
ratur  yang  lain,  misalnya  intelijen 
negara  dan  kepolisian  negara.  Tak  ja- 
rang  praktek  militerisme  itu  juga  ter- 
dapat  di  kalangan  sipil,  misalnya  da- 
lam  wujud  berbagai  satuan-satuan  tu- 
gas  pengamanan  seperti  dimiliki  oleh 
beberapa  partai  politik  di  Indonesia. 
Bahkan  satuan  tentara  profesional  di 
negara  demokrasi  sekalipun  tetap  di- 
pandang  sebagai  "pengelola  kekerasan" 
{manager  of  violence). 

Dengan  kata  lain,  keteraturan  pola 
hubungan  penguasa-rakyat-tentara 
menjadi  penting  bagi  kesinambungan 
tertib  masyarakat,  stabilitas  negara, 
dan  kelanggengan  kekuasaan  itu  sen- 
diri.  Di  negara-negara  otoriter,  tentara 
selalu  menjadi  instrumen  untuk  mem- 
perpanjang  kekuasaan  penguasa  sing- 
gasana.  Negara  Leviathan,  adalah  se- 
buah  negara  yang  dijaga  dengan  ke- 
kuatan penindas.  Hanya  di  tangan  pe- 
nguasa yang  arif  bijaksana  {philo- 
sopher king)  tentara  dapat  menjadi  in- 
strumen untuk  mendukung  kebenaran, 
keadilan,  dan/atau  berbagai  kepenting- 

7 

an  anthropolitik  lainnya.   Dalam  ne- 


Leviathan  adalah  makhluk  yang  luar 
biasa  kuat,  dengan  naluri  seperti  monster.  Ti- 
dak  terlalu  jelas  apa  bentuk  sebenarnya.  Ada 
yang  mempercayainya  sebagai  seekor  gajah 
atau  buaya.  Perjanjian  Lama  menggambar- 
kannya  sebagai  seekor  naga.  Dalam  Kitab 
Suci,  hanya  Tuhan  yang  dapat  mengalahkan- 
nya  (Ps.  74:14). 

7 

Anthropolitik  sering  didefirusikan  sebagai 
politik  untuk  rakyat.  Hassan  bin  Tallal  meng- 


gara  modern  sekalipun  gejala  serupa 
masih  sering  ditemukan.  Tertib  masya- 
rakat, stabilitas  negara,  dan  instrumen 
untuk  menjaga  kekuasaan  itu  harus  di- 
lihat  sekaligus  sebagai  konsep  sosial 
dan  konsep  politik. 

Arendt  dan  Habermas  menunjukkan 
bagaimana  konsep  "sosial"  dan  "politik" 
itu  harus  selalu  ditempatkan  dalam 
konteks  kultural.^  Menggunakan  ke- 
rangka  mereka  berdua  akan  terlihat 
betapa  persoalan  yang  dihadapi  tran- 
sisi  di  Indonesia  jauh  lebih  kompleks 
dibandingkan  dengan  persoalan  yang 
dihadapi  oleh  negara-negara  pasca- 
militer  yang  lain,  misalnya  negara- 
negara  Amerika  Latin  dan  Eropa  Teng- 
gara.  "Harta,  pedang,  dan  singgasana" 
merupakan  karakter  yang  begitu  kuat 
melekat  dalam  hubungan  negara  ma- 
syarakat Indonesia  tradisional  dan  te- 
tap bertahan  pada  masa  pasca-ko- 
lonial  Belanda  (Anggoro,  2001a:  325- 
340;  Anggoro,  1997b).  Tak  heran  jika 
mereka  yang  menginginkan  pelestari- 
an  peran  politik  tentara  bukan  hanya 
dari  kalangan  militer  semata-mata,  te- 
tapi  juga  dari  kalangan  sipil.  Aliansi 


gunakan  istilah  itu  untuk  merujuk  pada  pe- 
merintahan  yang  berwajah  kemanusiaan  (gov- 
ernance with  a  human  face).  Kaum  sofis  Byzan- 
tium merujuk  pada  politik  yang  berpihak  ke- 
pada  kepentingan  rakyat.  Istilah  apapun  yang 
digvinakan,  anthropolitik  menjadi  begitu  dekat 
pengertiannya  dengan  demokrasi  -  pemerintah- 
an  dari  rakyat,  oleh  rakyat,  dan  untuk  rakyat. 
Perrukir  Inggris  Francis  Bacon  merupakan  sa- 
lah seorang  yang  mempopulerkan  istilah  iru. 
Lihat  pesan  Pangeran  El  Hassan  bin  Talal 
(2001). 

g 

Ulasan  yang  lebih  menyeluruh  mengenai 
pemikiran  ini  dapat  diikuti  dalam  Bernstein 
(1976:  khususnya  Bab  4,  171-235). 
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antara  tentara  dan  sipil  sering  terjadi 
dalam  berbagai  dlskursus  mengenai 
politik  nasional,  misalnya  tentang  bela 
negara,  negara  kesatuan,  dan  peru- 
bahan konstitusi. 

Nuansa  itu  masih  terasa  begitu 
kental  hingga  kini.  Sekalipun  menja- 
lani  pendidikan  profesional  di  aka- 
demi-akademi  militer,  misalnya,  para 
perwira  masih  dengan  antusias  me- 
rujuk  romantisme  perjuangan  kolonial, 
dan  kemudian  menggunakan  sejarah 
lahimya  tentara  Indonesia  pada  waktu 
itu  sebagai  pembenaran  peran  politik 
mereka.  Mereka  menolak  anggapan  se- 
bagai lapisan  profesional,  seperti  me- 
reka yang  menopang  kekaisaran  Ro- 
mawi.  Bagi  mereka,  tentara  Indonesia 
tidak  seperti  mercenaries  yang  me- 
nyangga  kepentingan  vassal-vassal  Pe- 
rancis   dan/atau   hacienda  Spanyol. 
Mistifikasi  sejarah  dan  tradisi  militeris 
yang  juga  menjangkiti  politisi  sipil  se- 
makin  mengukuhkan  tentara  Indone- 
sia sebagai  bagian  dari  kelas  militeris. 

Indonesia  pasca-Soeharto  menjan- 
jikan  banyak  harapan.  Namun  harapan 
itu  tidak  membuahkan  apapun,  ke- 
cuali  perubahan  artifisial  tentang  pe- 
ran tentara.  Budaya  politik  tradisional 
tetap  terasa  kental  sehingga  bangun- 
an  negara  Leviathan  menjadi  begitu 
akrab  dengan  politik  transisi.  Kepen- 
tingan politik  jangka  pendek  menjadi- 
kan  sistem  politik  Indonesia  menyeru- 
pai  sistem  proteksinonis-merkantilis 
yang  dengan  deras  digugat  oleh  Adam 
Smith  dalam  bukunya  yang  terbit 
1776  dan  oleh  Blaise  Pascal  puluhan 
tahun  sebelumnya.  Eropa  pada  akhir 


abad  ke-18  memberi  banyak  pelajaran 
tentang  betapa  hak-hak  demokrasi  men- 
dorong  individualitas  dan  membang- 
kitkan  energi  partisipasi  politik.  Smith 
menggunakan  formula  perubahan  so- 
sial  dengan  pemberdayaan  ekonomi; 
Pascal  lebih  senang  membayangkan  ke- 
adilan  sebagai  instrumen. 

PEMERINTAHAN  PASCA  SOE- 
HARTO:  KEPUTUSASAAN,  KE- 
HILANGAN  ARAH,  DAN  POLI- 
TIK TANPA  AGENDA 

Melihat  pada  paparan  di  atas,  ter- 
lalu  sulit  imtuk  merumuskan  pola  per- 
ubahan  politik    transisi  pasca-Soe- 
harto. Atributif  kelas  bagi  militer,  ber- 
samaan  dengan  lekatnya  gagasan-ga- 
gasan  konservatif  di  sebagian  besar 
strata  sosial,  menuntut  negosiasi  ber- 
kelanjutan  antara  kaum  militeris  dan 
sipil.  Menjadi  tanda  tanya  besar,  dalam 
situasi  seperti  apa  mereka  dapat  meng- 
galang  entropi  politik.  lapisan-lapisan 
sosial  tertentu.  Tak  jarang,  entropi  po- 
litik itu  hanya  akan  memperoleh  ge- 
ma  ketika  sejumlah  besar  lapisan  so- 
sial, bukan  hanya  kelas  m.enengah  per- 
kotaan,  melihat  kemungkinan  yang  le- 
bih baik  dalam  rezim  baru.  Ketika  re- 
zim  baru  kelihatan  lunglai,  misalnya 
ketika  berkutat  dalam  pertikaian  antar- 
elite  atau  gagal  memenuhi  janji  per- 
baikan  ekonomi,  entropi  itu  akan  ber- 
libah  menjadi  antipati.  Trajectory  kre- 
dibilitas  militer  Indonesia  dalam  em- 
pat  tahun  belakangan  ini  tampaknya 
tidak  terlepas  dari  logika  seperti  itu. 

Mudah  untuk  mengingat  kembali 
betapa  militer  Indonesia  berada  dalam 
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posisi  defensif  sejak  tumbangnya  pe- 
merintahan  Soeharto  (Mei  1998).  Iden- 
tifikasi  publik  kepada  mereka  sebagai 
tulang  punggung  kekuasaan  otoriter 
selama  lebih  dari  empat  dasawarsa 
menempatkannya  dalam  posisi  yang 
sulit.  Regenerasi,  yang  mungkin  terja- 
di  secara  alamiah  atau  karena  faksio- 
nalisasi  internal  di  kalangan  tentara 
sendiri,  hingga  tingkat  tertentu  mem- 
bawa  angin  segar  perubahan.  Seperti 
akan  dituturkan  dalam  bagian  lain  tu- 
lisan  ini,  perubahan  itu,  yang  untuk  se- 
bagian  besar  merupakan  proses  re- 
formasi  internal,  menghasilkan  bebe- 
rapa  perkembangan  positif,  khususnya 
sejauh  menyangkut  lingkup,  bukan 
substansi,  peran  politik  tentara. 

Pemerintahan  pasca-Soeharto  telah 
melakukan  banyak  hal,  mungkin  bah- 
kan  terlalu  banyak  dalam  kurun  wak- 
tu  yang  relatif  singkat.  Pemerintahan 
B.J.  Habibie,  misalnya,  berhasil  mem- 
bujuk  tentara  untuk  mengurangi  pe- 
ran politik  mereka.  Abdurrahman  "Gus 
Dur"  Wahid  memancangkan  tonggak 
bagi  akhir  peran  politik  tentara  di 
lembaga  perwakilan  —  tahun  2004  di 
DPR  dan  tahun  2009  di  MPR.  Mega- 
wati Soekarnoputri  mengawali  keha- 
rusan  reformasi  doktrin  tentara  Indo- 
nesia, sekalipun  tidak  mengisyaratkan 
kata  kunci  tentang  apa  yang  dimak- 
sud  sebagai  doktrin  itu. 

Sepintas  lalu,  pelembagaan  peran 
baru  tentara  berjalan  ke  arah  yang 
benar.  Namun  sesungguhnya  terda- 
pat  beberapa  gejala  yang  menetap  da- 
lam masa  empat  tahun  pertama  rezim 
pasca-Soeharto.  Kecenderungan  gaya 


dan  kinerja  militeristik  masih  sangat 
kental  di  beberapa  lembaga  negara.  Pe- 
merintahan sipil  agaknya  tetap  mem- 
percayakan  jabatan-jabatan  kunci  yang 
berkaitan  dengan  keamanan  dan  per- 
tahanan  kepada  mereka  yang  memi- 
liki  latar  belakang  tentara.  Hampir  se- 
lalu  kabinet  pasca-Soeharto  memberi 
kedudukan  bidang  koordinasi  masalah 
politik  dan  keamanan  kepada  mantan 
perwira  tinggi.  Megawati,  lebih  dari- 
pada  para  pendahulunya,  mengemba- 
likan  kedudukan  Menteri  Dalam  Nege- 
ri  ke  pangkuan  militer,  Letnan  Jenderal 
Hari  Sabarno,  yang  sekaligus  bertang- 
gung  jawab  dalam  masalah  otonomi 
daerah  yang  dalam  pemerintahan  sebe- 
lumnya  merupakan  portofolio  tersendiri. 

Bersamaan  dengan  itu,  jabatan-ja- 
batan kunci  di  beberapa  lembaga  lain 
tetap  berada  dalam  genggaman  mili- 
ter atau  sekurang-kurangnya  di  tangan 
pengorganisasian  oleh  orang-orang  mi- 
literis.  Badan  Intelijen  Negara  (BIN),  se- 
belumnya  dikenal  sebagai  Badan  Koor- 
dinasi Intelijen  Negara  (BAKIN),  yang 
per  definisi  merupakan  intelijen  nega- 
ra dan  oleh  karenanya  bersifat  sipil,  te- 
tap berada  dalam  genggaman  tentara, 
suatu  tradisi  yang  berlangsung  sejak 
tahun  1966.  Kepolisian  negara,  sekali- 
pun memperoleh  legalitas  baru  seba- 
gai bagian  dari  institusi  sipil,  tetap 
merupakan  organisasi  militeristik,  de- 
ngan praktek  komando  yang  sangat 
kental. 

Departemen  Pertahanan  sendiri  me- 
ngalami  sipilitas  parsial.  Puncak  in- 
stitusi sipil  paling  penting  dalam  ma- 
salah pertahanan  negara  itu  memang 
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dikuasai  oleh  profesional  dan/atau  po- 
litisi  dengan  latar  belakang  sipil  —  Ju- 
wono  Sudarsono,  Mohammad  Mahfud, 
dan  Matori  Abdul  Djalil.  Namun  sipi- 
litas  belum  terlihat  dari  kebijakan  fung- 
sional  departemen  itu.  Ini  karena  ja- 
batan-jabatan  operasional  di  institusi- 
institusi  itu  tetap  dipegang  oleh  me- 
reka  yang  memiliki  pandangan  kon- 
servatif,  atau  sekurang-kurangnya  latar 
belakang  kemiliteran.  Gejala  serupa  ju- 
ga  terlihat  di  Lemhannas  (Lembaga 
Pertahanan  Nasional),  yang  malahan 
menjadi  tempat  jenderal  aktif  jauh  le- 
bih  banyak  daripada  jenderal  yang 
berada  di  Markas  Besar  TNI. 

Sebab  itu,  tidak  mengherankan  jika 
perumusan  berbagai  aturan  main  baru 
sering  kacau  balau.  Pemisahan  polisi 
dari  garis  komando  tentara,  yang  di- 
laksanakan  sejak  awal  tahun  2000,  me- 
rupakan  salah  satu  kebingungan  dalam 
niemahami  situasi.  Dalam  Sidang  Ta- 
hunan  MPR  tahun  itu,  TNI  mendapat- 
kan  landasan  legal  untuk  memainkan 
peran  dalam  pertahanan  negara  (ke- 
utuhan  wilayah,  kedaulatan  dan  kese- 
lamatan  segenap  bangsa)  dan  bebe- 
rapa  peran  sekunder,  yaitu  operasi  mi- 
liter  selain  perang  (MOOTW,  military 
operation  other  than  war,  tugas-tugas 
sosial  kemasyarakatan  {civic  mission), 
dan  perdamaian  internasional).  Di  si- 
si  lain,  kepolisian  negara  bertugas  un- 
tuk soal-soal  yang  berkaitan  dengan 
keamanan  dalam  negeri.  Jika  tentara 
mengandalkan  pada  kekuatan  militer, 
polisi  pada  instrumen  hukum. 

Wacana  yang  berkembang  menje- 
lang  dan  di  tengah  Sidang  Tahunan 


itu  menunjukkan  bahwa  tujuan  pemi- 
sahan seperti  itu  adalah  untuk  sipili- 
tas  tugas  polisi.  Pemisahan  semata- 
mata  dilakukan  pada  tingkat  organi- 
sasi  untuk  memudahkan  kontrol  sipil 
terhadap  aparat  keamanan.  Sebagian 
besar  anggota  MPR  pada  waktu  itu 
menyadari  bahwa  fungsi  pertahanan 
tidak  dapat  begitu  saja  dipisahkan 
dari  fungsi  keamanan  dalam  negeri  — 
baik  karena  perubahan  sifat  ancaman, 
maupun  karena  kekurangmampuan  po- 
lisi untuk  mengemban  fungsi  keaman- 
an dalam  negeri. 

Namun  dalam  kenyataannya,  yang 
lebih  menonjol  adalah  pemisahan  fung- 
sional.  Di  satu  sisi,  ada  euforia  di  ka- 
langan  polisi,  bahwa  soal-soal  keamanan 
dalam  negeri  merupakan  ruang  kiprah 
mereka.  Luka  lama  selama  cengkeraman 
komando  tentara  menyebabkan  polisi 
ingin  menggunakan  ruang  bebas  untuk 
balas  dendam,  tidak  memberi  ruang 
gerak  kepada  tentara  dalam  soal-soal 
yang  berlangsung  di  dalam  wilayah 
kedaulatan  Indonesia.  Aceh,  Maluku, 
Sampit,  pengamanan  pantai  di  daerah 
ekonomi  eksklusif,  menurut  mereka  ada- 
lah kewenangan  polisi.  Polisi  kiiu  di- 
lengkapi  dengan  12.000  senjata  yang 
mematikan,  bukan  sekadar  melumpuh- 
kan. 

Di  lain  pihak,  tentara  kelihatan  ingin 
cuci  tangan  dalam  berbagai  soal  seper- 
ti itu.  Payung  hukum,  kewenangan  po- 
lisi, urusan  pertahanan  negara  meru- 
pakan argumen  yang  sekalipun  benar, 
tetapi  salah  kaprah.  Tentara  dapat  se- 
akan-akan  melarikan  diri  dari  beberapa 
kewajiban  untuk  menjaga  "keselamatan 
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dan  keamanan  segenap  bangsa",  mes- 
kipun  mungkin  hingga  tingkat  terten- 
tu  sedang  melaksanakan  "keutuhan  wi- 
layah  dan  kedaulatan  negara".  Pendek 
kata,  rumusan  yang  tertuang  dalam 
TAP  VI  dan  VII /MPR  2000  menimbul- 
kan  berbagai  komplikasi  dalam  penyu- 
sunan  berbagai  undang-undang  yang 
diperlukan. 

Semua  itu  mempengaruhi  perumus- 
an  dan  pelaksanaan  kebijakan.  Soal- 
soal  penting  yang  dihadapi  oleh  pe- 
merintahan  pasca-Soeharto,  misalnya, 
adalah  yang  berkaitan  dengan  dis- 
integrasi  bangsa.  Konflik  tak  kunjung 
reda  di  Aceh  dan  Maluku  memberi 
alasan  bagi  tentara  untuk  terlibat  da- 
lam politik;  jika  tidak  pada  tingkat 
perumusan  dan  pengambilan  keputus- 
an,  sekurang-kurangnya  pada  pelaksa- 
naan manajemen  konflik.  Jika  dalam 
mengemban  fungsi  itu  terdapat  ber- 
bagai kekeliruan,  atau  bahkan  kega- 
galan,  pemerintahan  akan  menghadapi 
persoalan  ganda.  Gugatan  dari  lawan- 


Untuk  jangka  panjang,  pemisahan  itu  da- 
pat  menjadikan  tentara  menjadi  institusi  yang 
memerlukan  biaya  mahal,  namun  idle,  karena 
hanya  akan  digimakan  untuk  menghadapi  an- 
caman  eksterrial.  Padahal,  kemungkinan  tim- 
bulnya  konflik-konflik  non-kov.ensional,  bersa- 
maan  dengan  risiko  ramifikasi  dari  transisi  po- 
litik di  negara-negara  pasca-otoriter,  tugas  mi- 
liter  di  luar  bidang  pertaharum  semakin  serius 
diperbincangkan.  Sumber  ancaman  {source  of 
threats)  terhadap  apa  yang  selama  ini  dikenal 
sebagai  "kearr\anan  nasional"  menjadi  semakin 
luas,  bukan  hanya  meliputi  ancaman  dari  da- 
lam {internal  threats)  dan/atau  luar  {external 
threats)  tapi  juga  ancaman  azymutal  yang  ber- 
sifat  global  tanpa  bisa  dikategorikan  sebagai 
ancaman  luar  atau  dalam.  Seirama  dengan 
itu,  watak  ancaman  {nature  of  threats)  juga 
berubah  menjadi  multidimensional. 


lawan  politiknya  di  DPR,  misalnya, 
akan  memaksanya  berpaling  mencari 
dukungan  tentara. 

Masih  menjadi  tanda  tanya  besar, 
apakah  tentara  memang  sengaja.mem- 
bina  daerah  konflik  sebagai  pembenar- 
an  peran  mereka  dalam  kebijakan  pe- 
merintah,  kalau  toh  tidak  berperan  da- 
lam politik  secara  umum.  Kalaupun 
ada,  apakah  itu  didorong  untuk  mem.- 
pertahankan  peran  pada  tingkat  na- 
sional untuk  mendapat  posisi  tawar- 
menawar  atau  sekadar  didorong  oleh 
politik  lokal,  dan  oleh  karerianya  men- 
cerminkan  kesulitan  TNI  dalam  mem- 
bangun  suatu  organisasi  yang  kohe- 
sif.  Terlepas  dari  berbagai  spekulasi 
itu,  jelas  bahwa  konflik  berkelanjutan 
di  berbagai  tempat  menyudutkan  pe- 
merintah  untuk  terpaksa  memilih  kebi- 
jakan keamanan,  dengan  tentara  dan 
polisi  sebagai  pelaksana  kebijakan. 

PARADIGMA  BAKU,  INVOLUSI 
STRATEGI,  DAN  KONSOUDASI 
INTERNAL  TNI 

Reformasi  internal  TNI  boleh  saja 
telah  mengguratkan  jejak-jejak  pemba- 
ruan  di  berbagai  bidang.  Di  atas  ker- 
tas,  empat  tahun  reformasi  telah  me- 
ngurangi  lingkup  peran  TNI  dalam  po- 
litik sehari-hari  {day-to-day  politics), 
tetapi  mungkin  bukan  signifikansi  pe- 
ran itu  sendiri.  Sesuai  ketentuan  per- 
undang-undangan  (UU  No.  3  tentang 
Pertahanan  Negara,  misalnya)  tugas- 
tugas  non-pertahanan  pada  prinsip- 
nya  berada  di  tangan  departemen 
fungsional  dan  dengan  sendirinya  men- 
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cerminkan  berakhirnya  Dwi  Fungsi 
TNI.  Sekalipun  demikian,  masih  ter- 
buka  kemungkinan  bagi  TNI  untuk 
dapat  memegang  kendali  masalah-ma- 
salah  kenegaraan  yang  penting.  Lebih 
penting  lagi,  semua  itu  terjadi  bukan 
semata-mata  karena  faktor  dan  dina- 
mika  yang  terjadi  dari  luar  TNI  tetapi 
justru  dari  dalam  TNI  sendiri. 

Lihat  saja,  paradigma  baru  mengan- 
dung  rumusan  yang  problematik.  Ha- 
sil  rumusan  sebuah  seminar  di  Ban- 
dung (Mabes  ABRI,  1999),  misalnya, 
mengguratkan  nada-nada  reformis:  (1) 
TNI  tidak  selalu  berada  di  depan;  (2) 
tidak  lagi  berusaha  menduduki  tetapi 
hanya  akan  mempengaruhi  [keputusan 
politik  yang  dibuat  institusi  sipil];  (3) 
upaya  mempengaruhi  itu  dilakukan 
secara  tidak  langsung  [dengan  sum- 
bangan  pemikiran  dan  konsepsi];  dan 
(4)  bertindak  berdasarkan  bagi-peran 
{role  sharing)  dengan  komponen  bangsa 
lainnya  dalam  mengambil  keputusan 
soal-soal  penting  di  bidang  kenegara- 
an dan  pemerintahan. 

Paradigma  itu  memang  telah  men- 
jadi  titik  awal  dari  beberapa  langkah 
kebijakan,  misalnya  pemisahan  polisi 
dari  garis  komando  militer;  likuidasi 
struktur  sosial  politik  institusi  TNI 
dari  pusat  hingga  daerah;  likuidasi  ja- 
jaran  yang  dalam  empat  puluh  tahun 
memberi  kewenangan  untuk  kekarya- 
an;  larangan  bagi  perwira  TNI  yang 
akan  menduduki  jabatan  birokrasi  si- 
pil; pengurangan  jumlah  perwakilan 
politik  di  lembaga  perwakilan;  netrali- 
tas  dalam  politik,  misalnya  pemilihan 
umum  1999;  dan  perubahan  pola  hu- 


bungan  antara  Markas  Besar  TNI  de- 
ngan mantan  organisasi  purnawira- 
wan  tentara. 

Bahkan  kalau  dibaca  dengan  cermat, 
mungkin  paradigma  baru  tidak  lebih 
daripada  sekadar  janji.  Tidak  terlalu 
sulit  untuk  memahami  arti  dan  makna 
kata-kata  di  dalanmya.  "Tidak  selalu  ber- 
ada di  depan",  "hanya  mempengaruhi" 
secara  "tidak  langsung"  dan  "pemba- 
gian  peran"  adalah  penggal-penggal 
kalimat  yang  membuka  berbagai  penaf- 
siran.  Oleh  karena  itu,  tidak  terlalu 
mengejutkan  ketika  dinamika  politik 
transisi  pasca-Soeharto  menyaksikan 
beberapa  gejala  yang  membingungkan; 
dan,  langsung  maupun  tidak,  dapat 
mempengaruhi  konsolidasi  demokrasi. 

Pertama,  [re]politisasi  para  perwira. 
Banyak  gagasan  tentang  reformasi  ma- 
lahan  menjadi  instrumen  untuk  mem- 
proyeksikan  citra  TNI  sebagai  kekuat- 
an  politik  yang  paling  handal  dan  re- 
formis. Penolakan  KSAD  Endriartono 
Sutarto,  saat  ini  menjabat  sebagai  Pang- 
lima  TNI,  bersama  dengan  segenap  ke- 
pala  angkatan  yang  lain  terhadap  Mak- 
lumat  Presiden  Abdurrahman  Wahid 
adalah  suatu  kasus  yang  cukup  mem- 
bingungkan mengenai  apa  yang  se- 
benarnya  dilakukan  oleh  para  jende- 
ral  itu.  Lawan-lawan  politik  Gus  Dur>- 
misalnya,  menafsirkan  tindakan  para 
jenderal  sebagai  upaya  membendung 
tindakan  anti-demokratik  yang  dilaku- 
kan oleh  presiden.  Sebaliknya,  para 
pendukung  Gus  Dur  menganggapnya 
sebagai  pembangkangan  (insubordina- 
si)  para  jenderal  terhadap  perintah 
presiden  yang  "memegang  kekuasaan 
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tertinggi  atas  angkatan  darat,  angkatan 
udara,  dan  angkatan  laut". 

Hal  serupa  masih  mungkin  terja- 
di  di  kelak  kemudian  hari.  Tidak  ada 
konsensus,  yang  kemudian  tertuang  da- 
lam  aturan  perundang-undangan,  me- 
ngenai  wewenang  presiden.  Masih 
menjadi  perdebatan  apakah  kedudukan 
presiden  sebagai  pemegang  kekuasaan 
atas  angkatan  perang  terjadi  secara  oto- 
matis  ataukah  memerlukan  keadaan  da- 
rurat  dan  perlu  memperoleh  persetu- 
juan  DPR.  Di  lain  pihak,  pertarungan 
waktu  itu  mungkin  lebih  bersifat  pri- 
badi  antara  Abdurrahman  Wahid  de- 
ngan  beberapa  tokoh  politik  lain,  mi- 
salnya  Ketua  DPR  Akbar  Tandjung. 
Sengketa  yang  melibatkan  pembentuk- 
an  Pansus  Buloggate  yang  melibatkan 
Ketua  DPR  dan  Ketua  Umum  Golongan 
Karya  itu  membidani  tarik-ulur  antar- 
sesama  politisi  sipil  yang  kemudian 
membuka  peluang  bagi  TNI  untuk 
tampi  1  sebagai  "penyelamat  demokrasi". 

Kedua,  inkonsistensi  kebijakan  dan 
wacana  reformasi.  Banyak  kasus  yang 
dapat  disebut,  yang  mungkin  paling 
populer  adalah  rencana  untuk  likui- 
dasi  komando-komando  teritorial,  de- 
ngan  Letnan  Jenderal  Agus  Widjojo 
menjadi  ujung  tombak  gagasan  itu  sam- 
pai  tahun  2001,  sebelum  pada  akhir- 
nya  dialihtugaskan  menjadi  Ketua  Frak- 
si  TNI/Polri  di  MPR.  Tak  lebih  dari 
setahun,  gagasan  itu  padam,  Sebalik- 
nya,  dalam  beberapa  tahun  belakangan 
justru  terjadi  pemekaran  komando  mi- 
liter,  seperti  yang  sudah  terjadi  di  Ma- 
luku (Kodam  Pattimura),  Aceh  (Kodam 
Iskandar  Muda),  dan  kini  masih  dalam 


rencana  untuk  membuka  kembali  ko- 
mando militer  di  Kalimantan  Timur. 

Belakangan  para  jenderal  kembali 
mempertahankan  keyakinarmya  tentang 
efektivitas  komando  militer  dengan  ber- 
bagai  argumen,  khususnya  kemungkin- 
an  ancaman  konflik  internal,  karena  In- 
donesia tidak  mempunyai  kemampuan 
teknologi  pertahanan  yang  handal.  Se- 
bagian  yang  lain  menganggap  perlu- 
nya  "pembinaan"  terhadap  satuan-sa- 
tuan  kuasi-militer  seperti  Laskar  Jihad. 
Mereka  melupakan  banyak  hal.  Misal- 
nya,  ketika  ancaman  paling  serius  dari 
luar  hampir  pasti  tidak  akan  muncul 
dalam  bentuk  serangan  konvensional, 
sekurang-kurangnya  untuk  jangka  wak- 
tu yang  dapat  diperhitimgkan  ke  depan, 
sulit  membayangkan  kegunaan  taktik 
perang  gerilya  dan/atau  pertahanan 
mendalam.  Selain  itu,  ketika  fungsi  pe- 
merintahan  sipil  mengambil  alih  fung- 
si bina  teritorial,  terlalu  berisiko  meli- 
batkan tentara  dalam  upaya  yang  sa- 
ma.  Dari  segi  perencanaan  operasi  per- 
tahanan, terlalu  naif  membangun  ke- 
kuatan  pertahanan  yang  hanya  akan 
digunakan  untuk  tugas  pelibatan  (baca: 
tugas  militer  di  luar  fungsi  utamanya 
untuk  mempertahankan  negara  dari 
anciaman  militer  dari  seberang  tapal  ba- 
tas).  Sama  naifnya  adalah  pembinaan 
terhadap  satuan-satuan  kuasi-militer 
sebagai  komponen  cadangan  tanpa  ha- 
rus  menempatkannya  dalam  kerangka 
latihan  dan  komando  tentara. 

Perlu  disimak  bahwa  pola  pemben- 
tukan  kembali  Kodam  merupakan  re- 
aksi  terhadap  gejolak  konflik  tak  ber- 
kesudahan.  Namun  di  balik  itu  semua 
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mungkin  tersembunyi  strategi  lain,  mi- 
salnya  yang  berkaitan  dengan  upaya 
untuk  mempertahankan  akses  pada 
sumber  daya.  Maluku  dan  Aceh,  bah- 
kan  di  kelak  kemudian  hari  mungkin 
Kalimantan  Timur,  adalah  daerah-dae- 
rah  yang  kaya  sumber  daya.  Ketika  pe- 
merintahan  sipil  belum  mampu  meng- 
akar  atau  belum  sanggup  mengambil 
alih  tugas-tugas  bina  tentorial,  mung- 
kin TNI  tetap  akan  mempunyai  pe- 
ngaruh  di  tempat-tempat  seperti  itu. 

Dua  faktor  itu  saja  akan  menyebab- 
kan  jalan  panjang  menuju  reformasi 
TNI  (Anggoro,  2000a;  Anggoro,  2001b). 
Pertikaian  politik  antarpara  politisi  si- 
pil menyebabkan  DPR  tidak  cukup  me- 
miliki  waktu  untuk  memikirkan  agen- 
da-agenda reformasi  TNI  yang  lebih 
substansial  dan  kemudian  mengukuh- 
kannya  dalam  bentuk  aturan  perun- 
dang-undangan.  Sementara  itu,  bang- 
kitnya  kembali  konservatisme  di  ka- 
langan  para  perwira  akan  menyebab- 
kan biaya  negosiasi  menjadi  lebih 
tinggi.  Tuntutan  penghapusan  koman- 
do  teritorial  dengan  mudah  dapat  di- 
patahkan  dengan  argumen  ketidak- 
mampuan  polisi  menangani  konflik 
internal  dan/atau  kurangnya  sumber 
dana  untuk  membangun  gugus-gugus 
pasukan  modem. 

Semua  itu  menunjukkan  betapa  re- 
formasi TNI  memerlukan  jalan  pan- 
jang. Lebih  lagi,  selain  beberapa  soal 
yang  telah  dikemukakan  sebelumnya, 
tidak  sulit  untuk  mengidentifikasi  ber- 
bagai  persoalan  residual.  Misalnya, 
tentara  tetap  merupakan  institusi  yang 
kedap  terhadap  upaya  penegakan  hu- 


kum.  Tidak  seorang  pun  mengetahui 
apa  yang  terjadi  dengan  20  prajurit 
yang  dijatuhi  hukuman  dalam  kasus 
penyerbuan  pesantren  Tengku  Banta- 
qiah  di  Aceh.  Peradilan  awal  terhadap 
para  perwira  yang  [dituduh]  terlibat 
dalam  pelanggaran  hak-hak  asasi  ma- 
nusia  pasca-referendum  Timor  Timur, 
semuanya  lolos  dari  jerat  hukimi. 

Independensi  tentara  juga  terlihat 
dari  tumpulnya  penetrasi  institusi  pu- 
blik  untuk  memperoleh  data  tentang 
seberapa  besar  kekayaan  tentara  yang 
didapatkannya  dari  kegiatan  bisnis. 
Isu  "korupsi"  yang  terjadi  di  beberapa 
instansi  tentara,  misalnya  Kostrad,  ber- 
henti  di  Badan  Pemeriksa  Keuangan. 
Penyelidikan  hanya  berhasil  menyen- 
tuh  soal  "penyimpangan  administra- 
tif",  tetapi  gagal  menguak  isu  korupsi 
dan/atau  penyalahgunaan  wewenang. 
Hampir  seperempat  dari  106  kasus 
sengketa  tanah  antara  tentara  dan 
penduduk  diselesaikan  di  luar  institu- 
si sipil  (baca:  Badan  Pertanahan  Na- 
sional). 

Tak  heran  jika  empat  tahun  refor- 
masi menjanjikan  banyak  hal  tetapi 
mewujudkan  sedikit  hal.  Lebih  dari 
selusin  aturan  perundang-undangan 
diperlukan  untuk  menempatkan  peran 
baru  TNI  dalam  politik  Inddrfesia 
yang  demokratik.  Tak  jelas  kapan  ke- 
harusan  itu  akan  dipenuhi.  Dalam  tiga 
tahun  pertama  reformasi,  pemerintah- 
an  sipil  (pemerintah  dan  DPR)  baru 
berhasil  merumuskan  dua  UU  baru, 
yaitu  UU  No.  2  tentang  Kepolisian  Ne- 
gara  dan  UU  No.  3  tentang  Pertahan- 
an  Negara.  Belum  lagi  soal  yang  le- 
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bih  serius,  misalnya  reorientasi  bu- 
daya  tentara  Indonesia  yang  seharus- 
nya  dimulai  dan  perubahan  doktrin 
pertahanan,  norma  dan  etika  kemili- 
teran,  dan  kurikulum  pendidikan  mi- 
liter  (Anggoro,  2002).  Tidak  satu  pun 
dari  ketiga  komponen  itu  telah  ter- 
sentuh  oleh  reformasi  internal  militer. 


POLITISI  SIPIL:  KETIDAKPA- 
HAMAN,  KETIDAKPEDULIAN, 
DAN  KETIDAKMAMPUAN 

Pembagian  ruang  kebijakan,  seper- 
ti  disinggung  sebelumnya,  seharus- 
nya  menjadi  titik  tolak  dalam  mem- 
bangun  kontrol  sipil  atas  militer.  Po- 
litisi  sipil,  karena  kearifannya  pada 
nilai-nilai  demokratis  mempunyai  hak 
untuk  merumuskan  peran  apa  yang 
seharusnya  dimiliki  oleh  tentara.  Ten- 
tara, karena  kedudukannya  sebagai 
instrumen  .negara,  hanya  boleh  melak- 
sanakan  kebijakan  yang  telah  dirumus- 
kan  oleh  institusi  sipil  dan  diputuskan 
secara  politik.  Pada  masa  awal  tran- 
sisi,  mungkin  yang  disebut  belakangan 
lebih  penting,  tetapi  pada  tahap-tahap 
berikutnya,    ruang  kebijakan  seharus- 
nya menjadi  perhatian  utama. 

Tidak  mudah  untuk  mewujudkan 
rancangan  itu.'  Secara  teoretis,  kon- 
trol sipil  terhadap  miUter  dapat  dila- 
kukan  melalui  beberapa  mekanisme, 
misalnya  pemandangan  umum  (public 
hearing)  dan/atau  kontrol  anggaran 
(budgetary  control).  DPR,  misalnya,  dapat 
menyetujui  besarnya  anggaran  perta- 
hanan dan  melalui  mekanisme  itu  me- 
nentukan  "kekuatan"  militer.  Depar- 


temen  Pertahanan  seharusnya  menyu- 
sun  Buku  Putih  (Defence  White  Paper)  dan 
Kaji  Ulang  Strategi  Pertahanan  (Strat- 
egic Defence  Review)  sebagai  panduan 
tentara  dalam  mengembangkan  kekuat- 
an operasionalnya.  DPR  dapat  mem- 
pertanyakan  kebijakan  pertahanan  dan 
keamanan  yang  diambil  oleh  Presiden 
dan/atau  Menteri  Pertahanan  maupun 
Kepala  Kepolisian  Negara. 

Namun  bahkan   sebagian  naluri 
kontrol  sipil  terhadap  institusi  militer 
itu  pun  tampaknya  belum  cukup  kuat 
bersemayam  di  dalam  berbagai  insti- 
hisi  demokratik.  Kegagalan  dalam  meng- 
adili  para  perwira  yang  dituduh  me- 
langgar  hak-hak  asasi  manusia,  untuk 
sebagian  juga  disebabkan  oleh  kele- 
mahan  dalam  sistem  dan  proses  per- 
adilan.  Tumpulnya  daya  sentuh  akun- 
tabilitas  publik  terhadap  bisnis  militer 
hingga  tingkat  tertentu  juga  disebab- 
kan oleh  keterbatasan  cakupan  UU 
Yayasan.  Semua  itu  menjadi  petunjuk 
bahwa  reformasi  militer  tidak  akan 
pernah  terlepas  dari  reformasi  di  sek- 
tor-sektor  pemerintahan  yang  lain. 

Soal  paling  besar  dalam  trajectory 
penghapusan  peran  politik  TNI  ada- 
lah    ketidakpedulian,  keraguan,  dan 
ketidakmampuan  politisi  sipil.  Ketidak- 
pedulian anggota  DPR  dalam  masa-' 
lah  pertahanan  keamanan  terlihat  dari 
berbagai  gejala,  termasuk  keengganan 
mereka  untuk  mengikuti  diskusi-diskusi 
publik  tentang  soal-soal  pertahanan  dan 
keamanan  negara.  Kalaupun  beberapa 
partai  poHtik  tertarik  untuk  mengikuti 
diskusi  itu,  pada  umumnya  mereka 
mengirimkan  mantan  jenderal  yang 
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menjadi  anggota  partai  politik.  Tam- 
paknya  masih  kuat  anggapan  di  ka- 
langan  partai  politik  bahwa  latar  be- 
lakang  kemiliteran  merupakan  prasya- 
rat  bagi  seseorang  untuk  terlibat  da- 
lam  pembuatan  kebijakan  pertahanan 
dan  keamanan.  . 

Komisi  I  DPR  (rekanan  pemerintah 
dalam  bidang  politik  luar  negeri,  per- 
tahanan, penerangan  dan  informasi, 
serta  hak-hak  asasi  manusia)  lebih 
menitikberatkan  kerja  mereka  dalam  bi- 
dang politik  luar  negeri.  Sub-Komisi 
Pertahanan,  yang  seharusnya  memper- 
soalkan  berbagai  masalah  seperti  akui- 
sisi  persenjataan  dan  reformasi  stra- 
tegi  pertahanan  Indonesia,  lebih  ter- 
tarik  pada  soal-soal  lain.  Ketua  Sub- 
Komisi  itu,  dalam  pembahasan  RUU 
Pertahanan  Negara  lebih  banyak  mem- 
persoalkan  peristilahan  yang  seha- 
rusnya dapat  diserahkan  kepada  se- 
orang  ahli  bahasa.  Debat  tentang  apa- 
kah  UU  Pertahanan  akan  mengguna- 
kan  istilah  "mempertahankan"  atau 
"menegakkan",  "upaya"  atau  "usaha" 
menyita  sebagian  besar  waktu  pem- 
bicaraan  dalam  Pansus  RUU  Pertahan- 
an Negara  itu. 

Kasus  uji  kelayakan  dan  kepantas- 
an  (fit  and  proper  test)  calon  Panglima 
TNI  Endriartono  Sutarto  menuhjukkan 
gejala  lain.  Anggota  DPR  tidak  mem- 
punyai  kompetensi  dalam  bidang  per- 
tahanan dan  keamanan.  Pertanyaan-per- 
tanyaan  yang  diajukan  dalam  uji  ke- 
layakan dan  kepantasan  itu  lebih  ba- 
nyak menyangkut  pribadi  Sutarto  dan/ 
atau  masalah-masalah  visioner  seba- 
gai  seorang  Panglima  daripada  menge- 


nai  kewenangan  seorang  pemegang 
komando  operasi  militer  di  negara  de- 
mokrasi.  Sesuai  dengan  kapasitas  Su- 
tarto, mungkin  akan  lebih  bermanfaat 
jika  yang  dipersoalkan  anggota  DPR 
adalah,  misalnya,  bagaimana  tentara 
akan  menggunakan  strategi  operasi 
menghadapi  gerilyawan  Aceh  Merde.ka. 

Lembaga-lembaga  swadaya  masya- 
rakat  nyaris  setali  tiga  uang.  Mereka 
tidak  menunjukkan  kemampuan  anti- 
sipasi  dan  adaptasi  untuk  mengha- 
dapi perubahan.  Sebagian  dari  mereka 
tetap  berkutat  pada  isu-isu  "besar",  na- 
mun  terlampau  politis  sehingga  oleh 
karenanya  mengundang  resistensi  sa- 
ngat  besar  dari  kalangan  tentara.  Da- 
lam tahun-tahun  pertama  reformasi, 
misalnya,  sebagian  pertemuan  dan 
bahasan  yang  diselenggarakan  oleh 
LSM  memusatkan  perhatian  pada  jar- 
gon-jargon besar,  seperti  "negara  tan- 
pa  tentara",  "demihterisasi",  dan  "ten- 
tara kembali  ke  tangsi"  (back  to  barracks). 
Dalam  pemerintahan  Megawati  sekali- 
pun,  masih  terdengar  slogan-slogan 
anti-dwi  fungsi  sekalipun  doktrin  itu 
sendiri  sebenarnya  sudah  ditinggal- 
kan  TNI  sejak  pertengahan  tahun  2000. 

Tentu,  gagasan-gagasan  besar  itu 
tetap  diperlukan,  terutama  berkaitan 
dengan  desakan  publik  pad^  kenis- 
cayaan  perubahan  politik.  Namun  per- 
lu  disadari  bahwa  gugatan  terhadap 
hal-hal  tersebut  akan  sulit  dinegosia- 
sikan.  Terlebih  lagi,  ketika  banyak  po- 
litisi  sipil  justru  memberi  dukungan 
pada  gagasan-gagasan  dan  konsepsi 
dari  kalangan  tentara,  tantangan  ini 
menjadi  lebih  serius.  Seharusnya,  slo- 
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gan-slogan  semacam  itu  dipandang 
semata-mata  sebagai  simbol  keenggan- 
an  untuk  menerima  kembali  peran  po- 
litik  tentara.  Mungkin  akan  lebih  pro- 
duktif  jika  "negara  tanpa  tentara"  di- 
bingkai  dengan  konsepsi  tentara-ak- 
yat  (citizen  army);  "demiliterisasi"  de- 
ngan tentara  profesional  (professional 
armed  forces);  dan,  "tentara  kembali  ke 
tangsi"  dengan  penyesuaian  postur 
pertahanan. 

Pilar  demokrasi  yang  lain,  media 
massa,  menghadapi  persoalan  yang 
kurang  lebih  sama.  Sebagian  besar 
wartawan  lebih  tertarik  memberita- 
kan  "politik  para  jenderal"  daripada 
masalah-masalah  pertahanan.  Jarang 
yang  ,memahami  bahwa  bahkan  di 
negara  demokrasi  sekalipun  tentiara 
mempunyai  peran  dalam  kebijakan; 
dan,  setiap  kebijakan  mengandung 
dalam  dirinya  sendiri  proses  politik. 
Sedikit  yang  ingin  melacak  apakah 
peran  itu  berada  dalam  tingkatan  pe- 
laksanaan  kebijakan  atau  keikutserta- 
an  dalam  pengambilan  keputusan.  Sa- 
lah-salah,  media  massa  justru  akan 
menjadi  second  hand  militerism,  seper- 
ti  halnya  dengan  liputan-liputan  CNN 
yang  justru  memberi  angin  kepada 
para  teroris  radikal  setelah  tragedi 
World  Trade  Centre. 

Ketakutan  itu  bukannya  tidak  ber- 
alasan.  Ketika  Panglima  TNI  Endriar- 
tono  Sutarto  menyatakan  bahwa  TNI 
tidak  akan  menggunakan  hak  pilih 
dalam  Pemilihan  Umum  2004,  ten- 
tara justru  menimba  banyak  simpati 
publik.  Padahal,  seorang  Panglima  se- 
benarnya  tidak  mempunyai  kewenang- 


an  untuk  memberikan  pemyataan-per- 
nyataan  politik.  Keputusan  untuk  me- 
netapkan  apakah  anggota  tentara 
akan  menggunakan  hak  pilih  atau 
tidak  berada  di  tangan  institusi  sipil. 
Mereka  boleh  mengemukakan  aspi- 
rasi  itu  melalui  fraksi  TNI/Polri  di 
DPR  tetapi  tidak  melalui  pernyataan 
terbuka  di  depan  publik. 

Ketidaktahuan  dan  ketidakpaham- 
an  itu  menyebabkan  ketidakrelevanan 
dalam  mengembangkan  wacana  pu- 
blik. Bahkan  lebih  dari  itu,  tentara 
tampaknya  pandai  menggunakan  kele- 
mahan  itu.  Akibatnya,  empat  tahun 
setelah  tumbangnya  kekuasaan  Soe- 
harto  timbul  kesan  yang  cukup  kuat 
di  kalangan  masyarakat  bahwa  tentara 
justru" telah  nielakfikan  rfeformasi;  se- 
mua  bencana  muncul  dari  kalangan 
politisi  sipil;  tentara  masih  diperlu- 
kan  dalam  politik;  masalah  keamanan 
dan  pertahanan  negara  berada  dalam 
ruang  ketentaraan;  dan  karena  nega- 
ra masih  menghadapi  ancaman  dari 
dalam,  tentara  masih  memainkan  pe- 
ran tertentu. 

Apapun  alasannya,  konsolidasi  de- 
mokrasi menuntut  perubahan  di  ba- 
nyak pihak,  termasuk  perubahan  stra- 
tegi,  taktik,  dan  arah  kebijakan.  Salah 
satu  di  antaranya  adalah  bagaimana 
dan  kapari  harus  mengatakan  sesua- 
tu.  Sangat  mungkin,  berbicara  kepada 
tentara  perlu  menggunakan  bahasa 
yang  mereka  mengerti.  Disadari  bah- 
wa masalah-masalah  pertahanan  dan 
keamanan  adalah  masalah  negara  dan 
bukan  hanya  monopoli  tentara.  Soal- 
soal  seperti  itu  juga  merupakan  soal 
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kebijakan  publik;  dan  setiap  warga- 
negara  memiliki  kewajiban  untuk  mem- 
bicarakannya.  Namun  semuanya  per- 
lu  dikemas  dengan  bahasa  yang  ko- 
munikatif,  tanpa  menghilangkan  esen- 
si  pentingnya  supremasi  otoritas  si- 
pil  dan  profesionalisme  tentara. 

Perubahan  orientasi  itu  diperlu- 
kan,  dan  sebenarnya  banyak  tersedia 
peluang  untuk  melakukannya.  Sejak 
permulaan  tahun  2000,  misalnya,  in- 
stitusi  militer  dan  DPR  semakin  ter- 
buka  untuk  menerima  gagasan  dari 
luar.  Kelemahan  kapasitas  teknokratik 
anggota-anggota  Dewan  mengenai  ma- 
salah-masalah  pertahanan  negara  dan 
keamanan  dalam  negeri  akan  dapat 
diisi  dengan  gagasan-gagasan  dari 
berbagai  lembaga  non-politik  —  uni- 
versitas,  lembaga  penelitian,  asosiasi 
profesi  dan/atau  lembaga  swadaya 
masyarakat.  Hingga  kini  hanya  seke- 
lompok  kecil  yang  secara  kontinyu 
dan  konsisten  melakukan  advokasi 
kebijakan  semacam  ini.^''  Mereka  me- 


Kelompok-kelompok  itu  adalah,  antara 
lain,  LOGOS  (Local  Government  Studies)  dan 
Kelompok  Kerja  Reformasi  Sistem  Pertahanan 
(Propatria)  yang  terutama  bergerak  dalam  pe- 
nyebarluasan  informasi  dan  advokasi  publik. 
LOGOS  memusatkan  perhatiannya  pada  ko- 
mando  teritorial  dan  gelar  pertahanan  alter- 
natif;  kelompok  Propatria  lebih  banyak  berke- 
cimpung  dalam  penyusunan  rancangan  alter- 
natif  yang  diperlukan  untuk  reformasi  sektor 
keamanan,  misalnya  RUU  Pertahanan  Negara, 
RUU  Organisasi  dan  Prajurit  TNL  dan  RUU 
Hukum  dan  Peradilan  Militer.  Belakangan, 
single  issues  lobbyist  seperti  KONTRAS  dan 
INFID,  berturut-turut  lembaga  swadaya  masya- 
rakat yang  memusatkan  perhatiannya  pada 
orang-orang  hilang  dan  bantuan  asing,  mulai 
memperhatikan  isu-isu  spesifik  dalam  kebijak- 
an pertaharian. 


lakukan  tiga  jalur  strategi,  secara  se- 
kaligus  terhadap  pemerintah  dan  DPR, 
tentara,  dan  masyarakat  umum  yang 
untuk  jangka  panjang  mungkin  men- 
jadi  lapisan  masyarakat  yang  peduli 
terhadap  masalah  pertahanan  dan  ke- 
amanan. 


DIALEKTIKA  HUBUNGAN  SIPIL- 
MILITER:  SEBUAH  TRANSISI 
PERMANEN? 

Ketika  Jerman  bangkit  sebagai  ke- 
kuatan  militer,  setelah  beberapa  ta- 
hun tenggelam  di  antara  reruntuhan 
Perang  Dunia  Kedua,  menjadi  tanda 
tanya  besar  apakah  negara  itu  mam- 
pu  melahirkan  kembali  tentara  ber- 
watak  seperti  layaknya  kstaria  Pru- 
sia,  tetapi  tanpa  loyalitas  membuta 
yang  dapat  disalahgunakan  oleh  se- 
orang  penguasa  absolut  seperti  Hitler. 
Pengalaman  Jerman  menunjukkan  be- 
tapa  militer  yang  .tar\gguh  di  tangan 
penguasa  lalim  mungkin  sama  ba- 
hayanya  dengan  militer  yang  menga- 
lami  disorientasi  dan  demoralisasi. 

Kini  tentara  Indonesia  berusaha 
merumuskan  kembali  perannya.  Kega- 
mangan  pemerintah  sipil,  ketidak- 
mampuan  para  politisi,  dan  muncul- 
nya  sentiihen  anti-politik  di  kalangan 
tentara  tampaknya  merupakan  per- 
soalan  besar  yang  dalam  tahun-ta- 
hun  mendatang  akan  mewarnai  dia- 
lektika  sipil-militer  di  Indonesia.  Bukan 
mustahil  jika  masa  pasca-Soeharto 
akan  menjadi  transisi  permanen,  de- 
ngan politik  militeris  tetap  dominan. 
Konsolidasi  demokrasi  mungkin  tetap 
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berada  jauh  dari  jangkauan  kekuatan- 
kekuatan  politik  demokratik. 

Dari  paparan  sebelumnya  terlihat 
betapa  aliansi  dan/atau  koalisi  sipil 
untuk  membawa  militer  ke  dalam  ta- 
tanan  demokrasi  begitu  rapuh  se- 
hingga  tidak  menjamin  kesinambung- 
an  reformasi  militer,  terlebih  lagi  jika 
yang  diharapkan  adalah  substansi 
demokratik  dari  reformasi  itu.  Peru- 
bahan,  kalaupun  terjadi,  semata-mata 
mengandalkan  pada  kesukarelaan  ten- 
tara  untuk  melakukan  reformasi.  Da- 
lam suasana  seperti  itii,  selalu  terbu- 
ka  kemungkinan  bagi  struktur  politik 
secara  maksimal  untuk  dieksploitasi 
oleh  kekuatan-kekuatan  politik  terten- 
tu,  termasuk  oleh  tentara  sendiri. 

Dengan  kata  lain,  militer  akan  te- 
tap  mampu  menimba  manfaat  dari 
rent-seeking  politics  dan,  mungkin  bah- 
kan  memperoleh  berbagai  privilege 
baru.  Meninggalkan  day-to-day  politics 
sekalipun,  tentara  tetap  merupakan 
kekuatan  politik  yang  harus  diperhi- 
tungkan.  Mereka  tidak  akan  lagi  me- 
miliki  perwakilan  dalam  Dewan  Per- 
Wakilan  Rakyat,  dan  oleh  karenanya 
mengakhiri  peran  tentara  dalam  in- 
stitusi  delegatif.  Sekalipun  demikian, 
politik  tentara  tetap  akan  memain- 
kan  peran  penting,  atau  sekurang-ku- 
rangnya  mempengaruhi,  konsolidasi 
demokrasi  di  Indonesia.  Sebagian  per- 
wira,  misalnya,  tetap  menolak  kon- 
sepsi  "supremasi  sipil",  yang  mereka 
mengerti  sebagai  keunggulan  orang- 
orang  tidak  berseragam  atas  kaum 
militer.  Sedikit  yang  memahami  bah- 
wa  supremasi  sipil  sesungguhnya  ti- 


dak lebih  dari  sekadar  supremasi  oto- 
ritas  institusi  yang  dibangun  berda- 
sarkan  proses  demokrasi.  Dalam  jang- 
ka  5-10  tahun  ke  depan,  besar  kemung- 
kinan pandangan  seperti  itu  masih 
mendapat  tempat  di  sebagian  besar 
perwira  tinggi  TNI. 

Seperti  yang  dibayangkan  oleh  se- 
jarahwah  Brian  Loveman,  tentara  In- 
donesia enggan  menerima  rumusan- 
rumusan  yang  lazim  dikenal  dalam 
ilmu  politik  (Loveman,  1993:  5).  Da- 
lam berbagai  perbincangan,  mereka 
banyak  memberi  kritik  kepada  para 
politisi  sipil.  Terdapat  kesan  yang  cu- 
kup  kuat  bahwa  tentara  Indonesia 
sedang  membangun  kembali  tradisi 
ideologi  anti-politik  seperti  pada  ma- 
sa  demokrasi  parlementer  di  awal 
1950-an:  menganggap  politik  sebagai 
sesuatu  yang  negatif,  hingar-bingar, 
dan  bunuh  diri.  Sembari  memper- 
juangkan  nilai-nilai  tertib  sosial,  ke- 
patuhan,  dan  stabilitas  — seluruh  ta- 
ta  nilai  yang  diwarisi  dari  gagasan 
Jawa —  tentara  Indonesia  akan  men- 
jadi  Don  Quixote  yang  menganggap 
gumpalan  mendung  sebagai  raksasa. 

Gelagat  semacam  itu  mungkin  akan 
menguat  dalam  beberapa  waktu  ke 


Perkiraan  ini  didasarkan  pada-  asumsi 
bahwa  TNI  telah  mengalami  isolasi  dari  du- 
nia  luar,  termasuk  program  IMET  {International 
Military  Education  and  Training)  dan  E-IMET 
(Extended-IMET)  Amerika.  Akibatnya  sebagian 
besar  perwira  menengah  sekarang,  yang  masih 
akan  memegang  tampuk  pimpinan  TNI  hing- 
ga  sekitar  10  tahun  ke  depan,  adalah  hasil  pen- 
didikan  asli  Indonesia.  Mereka  lebih  konser- 
vatif,  dan  narrow-minded,  dibandingkan  dengan 
rekan-rekannya  yang  sempat  mengenyam  pe- 
ngalaman  intemasional. 
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depan.  Konflik  horisontal  dan  verti- 
kal  di  berbagai  daerah  bisa  jadi  mem- 
bawa   serta   implikasi   yang  serius 
bagi  kemampuan  pemerintah  pusat 
untuk  membangun  suatu  pemerintah- 
an  yang  kuat,  yang  akan  bermuara 
pada  ketidakpercayaan  publik  kepada 
pemerintahan  sipil.  Selain  itu,  jalan 
timpang  dalam  meniti  buih  liberal- 
isasi  perdagangan  dan/atau  berba- 
gai bentuk  globalisasi  serta  interde- 
pendensi  dalam  hubungan  antarnegara 
mungkin  memperkuat  arus  konserva- 
tivisme  itu  dengan  unsur-unsur  ba- 
ru,  misalnya  penguatan  kembali  pa- 
triotisme  dan  nasionalisme  dalam  pe- 
ngertian  yang  sempit/^ 

Di  kalangan  sipil  sendiri,  masa- 
lahnya  tidak  lebih  sederhana.  Ketidak- 
mampuan  dan  ketidakpedulian  mereka 
pada    masalah-masalah  per<ahanan 
negara  merupakan  awal  ketika  kebi- 
jakan  negara  di  bidang  itu  akan  se- 
bagian  besar,  jika  tidak  seluruhnya, 
dirumuskan  oleh  tentara.  Praktek  oto- 
nomi  daerah,  tetapi  di  tengah  ke- 
cenderungan  politik  lokal  yang  ken- 
tal,  barangkali  justru  membangkitkan 
kembali  kerja  sama  antara  aparat  ke- 
amanan  dengan  elite  sipil.  Masuknya 
para  mantan  jenderal  ke  dalam  ja- 
jaran  partai  politik  sangat  mungkin 
akan  memperkuat  gelegak  konserva-  , 
tisme,  jika  tidak  bahkan  pro-militeris, 
dalam  berbagai  ranah  kebijakan  politik 
yang  melibatkan  penggunaan  tentara. 

Sebab  itu,  tidak  mengherankan  jika 
pemerintahan  pasca-Soeharto  sampai 


Baha  san  lebih  lanjut,  lihat  Anggoro 
(2000b). 


sekarang  gagal  membangun  konsen- 
sus  apakah  pola  hubungan  sipil-militer 
di  Indonesia  akan  mengikuti  model 
kesetaraan  (equal-partnership),  seperti 
yang  dirumuskan  oleh  Peter  Feaver 
atau  Rebecca  Schiff"  atau  pola  hubung- 
an supremasi-subordinasi  seperti  yang 
diyakini  oleh  Samuel  Huntington.  Aki- 
batnya  adalah  kekosongan  program 
yang  realistis  tentang  bagaimana  me- 
nempatkan  tentara  dalam  negara  de- 
mokrasi.  Tumbangya  Soeharto  sempat 
menaburkan  benih-benih  demokrasi. 
Namun  bisa  jadi  persemaian  benih 
itu  akan  terganjal  justru  oleh  pan- 
dangan-pandangan  romantis  kaum  si- 
pil yang  gagal  mengorganisir  dirinya 
sebagai  suatu  kekuatan  demokra.tis. 
Pilihan-pilihan  strategis  yang  dimi- 
liki  oleh  elite  sipil  semata-mata  me- 
ngandalkan  pada  kecanggihan  manu- 
ver  politik. 

Kesulitannya,  strattgi  seperti  itu 
sangat  tergantung  pada  naluri  per- 
sonal seorang  pimpinan  negara,  tidak 
pada  kalkulasi  tawar-menawar  poli- 
tik. Gus  Dur  mencoba  menerapkan 
"jurus  mabuk",  berpijak  pada  priiisip 
pengendalian  tentara  secara  objektif 
(objective  civilian  control).  Hingga  ting- 
kat  tertentu,  Megawati  tampaknya  lebih 
menyukai  strategi  alternatifnya,  pe- 
ngendalian tentara  secara^  subjektif 
(subjective  civilian  control).  Berbeda  dari 
pendahulunya,  Megawati  membiarkan 
tentara  memiliki  ruang  gerak  yang  cu- 
kup  luas  dalam  berbagai  hal,  khusus- 


Untuk  bahasan  teoretis  tentang  format 
hubungan  sipil-militer  lihat,  antara  lain,  Schiff 
(1999);  Huntington  (1957);  Feaver  (1996);  dan 
Kohn  (1997). 
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nya  reorganisasi  internal,  bisnis  mili- 
ter,  dan  peradilan  para  perwira. 

Masih  terlalu  pagi  untuk  menilai, 
strategi  mana  yang  lebih  efektif  utuk 
membawa  tentara  ke  dalam  tatanan 
pemerintahan  demokratis  {democratic 
governance).  Gus  Dur  menempuh  pilih- 
an  konfrontasional  yang  pada  akhir- 
nya  justru  membuka  peluang  bagi  TNI 
untuk  melakukan  konsolidasi.  Mega- 
wati, meski  lebih  akomodatif,  berbiiat 
kekeliruan  ketika  ingin  mengangkat 
Letnan  Jenderal  Ryamizard  Ryacudu, 
waktu  itu  Panglima  Kostrad,  sebagai 
panglima  TNI.  Di  mata  tentara,  semua 
itu  merumbulkan  kesan  ketidakmampu- 
an  dan/atau  intervensi  politisi  sipil 
dalam  mengatur  tentara.  Ketentuan 
yang  tertuang  dalam  UU  Pertahanan 
Negara  sebenarnya  mengharuskan  ja- 
batan  Panglima  dipegang  oleh  mereka 
yang  pernah  atau  sedang  menjabat 
sebagai  Kepala  Staf.  Ryacudu,  sesuai 
dengan  ketentuan  perundang-undang- 
an  itu,  seharusnya  tidak  memiliki  cu- 
kup  kualifikasi  untuk  dicalonkan.  Di 
mata  tentara,  taktik  Gus  Dur  diang- 
gap  sebagai  representasi  dari  keter- 
libatan  sipil  yang  berlebihan  {civilian 
overreach)  dalam  masalah  organisasi 
tentara.  Di  pertengahan  1940-an,  cam- 
pur-tangan  sipil  seperti  itu  menimbul- 
kan  reaksi  luar  biasa  dari  kalangan 
TNI,  konon  bahkan  merupakan  awal 
keinginan  TNI  untuk  terjun  dalam 
kancah  politik  (Mabes  ABRI,  1999:  42). 

Kejadian  serupa  dapat  berulang  di 
masa  yang  akan  datang.  Tentara  me- 
merlukan  doktrin  yang  handal  dan 
sanggup  menanamkan  etos  kesatria- 
an.  Mereka  dituntut  memiliki  keren- 


dahan  hati  untuk  tunduk  pada  insti- 
tusi  politik  sipil.  Semua  itu  tidak  akan 
runtuh  dari  langit  dan  harus  diper- 
juangkan.  Kalangan  sipil  harus  tahu 
apa  yang  mereka  kehendaki.  Peru- 
musan  peran  baru  tentara  dalam  ne- 
gara transisi  memerlukan  cetak  biru 
sistematis  yang  bertolak  dari  pemba- 
caan.  realitas,  bingkai  teoretisasi  yang 
handal,  dan  keberpihakan  kepada  ke- 
pentingan  publik.  Tanpa  semua  itu, 
tumbangnya  rezim  Soeharto  hanya 
akan  menjadi  interregnum,  sebelum 
Indonesia  kembali  memasuki  masa 
gelap  di  bawah  kekuasaan  Leviathan 
bam. 

PENUTUP 

Sfruktur  politik  transisi  di  Indo- 
nesia, sampai  empat  tahun  pertama 
setelah  tumbangnya  Soeharto,  masih 
diuominasi  oleh  lapisan  militeris  yang 
memberikan  konsesi  bagi,  atau  seku- 
rang-kurangnya  toleransi  ,dan  inde- 
pendensi  kepada,  tentara  sebagai  im- 
balan  dukungan  politik  mereka.  Fung- 
si  institusi-institusi  politik  transisi,  ter- 
masuk  ketika  harus  membawa  tenta- 
ra ke  dalam  tatanan  demokrasi,  oleh 
karenanya  sangat  mengandalkan  pada 
sumber  daya  dan  taktik  manuver  da- 
lam negosiasi  antara  elite  sipil  dan 
militer.  Negosiasi  seperti  itu  akan  sa- 
ngat melelahkan. 

Gejala  serupa,  pasang  surut  tak 
berkesudahan,  terjadi  di  hampir  semua 
rezim  pasca-militer  (Stanley,  2001: 
771-791).  Di  Indonesia  masa  transisi 
telah  menampilkan  fenomena  menarik 
dan  sekaligus  mengkhawatirkan.  Se- 
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lagi  politisi  sipil  berperilaku  seperti 
Hamlet  sang  Peragu,  tentara  malahan 
menjadi  semakin  Quixotic.  Suka  atau 
tidak,  mereka  adalah  pelaku-pelaku 
sejarah,  dan  tentu  menyumbang  pe- 
ran  tertentu  dalam  pembentukan  bu- 
daya  demokrasi,  dan  oleh  karenanya 
litik  awal  ketika  aturan-aturan  demo- 
krasi  sudah  menjadi  the  only  game 
in  town  seperti  kata  Linz. 

Akibatnya,  politik  transisi  tak  per- 
nah  dapat  dikalkulasi,  penuh  misteri, 
serba  misterius.  Konsolidasi  demo- 
krasi,  anthropolitik,  tampaknya  tetap 
akan  menjadi  harapan  yang  tak  mu- 
dah  diraih.  Lebih  dari  itu,  di  tengah 
kerumunan  Hamlet  dan  Quixote,  ne- 
gosiasi  itu  dapat  terjerumus  ke  dalam 
jeratan  Oedipus  complex.  Sanggama 
antara  kelelahan  terhadap  politik  tran- 
sisi (transition  fatigue),  sisa-sisa  kon- 
servativisme  panoptik,  dan  haru-biru 
konflik  berkepanjangan  serta  keman- 
dekan  ekonomi,  merupakan  ancaman 
paling  buruk  terhadap  demokrasi  se- 
jati.  Semua  itu  membuka  peluang  bagi 
tentara  untuk  melakukan  mimikri  (Bha- 
bha,  1994),  yang  kemudian  memberi  pi- 
jakan  baru  untuk  menuntut  semakin 
banyak  kompromi.  Apakah  Indonesia 
akan  kembali  memasuki  mimpi  buruk 
seperti  itu,  tak  seoraingpun  dapat  men-^ 
jawab.  Menjelang  ulang  tahun  TNI 
yang  ke-58,  terlihat  beberapa  gelagat 
yang  mengkhawatirkan.  Tarik-ulur  da- 
lam pembahasan  RUU  TNI  dan  ren- 
cana  pengadaan  kapal  oleh  provinsi 
Riau  untuk  Angkatan  Laut  merupa- 
kan sebagian  dari  fenomena  mimikiri 
tentara  dalam  kehidupan  politik. 
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Kepemimpinan  Kerumunan  dan 
Ancaman  Disintegrasi  Bangsa* 

Imam  B.  Prasodjo 


Gejolak  sosial  yang  terjadi  di  Indonesia  sedikit  hanyak  terkait  dengan 
transformasi  sosial  yang  terjadi  di  dunia  internasional.  Terjadinya  transformasi 
sosial  dt  era  Perang  Dingin  ini  menciptakan  tatanan  masyarakat  baru  yang  diwar- 
nat  dengan  tumbuhnya  pengelompokan  sosial  yang  bernunnsa  "primitif"  dan 
berakar  pada  komunitas  emosional  lokal.  Kondisi  sosial  ini  sangat  mengkhawa- 
tirkan  munculnya  konflik-konflik  brutal  antara  kelompok-kelompok  identitas 
yang  dapat  menciptakan  terjadinya  kekerasan  secara  komunal  seperti  yang  ter- 
jadi di  Rwanda,  Somalia,  Burundi,  Bosnia-Herzegovina,  Tajikistan,  Chechnya, 
dan  Kosovo. 


KONTEKS  MASALAH 

MEMASUKI  milenium  baru 
ini  ada  satu  pertanyaan 
penting:  "Betulkah  saat  ini 
kita  memasuki  era  fragmentasi  so- 
sial"? Ilmuwan  sosial  seperti  Michel 
Maffesoli  menggambarkan  betapa  kini 
telah  lahir  fakta  sosial  baru  berupa 
neo-tribalism  —  suatu  tatanan  sosial 
disintegratif  yang  rentan  terhadap 
konflik  komunal  (Maffesoli,  1996).  Per- 
gantian  milenium  telah  ditandai  de- 
ngan terjadinya  berbagai  benturan- 
sosial  dahsyat  antara  berbagai  kelom- 
pok  identitas  yang  tumbuh  atas  dasar 
ikatan  etnis,  ras,  bahasa,  budaya,  aga- 


Tulisan  ini  telah  disajikan  pada  Pertemu- 
an  Lmiah  Kongres  Himpunan  Psikologi  Indo- 
nesia (HIMPSI)  VIII,  Bandung  20-22  Oktober 
2000,  dan  dalam  versi  pendek  telah  terbit 
pada  Mingguan  TEMPO,  5  November  2000. 


ma,  asal  daerah  dan  faktor-faktor  lain 
yang  dapat  mengancam  peradaban  ma- 
nusia.  Freeman  (1998)  pun  bertanya, 
"Apakah  saat  ini  kita  sedang  me- 
nyaksikan  kembalinya  era  primitif"? 
Kekhawatiran  ini  ternyata  sejalan  de- 
ngan hasil  diskusi  UNESCO  tiga  da- 
sawarsa  lalu  yang  berakhir  dengan 
nada  agak  pesimistis  seperti  terekam 
pada  hasil  laporannya  (UNESCO,  2000). 

Kerisauan  samacam  ini  kini  seha- 
rusnya  lebih  menghinggapi  perasaan 
kita  yang  hidup  di  Indonesia.  Feru- 
bahan  sosial  di  era  reformasi  yang 
sungguhpun  disambut  rasa  antusias 
dan  penuh  harap,  namun  tak  dapat 
dipungkiri,  diiringi  rasa  was-was  yang 
mendalam.  Upaya  keluar  dari  krisis 
ekonomi  yang  hingga  kini  belum  juga 
berhasil  ternyata  diikuti  dengan  kri- 
sis sosial  bertubi-tubi,  yang  semakin 
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lama  semakin  tak  terkendali.  Berba- 
gai  benturan  sosial  di  berbagai  wila- 
yah  seperti  Aceh,  Pulau  Timor,  Kepu- 
lauan  Maluku,  Sambas  —  Kalimantan, 
Wamena  —  Irian  Jaya  dan  Iain-lain, 
segera  menyadarkan  kita  bahwa  saat 
ini,  kita  tengah  berada  di  ujung  te- 
bing  disintegrasi  sosial  total. 

Atmosfir  "pertempuran"  ini  juga 
ternyata  terefleksi  pada  pertentangan 
sengit  antarkalangan  elite  politik.  Re- 
formasi  yang  terjadi,  tak  terelakkan  la- 
gi,  mendorong  pada  pergantian  "ke- 
las  penguasa  baru"  (the  new  ruling 
class)  yang  secara  langsung  berdam- 
pak  pada  terjadinya  ketegangan-ke- 
tegangan  sosial.  Gejolak  sosial  seca- 
ra nyata  sering  terjadi  akibat  konflik 
elite  politik  yang  tak  terkendali.  Da- 
lam situasi  ini,  sederet  pertanyaan 
pun  muncul.  Kecenderungan  tipe  elite 
politik   seperti   apakah  sebenarnya 
yang  lahir  saat  ini?  Poia  perilaku 
bagaimanakah  yang  cenderung  mun- 
cul dalam  situasi  perubahan  sema- 
cam  ini,  dan  bagaimanakah  pengaruh 
perilaku  mereka  terhadap  tatanan  ma- 
syarakat?  Tulisan  ini  secara  singkat 
akan  menjawab  pertanyaan-pertanyaan 
ini,  dan  secara  khusus  akan  memba- 
has  kaitan  antara  perilaku  elite  politik 
baru  di  Indonesia  ini  dengan  ancam- 
an  disintegrasi  sosial. 

TRANSFORMASI  SOSIAL  DAN 
TIPE  BARU  ELITE  POLITIK 

Gejolak  sosial  yang  terjadi  di  In- 
donesia sedikit  banyak  terkait  dengan 
transformasi  sosial  yang  terjadi  di  du- 
nia  internasional.  Runtuhnya  blok  So- 


viet dan  memudarnya  kekuasaan  ko- 
munis  telah  menciptakan  perubahan 
tatanan  politik  yang  sangat  signifikan 
di  akhir  abad  ke-20.  Berbagai  koiiflik 
ideologis  yang  telah  tereduksi  dalam 
Perang  Dingin  pada  pertengahan  1980- 
an,  mengalami  proses  pemudaran  sa- 
ngat drastis.  Maka,  Fukuyama  (1986), 
dengan  penuh  percaya  diri  mengu- 
mandangkan  The  End  of  History  seba- 
gai  penegasan  atas  puncak  kemenang- 
an  demokrasi  liberal  Barat,  dan  ber- 
akhirnya  suatu  evolusi  ideologi  yang 
kiiu  telah  mencapai  bentuk  final. 

Namun,  ironisnya,  dengan  berakhir- 
nya  Perang  Dingin  dan  terjadinya 
transformasi  sosial  ini,  tumbuh  ta- 
tanan masyarakat  baru  yang  diwar- 
nai  dengan  tumbuhnya  pengelompok- 
an  sosial  yang  bernuansa  "primitif", 
yang  dalam  istilah  Maffesoli  (1996) 
disebut  sebagai  "kerumunan  tanpa 
wajah"  {the  faceless  crowd)  atau  "tribal- 
isme"  yang  berakar  pada  komunitas 
emosional  lokal.^  Yang  mengkhawa- 
tirkan  dalam  konfigurasi  sosial  baru 
ini  adalah  munculnya  konflik-konflik 
brutal  ^ntara  kelompok  identitas  se- 
bagaimana  tejadi  di  Rwanda,  SomaUa, 
Burundi,  Bosnia-Herzegovina,  Tajikis- 
tan, Chechnya,  dan  Kosovo.  Kini,  kete- 
gangan  antarberbagai  kelompok  pun 
tampak  meluas  sejalan  dengan  arus 


Terminologi  "tribalisme"  ini  n\engacu  pa- 
da pengertian  munculnya  pengelompokan  so- 
sial dengan  sikap  partikularistik  dan  bermoral 
rendah  akibat  sedikitnya  rasa  belas  kasihan, 
yang  dalam  berbuat  kebaikan  hanya  tertuju 
pada  sesama  kerabat  sukunya  saja,  dan  saat 
berperilaku  buruk  terhadap  kelompok  lain,  tak 
mengahggapnya  sebagai  bentuk  kejahatan  (Free- 
man, 1998:  16). 
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transformasi  sosial  struktur  kekuatan 
global.  James  Rosenau  berkesimpulan: 
"semakin  cepat  tingkat  perubahan,  se- 
makin  besar  kemungkinan  terjadinya 
kekerasan  komunal"  (dikutip  dalam 
Maynard,  1999: 6). 

Berbagai  perubahan  di  tingkat  glo- 
bal ini  tentu  memiliki  pengaruh  pen- 
ting  pada  masyarakat  Indonesia.  Apa- 
lagi,  saat  ini  hampir  tak  ada  satu  pun 
bagian  dunia  yang  tak  terkait  dengan 
situasi  global.  Namun,  kondisi  sosial- 
politik  lokal  Indonesia  sendiri  juga 
sangat  menentukan  corak  gejolak  so- 
sial yang  terjadi.  Otoritarianisme  pan- 
jang  sejak  1959  di  Indonesia  dan  pro- 
ses pembangunan  non-partisipatif  se- 
lama  Orde  Baru,  ikut  .membentuk  ta- 
jamnya  fragmentasi  sosial.  Proses  pem- 
bangunan sentralistis  telah  mencipta- 
kan  semakin  tegasnya  garis-garis  ba- 
tas  antarkelompok  sosial  yang  tidak 
saja  semakin  memisahkan  masyarakat 
ke  dalam  kelompok  kaya  dan  miskin, 
tetapi  sekaligus  juga  membelah  me- 
reka  ke  dalam  pengelompokan  atas 
dasar  etnis  (kultur),  ras  (ciri-ciri  fisik), 
dan  agama.  Akibatnya,  masyarakat 
Indonesia  terbagi  ke  dalam  sekat-se- 
kat  komunitas  emosional  di  mana  ko- 
munitas  satu  dengan  lainnya  "tak  sa- 
ling  mengenal"  karena  langkanya  sa- 
luran-saluran    sosio-kultural  (socio- 
cultural  linkages). 

Dalam  struktur  sosial  semacam  ini- 
lah  reformasi  di  negeri  kita  terjadi.  Per- 
gantian  kekuasaan  rezim  Soeharto, 
yang  kemudian  diikuti  oleh  akumula- 
si  kemarahan  massa,  mengakibatkan 
ledakan-ledakan  sosial  yang  terjadi 
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secara  beruntun.  Kekuasaan  otoriter 
yang  telah  berlangsung  sekian  lama, 
membuahkan  protes-protes  sosial  yang 
menggugat  seluruh  jaringan  birokra- 
si,  baik  sipil  maupun  militer,  yang  se- 
lama  ini  dianggap  sebagai  alat  kon- 
trol  kekuasaan  represif.  Di  saat  kon- 
trol  sosial  mulai  mengendur  akibat 
gugatan  ini,  muncul  konflik-konflik 
horisontal  yang  tajam.  Akibat  fragmen- 
tasi sosial  yang  parah  dan  kuatnya 
pengelompokan  masyarakat  atas  da- 
sar ikatan-ikatan  primordial,  konflik- 
konflik  sosial  pun  dengan  mudah  ter- 
eskalasi  dan  bersifat  brutal. 

Dalam  rahim  sosial  semacam  ini- 
lah  tipe  kepemimpinan  politik  era  re- 
formasi dilahirkan.  Panggung  politik 
kita  banyak  dihiasi  oleh  elite-elite  po- 
litik yang  banyak  di  antaranya  me- 
rupakan  wakil  dari  komunitas-komu- 
nitas  emosional  dalam  masyarakat. 
Sirkulasi  kekuasaan  yang  tak  normal 
yang  terjadi  selama  kekuasaan  Orde 
Lama  dan  Orde  Baru,  dengan  serta- 
merta  menghasilkan  figur-figur  pemim- 
pin  politik  dadakan,  yang  tumbuh  bu- 
kan  dari  hasil  seleksi  ketat,  namun 
akibat  peristiwa  insidental  dari  suatu 
kerumunan  massa.  Reformasi  yang 
kini  menciptakan  begitu  banyak  keru- 
munan marah  {angry  crowds),  dengan 
serta-merta  menjadi  teTnpat  subur  bagi 
lahimya  tipe  "kepemimpinan  kerumim- 
an"  {crowd  leadership). 

Apa  jadinya  bila  panggung  pe- 
mimpin  politik  kita  dipenuhi  oleh  to- 
koh-tokoh  bertipe  crowd  leaders?  Freud 
(1921)  memperkenalkan  hypnotic  theory 
untuk  menjelaskan  model  kepemim- 
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pinan  ini.  Menurutnya,  tipe  kepemim- 
pinan  ini  sangat  bertumpu  pada  pola 
kepatuhan  mekanistis  para  pengikut 
suatu  kelompok  terhadap  pemimpin- 
nya.  Pola  kepatuhan  ini  segera  menda- 
patkan  dukungan  akibat  mudahnya 
proses  penularan  (suggestability)  terha- 
dap anggota  lain,  sehingga  memun- 
culkan  kepatuhan  kolektif.  Dengan  de- 
mikian,  hubungan  pemimpin  terhadap 
pengikutnya,  seperti  menjelma  bagai 
seorang  aktor  panggung  yang  mampu 
"menghipnotis"  penontonnya  dalam  se- 
buah  pertunjukan.  Dalam  penjelasan 
McClelland  (1996:  687)  hal  ini  dilu- 
kiskan: 

Either  the  hypnotist  could  in  some  sense 
be  said  to  create  a  hypnotic  relationship  be- 
tween himself  and  the  entire  audience  in 
the  theatre,  or  it  could  be  said  that  any  per- 
former could  "electrify",  or  "magnitise";  or 
hypnotise  an  audience. 

Jadi,  dapat  dibayangkan,  dalam  po- 
la hubungan  seperti  ini,  sikap  rasional 
yang  kritis  antara  yang  dipimpin  ter- 
hadap yang  memimpin  akan  sulit 
terjadi  karena  mereka  yang  dipimpin 
mengalami  keterkaguman  luar  biasa 
terhadap  pemimpinnya.  Dalam  kaitan 
ini,  teori  hipnotis  Sigmund  Freud  ter- 
lihat  paralel  dengan  teori  Max  Weber 
tentang  tipe  kepemimpinan  kharisma- 
tik.  Pola  kepemimpinan  kharismatik, 
dalam  batas  tertentu,  mirip  dengan 
model  kepemimpinan  hipnotis,  karena 
sama-sama  melihat  adanya  hubungan 
kekuasaan  yang  sangat  asimetris  an- 
tara pemimpin  dan  yang  dipimpin. 

Kharisma  dapat  melekat  pada  se- 
orang pemimpin  sebagai  akibat  ada- 
nya persepsi  rakyat  bahwa  pemimpin- 


nya itu  memiliki  "suatu  sifat  dari 
suatu  kepribadian  yang  berbeda  dari 
orang  biasa  dan  diperlakukan  seolah- 
olah  diberkati  dengan  kekuatan-kekuatan 
gaib,  melebihi  manusia  biasa,  atau  se- 
tidak-tidaknya  dengan  kekuatan-kekuat- 
an atau  kecakapan  yang  luar  biasa" 
(Weber  dikutip  oleh  Willner  dan  Will- 
ner,  1984:  167). 

Oleh  karena  itulah,  sulit  diharapkan 
bahwa  tipe  kepemimpinan  semacam 
ini  akan  produktif  dalam  membangun 
iklim  demokrasi.  Demokrasi  hanya  da- 
pat dibangun  secara  sehat  bila  ber- 
kembang  prinsip  dasar  otonomi  tiap- 
tiap  individu,  yang  oleh  Held  (1987: 
271)  disebut  democratic  autonomy.  Artinya: 

Individuals  should  be  free  and  equal  in  the 
determination  of  the  conditions  of  their  own 
lives;  that  is,  they  should  enjoy  equal  rights 
(and,  accordingly,  equal  obligations)  in  the 
specification  of  the  framework  which  gener- 
ates and  limits  opportunities  available  to 
them,  so  long  as  they  do  not  deploy  this 
framework  to  negate  the  rights  of  others. 

Namun .  demikian,  dalam  suatu  ma- 
syarakat  yang  tengah  mengalami  frag- 
mentasi  sosial,  tipe  pemimpin  kharis- 
matik sebenamya  dapat  berhmgsi  seba- 
gai lambang  persatuan,  dan  dapat  di- 
jadikan  alat  untuk  menciptakan  suatu 
konsensus  nasional  khususnya  bila  kha- 
risma yang  ada  dapat  dikelola  sedemi- 
kian  rupa  sehingga  mampu^^emper- 
oleh  kesetiaan  semua  atau  sebagian 
besar  kelompok  yang  ada.  Tetapi  seba- 
liknya  pula,  pola  kepemimpinan  kha- 
rismatik dapat  pula  membahayakan 
kehidupan  masyarakat  karena  kepemim- 
pinan semacam  itu  dapat  dengan  mu- 
dah  membangkitkan  emosi  pendukung- 
nya.  Bila  terjadi  perseteruan  antar- 
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pemimpin  politik  kharismatik,  masing- 
masing  kelompok  pendukung  emosio- 
nalnya  akan  dengan  mudah  pula  ter- 
seret  dalam  arena  konflik. 

Hal  yang  lebih  mengkhawatirkan 
tentang  tipe  kepemimpinan  kharisma- 
tik dalam  kaitannya  dengan  demokrasi 
adalah  bahwa  tipe  kepemimpinan  ini 
cenderung  kurang  menghargai  kekuasa- 
an  yuridis  impersonal  yang  didasarkan 
pada  norma-norma  rasional.  Padahal, 
demokrasi  hanya  dapat  ditegakkan 
manakala  aturan-aturan  yang  disepakati 
bersama  dapat  ditegakkan.  Kepemim- 
pinan kharismatik  juga  bersifat  tidak 
stabil,  suka  menciptakan  hal-hal  baru, 
dan  perilakunya  cenderung  sulit  dipre- 
diksi.  Akibat  dari  hal  ini,  upaya  insti- 
tution building  atau  membanguh  tatanan 
sosial  atas  dasar  rule  of  law  akan  su- 
lit dilakukan.  Dengan  kata  lain,  para  pe- 
mimpin kharismatik  yang  biasanya  la- 
hir  di  tengah  situasi  ketidakpastian, 
pada  gilirannya,  akan  menciptakan  ke- 
tidakpastian baru. 

ELITE  POLITIK  DAN  ANCAMAN 
DISINTEGRASI 

Saat  pertama  kali  reformasi  digulir- 
kan,  harapan  pertama  yang  tumbuh  di 
banyak  kalangan  adalah  segera  dila- 
kukannya  pergantian  kepemimpinan  po- 
litik secara  hmdamental.  Reformasi  akan 
sulit  sekali  dilaksanakan  tanpa  adanya 
perubahan  komposisi  elite  politik.  Oleh 
karena  itu,  saat  terjadi  Sidang  Istimewa 
MPR  1998  sebagai  akibat  desakan  re- 
formasi, dikeluarkan  Ketetapan  MPR- 
RI  Nomor  XIV/MPR/1998,  yang  salah 
satu  pasalnya  berisi  percepatan  penye- 


lenggaraan  Pemilihan  Umum,  yakni 
"dilaksanakan  pada  bulan  Mei  atau  se- 
lambat-lambatnya  bulan  Juni  1999". 

Namun,  mekanisme  Pemilu  yang  di- 
laksanakan tahun  lalu  belumlah  meng- 
hasilkan  wakil-wakil  rakyat  yang  benar- 
benar  didasarkan  atas  proses  pemi- 
lihan rasional  dari  tiap-tiap  individu 
pemilihnya.  Pemilu  yang  dilaksanakan 
dengan  mengadopsi  sistem  proporsio- 
nal  dan  dilakukan  secara  terburu-buru, 
tidak  memungkinkan  para  pemilih  un- 
tuk  mengenal  calon  wakil-wakil  me- 
reka  di  DPR.  Kontrol  lebih  besar  dalam 
menentukan  komposisi  para  elite  poli- 
tik justru  terletak  pada  para  pengurus 
partai,  bukan  para  pemilih,  karena  me- 
mang  merekalah  yang  sejak  awal  me- 
nentukan daftar  calon  wakil-wakil  rak- 
yat di  tiap  daerah  pemilihan.  Ini  se- 
mua  mengingatkan  pada  kritik  atas 
distorsi  demokrasi  yang  dikemukakan 
oleh  Mosca  (1939)  yang  menyebutkan 
bahwa  wakil-wakil  rakyat  pada  haki- 
katnya  tidak  ditentukan  oleh  para  pe- 
milih dalam  Pemilu,  namun  oleh  "para 
bos  partai".  Mosca  menilai  bahwa:  "A 
candidacy  is  always  the  work  of  a  group  of 
people  united  for  a  common  purpose,  an  or- 
ganized minority  which  inevitably  forces  its 
will  upon  the  disorganized  majority"  (diku- 
tip  dalam  Parry,  1986:  38).  Akibatnya,  pa- 
ra wakil  rakyat  lebih  cenclerung  berpe- 
ran  sebagai  alat  kekuasaan  ketua  partai. 

Namun,  distorsi  yang  lebih  perma- 
nen  justru  terletak  dalam  struktur  ma- 
syarakat  sendiri  yang  belum  memberi 
peluang  luas  untuk  munculnya  keman- 
dirian  tiap-tiap  warga.  Situasi  sosial  da- 
lam masyarakat  kita,  hingga  kini  ma- 
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sih  ditandai  dengan  kuatnya  struktur 
masyarakat  komunal  yang  diikat  oleh 
ikatan-ikatan  primordial  ketat  atau  struk- 
tur patemalistik  yarig  menghambat  tum- 
buhnya  proses  kemandirian  tiaprtiap 
individu.  Bahkar\,  komunitas  seringkali 
secara  sosial  dan  kultural  bersifat 
oppressive  terhadap  anggota-anggctanya 
yang  dianggap  tidak  sejalan  dengan 
semangat  kolektivitas.  Tekanan  itu,  me- 
nurut  Kymlicka  (1993),  bahkan  dapat 
berujung  pada  subordinasi  atau  pe- 
ngungkungan  potensi  individu  yang 
mengancam  ketenangan  psikologis.  Pa- 
dahal,  demokrasi  mensyaratkan  tum- 
buhnya  masyarakat  yang  di  dalamnya 
terdiri  dari  individu-individu  yang  be- 
bas  dan  egaliter  sehingga  dalam  ber- 
partisipasi  dalam  pengambilan  kepu- 
tusan  dapat  dilakukan  secara  otonom. 

Oleh  karena  itu,  tatanan  masyarakat 
yang  bebas  dan  egaliter  hanislah  mer»- 
jadi  komitmen  kita  bersama.  Tumbuh- 
nya  partai-partai  politik  ataupun  pola- 
pola  kepemimpinan  politik,  harus  se- 
cara bertahap  dibebaskan  dari  manipu- 
lasi  berbagai  ikatan  primordial  sempit 
dan  dominatif,  mitos-mitos  kesakralan 
yang  menipu,  ataupun  pola  otoritas 
tradisional  maupun  kharismatik  yang 
mengekang. 

Namun,  saat  ini,  sulit  disangkal  bah- 
wa  komposisi  elite  politik  utama  di 
era  reformasi  ini  masih  merupakan  re- 
fleksi  dari  tatanan  masyarakat  komu- 
nal. Bila  kita  ambil  contoh  tiga  figur 
politik  utama  —  Abdurrahman  Wahid, 
Megawati  Soekarnoputri,  dan  Amien 
Rais,  sulit  untuk  tidak  mengatakan  bah- 
wa  mereka  ini  bukanlah  tipe  pemim- 


pin  yang  secara  eksklusif  mewakili  ke- 
lompok-kelompok  sosial  tertentu  yang 
didasarkan  pada  ikatan-ikatan  primor- 
dial ataupun  jenis  pemimpin  yang  mim- 
cul  sebagai  hasil  kerumunan. 

Abdurrahman  Wahid  adalah  tokoh 
yang  lahir  dari  lingkungan  yang  menu- 
rutnya  sendiri  memiliki  sub-kultur  ter- 
sendiri  [Rahardjo  (ed.),  1974].  Lahir  dan 
tumbuh  dari  suatu  komuiutas  yang  me- 
miliki tradisi  yang  menempatkan  kedu- 
dukan  kyai  dan  keluarganya  sebagai 
superordinat.  Para  santri  harus  menun- 
jukkan  hormat  dan  kepatuhan  mutlak 
kepada  gurunya  (Dhofier,  1982).  Oleh 
karena  itu,  di  tengah  berbagai  rulai  po- 
sitif  lain  kultur  pesantren,  Nurcholish 
Madjid  menandai  adanya  "religio-feo- 
dalisme"  suatu  sikap  feodal  yang  di- 
bungkus  dengan  baju  keageimaan  (lihat 
Pesantren,  1984).  Betapapun  Abdurrah- 
man Wahid  berkeinginan  untuk  bersi- 
kap  egaliter,  agaknya  akan  sulit  untuk 
melaksanakan  niatan  itu  bila  ia  masih 
berhubungan  erat  dengan  komunitas 
asalnya  yang  hingga  kini  belum  juga 
mengalami  perubahan  berarti. 

Dalam  konteks  yang  berbeda,  Mega- 
wati juga  masuk  dalam  panggung  elite 
politik  nasional  dengan  modal  dukung- 
an  komunitas  emosional,  yakni  warga 
Marhaen,  warisan  sosial  or^ng  tuanya. 
Kharisma  ayahnya.  Bung  Karno,  di- 
adopsi  secara  efektif  untuk  mendapat^ 
kan  dukungan  politik.  Tanpa  itu,  agak- 
nya kemampuan  (achievement)  maupun 
track  record  karir  politik  yang  kurang 
menonjol,  akan  sulit  menghantarkan 
Mega  sebagai  tokoh  sentral  dalam  per- 
caturan  politik  nasional.  Betapa  tidak. 
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riwayat  pendidikan  Mega  memang  ser- 
ba  tanggung,  tak  tamat  saat  kuliah  di 
Fakultas  Pertanian  Universitas  Padja- 
djaran,  Bandung,  dan  juga  hanya  berta- 
han  dua  tahun  (1970-1972)  saat  melan- 
jutkan  kuliah  di  Fakultas  Psikologi  UI. 
Namun,  ia  bukan  sama  sekali  tidak 
memiliki  modal  pribadi.  Sikap  Mega- 
wati, yang  menurut  penilaian  Ibu 
Hartini  "tidak  emosional,  berpikir  pan- 
jang  dan  mengayomi",  bisa  jadi  meru- 
pakan  modal  yang  sangat  baik  dalam 
berperilaku  di  tengah  semrawutnya 
perilaku  tokoh  politik  lain  yang  saat 
ini  banyak  yang  dinilai  publik  sebagai 
"emosional,  reaktif,  dan  ucapannya 
banyak  yang  kontroversial"  (Taju  dan 
Dewanto,  1997:  211). 

Amien  Rais  barangkali  merupakan 
satu-satunya  figur  elite  politik  utama 
yang  lahir  dari  kalangan  keluarga 
biasa,  tak  ada  status  borrowing  dari 
siapa  pun.  Namun,  Amien  Rais  mun- 
cul  menjadi  pemimpin  politik  lebih  ka- 
rena  suatu  kecelakaan  sejarah  {a  his- 
torical accident).  Karirnya  yang  sejak 
awal  sebagai  dosen,  memperjelas  bah- 
wa  dia  bukanlah  pemimpin  yang  sejak 
lama  mempersiapkan  diri  untuk  masuk 
ke  jajaran  elite  politik  utama.  Namun, 
barangkali,  Amien  Rais  adalah  salah 
satu  contoh  terbaik  figur  politik  yang 
lahir  dari  hasil  kerumunan.  Oleh  kare- 
na  itu,  Amien  Rais  tentu  memiliki  pen- 
dukung  yang  tak  kalah  fanatiknya  di- 
bandingkan  dengan  Abdurrahman  Wa- 
hid maupun  Megawati.  Dukungan  emo- 
sional dari  pendukungnya  yang  ia 
peroleh  akibat  kemunculannya  seba- 
gai the  crowd  leader  menjadi  semakin 
kuat  karena  Amien  Rais  juga  sempat 


menjabat  selama  beberapa  tahun  seba- 
gai Ketua  Umum  Pimpinan  Pusat  Mu- 
hammadiyah  sejak  tahun  1995  —  salah 
satu  organisasi  keislaman  terbesar  di 
Indonesia. 

Dengan  figur  elite  politik  semacam 
ini,  upaya  unUik  memperkuat  integrasi 
sosial  di  tengah  maraknya  ancaman 
disintegrasi,  sebenarnya  sangat  mung- 
kin  dilakukan,  bila  ketiga  tokoh  ini 
mampu  mengintegrasikan  diri  ke  dalam 
kepemimpinan  bersama  {collective  leader- 
ship) yang  kompak.  Namun,  yang  se- 
karang  justru  terjadi  adalah  adanya 
fragmentasi  yang  cukup  tajam  di  an- 
tara  ketiga  pemimpin  politik  iru.  Bila  di 
kalangan  mereka  terjadi  perdebatan 
sengit  terbuka  hingga  keluar  kata-kata 
liar  emosional  yang  tak  terkendali, 
maka  dapat  dipastikan  perilaku  mereka 
akan  memunculkan  kerawanan  sosial. 

Dari  uraian  ini,  beberapa  proposisi 
dapat  disusun.  Sebuah  negeri  yang  pa- 
ra pemimpin  utama  lahir  dari  komuni- 
tas  emosional  ataupim  kerumunan,  ma- 
ka masyarakat  di  dalamnya  akan  diha- 
dapkan  pada  situasi  sangat  rawan.  Se- 
makin tinggi  intensitas  konflik  yang  ter- 
jadi di  kalangan  elite  ini,  semakin  ting- 
gi pula  tingkat  kerawanan  sosial  yang 
akan  terjadi.  Semakin  tinggi  derajat 
emosi  para  elite  politik  berseteru,  sema- 
kin tinggi  pula  keterlibatan  emosional 
masing-masing  pengikutnya.  Bila  kon- 
flik antarelite  menjadi  tak  terkendali, 
maka  benturan  sosial  antarkelompok 
pendukungnya  akan  bersifat  brutal.  Ma- 
ka, ancaman  disintegrasi  sosial  pun 
menjadi  semakin  nyata. 
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Bila  konflik-konflik  brutal  terjadi  di 
mana-mana,  dan  telah  mengakibatkan 
ribuan  penduduk  mati  atau  terluka,  me- 
mimculkan  arus  pengungsi  besar  yang 
hidup  di  tenda-tenda  dalam  keadaan 
lapar  berkepanjangan  dan  trauma,  ma- 
ka  negeri  itu  akan  mengalami  situasi 
complex  emergencies,  yakni  suatu  situasi 
darurat  multidimensional  yang  mem- 
bawa  penderitaan  luar  biasa  pada  pen- 
duduk. Bila  ini  terjadi,  apapun  kemak- 
muran  yang  tersedia  dalam  negeri  itu 
tak  sedikit  pun  akan  berarti. 
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Mengurangi  Dampak  Buruk 
Dominasi  Patriarki  dalam  Politik 
di  Indonesia 

Syafuan  Rozi 

Tulisan  ini  secara  khusus  tnembahas  tentang  ketimpangan  struktur  dan  kultur 
politik  Indonesia  akibat  dominasi  patriarki  secara  politik  di  Indonesia  sejak  merdeka 
sampai  dengan  sekarang.  Belajar  dari  pengalaman  ini,  sebenamya  tidak  ada  rintangan 
hukum  formal  yang  menghalangi  perempuan  untuk  ambil  bagian  dalam  pengambilan  ke- 
putusan  atau  pembuatan  kebijakan  publik  di  Indonesia,  namun  jumlah  perempuan 
yang  memegang  jabatan-jabatan  terpilik  masih  tetap  rendah.  Selama  58  tahun  terakhir 
ini,  perempuan  Indonesia  telah  menghadapi  sejumlah  hambatan  dalam  lingkungan 
publik  dan  pribadi,  di  mana  secara  politik,  hukum,  sosial,  budaya  dan  ekonomi  mereka 
sering  dikecewakan.  Ketidakberuntungan  ini  tertanam  secara  terstruktur  dalam  masya- 
rakat  Indonesia. 

1 


NO  WOMAN  IN  POLITICS,  NO 
BALANCE:  PEREMPUAN  MAR- 
GINAL DALAM  POLITIK  ADA- 
LAH  KETIMPANGAN 

SALAH  satu  kredo  penting  dari 
tiap  kerangka  kerja  demokrasi  dan 
good  governance  adalah  prinsip 
penegakan  hak  asasi  manusia  (HAM), 
termasuk  di  dalamnya  hak-hak  parti- 
sipasi  poiitik  bagi  laki-laki  dan  perem-" 
puan  yang  sama.  Isu  gender  kini  telah 
menjadi  isu  yang  mendunia.  Pengem- 
bangan  setiap  agenda  politik  yang  ti- 
dak memasukkan  unsur  perspektif, 
pandangan  dan  pengalaman  dari  pi- 
hak  laki-laki  dan  perempuan  yang  akan 
terkena  dampak  dari  agenda  tersebut 
kini  tidak  lagi  dapat  diterima.  Namun, 


lepas  dari  segala  upaya  yang  dirin- 
tis  selama  sekian  abad  oleh  tokoh- 
tokoh  perempuan  terkemuka  di  du- 
nia  dan  beberapa  laki-laki  pula,  pe- 
ngakuan  dan  pelaksanaan  hak-hak 
politik  dan  sosial-ekonomi  antara  laki- 
laki  dan  perempuan  masih  saja  be- 
lum  seimbang.  Padahal,  kaum  perem- 
puan adalah  separuh  populasi  dunia, 
50  persen  dari  total  tenaga  kerja,  na- 
mun niereka  ju^  adalah  sekitar  satu 
milyar  manusia  yang  hidup  dalam  be- 
lenggu  kemiskinan.  Pengambilan  kepu- 
tusan  dan  penyusunan  prioritas  tetap 
saja  berada  di  tangan  kaum  laki-laki. 
Struktur  yang  dibangun  masih  timpang, 
perempuan  masih  cenderung  dalam 
posisi  marginal  atau  pelengkap  peng- 
gembira  saja. 
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Di  awal  abad  ke-21,  ada  gejala  bah- 
wa  lebih  dari  95  persen  negara  di  du- 
nia  telah  menjamin  dua  hak  demo- 
kratis  perempuan  yang  paling  menda- 
sar,  yaitu  hak  memilih  {right  to  vote) 
dan  hak  imtuk  mencalonkan  diri  dalam 
pemilihan  {right  to  stand  for  elections). 
Ada  data  yang  mengungkap  bahwa 
"Negeri  Kiwi"  Selandia  Bam  adalah  ne- 
gara pertama  yang  memberikan  hak 
suara  kepada  kaum  perempuan,  te- 
patnya  pada  tahun  1893;  dan  selain 
ihi  tercatat  pula  negeri  Finlandia,  men- 
jadi  negara  pertama  yang  telah  meng- 
adopsi  kedua  "hak  demokratis  menda- 
sar  tersebut"  sejak  tahun  1906  (Na- 
dezhadashvedova,  2002).  Sementara 
itu,  patut  untuk  diprihatinkan,  bahwa 
masih  ada  sejumlah  negara  yang  me- 
nolak  dan  belum  bersepakat  untuk  me- 
negakkan  "dua  hak  dasar  politik  perem- 
puan" tersebut.  Hak  memilih  dan  hak 
untuk  mencalonkan  diri  dalair.  pemi- 
lihan masih  diperdebatkan  dan  bah- 
kan  ada  yang  menolak  untuk  diberi- 
kan  kepada  kaum  perempuan,  sebagai 
warga  negara  yang  tidak  mungkin  di- 
bantah  keberadaannya. 

Sesuai  dengan  teori  demokrasi  yang 
universal,  hak  untuk  mencalonkan  diri 
dalam  pemilihan,  untuk  menjadi  kan- 
didat,  dan  melakukan  pemilihan,  per- 
lu  diadakaii  dan  berdasarkan  pada  hak 
pilih  warga  negara  tanpa  membeda- 
kan  status  gender.  Namun  dalam  ke- 
nyataarmya,  hak  pilih  perempuan  tetap 
cenderung  dibatasi  lewat  berbagai  ca- 
ra,  mau  diakui  atau  tidak.  Ada  sema- 
cam  mitos  atau  anggapan  yang  sukar 
diterima  nalar  yang  sehat  bahwa  pa- 
da dasamya  hanya  calon  laki-laki  yang 


mempunyai  hak  pilih.  Perempuan  ada- 
lah. warga  negara  kelas  dua  saja.  Hal 
ini  cenderung  berlaku,  tidak  hanya  di 
dalam  "demokrasi  parsial"  dan  "tran- 
sisi  demokrasi"  yang  sedang  berkem- 
bang,  tetapi  juga  masih  terjadi  pada 
negara  demokrasi  yang  sudah  ma- 
pan  — ketika  para  politisi  memakai 
isu  gender —  untuk  berkompetisi  atau 
bahkan  memfitnah  dan  memutar  balik 
fakta  pesaing  politiknya  yang  kebetul- 
an  berbeda  jenis  kelamin. 

PEMILU,  POSISI KUOTA  PEREMPUAN 
DAN  KOMPETISI  SEHAT 

KPU  atau  Komisi  Pemilihan  Umum 
di  waktu  yang  akan  datang  diharap- 
kan  merupakan  penyelenggara  pemilu 
yang  tidak  lagi  cenderung  diisi  oleh 
pemain  politik  seperti  selama  Orde 
Baru  dan  pemilu  I  era  reformasi.  Isu 
representasi  perempuan  dalam  KPU, 
suka  atau  tidak,  akan  menjadi  agenda 
publik  yang  tak  terhindarkan.  Agak 
sukar  diharapkan  adanya  keadilan  apa- 
bila  isu  keadilan  gender  diabaikan  da- 
lam lembaga  ini.  Tekanan  publik  agar 
para  wasit  sekaligus  para  pemain  (wa- 
kil  partai  politik)  keluar  seperti  ke- 
anggotaan  KPU  Pemilu  1999  sudah 
cenderung  mulai  diberlakukan  untuk 
--'KPU  Pemilu  2004.  Selaiii  itu,  KPU  di 
waktu  ke  depan  tidak  hanya  diharap- 
kan bisa  menjalankan  teknis  opera- 
sional  pemilihan  anggota  legislatif  dan 
presiden  secara  demokratis  dan  lang- 
sung,  memberikan  peringatan  dan  al- 
tematif  sanksi  kepada  pelanggar  atur- 
an  pemilu,  tetapi  juga  memberikan  per- 
hatian  terhadap  voters  education  atau 
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pendidikan  dan  pencerahan  bagi  pe- 
milih,  khususnya  pemilih  pemula.  In- 
dependensi,  transparansi  dan  komu- 
nikasi  politik  harus  dibuka  lewat  ak- 
ses  internet /website,  radio,  televisi  dan 
media  cetak  lainnya. 

Bagi  para  aktivis  pembela  hak-hak 
politik  perempuan,  sistem  pemilu  ju- 
ga  menjadi  persoalan  besar  dalam 
hubungannya  dengan  keterwakilan  pe- 
rempuan. Pengalaman  empiris  di  selu- 
ruh  belahan  dunia  menunjukkan  ada- 
nya  korelasi  atau  hubungan  yang  erat 
antara  sistem  pemilu  yang  diberlaku- 
kan  dan  tinggi  rendahnya  tingkat  ke- 
terwakilan perempuan  dalam  lembaga- 
lembaga  legislatif.  Laporan  Inter-Par- 
liamentary Union  (IPU)  menyebutkan  ada- 
nya  kecenderungan  perempuan  lebih 
besar  keterwakilannya  pada  negara 
yang  menganut  Sistem  Pemilu  Propor- 
sional  daripada  Sistem  Pemilu  Distrik 
(IPU,  1995).  Hal  ini  didasarkan  pada  ke- 
nyataan,  bahwa  dalam  sistem  distrik 
kandidat  perempuan  umumnya  akan 
amat  sulit  bersaing  secara  tajam  de- 
ngan kandidat  laki-laki.  Sistem  Pemilih- 
an  Proporsional  perlu  mendapat  sen- 
tuhan  modifikasi  agar  para  pemilihlah, 
dan  bukannya  pemimpin  partai,  yang 
menentukan  siapa  yang  akan  jadi  wakil 
(Sistem  Proporsional  Terbuka)  dan  nama 
oTskandidat  laki-laki/perempuan  dibuat  - 
berselang-seling  dalam  kartu  suara. 

Kesulitan  utama  jika  dipilih  sistem 
distrik  antara  lain  karena  secara  so- 
sial  dan  kultural  perempuan  tidak  di- 
untungkan  dalam  masyarakatnya,  aki- 
bat  adanya  stereotip  dan  domestikasi 
peran  perempuan.  Hal  ini  tidak  saja 
secara  signifikan  mempengaruhi  kecen- 


derungan preferensi  pemilih,  tetapi  ju- 
ga  berdampak  pada  kenyataan,  karena 
awal  yang  tidak  sama  untuk  berka- 
rir  di  bidang  politik,  kebanyakan  kan- 
didat lelaki  memiliki  pengalaman,  da- 
na,  dan  akses  jauh  lebih  baik  dari- 
pada kandidat  perempuan  (Wahyu- 
rungroem,  2002). 

Untuk  memperbaiki  keadaan  yang 
timpang  dan  tidak  adil  tadi,  ada  asum- 
si  atau  anggapan  yang  dianggap  ber- 
laku  umum  bahwa  semakin  perlu  di- 
bangun  semacam  networking  atau  ko- 
laborasi  focal  point,  yaitu  agen-agen  atau 
aktor  kunci  di  berbagai  institusi  di 
masyarakat  yang  setuju  terhadap  per- 
lunya  keadilan  gender  dalam  berpo- 
litik.  Untuk  itu,  diperlukan  pula  tum- 
buhnya  fraksi-fraksi  progresif/berpan- 
dangan  keadilan  gender  di  parlemen, 
di  lembaga  eksekutif  dan  bahkan  ju- 
ga  di  lembaga  yudikatif.  Kemudian 
perlu  pula  ditumbuhkan  keyakinan 
egaliter  di  kalangcm  aktivis,  lalu  diper- 
gunakarmya  otak  yang  cerdas  dan  ra- 
sional  oleh  setiap  pemain.  Hal  yang 
mendasar  adalah  adanya  motivasi  da- 
lam setiap  institusi  bahwa  berpolitik 
bukan  saja  untuk  aktualisasi,  tetapi 
juga  untuk  beribadah,  bukan  hanya 
mencari  materi  dan  posisi  di  dunia, 
maka  diharapkan  akan  terbangun  struk- 
ttir  politik  yang  Sehat  dan  menjanjikan 
masa  depan  yang  lebih  baik.  Suatu  par- 
tai yang  ikut  pemilu,  ^npa  visi  yang 
kuat  untuk  berjuang  dan  tanpa  didur 
kung  oleh  struktur  yang  berkeadilahs 
gender,  tidak  lebih  akan  menghasilkan 
proses  demokrasi  formalitas  belaka. 

Kini  di  Indonesia  sudah  ada  upaya 
untuk  menegakkan  keadilan  gender 
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dalam  politik.  Paradigma  baru  ini,  jika 
tersebar  luas,  tentu  akan  semakin  me- 
mungkinkan  bagi  pemain  politik  untuk 
mendukimg  dan  memperhitungkan  kan- 
didat  perempuan  agar  berkompetisi 
secara  sehat.  Tetapi,  sayangnya,  mereka 
yang  berparadigma  keadilan  gender 
sering  menjadi  minoritas  dalam  par- 
tainya,  dibandingkan  dengan  aktivis 
laki-laki  yang  oportunis  dan  buta  gen- 
der. Ada  harapan  bahwa  apabila  sis- 
tem  pemilu  berubah  atau  diubah,  mi- 
salnya  jika  diberlakukan  sistem  "Dis- 
trik  dengan  Wakil  Majemuk",  maka 
perbedaan-perbedaan  fraksional  inter- 
nal partai  akan  lebih  mudah  diselesai- 
kan  sehingga  semua  fraksi,  atau  kelom- 
pok-kelompok  dalam  partai,  memiliki 
"bagian"  dalam  pencalonan,  termasuk 
aktivis  partai  perempuan  (Sawer,  1997). 

Ada  pengamat  yang  berpendapat 
bahwa  untuk  meningkatkan  represen- 
tasi  dan  partisipasi  politik  perempuan, 
akan  lebih  mudah  bila  diterapkan  pro- 
gram kuota  affirmative  action  dalam 
sistem  politik.  Jika  kuota  sukarela  atau 
kuota  berdasarkan  opini  publik  sudah 
tertuang  dalam  kebijakan  publik,  maka 
suatu  proporsi  tertentu  kandidat  pe- 
rempuan akan  disetujui  dalam  struk- 
tur  politik,  atau  minimal  masuk  dalam 
wacana  politik  para  intelektual  dan  ke- 
mudian  menyebar,  dan  pada  akhirhya 
akan  diterapkan  dengan  niat  baik  oleh 
berbagai  pemimpin  partai  yang  pimya 
semangat  reformis.  Langkah  tersebut 
temyata  telah  lebih  dulu  diadopsi  oleh 
partai  politik  yang  mengklaim  memi- 
liki paradigma  baru;  partai  yang  tadi- 
nya  sangat  konservatif  dan  didomi- 
nasi  oleh  politisi  pria. 


Bila  sistem  yang  ditetapkan  adalah 
daerah  pemilihan/distrik  dengan  wa- 
kil banyak,  maka  lebih  mudah  untuk 
menerapkan  kuota.  Misabiya,  kuota  kan- 
didat perempuan  sebesar  33  persen  da- 
lam enam  distrik,  dibandingkan  de- 
ngan mencoba  untuk  mendapatkan  se- 
orang  wakil  tunggal  dari  setiap  tiga 
distrik  yang  besar  kemungkinan  me- 
nangnya,  kepada  kandidat  perempuan. 
Lagipula,  kuota  calon  dalam  sistem 
distrik  wakil  tunggal  mungkin  hanya 
mengarahkan  kandidat  perempuan  un- 
tuk dipilih  oleh  partai  mereka  untuk 
menjadi  calon  bagi  kursi-kursi  yang 
"tidak  dapat  dhnenangkan". 

Untuk  soal  teknis  pencalonan,  bisa 
jadi  ada  kebiasaan  dari  kalangan  pim- 
pinan  partai,  bahwa  dalam  sistem  re- 
presentasi  proporsional  kuota  kandi- 
dat perempuan  ditempatkan  di  akhir 
daftar  calon.  Ini  agaknya  kurang  adil. 
Secara  psikologis-politis,  akan  lebih 
mudah  dan  dianggap  adil  bagi  para 
pemilih  untuk  memutuskan  wakilnya 
apabila  nama  calon  diletakkan  berse- 
lang-seling.  Untuk  "mengakali"  hal  ter- 
sebut, maka  apabila  sistem  pemilihan 
proporsional  tetap  dipilih,  persyarat- 
an  untuk  "meritsletingkan"  (zippering) 
dalam  daftar  calon  (sehingga  kandidat 
perempuan  dan  laki-laki  berselang- 
seling  dalam  daftar  calon)  adalah  pi- 
lihannya.  Cara  ini  akan  memberi  ja- 
minan  kepada  kandidat  perempuan 
untuk  punya  kesempatan  yang  sama 
adilnya  dibandingkan  dengan  kandidat 
laki-laki  untuk  dipilih  oleh  konstituen 
secara  langsung  pada  hari  pemilihan. 
Bukankah  ini  adalah  bagian  langkah 
yang  cukup  brilyan  untuk  ihenegakkan 
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prinsip  kompetisi  yang  sehat  dalam 
suatu  rekruitmen  politik? 

RANCANGAN  STRUKTUR  POLITIK 
LAKI-LAKI  DAN  PEREMPUAN  DI 
PARLEMEN 

Menurut  teori,  hak  untuk  mencalon- 
kan  diri  dalam  pemilihan,  untuk  men- 
jadi  kandidat,  dan  melakukan  pemi- 
lihan, didasarkan  pada  hak  piiih.  Na- 
mun  dalam  kenyataannya,  hak  pilih 
perempuan  tetap  dibatasi.  Tingkat  re- 
presentasi  perempuan  yang  rendah  di 
beberapa  parlemen   Eropa  menjadi 
alasan  adanya  pelanggaran  terhadap 
hak-hak  asasi  fundamental  mereka. 
Tingkat  representasi  yang  tidak  seta- 
ra  dalam  badan  legislatif  mengartikan 
bahwa  representasi  perempuan,  yang 
sepatutnya  menjadi  suatu  fungsi  bagi 
demokratisasi,  ternyata  lebih  berfung- 
si  untuk  mempertahankan  status  quo. 

Di  banyak  negara,  secara  de  jure 
terdapat  banyak  kesulitan,  baik  oleh 
karena  hukum  (peraturan)  yang  ada 
tidak  ditaati  maupun  karena  tidak  ada 
dasar  hukumnya  sama  sekali.  Sebagai 
contoh,  hukum  Argentina  mengenai 
kuota  mengharuskan  semua  partai  po- 
litik untuk  menominasikan  30  persen 
perempuan  dalam  posisi  yang  dapat 
dipilih  dalam  daftar  kandidat  mereka. 
Tanpa  hukum  yang  demikian,  jumlah 
anggota  parlemen  perempuan  tidak 
mungkin  akan  meningkat  sebagai  aki- 
bat  dari  kekalahan  partainya.  Sebagai 
contoh,  kita  dapat  menengok  kasus  yang 
terjadi  pada  pemilihan  di  Irlandia  pada 
tahun  1997.  Ada  kecenderungan  faktor- 
faktor  sosial  dan  struktur  politiklah 


yang  memainkan  peran  yang  lebih  me- 
nentukan  dalam  rekruitmen  anggota 
parlemen  perempuan.  Sebagai  contoh, 
sistem  pemilihan  yang  didasarkan 
pada  representasi  proporsional  telah 
menghasilkan  tiga  hingga  empat  kali 
lebih  banyak  perempuan  yang  terpi- 
lih  di  negara-negara  dengan  kultur 
politik  yang  sama,  seperti  Jerman  dan 
Australia. 

Dalam  skala  dunia,  pada  tahun  1965 
jumlah  total  perempuan  yang  menja- 
bat  sebagai  anggota  parlemen  menca- 
pai  8,1  persen.  Pada  tahun  2002  jum- 
lah ini  meningkat  menjadi  14,5  persen 
untuk  majelis  rendah  di  parlemen.  Ham- 
pir  empat  dasawarsa  telah  berlalu,  dan 
perkembangan  yang  amat  lamban  ini 
mengindikasikan  bahwa  jumlah  ideal 
perempuan  di  parlemen  masih  sangat 
jauh  dari  harapan.  Di  Asia  Tenggara, 
representasi  kaum  perempuan  di  parle- 
men meningkat  dari  10,2  persen  di  ta- 
hun 1990  menjadi  12,7  persen  dua  dasa- 
warsa kemudian.  Peningkatan  jumlah 
perempuan  di  parlemen  ini  ternyata  ti- 
dak merata  untuk  seluruh  kawasan  ter- 
sebut.  Ada  beberapa  kemajuan  yang 
mengesankan,  terutama  di  Filipina  yang 
jumlah  anggota  parlemen  perempuan- 
nya  mencapai  17  persen,  namun  pada 
umumnya  untuk  kawasan  Asia  Teng- 
gara jumlah  perempuan  di  parlemen 
berada  pada  posisi  stagnan,  atau  bah- 
kan  sebenamya  menurun. 

Bagaimana  dengan  di  Indonesia  khu- 
susnya  pada  masa  pasca  Soeharto? 
Jumlah  perempuan  di  DPR  RI  hasil 
Pemilu  1999  semakin  menurun  diban- 
dingkan  dengan  hasil  pemilu  sebelum- 
nya.  Eri  Seda,  misalnya,  mengutip  data 


MENGURANGI  DAMPAK  BURUK  DOMINASI  PATRIARKI 


365 


Central  for  Electoral  Reform  (CETRO)  2002 
yang  menunjukkan  adanya  kecende- 
rungan  penunman  dalam  representasi 
perempuan  di  parlemen  Indonesia,  yaitu 
dari  12,5  persen  di  tahun  1992  men- 
jadi  9,0  persen  di  tahun  1999.  Repre- 
sentasi perempuan  tertinggi  dicapai 
pada  periode  legislatif  tahun  1987 
sampai  1992,  yaitu  mencapai  13  per- 
sen dari  keseluruhan  jumlah  anggota 
parlemen  (http://www.kompas.com/ 
kompas-cetak/0207/22/dikbud/ 
pere36Jitm). 

Ada  kecenderungan  perempuan  di 
seluruh  dunia  pada  berbagai  tingkat 
perkembangan  peradaban,  merasa  di- 
rinya  tersisih,  belum  diperhitungkan, 
sengaja  atau  tidak  dibuat  kurang  ter- 
wakili  dalam  bidang  politik  karena 
konstruksi  sistem  (struktur  dan  peran 
institusi,  substansi  dan  dampak  suatu 
kebijakan  publik)  dan  kultur  (nilai,  dog- 
ma, kebiasaan)  di  tempat  itu.  Posisi 
menteri,  deputi  dan  staf  di  departemen, 
di  parlemen,  di  partai  politik  dan  bah- 
kan  juga  di  beberapa  LSM,  sangat  ber- 
sifat  patriarki,  didominasi  dan  bahkan 
di  beberapa  kasus  dihegemoni  oleh 
kaum  pria.^  Akses  perempuan  dinilai 
masih  jauh  untuk  leluasa  memasuki 
ruang  politik  dan  punya  keterlibatan 
dalam  pengambilan  keputusan.  Perlin- 
dungan  dan  perbaikan  nasib  kaum  pe- 
rempuan kadangkala  masuk  dalam  ka- 
tegori  rentan,  diacuhkan,  dan  masih  ku- 
rang diperjuangkan.  Perasaan  dan  ke- 


Bila  pun  ada  suatu  posisi  yang  bisa  di- 
isi  oleh  perempuan,  namun  disayangkan  bah- 
wa yang  bersangkutan  tidak  atau  belum  me- 
miliki  perspektif  gender  yang  adil,  proporsio- 
nal  dan  rasional. 


inginan  perempuan  kadangkala  luput 
untuk  didengar,  diinventaris,  dianalisis 
dan  diteliti  secara  kritis,  mendalam 
dan  konstruktif. 

Sem.entara  arena  permainan  politik 
di  setiap  negara  mempunyai  karakter 
tersendiri,  ada  sebuah  gambarai\  umum 
yang  tetap  bagi  semuanya,  yakni  bah- 
wa "dunia  politik"  cenderung  tidak  se- 
imbang,  kurang  ramah  dan  tidak  kon- 
dusif  bagi  partisipasi  perempuan.  Pe- 
rempuan yang  ingin  masuk  dalam  du- 
rua  politik  menemukan  kenyataan  bah- 
wa lingkungan  politik,  publik,  buda- 
ya  dan  sosial  sering  tidak  bersahabat 
atau  bahkan  bermusuhan  dengan  me- 
reka.  Rapat-rapat  organisasi  di  partai 
politik,  misakiya,  dilakukan  mulai  pukul 
21.00  sampai  menjelang  pagi,  sehing- 
ga  sangat  menyulitkan  bagi  para  pe- 
rempuan. Ada  pula  kasus  di  mana  pe- 
rempuan yang  sudah  dimasukkan  ke 
dalam  daftar  calon  sementara  (DCS) 
oleh  DPP  partainya  pada  saat  kampa- 
nye  pemilihan  umum,  dijadikan  vote 
gather  dan  diproyeksikan  untuk  men- 
jadi  calon  jadi,  tetapi  pada  saat  penyu- 
sunan  daftar  calon  tetap  (DCT)  karena 
berbagai  alasan  yang  kurang  transpa- 
ran,  ia  digantikan  oleh  calon  laki-laki 
yang  tidak  masuk  nominasi  sebelum- 
nya.  Dalam  hal  ini,  bukan  saja  aktivis 
partai  perempuan  yang  kecewa,  bah- 
kan pemilih  pun  yang  telah  membaca 
DCS  akcin  merasa  ditipu. 

Secara  sepintas,  komposisi  pengam- 
bil  keputusan  politik  sekarang  di  ber- 
bagai wilayah  juga  memberikah  bukti 
bahwa  perempuan  tetap  menghadapi 
sejumlah  kendala  dalam  mengartikulasi- 
kan  serta  menentukan  kepentjngarmya. 
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Rapat-rapat  didominasi  oleh  para  pria 
yang  mengutarakan  retorika  berpan- 
jang-panjang,  dengan  substansi  pembi- 
caraan  yang  tidak  terfokus.  Akibatnya 
cenderung  menyita  waktu  pertemuan 
dan  bahkan  bisa  menghalangi  partisi- 
pan  perempuan  untuk  bisa  mengeks- 
presikan  opini  dan  bahkan  jalan  keluar 
yang  ingin  ditawarkannya. 

Berdasarkan  hal  di  atas  yang  perlu 
kita  pikirkan  antara  lain:  Pertama,  kita 
perlu  membuat  struktur  politik  yang 
menuju  pada  peningkatan  representasi 
anggota  parlemen  perempuan  dan  ju- 
ga  di  berbagai  institusi  politik  lainnya. 
Bagi  efektivitas  dukungan  terhadap  ide 
penyiapan  struktur  politik  gender  yang 
adil  tersebut,  kita  perlu  mengidentifi- 
kasi  masalah-masalah  umum  yang  di- 
hadapi  perempuan  ketika  keterwakilan 
politik  perempuan  sangat  rendah  da- 
lam  struktur  politik  kita.  Kita  ketahui 
bahwa  ketika  dunia  politik  mengalami 
minus  representasi  perempuan  yang 
berkualitas,  institusi  politik  menjadi 
abai  terhadap  kepentingan  publik  (rasa 
aman,  lapangan  kerja  untuk  pemula, 
biaya  pendidikan  terjangkau/ gratis,  pe- 
rumahan  menengah  bawah,  kesehatan 
gratis,  transportasi  nyaman,  dan  seba- 
gainya),  dan  sibuk  mempertahankan 
kursi  dan  posisi  saja  dari  satu  proses 
pemilu  ke  pemilu  berikutn^ya^JKita  ^uga  „ 
bisa  melihat  sisi  dukungan  keluarga 
serta  niat  dan  motivasi  pelaku  dalam 
berorganisasi  (memperbaiki  keadaan 
yang  timpang,  kejujuran,  keadilan,  ke- 
makmuran  bersama). 

Hal  yang  penting  dan  jadi  perdebat- 
an  di  kalangan  laki-laki  dan  perempuan 
adalah  berapa  jumlah  kuota  minimal 


yang  harus  dialokasikan  dalam  proses 
rekruitmen  anggota  suatu  institusi/or- 
ganisasi  untuk  gender  perempuan  (5 
persen,  10  persen,  15  persen,  dan  sete- 
rusnya)  untuk  posisi  pengambil  kepu- 
tusan,  koordinator,  desk-desk  khusus  di 
luar  urusan  logistik/konsumsi,  keuang- 
an,  dan  urusan  kewanitaan  lainnya.  Jika 
perlu  dibuat  aturan  agar  persentase  ke- 
naikan  akan  diberlakukan  secara  ber- 
tahap.  Hendaknya  simbol  dan  tokoh 
perempuan  tidak  hanya  dijadikan  vote 
gather  (pengumpul  dukungan/simpati 
publik). 

Kedua,  kita  perlu  mengidentifikasi 
beberapa  strategi  untuk  mengungkap 
berbagai  kendala  tersebut  di  atas  dan 
menganalisis  apa  yang  dapat  dilakukan 
perempuan  begitu  mereka  masuk  da- 
lam parlemen.  Dengan  adanya  agenda 
yang  jelas,  apa  yang  akan  dan  tidak 
akan  dilakukan  seorang  perempuan 
dalam  berpolitik,  akan  menjadi  daya  ta- 
rik  yang  kuat  bagi  para  pemilih  untuk 
mendukung  masuknya  perempuan  da- 
lam struktur  politik.  Dalam  hal  ini  kita 
bicara  soal  kaderisasi  politik  perem- 
puan. Apakah  struktur  ini  sudah  op- 
timal dibangun  dalam  setiap  institusi/ 
orgairisasi  kita  di  Indonesia? 

Ketiga,  melakukan  sosialisasi  agen- 
da perubahan  dan.  rencana  kerja  kong- 
kret  lintuk  keadilait  ^gender  dalam  poli- 
tik dengan  membangun  jaringan  dan 
dukungan  dari  berbagai  stakeholders  di 
tingkat  global,  regional,  nasional  dan 
lokal.  Tingkat  representasi  yang  tidak 
setara  di  dalam  badan  legislatif  meng- 
artikan  bahwa  representasi  perempuan, 
yang  sepatutnya  bisa  menjadi  suatu 
fungsi  nurture  (pemelihara)  bagi  demo- 
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kratisasi,  pembela  semangat  kepen- 
tingan  publik  dan  kalangan  the  have- 
nots,  yang  diharapkan  mampu  meng- 
optimalkan  ruang  partisipasi  yang 
efektif,  temyata  lebih  berfuhgsi  "basi- 
basi"  untuk  mempertahankan  status  quo 
anggota  partai  dari  kalangan  yang  ke- 
betulan  dari  gender  laki-laki. 

Masih  banyak  kendala  yang  harus 
diatasi  sebelum  cita-cita  menuju  kese- 
taraan  gender  di  dalam  jabatan-jabatan 
pengambilan  keputusan  dapat  terwu- 
jud.  Di  samping  itu,  bagi  banyak  pe- 
rempuan  yang  terjun  di  kancah  poli- 
tik,  tantangan  mendasar  yang  mereka 
hadapi  adalah  bagaimana  mengguna- 
kan  kekuasaaan  yang  mereka  pegang  itu 
secara  efektif.  Dikotomi  stmktural  ten- 
tang  pembagian  ruang  domestik  (untuk 
perempuan)  dan  ruang  ekstemal  (untuk 
laki-laki)  dan  pembagian  fungsi/peran 
perempuan  hanya  mengurus  keluarga 
sementara  laki-laki  memimpin  dan  men- 
cari  nafkah  adalah  social  fact  dari  sua- 
tu  faktor  struktural  yang  sudah  terba- 
ngun  sejak  lama  di  social  construct  cara 
berpikir  kita. 

Selain  itu,  kendala  perempuan  untuk 
masuk  ke  wilayah  publik  adalah  sifat 
dari  sistem  pemilihan  yang  belum  ber- 
pandangan  jender.  Apakah  struktur 
KPU  (Komisi  Pemilihan  Umum)  selama 
Orde  Baru,  memikirkan  representasi  pe- 
rempuan di  Indonesia?  UUD  1945  dan 
produk  hukum  di  Indonesia  cenderung 
belum  membedakan  hak  dan  kewajib- 
an  antara  laki-laki  dan  perempuan  se- 
cara adil  untuk  warga  negara  Indone- 
sia. UUD  kita  tidak  cukup  detail  mem- 
bangun  struktur  politik  yang  adil  un- 
tuk perempuan  dan  laki-laki,  bisa  jadi 
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karena  yang  membuatnya  didominasi 
ole.h  politisi  dan  negarawan  laki-laki. 
Apalagi  gagasan  membentuk  Komisi 
Konstitusi  (bukan  Mahkamah  Konsti- 
tusi)  ditolak  mentah-mentah  oleh  MPR. 
Padahal  anggota  MPR  pun  bukan  se- 
muanya  orang  yang  dipilih  langsung, 
mereka  pun  bisa  dipertanyakan  keter- 
wakilarmya  di  sana.  Pertanyaan  yang 
penting  adalah,  apakah  sudah  adil  jika 
para  pemain  bertindak  sekaligus  men- 
jadi  wasit  yang  membuat  aturan  main 
tanpa  melibatkan  para  ahli  dari  kalang- 
an independen?  Itulah  yang  terjadi  da- 
lam amandemen  konstitusi  kita. 

Untuk  membenahi  struktur  gender 
dalam  institusi  politik,  ada  beberapa 
upaya  yang  perlu  dilakukan,  antara 
lain  melalui  diskusi  dan  transformasi 
gerakan  pemberdayaan  perempuan  di 
tingkat  organisasi,  akademisi  atau  lem- 
baga  kajian  wanita  dan  penguatan  pen- 
didikan  gender  di  tingkat  keluarga  sam- 
pai  institusi  di  atasnya  secara  nasional. 
Sekarang  tergantung  dari  usaha  setiap 
perempuan  imtuk  membuka  diri,  mem- 
persiapkan  diri  dan  siap  mengubah 
hambatan  maupun  tantangan  menja- 
di  peluang  yang  harus  diisi. 

PERSPEKTIF  GENDER  DALAM 
FORMULASI  KEBIJAKAN  PUBLIK 

Sebenarnya  tidak  ada  rintangan  hu- 
kum formal  yang  menghalangi  perem- 
puan untuk  ambil  bagian  dalam  pe- 
ngambilan keputusan  atau  pembuatan 
kebijakan  publik  di  Indonesia,  namun 
jumlah  perempuan  yang  memegang  ja- 
batan-jabatan terpilih  masih  tetap  ren- 
dah.  Selama  58  tahun  terakhir  semen- 
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jak  kemerdekaan  negeri  ini,  perempuan 
Indonesia  telah  menghadapi  sejumlah 
hambatan  dalam  lingkungan  publik  dan 
pribadi,  di  mana  secara  politik,  hukum, 
sosial,  budaya  dan  ekonomi  mereka 
sering  dikecewakan.  Ketidakbemntungan 
ini  tertanam  secara  terstruktur  dalam 
masyarakat  Indonesia  (Seda,  2002). 

Pembuatan  kebijakan  sesungguhnya 
merupakan  hal  yartg  terkait  erat  dengan 
proses  keterwakilan  laki-laki  dan  pe- 
rempuan sebagai  warga  negara  untuk 
mengelola  persoalan  hidup  dan  me- 
ningkatkan  kemakmuran  bersama.  Se- 
btit  saja  keinginan  warga  negara  baik 
laki-laki  maupun  perempuan  untuk 
adanya  pemerataan  kekayaan,  kontrol 
terhadap  pemusatan  bisnis/kartel,  ja- 
minan  hari  tua,  asuransi  kesehatan, 
asuransi  kecelakaan  (kasus  bom,  tabrak- 
an  maut,  kerusuhan/huru-hara,  dan 
sebagainya),  asuransi  untuk  biaya  kelan- 
jutan  hidup  anak  penderita  cacat  fisik 
dan  mental,  tunjangan  bagi  pencari 
kerja/penganggur,  bantuan  sosial  pe- 
ngungsi,  tunjangan  pendidikan,  rasa 
aman  dari  kekerasan/kriminalitas,  dan 
sebagainya.  Pada  proses  ini  wakil  rak- 
yat,  misalnya,  ditimtut  untuk  dapat  se- 
cara sungguh-sungguh  mewujudkan 
berbagai  aspirasi  masyarakat  yang  di- 
wakilinya.  Mampukah  mereka  bertang- 
gung  jawab  kepada  pemilih  dan  mem- 
buat  mekanisme  komunikasi  politik  de- 
ngan konstituen  dalam  proses  pem- 
buatan kebijakan  publik? 

Tingkat  sinergisitas  yang  tinggi  an- 
tara  masukan  yang  disampaikan  oleh 
masyarakat  melalui  wakil-wakilnya  de- 
ngan produk  kebijakan  dari  eksekutif 
dan  legislatif,  merupakan  bentuk  ideal 


dari  jalannya  suatu  kekuasaan  politik. 
Dengan  kondisi  demikian,  maka  mela- 
lui proses  pembuatan  kebijakan  inilah 
pada  dasarnya  hakikat  demokrasi  ber- 
jalan.   Sebagai  suatu  kesinambungan, 
maka  proses  pengawasan  merupakan 
suatu  kegiatan  yang  tidak  terpisahkan 
dengan  proses  pembuatan  kebijakan. 
Pengawasan  di  dalam  suatu  rangkaian 
proses  pemerintahan  sesungguhnya 
masih  merupakan  bagian  dari  keterwa- 
kilan pada  khususnya  dan  demokrasi 
pada  umumnya.  Pelaksanaan  suatu  ke- 
bijakan tanpa  adanya  pengawasan  akan 
menjadi  sumber  penyelewengan  kekua- 
saan dan  pengorbanan  bagi  hak-hak 
rak)'at  dan  demokrasi  ihi  sendiri.  Untuk 
itulah  sesungguhnya  eksistensi  legis- 
latif tetap  krusial  dan  penting  mana- 
kala  proses  pembuatan  kebijakan  telah 
dibuat  untuk  terus  dievaluasi  dengan 
melibatkan  berbagai  pihak. 

Di  dalam  proses  pembuatan  kebijak- 
an dan  pengawasan  pelaksanaannya, 
selain  akan  terlihat  dengan  jelas  berba- 
gai kepentingan  dan  aspirasi  yang  ada 
di  masyarakat,  juga  sesungguhnya  akan 
terlihat  berbagai  hal  yang  secara  sub- 
stansial  terkait  dengan  eksistensi  lemba- 
ga  legislatif.  Misalnya,  apakah  publik 
membutuhkan  kebijakan  untuk  pem- 
bangunan  rumah  yatim  piatu  dan  ru- 
mah  singgah  kareha  di  antara  mereka 
banyak  anak-anak,  orang  terlantar  dan 
pengungsi  hidup  di  jalanan,  ketimbang 
memutuskan  membangun  monumen- 


Hal  itu  merupakan  suatu  esensi  yang  fi- 
nal sifatnya  dari  demokrasi  sebagai  suatu  sis- 
tem  pemerintahan.  Karakter  tersebut  merupa- 
kan hal  yang  membedakannya  dengan  bentuk 
sistem  pemerintahan  lain. 
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monumen  sesuai  dengan  nama  jalan 
atau  mengubah  nama  lama  stadion  ke 
nama  baru  yang  tidak  begitu  banyak 
berdampak  kepada  publik  kelas  mene- 
ngah  bawah?  Prioritas-prioritas  yang 
ada  perlu  diuji  dan  bila  perlu  dita- 
nyakan  terlebih  dulu  kepada  masya- 
rakat,  walaupun  ada  wakikiya  di  par- 
lemen.  Ada  metode  PRA  {Partisipator^/ 
Rapid  Appraisal),  dengan  melibatkan  ma- 
syarakat  lewat  cara  cepat  jajak  penda- 
pat  tentang  priori tas  penyusunan  ang- 
garan  ke  depan,  proyek  apa  yang  me- 
reka  butuhkan  dan  apa  prioritas  utama 
untuk  dibangun  di  suatu  kota?  Apakah 
ada  suatu  model  atau  sistem  yang  ada 
telah  mampu  menanggulangi  kesulit- 
an  ekonomi  warga  negara  menegah  ke 
bawah  dan  penduduk  marjinal? 

Partisipasi  sejajar  kaum  perempuan 
dalam  pengambilan  keputusan  bukan- 
lah  semata-mata  sebuah  tuntutan  akan 
keadilan  demokrasi,  namun  juga  dapat 
dilihat  sebagai  syarat  penting  agar  ke- 
pentingan  kaum  perempuan  dapat  di- 
perhitungkan.  Dalam  Platform  Aksi  Bei- 
jing, 1995,  yang  bisa  menjadi  acuan 
perspektif  gender  dalam  pembuatan  ke- 
bijakan  publik,  disebutkan  bahwa  par- 
tisipasi sejajar  antara  laki-laki  dan  pe- 
rempuan dalam  kehidupan  publik  ada- 
lah  salah  satu  prinsip  mendasar  yang 
diamanatkan  di  dalam  Konvensi  Peng- 
hapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi 
terhadap  Perempuan  (Convention  on  the 
Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination 
Against  Women /CED AW)  yang  diadopsi 
oleh  Sidang  Umum  PBB  pada  tahun 
1979  dan  disahkan  mulai  tahun  1981. 
Sekarang,  lebih  dari  20  tahun  sejak  di- 
tandatanganinya  konvensi  itu  (yang  ju- 


ga telah  diratifikasi  oleh  165  negara), 
kenyataan  menunjukkan  bahwa  kaum 
perempuan  di  seluruh  pelosok  dunia 
masih  saja  termarjinalisasi  dan  kurang 
terwakili  di  dunia  politik,  juga  diranah 
formulasi  kebijakan. 

Platform  Aksi  Beijing  telah  meng- 
identifikasi  adanya  "kesenjangan  antara 
laki-laki  dan  perempuan  dalam  pemba- 
gian  kekuasaan  dan  pengambilan  kepu- 
tusan pada  semua  tingkatan"  dan  "ku- 
rangnya  mekanisme  pada  semua  ting- 
katan dalam  upaya  memajukan  perem- 
puan," yang  merupakan  dua  wilayah 
penting  dalam  kerangka  perjuangan 
memajukan  kaum  perempuan.  Dalam 
tahun  2002,  kendati  sudah  ada  presta- 
si  yang  signifikan  di  bidang  hukum 
baik  di  tataran  internasional  maupun 
nasional,  ditunjang  pula  oleh  berbagai 
aktivitas  dan  mobilisasi  selama  berta- 
hun-tahun,  partisipasi  perempuan  di 
panggung  politik  sebagai  mitra  sejajar 
laki-laki  belum  juga  menuai  keberhasilan. 

Untuk  konteks  Indonesia  dikaitkan 
dengan  formulasi  kebijakan,  misalnya 
masalah  kebijakan  untuk  menaikkan 
kualitas  pendidikan  serta  pendidikan 
dengan  biaya  terjangkau,  kebijakan  me- 
mutar  roda  ekonomi  keluarga  dengan 
menghidupkan  festival  rakyat  sepan- 
jang  tahun  dan  asuransi  gratis  kese- 
hatan  warga  negara  lewat  pembiayaan 
pajak  progresif,  masih  dianggap  seba- 
gai isu  yang  tidak  laku  dan  tidak  per- 
nah  diangkat  sebagai  program  utama 
dalam  kampanye-kampanye  partai  po- 
litik ataupun  dalam  agenda  setting  ke- 
bijakan-kebijakan  politik  legislatif  dan 
eksekutif  yang  terkait.  Oleh  karena  itu, 
sebagai  alternatif  solusihya  perlu  di- 
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sebarluaskan  kultur  yang  berisi  nilai-ni- 
lai  keibuan,  pengasuhan  dan  perawat- 
an  seprang  ibu,  untuk  bisa  dimiliki  oleh 
setiap  laki-laki  dan  perempuan  agar  pu- 
nya  perspektif  gender  dan  akhimya  me- 
wamai  budaya  politik  setiap  stakeholders 
di  Indonesia,  terlebih  lagi  yang  terlibat 
dalam  formulasi  kebijakan  publik. 

KESIMPULAN  DAN  REKOMEN- 
DASI 

Pada  proses  pemilihan  umum  men- 
datang,  keterwakilan  perempuan  didu- 
ga  kuat  akan  bisa  meningkat,  terutama 
jika  ada  perubahan  dalam  kebijakan 
struktural  internal  partai-partai  untuk 
mempertimbangkan  komposisi  atau  jum- 
lah  yang  berimbang  antara  kandidat 
perempuan  dan  kandidat  laki-laki  untuk 
berbagai  posisi  di  tubuh  partainya  se- 
cara  nasional  dan  lokal.  Peran  opini 
publik,  wacana  para  pakar  serta  du- 
kungan  para  seniman  dan  budayawan 
akan  sangat  diperlukan.  Kalimat  kun- 
cinya  adalah  bagaimana  partai-partai 
politik  perlu  memiliki  perspektif  ke- 
adilan  gender  dalam  menyusun  daftar 
calon  mereka  sebelum  ditawarkan  ke 
konstituen.  Di  samping  itu,  jabatan-ja- 
batan  yang  dipilih  tidak  hanya  yang 
menyangkut  urusan  perempuan,  kon- 
sumsi  atau  logistik,  posisi  apa  dan  di 
mana  perempuan  ditempatkan  dalain 
struktur  organisasi  perlu  bersifat  va- 
riasi  dan  ada  pergiliran. 

Kebijakan  mempergilirkan  posisi  da- 
lam organisasi  antara  laki-laki  dan  pe- 
rempuan, menyusun  daftar  calon  laki- 
laki  dan  perempuan  untuk  pemilih  de- 
ngan  penerapan  metode  silang-menyi- 


lang  (dengan  cara  menetapkan  altema- 
tif  satu  laki-laki  untuk  satu  perempuan) 
dalam  penyusunan  daftar  partai  politik 
sangat  dianjurkan.  Hal  ini  akan  sangat 
mempengaruhi  tingkat  representasi  pe- 
rempuan dalam  bidang  politik.  Dam- 
paknya  kita  harapkan  terhadap  wajah 
perpolitikan  Indonesia  di  masa  depan 
akan  lebih  kongkret,  produktif  dan 
menyentuh  kepentingan  masyarakat 
akar  rumput,  layaknya  naluri  ibu  me- 
rawat  dan  mengasuh  anggota  keluar- 
ga  untuk  berkembang  dalam  suatu  ke- 
luarga,  untuk  ditransformasikan  dalam 
skala  yang  lebih  luas  yaitu  negara. 

Satu  cara  untuk  merungkatkan  kon- 
tribusi  perempuan  dalam  kehidupan 
politik  adalah  melalui  penerapan  ke- 
bijakan-kebijakan  tindakan  afirmatif  da- 
lam bentuk  UU  atau  minimal  PP  yang 
bisa  dikeluarkan  oleh  Departemen  Da- 
lam Negeri  dan  Kementerian  Negara 
Pemberdayaan  Perempuan.  Ini  bisa  di- 
terapkan  melalui  perbaikan  atau  aman- 
demen  UU  Partai  Politik  yang  akan 
mendemokratisasikan  struktur  internal 
dari  partai-partai  politik  yang  ada.  Un- 
dang-undang  seperti  ini  juga  bisa  men- 
jamin  agar  cara  partai-partai  politik  da- 
lam merekruit  fungsionaris  mereka  pa- 
da  setiap  tingkatan.  Selanjutnya,  krite- 
ria  untuk  perekruitan  para  kandidat  se- 
bagai  fungsionaris  partai  politik-  harus- 
lah  bisa  diukur  dengan  kriteria  trans- 
paran  dan  bisa  diverifikasi  terbuka 
oleh  publik  lewat  liputan  media  massa. 
Aturan-aturan  dan  prosedur  yang  je- 
las,  transparan,  dan  adil  gender  untuk 
perekruitan  para  kandidat  dalam  par- 
tai-partai politik  akan  bisa  membantu 
perempuan  untuk  maju  dalam  pemi- 
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lihan,  memasuki  jabatan  politis  di  le- 
gislatif,  eksekutif  dan  bahkan  yudikatif 
untuk  memperbaiki  keadaan  negeri  ini 
di  waktu  mendatang. 
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Faktor-f  aktor  Non-Ekonomi  dan 
Kerja  Sama  Pembangunan: 
Sebuah  Refleksi  Ke  Depan 

Bantarto  Bandoro 


Pembangunan  adalah  sebuah  kegiatan  yang  mencakup  hampir  seluruh  aspek 
kehtdupan  sebuah  negara.  Konsep  ini  tidak  mengenal  yurisdiksi  yang  eksklusif. 
Bahkan  pembangunan  dapat  diklaim  sebagai  hak  dan  kewajiban  yang  melekat  pa- 
da  setmp  institusi,  baik  negara,  kelompok  negara  maupun  non-negara.  Tetapi  pemba- 
ngunan itu,  apa  pun  komponen  dan  pengertiannya,  bukanlah  sesuatu  yang  dapat 
berjalan  secara  independen.  Pembangunan  akan  bergerak  dan  menjadi  sesuatu  yang 
berarti  bagi  mereka  yang  menikmati  dan  menjadi  bagian  dari  proses  pembangunan 
hanya  jika  pembangunan  itu  sendiri  dipandang  sebagai  sebuah  ideologi  dan  dikelola 
sedemikian  rupa  sehingga  ia  dapat  menjadi  faktor  positif  bagi  kehidupan  negara. 


PENDAHULUAN 

EKONOMI  adalah  salah  satu  da- 
ri sekian  banyak  sektor  dari  r\e- 
gara  yang  menimtut  pengaturan 
tertentu  agar  ia  dapat  menjadi  kontri- 
butor  berarti  bagi  negara  secara  kese- 
luruhan.  Dalam  konteks  demikian,  ke- 
mitraan  dalam  pembagunan  diperlukan 
baik  antara  negara  dan  swasta  mau- 
pun antamegara.  Di  sinilah  pentingnya 
shared  responsibility  khususnya  antara 
negara  maju  dan  negara  berkembang. 

Bulan  Maret  2002,  sebuah  konferen- 
si  besar  di  Monterey,  Meksiko,  menge- 
nai  Financing  for  Development  membahas 
langkah-langkah  dan  komitmen  yang 
diperlukan  untuk  menghapuskan  kemis- 
kinan  dan  memajukan  pertumbuhan 
ekonomi  di  negara-negara  berkembang. 
Konferensi  tersebut  mencapai  konsen- 


sus  bahwa  negara-negara  maju  dan 
berkembang  sama-sama  memiliki  tang- 
gung  jawab  untuk  mencapai  tujuan  ter- 
sebut di  atas. 

Sebagai  bagian  dari  negara  berkem- 
bang, Indonesia  juga  dituntut  untuk 
memajukan  pertumbuhan  ekonominya 
baik  melalui  kerja  sama  pembangunan 
maupun  investasi  asing.  Untuk  itu  pe- 
ran  negara-negara  maju  dalam  proses 
tersebut  merupakan  sesuatu  yang  im- 
peratif  bagi  Indonesia.  Faktor  asing  da- 
lam proses  pembangunan  di  Indonesia 
tidak  dapat  dihindari.  Tetapi,  kondisi- 
kondisi  non-ekonomi  di  Indonesia  sam- 
pai  batas  tertentu  akan  menentukan 
apakah  investor  dan  negara  donor  akan 
bersedia  da  tang  ke  dan  melirik  Indone- 
sia untuk  memberikan  bantuan  bagi 
pembangunan  di  Indonesia.  Negara 
donor  dan  investor  asing  bahkan  se- 
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ring  mengkaitkan  faktor  non-ekonomi 
dalam  kebijakan  bantuan  mereka. 

Tulisan  ini,  sebagai  sebuah  refleksi 
ke  depart,  mencoba  memahami  keterkait- 
an  langsung  maupun  tidak  langsung 
faktor-faktor  non-ekonomi,  internal  dan 
ekstemal,  dalam  kerja  sama  pembangun- 
an  di  Indonesia.  Tesis  tulisan  ini  ada- 
lah  bahwa  aspek  non-ekonomi  adalah 
sesuatu  yang  inheren  dalam  setiap  ke- 
bijakan bantuan  dan  pembangunan  da- 
ri  negara  donor  dan  Indonesia  sebagai 
penerima  bantuan. 

Bagian  pertama  dari  tulisan  mema- 
parkan  bidang-bidang  kebijakan  dan 
aksi  yang  dapat  diambil  oleh  negara- 
negara  maju  untuk  memajukan  pemba- 
ngunan di  negara-negara  berkembang. 
Bagian  kedua  secara  khusus  memba- 
has  berbagai  dampak  faktor  non-eko- 
nomi terhadap  kerja  sama  pembangun- 
an di  Indonesia  dan  kebijakan  altema- 
tif  untuk  mengatasi  dampak  tersebut. 
Dampak  faktor-faktor  tersebut  terhadap 
hubungan  Indonesia  dengan  negara 
donor  dan  pembangunan  nasional  In- 
donesia juga  akan  dibahas  dalam  ba- 
gian ini.  Bagian  terakhir  menawarkan 
beberapa  rekomendasi  kebijakan. 

ORIENTASI  PEMBANGUNAN 
KEBIJAKAN  NEGARA-NEGARA 
MAJU 

Tidak  dapat  dibantah  lagi  bahwa  ke- 
bijakan adalah  sesuatu  yang  amat  pen- 
ting  bagi  pembangunan.  Oleh  karena 
itu,  setiap  keputusan  pembangunan, 
baik  itu  yang  diambil  oleh  negara  do- 
nor maupun  penerima  bantuan,  harus 


didasarkan  atas  kebijakan  yang  mem- 
pertimbangkan  berbagai  kondisi,  utama- 
nya  di  negara-negara  penerima.  Seba- 
gai bagian  dari  kemitraan  imtuk  pemba- 
ngunan, negara-negara  donor  menjadi 
pihak  yang  amat  dibutuhkan  untuk 
pembangunan  yang  berkelanjutan  di 
negara-negara  berkembang  (khususnya 
penerima  bantuan  pembangiman).  Nega- 
ra penerima  juga  memiliki  kepentingan 
untuk  tetap  menjaga  kesinambungan 
dalam  pembangunannya.  Kepentingan 
timbal-balik  menjadi  faktor  yang  akan 
menentukan  sejauh  mana  hubungan  an- 
tara  negara  donor  dan  penerima  dapat 
dipertahankan  untuk  jangka  panjang. 

Kerja  sama  pembangunan  menjadi 
semacam  "ideologi"  yang  memandu  hu- 
bungan antara  negara  donor  dan  pene- 
rima. Berikut  ini  dapat  dicaiat  beberapa 
sasaran  dari  kerja  sama  pembangunan: 
(1)  memberikan  bantuan  perencanaan 
untuk  memperkuat  kapasitas  nasional 
dan  meningkatkan  efektifitas  program- 
program  pembangunan  nasional;  (2)  un- 
tuk membangkitkan  dan  menjaga  kemi- 
traan; (3)  untuk  memajukan  kesinam- 
bungan jangka  panjang  dengan  menja- 
min  bahwa  bantuan  eksternal  bukan 
hanya  mendukung  program-program 
pembangunan  di  bidang-bidang  kese- 
hatan,  kesejahteraan  sosial  dan  lain- 
nya,  tetapi  juga  untuk  mengharmonisa- 
sikan  upaya  sistematis  dalam  memba- 
ngun  negara  dan  masyarakat;  (4)  untuk 
menjamin  akuntabilitas  dari  program- 
program  pembangunan  terhadap  me- 
reka yang  menjadi  sasaran  pembangun- 
an (masyarakat  nasional)  dan  mereka 
yang  menjadi  sumber  bantuan  (negara 
donor). 
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Esensi  kerja  sama  pembangunan  ada- 
lah  bahwa  negara  maju  dan  berkem- 
bang  harus  memperlihatkan  akuntabili- 
tas  mereka  dalam  memenuhi  tanggung 
jawab  mereka.  Mungkin  karena  dispa- 
ritas  kekuatan  yang  menimbulkan  ting- 
kat  pembangunan  ekonomi  yang  berbe- 
da,  maka  ada  upaya-upaya  untuk  mem- 
berikan  penilaian  terhadap  komitmen 
negara-negara  berkembang  dalam  me- 
menuhi tuntutan  akan  pembangunan 
{demands  of  development).  Jadi,  apa  yang 
hendak  diberikan  sebagai  bantuan  ne- 
gara maju  kepada  negara-negara  ber- 
kembang, apa  pun  bentuknya,  sebe- 
narnya  tidaklah  gratis.  Kondisionalitas 
tertentu  mengikuti  kebijakan-kebijakan 
bantuan  negara  donor.  Bukan  itu  saja, 
negara  donor  juga  kerap  menggunakan 
parameter-paramater  tertentu  imtuk  me- 
nilai  komitmen  pembangunan  negara 
donor.  Jadi,  kebijakan  yang  beorientasi 
pada  pembangunan  dari  negara  donor 
memang  diarahkan  untuk  mempenga- 
ruhi  upaya  pembangunan  nasional  ne- 
gara donor.  Di  sini  ditemukan  tiga  ma- 
cam  drivers,  sebagai  kondisi  pembangun- 
an, yang  dapat  digunakan  sebagai  pa- 
rameter untuk  mengetahui  apakah  ke- 
bijakan negara  donor  mendukung  pro- 
gram pembangunan  negara  donor.  Ke- 
tiga  drivers  tersebut  adalah:  capacity, 
ownership  dan  approritae  policies  for  de- 
velopment. 

Capacity 

Mungkin  ini  merupakan  parameter 
yang  paling  elastis  untuk  menilai  tuju- 
an-tujuan  pembangunan.  Termasuk  da- 
lam capacity  ini  adalah  kesanggupan 
(abilities),  visi,  nilai-nilai,  hubungan  an- 


tara  negara  donor  dan  penerima,  sum- 
ber  daya  dan  kondisi.  Komponen-kom- 
ponen  dari  capacity  inilah  yang  dicoba 
ditingkatkan  kualitasnya  oleh  kebijakan 
pembangunan  negara  donor.  Iru  berarti 
bahwa  kegagalan  dari  negara  penerima 
bantuan  untuk  memperhatikan  ketiga 
dimensi  itu  akan  mempengaruhi  kelan- 
caran  bantuan  dari  negara  donor. 

Selama  era  pembangunan,  kebanyak- 
an  upaya  negara-negara  maju  untuk 
memajukan  pembangunan  difokuskan 
pada  peningkatan  kapasitas.  Pada  mu- 
lanya,  upaya  tersebut  difokuskan  pada 
kesanggupan  (abilities).  Tetapi  menyu- 
sul  keberhasilan  dalam  upaya-upaya 
rekonstruksi  kapital  yang  intensif  di 
beberapa  negara  maju  seperti  Jepang 
dan  Eropa,  bantuan  pembangunan  ke- 
mudian  lebih  melibatkan  transfer  sum- 
ber  daya  dari  negara  maju  ke  negara 
miskin.  Kecenderungan  demikian  ma- 
sih  terlihat  hingga  kini.  Teori-teori  eko- 
nomi mengenai  bantuan  luar  negeri 
mengatakan  bahwa  sumber  daya  yang 
diberikan  oleh  negara  maju  diharapkan 
akan  memungkinkan  negara  penerima 
untuk  menjembatani  kesenjangan  an- 
tara  tabungan  dan  foreign  exchange.  Inti- 
nya,  kesanggupan  negara  donor  da- 
lam menjalankan  program  pembangun- 
an menjadi  penting  sebagai  parameter 
untuk  menilai  sejauh  mana  kebijakarT 
pembangunan  negara  donor  berjalan 
efektif. 

Masih  dalam  konteks  capacity,  ne- 
gara-negara maju  juga  dapat  mendu- 
kung kapasitas  negara-negara  berkem- 
bang melalui  komponen  lainnya  dari 
kapasitas,  yaitu:  visi,  nilai  dan  hubung- 
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an.  Ketiganya  ini  muncul  dari  interak- 
si  yang  kooperatif  yang  didasarkan 
atas  penghargaan  timbal-balik  antara 
negara  donor  dan  penerima.  Sifat  hu- 
bungan  yang  didasarkan  atas  bantuan 
pembangunan  adalah  penting  bagi  ne- 
gara-negara  yang  hubiingannya  dengan 
negara  maju  terutama  disaring  mela- 
lui  prisma  donor-penerima.  Artinya,  ke- 
sinambungan  hubungan  dan  interaksi 
antara  negara  donor  dan  penerima  sa- 
ngat  ditentukan  oleh  visi  dan  rulai-nilai 
yang  melekat  pada  interaksi  tersebut. 

Ownership 

Konsep  ownership  berarti  bahwa  ka- 
pasitas  dan  kebijakan  yang  memadai  ti- 
dak  akan  memicu  pembangunan  jika 
negara  berkembang  tidak  bersedia  me- 
milih  kebijakan  yang  layak  untuk  dija- 
lankan  atau  jika  mereka  tidak  menga- 
wasi  pelaksanaan  dari  kebijakan  ter- 
sebut. 

Negara-negara  maju,  baik  secara  in- 
dividu  maupun  kolektif,  hendaknya  ha- 
rus  hati-hati  dalam  menjalankan  kebi- 
jakan bantuannya  sehingga  tidak  meng- 
erosi  "kepemilikan"  negara  donor,  se- 
bab  kekuatan  yang  asimetris  merupa- 
kan  sesuatu  yang  inheren  dalam  aid 
relationship.  Jika  fokus  bantuan  berge- 
ser  dari  transfer  sumber  daya  ke  penye- 
suaian  kebijakan,  maka  negara-negara 
berkembang  kerapkali  berada  dalam 
kondisi  di  mana  mereka  tidak  mampu 
mengontrol  agenda  kebijakan  mereka 
sendiri  tanpa  ancaman  sanksi,  misal- 
nya  dalam  bentuk  penarikan  kembali 
bantuan. 


Pada  prinsipnya,  agar  yang  disebut 
sebagai  kepemilikan  ini  dapat  dijalan- 
kan  dengan  baik  oleh  negara  penerima, 
negara-negara  donor  hams  memberikan 
kesempatan  dan  tanggung  jawab  kepa- 
da  negara  penerima  untuk  menentukan 
pilihan  dan  mengimplementasikan  kebi- 
jakan dan  rencana  mereka  sendiri.  Akan 
tetapi  dalam  praktek  hal  itu  sulit  dica- 
pai  karena  beberapa  alasan:  Pertama, 
karena  persoalan  lembaga.  Pemerintah, 
dan  bukan  negara,  membuat  dan  meng- 
implementasikan kebijakan,  pemerintah 
tersebut  bisa  saja  dipandang  absah 
atau  tidak  absah  di  m:ata  publik.  Da- 
lam praktek  bisa  saja  pemerintah  "me- 
miliki"  kebijakan  yang  lebili  melayani 
kepentingan  mereka  sendiri  daripada 
kepentingan  publik  yang  diwakilinya. 
Oleh  karena  itu,  dalam  kasus  demi- 
kian  ini  manfaat  kepemilikan  menjadi 
sulit  dipahami,  karena  bisa  saja  kebi- 
jakan itu  tidak  akan  menghasilkan  ke- 
luaran  {output)  pembangunan  yang 
menguntungkan  dan  karena  adanya 
tekanan-tekanan  institusional  dari  ba- 
wah,  misalnya  dari  parlemen. 

Kedua,  kebijakan  yang  dimiliki  oleh 
negara  berkembang  bisa  saja  tidak  men- 
cerminkan  sebuah  konsensus.  Sulit  di- 
hindari  bahwa  kebijakan-kebijakan  eko- 
nomi  akan  menghasilkan  pihak  yang 
menang  dan  kalah.  Lebih  dari  itu,  ti- 
dak ada  satu  pun  sistem  politik  yang 
menghasilkan  kebijakan  yang  sepenuh- 
nya  bebas  dari  ketidakseimbangan  da- 
lam kekuatan  politik  yang  tersebar  pa- 
da segala  lapisan  masyarakat.  Oleh  ka- 
rena itu,  negara  maju  akan  mengha- 
dapi  keputusan  yang  sulit  jika  sebuah 
pemerintah  membuat  pilihan-pilihan 
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yang  justru  membahayakan  kemakmur- 
an  publiknya.  Cara  terbaik  yang  dapat 
dilakukan  oleh  negara  maju  mungkin 
adalah  mendesak  partisipasi  institusi 
politik  lainnya  guna  meminimalisasi 
dampak  dari  situasi  demikian. 

Appropriate  Policies 

Seperti  dikatakan  terdahulu,  kebijak- 
an  sangat  penting  bagi  pembangunan. 
Bagi  kebanyakan  negara,  kapasitas  un- 
tuk  meningkatkan  sumber  daya  sama 
pentingnya  dengan  kualitas  lingkungan 
kebijakan  di  mana  kebijakan  itu  sendiri 
dijalankan.  Menurut  pandangan  Bank 
Dunia,  bantuan  negara  maju  kepada 
negara  berkembang  secara  berarti  dapat 
membantu  negara  berkembang  untuk 
menjadi  negara  yang  lebih  maju  kare- 
na  kualitas  lingkungan  kebijakan.  Ini 
berarti  bahwa  kebijakan  yang  tepat,  aku- 
rat  dan  terukur  menjadi  faktor  penting 
yang  dinilai  oleh  negara-negara  donor. 

KASUS  INDONESIA 

Sebagai  bagian  dari  negara  berkem- 
bang, Indonesia  tidak  dapat  menghindar 
dari  keharusan  imtuk  menjaga  kesinam- 
bungan  dari  rencana-rencana  dan  kebi- 
jakan pembangunarmya.  Tujuan  terse- 
but  tidak  mungkin  dicapai  secara  sen- 
dirian.  Oleh  karena  itu,  kerja  sama  in- 
ternasional  dalam  rangka  pembangun- 
an merupakan  sesuatu  yang  imperatif. 

Sebagai  negara  penerima  bantuan, 
Indonesia  memiliki  ruang  yang  sangat 
sempit  untuk  menentukan  pilihan-pi- 
lihan  kebijakan  yang  akan  diambil  oleh 


negara  donor.  Sebaliknya,  kekuasaan 
negara  donor  dalam  memberikan  ban- 
tuan sangat  tidak  terbatas,  bukan  saja 
karena  mereka  secara  politik  menjadi 
pihak  yang  tidak  mungkin  diabaikan 
dalam  proses  pembangunan,  tetapi  juga 
karena  mereka  dapat  menentukan  kon- 
disi-kdndisi  tertentu  di  negara  donor  di 
mana  bantuan  bisa  saja  ditangguhkan, 
atau  bahkan  dibatalkan,  karena  kondi- 
si  tersebut  dianggap  justru  mengham- 
bat  pembangunan  itu  sendiri.  Di  sini- 
lah  faktor-faktor  non-ekonomi  menja- 
di penting  untuk  dibahas,  terutama  da- 
lam konteks  kerja  sama  pembangunan. 

Bagi  Indonesia;  investasi  asing  dan 
bantuan  luar  negeri  merupakan  siunber 
dana  yang  amat  signifikan  bagi  pem- 
bangunan di  Indonesia.  Keduanya  ini 
menempati  porsi  yang  berarti  dalam 
neraca  anggaran  pembangunan  nasio- 
nal  sebagai  sektor  yang  memberikan 
sumbangan  besar  kepada  pembiayaan 
pembangunan.  Tetapi  perubahan-peru- 
bahan  dalam  konteks  global  telah  mem- 
pengaruhi  kelancaran  bantuan  luar  ne- 
geri dan  investasi  asing  ke  Indonesia. 
Menurunnya  investasi  asing  dan  pe- 
narikan  kembali  bantuan  asing  men- 
jadi semacam  ancaman  bagi  Indone- 
sia. Kondisi-kondisi  dalam  negeri  In- 
donesia, yang  juga  dipengaruhi  oleh 
perubahan-perubahan  pada  lingkung- 
an eksternalnya,  pada  akhirnya  men- 
jadi ukuran  bagi  negara  donor  untuk 
melanjutkan,  menunda  atau  bahkan 
menghentikan  sama  sekali  bantuan 
asingnya. 

Selain  faktor-faktor  non-ekonomi 
yang  akan  dibahas  kemudian,  apa  yang 
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dipaparkan  dalam  bagian  pertama  tam- 
paknya  relevan  untuk  dibahas  dalam 
kasus  Indonesia.  Bukan  tidak  mungkin 
bahwa  negara  donor,  dalam  memberikan 
bantuannya  kepada  Indonesia,  akan 
menyoroti  tiga  aspek  dalam  pembangun- 
an  Indonesia,  yaitu  kapasitas,  kepemi- 
likan  dan  kebijakan  akurat  dan  mema- 
dai.  Ketiganya  saling  terkait  dan  dapat 
memberi  efek  pada  lancamya  arus  ban- 
tuan  asing  kepada  Indonesia. 

Meskipun  masih  perlu  bukti  pendu- 
kung  mengenai  sebab-sebab  menurun- 
nya  bantuan  asing  dan  investasi  asing 
di  Indonesia,  gejala-gejala  demikian  bu- 
kan tidak  miingkin  juga  disebabkan  oleh 
ketidaksanggupan  pemerintah  Indonesia 
dalam  menjalankan  kebijakan  dan  ren- 
cana  pembangimannya.  Ketidaksanggup- 
an ini,  terutama  dalam  beberapa  tahun 
belakangan  ini,  mungkin  disebabkan 
oleh  polarisasi  dalam  tubuh  politik  In- 
donesia yang  semakin  menajam.  Kepen- 
tingan  yang  beragam,  bahkan  berten- 
tangan  satu  dengan  lainnya,  mengenai 
bagaimana  menjalankan  program-pro- 
gram pembangunan  dan  apa  yang  men- 
jadi  target  pembangunan  sampai  batas 
tertentu  telah  membuat  pemerintah  In- 
donesia menjadi  lamban  dalam  menja- 
lankan tugasnya.  Tingkat  korupsi  yang 
masih  tinggi  juga  memberi  kontribusi 
pada  rendahnya  kesanggupan  peme- 
rintah Indonesia  dalam  mengimplemen- 
tasikan  rencana  pembangunannya. 

Kemampuan  pemerintah  menjalan- 
kan kebijakan  pembangunannya  ter- 
erosi  oleh  faktor-faktor  yang  datang  da- 
ri  dalam  maupun  dari  luar  pemerin- 
tah. Akibatnya,  kebijakan  pembangunan 


yang  diambil  bukan  saja  menjadi  sa- 
ngat  tidak  populer  di  mata  pubUk,  teta- 
pi  juga  sulit  untuk  dikontrol.  Bisa  di- 
mengerti  mengapa  kemudian  muncul 
kritik  dan  tekanan-tekanan  dari  institu- 
si  di  luar  pemerintahan  bahwa  peme- 
rintah telah  gagal  menjalankan  visi  dan 
misi  pembangunannya. 

Jika  faktor-faktor  di  atas  dibiarkan 
saja,  maka  bukan  tidak  mimgkin  bahwa 
negara-negara  donor  akan  mempertim- 
bangkan  kembali  bantuan  asing  mereka. 
Investor  asing  mungkin  juga  akan  mcm- 
pertimbangkan  keputusan  mereka  im- 
tuk  menanamkan  modalnya  di  Indone- 
sia sampai  mereka  melihat  bahwa  pe- 
merintah menunjukkan  kesanggupan- 
nya  dalam  menjalankan  program  pem- 
bangunan. Bukan  itu  saja,  para  inves- 
tor tentu  juga  akan  menuntut  Indone- 
sia untuk  menciptakan  lingkungan  ke- 
bijakan yang  mendukung  implementa- 
si  kebijakan  investasi  mereka.  Menu- 
rurmya  investasi  asing  dalam  beberpa 
tahun  terakhir  ini  bisa  saja  karena 
faktor  tersebut. 

Jadi,  sulit  dihindari  bahwa  faktor- 
faktor  non-politik  seperti  digambarkan 
di  atas  akan  menentukan  kesinambung- 
an  bantuan  asing  kepada  Indonesia. 
Meskipun  faktor-faktor  non-politik  ter- 
sebut di  atas  tidak  harus  diiihat  secara 
kaku  sebagai  kondisi  yang  ditetapkan 
oleh  negara  donor  dan  investor,  faktor- 
faktor  tersebut  sesungguhnya  muncul 
ke  permukaan  akibat  kekeliruan-keke- 
liruan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah 
sendiri,  sehingga  hal  itu  dengan  sendi- 
rinya  mempengaruhi  pandangan  para 
pemberi  dana. 


378 


ANALISIS  CSIS,  Tahun  XXXn/2003,  No.  3 


Selain  faktor-faktor  seperti  disebut- 
kan  di  atas,  faktor  non-ekonomi  lainnya 
yang  menjadi  perhatian  negara-negara 
donor  dalam  memberikan  bantuan  ke- 
pada  Indonesia  adalah:  (1)  akuntabili- 
tas;  (2)  transparansi;  dan  (3)  predikta- 
bilitas.  Faktor-faktor  demikian  erat  kait- 
annya  dengan  persoalan  good  govern- 
ance. Faktor  non-ekonomi  lainnya  ada- 
lah: (1)  merebaknya  radikalisme;  (2) 
lingkungan  hukum  yang  tidak  pasti; 
(3)  aksi  teror;  (4)  kerusuhan  sosial;  (5) 
pelanggaran  HAM;  (6)  perusakan  ling- 
kungan; dan  (7)  isu  desentralisasi. 

Negara-negara  donor  kerapkali  me- 
nentukan  beberapa  kondisi  di  Indonesia, 
yang  merupakan  negara  penerima  ban- 
tuan, sebagai  prasyarat  dari  kelanjutan 
bantuan  asing.  Sampai  batas  tertentu 
dapat  dipahami  mengapa  negara  do- 
nor, secara  individu  maupun  kolektif, 
mengambil  kebijakan  demikian.  Kepen- 
tingan  mereka  adalah  menjaga  agar 
pembangunan  di  negara-negara  berkem- 
bang,  termasuk  Indonesia,  tetap  sustain. 
Upaya  itu  dapat  dicapai  hanya  jika  ne- 
gara-negara donor  memahami  penting- 
nya  pembangunan  yang  dijalankan  da- 
lam lingkungan  yang  bebas,  atau  seti- 
daknya  jauh,  dari  pengaruh  negatif  fak- 
tor-faktor non-ekonomi. 

Sebagai  negara^^nerima,  Indonesia" 
patut  memperhatikan  kekhawatiran  ne- 
gara-negara donor  atas  kemungkinan 
kegagalan  program  pembangunan  di 
Indonesia.  Oleh  karena  itu,  tidak  ada 
opsi  kebijakan  lain  yang  harus  diambil 
oleh  Indonesia  selain  mengeliminasi 
faktor-faktor  non-ekonomi  tersebut  me- 
lalui  pengembangan  "strategi  besar" 


yang  minimal  bertujuan  ganda,  yaitu 
menjaga  citra  Indonesia  di  mata  nega- 
ra donor  dan  investor  dan  dalam  kon- 
teks  ini  melakukan  perubahan-perubah- 
an  kebijakan  serta  menempatkan  pem- 
bangunan sebagai  prioritas  di  atas  ke- 
pentingan-kepentingan  politik  lainnya. 

Karena  instansi  pertama  yang  akan 
menjadi  sorotan  utama  negara  donor 
dalam  memberikan  bantuannya  kepa- 
da  Indonesia  adalah  institusi  pemerin- 
tah,  maka  pemerintah  perlu  menentu- 
kan  sektor-sektor  mana  saja  dari  insti- 
tusi pemerintah  yang  akan  menjadi  tar- 
get dari  kebijakarmya.  Bagian  terpen- 
ting  mungkin  adalah  bagaimana  men- 
ciptakan  apa  yang  kerap  dibahas  dalam 
lingkungan  formal  maupun  non-formal, 
yaitu  good  governance,  yang  dalam  hal 
ini  berarti  cara-cara  di  mana  kekuasa- 
an  dijalankan  dalam  mengelola  pemba- 
ngunan ekonomi  dan  sumber-sumber 
sosial.  Dalam  pengertian  ini  penadbir- 
an  secara  langsung  berkaitan  dengan 
manajemen  proses  pembangunan  yang 
melibatkan  baik  sektor  publik  maupun 
swasta. 

Pemerintah  Indonesia  sejauh  ini  di- 
lihat  masilv  tidak  serius  dalam  mencip- 
takan  pemerintahan  yang  baik.  Tekanan- 
tekanan  sampai  batas  tertentu  diper- 
lukan  untuk  menciptakan  perubahan- 
perubahan  berarti.  Strategi  yang  diba- 
ngim  hams  diarahkan  untuk  memfung- 
sikan  dan  meningkatkan  kapabilitas 
sektor  publik,  termasuk  regulasi  dan  in- 
stitusi yang  diharapkan  mampu  meh- 
ciptakan  kerangka  yang  kokoh  bagi 
publik  dan  sektor  swasta  dalam  men- 
jalankan  fungsinya,  termasuk  di  dalam- 


FAKTOR-FAKTOR  NON-EKONOMI  DAN  KERJA  SAMA  PEMBANGUNAN 


379 


nya  akuntabilitas  kiiierja  ekonomi  dan 
finansial. 

Dalam  strateginya  itu,  pemerintah 
harus  menyentuh  isu  dasar  yang  ber- 
kaitan  dengan  penadbiran,  yaitu  peran 
pemerintah  sendiri  dalam  manajemen 
ekonomi.  Dalam  konteks  demikian,  pe- 
merintah diharapkan  memerankan  fung- 
si-fungsi  kunci,  misalnya:  (1)  memper- 
tahankan  stabilitas  makroekonomi;  (2) 
membangun  infrastruktur;  (3)  menye- 
diakan  public  goods,  misalnya  kesehat- 
an  dan  pendidikan,  secara  berkesi- 
nambungan;  (4)  mencegah  pasar  dari 
kemungkinan  kolaps  (gagal);  dan  (5) 
memajukan  keadilan. 

Pemerintah  harus  menyadari  bahwa 
tanpa  stabilitas  makroekonomi,  prospek 
bisnis  akan  menjadi  tidak  pasti,  dan 
bukan  tidak  mungkin  bahwa  karena 
faktor  ini  investor  asing  akan  mengu- 
rungkan  niatnya  masuk  ke  Indonesia; 
dengan  kata  lain,  risiko  investasi  akan 
sangat  tinggi.  Aspek  iiu  harus  menjadi 
bagian  dari  target  strategi  pemerintah. 
Dimensi  penting  dari  stabilitas  makro- 
ekonomi adalah  kaitannya  dengan 
equity.  Sekalipun  efek  dari  inflasi  seca- 
ra ekonomi  akan  dirasakan  secara  luas, 
sebenarnya  kelompok  berpenghasilan 
rendahlah  yang  akan  merasakan  pe- 
ngaruhnya,  karena  mereka  memiliki 
ruang  terbatas  untuk  mengurangi  kon- 
sumsi  sebagai  respons  terhadap  me- 
r\ingkatnya  harga. 

Dengan  membangun  infrastruktur 
yang  kokoh,  pemerintah  Indonesia  da- 
pat  menciptakan  kondisi  yang  kondu- 
sif  bagi  investasi  swasta  dalam  kegiat- 
an-kegiatan  komersial.  Akan  tetapi  ka- 


rena kendala  fiskal  yang  dihadapi  pe- 
merintah, maka  peran  sektor  swasta  da- 
lam pembangunan  infrastruktur  akan 
meningkat.  Tantangan  pemerintah  ada- 
lah merancang  kerangka  kebijakan  dan 
institusi  yang  memungkinkan  partisi- 
pasi  yang  lebih  besar  dari  sektor  swasta 
dalam  manajemen  dan  pembangunan 
infrastruktur,  sementara  pada  saat  yang 
sama  mengamankan  kepentingan  publik. 

Apa  yang  hendak  dikatakan  di  atas 
adalah  bahwa  faktor  ncn-ekonomi  yang 
bersumber  dari  dalam  pemerintah  sen- 
diri — ^penciptaan  good  governance —  juga 
akan  memberi  efek  terhadap  kelanjut- 
an  bantuan  asing.  Oleh  karena  itu,  kom- 
ponen  penting  dari  strategi  good  govern- 
ance yang  harus  diperhatikan  adalah 
akuntabilitas,  kerangka  hukum  bagi 
pembangunan,  transparansi  dan  pre- 
diktabilitas.  Akan  tetapi,  ini  tidak  ber- 
arti  bahwa  penanganan  faktor-faktor 
non-ekonomi  lainnya  seperti:  radikalis- 
me  buruh,  inkonsistensi  sejumlah  atur- 
an,  kerusuhan  sosial  dan  pelestarian 
lingkungan,  hams  diabaikan.  Penangan- 
an faktor-faktor  eksternal  pemerintah 
ini  penting  dan  harus  dilakukan  seca- 
ra bersama-sama  dengan  penanganan 
faktor-faktor  non-ekonomi  yang  berasal 
dari  "dalam"  pemerintah  sendiri. 

Kelambanan  atau  bahkan  tiadanya 
inisiatif  dari  pemerintah  untuk  menye- 
lesaikan  masalah-masalah  non-ekonomi 
seperti  digambarkan  di  atas  jelas  akan 
memberi  efek  bukan  hanya  terhadap  hu- 
bungan  Indonesia  dengan  negara-nega- 
ra  donor  dan  investor  asing  (kerja  sama 
pembangunan),  tetapi  juga  terhadap  pro- 
ses pembangunan  di  Indonesia  itu  sen- 
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diri.  Ini  merupakan  tantangan  ganda 
yang  dihadapi  oleh  Indonesia. 

Di  sini  dapat  dicatat  beberapa  efek 
dari  faktor  non-ekonomi  terhadap  hu- 
bungan  Indonesia  dengan  negara-ne- 
gara  donor  dan  pembangunan   itu  sen- 
diri:  (1)  karena  hubimgan  bantuan  yang 
sifatnya  asimetris,  maka  negara  donor 
sewaktu-waktu  dapat  menunda,  kalau- 
pun  tidak  menghentikan,  bantuan  ter- 
sebut  kepada  Indonesia  jika  Indonesia 
mengabaikan  faktor-faktor  non-ekonomi 
tersebut;  (2)  buruknya  citra  Indonesia 
di  mata  dunia;  (3)  investor  asing  me- 
ngalihkan  lahan  investasinya  ke  ne- 
gara lain;  (4)  sasaran  pembangunan 
yang  menyimpang  dari  yang  diama- 
natkan  oleh  undang-undang;  (5)  mun- 
culnya  isu  ketidakadilan  yang  sema- 
kin  besar;  (6)  ketidakpercayaan  sektor 
swasta  asing  terhadap  niat  tulus  peme- 
rintah  dalam  menjalankan  pembangun- 
an yang  berkelanjutan,  khususuya  pem- 
bangunan yang  memberi  ruang  lebih 
besar  kepada  swasta  untuk  berparti- 
sipasi  dalam  pembangunan;  (7)  keman- 
degan  dalam  pelaksanaan  kebijakan 
pembangunan  nasional;  (8)  menurun- 
nya  posisi  tawar-menawar  internasio- 
nal  Indonesia;  (9)  inengurangi  kredibili- 
tas  Indonesia  sebagai  mitra  ekonomi; 
(10)  ketidakmampuan  pemerintah  da.- 
1am  merespons  perubahan-perubahan 
yang  terjadi  di  lingkungan  strategisnya; 
dan  (11)  ongkos  pembangunan  yang 
lebih  besar. 

REKOMENDASI  KEBIJAKAN 

Pembangunan  ekonomi,  baik  itu  di 
negara  maju  maupun  negara  berkem- 


bang,  adalah  sebuah  proses  yang  tidak 
bisa  dihindari.  Kemajuan  dalam  pem- 
bangunan adalah  salah  satu  ukuran 
umum  untuk  menilai  tinggi  rendahnya 
tingkat  stabilitas,  secara  umum,  dari 
sebuah  negara. 

Dalam  beberapa  tahun  belakangan 
ini  Indonesia  menjadi  sorotan  interna- 
sional,  bukan  saja  karena  masa  transisi 
politik  yang  sedang  dialami,  tetapi  ju- 
ga  karena  kebijakan-kebijakan  pemba- 
ngunan yang  dilansir  pemerintah  se- 
lama  ini  dianggap  belum  mampu  me- 
menuhi  kebutuhan  publik  secara  umum. 

Bantuan  luar  negeri  dan  investasi 
asing  diharapkan  menjadi  salah  satu 
penggerak  pembangunan  dan  sumber 
dana  di  saat  Indonesia  sedang  beru- 
paya  memulihkan  kondisi  ekonominya 
yang  terpuruk  akibat  krisis  politik  dan 
ekonomi.  Tetapi,  apa  yang  kita  saksikan 
beberapa  tahun  belakangan  ini  menun- 
jukkan  bahwa  investasi  asing  menu- 
run  drastis.  Demikian  juga,  bantuan 
dari  negara-riegara  donor,  secara  bila- 
teral maupun  multilateral,  terancam 
tersendat  penyalurannya  kalaupun  ti- 
dak berhenti  sama  sekali.  Faktor-faktor 
non-ekonomi  yang  bersumber  dari  da- 
lam dan  luar  Indonesia  bisa  jadi  meru- 
pakan penyebab  dari  semuanya  itu. 
Negard-negara  donor  dan  investor  asing 
pun  kemudian  melihat  hal  itu  sebagai 
kondisionalitas  yang  mendasari  kebi- 
jakan-kebijakan bantuan  mereka. 

Jika  Indonesia  ingin  tetap  melihat 
kesinambungan  dalam  arus  investasi 
asing  dan  kelancaran  dalam  bantuan 
luar  negeri,  maka  tidak  ada  pilihan 
lain  kecuali  harus  mengatasi  faktor-fak- 
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tor  non-ekonomi  tersebut.  Target  lang- 
kah  utama  adalah  institusi  pemerin- 
tah.  Langkah  pertama  ini  penting  seba- 
gai  modalitas  untuk  mengatasi  faktor- 
faktor  non-ekonomi  yang  bersuinber  dari 
luar  institusi  pemerintah,  seperti  keru- 
suhan  sosial,  radikalisme  buruh  dan 
sebagainya. 

Berikut  di  bawah  ini  adalah  bebe- 
rapa  langkah  kebijakan  dengan  target 
institusi  pemerintah: 

•  Prediktahilitas.  Karena  stabilitas  dan 
kelancaran  investasi  asing  sangat 
tergantung  pada  tertib  hukum,  ma- 
ka  prediktahilitas  hendaknya  meru- 
juk  kepada:  (1)  eksistensi  hukiun,  re- 
gulasi  dan  kebijakan  untuk  menga- 
tur  masyarakat;  idan  (2)  aplikasi  atur- 
an-aturan  yang  konsisten  dan  adil. 
Institusi  yang  tertib  tidak  mungkin 
dicapai  tanpa  prediktahilitas.  Jadi, 
pemerintah  harus  menyadari  bahwa 
tertib  hukum  dan  masyarakat  adalah 
komponen  esensial  dari  sebuah  ling- 
kungan  dalammana  aktor-aktor  eko- 
nomi  merencanakan  dan  mengam- 
bil  keputusan-keputusan  investasi. 
Oleh  karena  itu,  sebuah  kerangka  hu- 
kum diharapkan  dapat  menjamin 
bahwa:  (1)  risiko-risiko  bisnis  dapat 
diamati  secara  rasional;  (2)  ongkos 
transaksi  menjadi  lebih  rendah;  (3) 
pemerintah  tidak  akan  mengambil  ke- 
putusan  sewer\ang-wer\ang.  Pemerin- 
tah harus  membuktikan  dirinya  kon- 
dusif  dalam  menghadapi  risiko  bis- 
nis dan  dalam  menjalankan  pertum- 
buhan  dan  pembangunan. 

•  Transparansi.  Ini  adalah  salah  satu 
sektor  dari  pemerintah  yang  disorot 


secara  terus-menerus  oleh  negara  do- 
nor maupun  investor  asing.  Trans- 
paransi menunjuk  kepada  tersedia- 
nya  informasi  kepada  publik  dan  ke- 
jelasan  mengenai  aturan-aturan  pe- 
merintah, regulasi  dan  keputusan- 
keputusan  lainnya.  Jadi,  trarisparan- 
si  sesunggahnya  melengkapi  dan 
memperkuat  prediktibilitas.  Akses  ke- 
pada informasi  secara  tepat  dan  aku- 
rat  mengenai  ekonomi  dan  kebijak- 
an pemerintah  adalah  sangat  pen- 
ting  dalam  pengambilan  keputusan- 
keputusan  ekonomi  negara  donor 
dan  investor  asing.  Lebih  dari  itu, 
transparaivsi  dalam  pembuatan  kejpu- 
tusan  dan  imp lementasi  kebijakan 
publik  akanmengurangi  ketidakpasti- 
an  dan  membantu  mempersempit 
ruang  gerak  bagi  pejabat  pemerin- 
tah dalam  melakukan  korupsi.  Mes- 
kipun  demikian,  dalam  praktek,  ada- 
lah perlu  memberikan  batas  pada 
prinsip  transparansi.  Untuk  itu,  ha- 
rus dibedakan  informasi  sebagai  se- 
buah komoditas  dari  informasi  se- 
bagai sebuah  proses.  Misalnya,  hak 
milik  intelektual  memang  harus  di- 
proteksi  guna  mendorong  inovasi  dan 
invensi.  Tetapi  pembuatan  keputus- 
an  mengenai  pembentukan  hak  keka- 
yaan  intelektual  (misalnya  kepada 
siapa  hak  itU  diberikan)  harus  dilar-iH=" 
kukan  secara  transparan. 

•  Akuntabilitas.  Aspek  ini  penting  bagi 
negara  donor.  Implementasi  bantu- 
an  pembangunan  dari  negara  donor 
akan  sangat  ditentukan  oleh  faktor 
ini.  Akuntabilitas  adalah  imperatif 
untuk  mengukur  kinerja  pejabat  pu- 
blik dalam  menjalankan"  kebijakan- 
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kompetensi  pejabat  dapat  dipantau 
melalui  akuntabilitas.  Tanpa  akunta- 
bilitas,  kredibilitas  pemerintah  seba- 
gai  partner  ekonomi  akan  menurun 
dan  hal  itu  juga  akan  merongrong 
kapasitas  pemerintah  dalam  mem- 
pertahankan  kepercayaan  bisinis, 
sesuatu  yang  amat  esensial  bagi  pe- 
ningkatan  pertumbuhan  dan  inves- 
tasi  asing. 
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Diplomasi  Tingkat  Tinggi  Asia  Pasif  ik: 
KTT  ASEAN  dan  KTT  APEC  2003 


Faustinus  Andrea 


PENDAHULUAN 

KTT  ASEAN  ke-9  Oktober  2003 
yang  dihadiri  oleh  seluruh  kepala 
pemerintahan  negara  ASEAN, 
berakhir   dengan   ditandatanganinya  de- 
klarasi  Bali  Concord  11.  Deklarasi  ini, 
yang  merupakan  tindak  lanjut  kesepa- 
katan  Bali  Concord  I  1976,  memfokus- 
kan    pada    pembentukan  komunitas 
ASEAN  (ASEAN  Community)  pada  ta- 
hun  2020  yang  terdiri  dari  tiga  pilar, 
yaitu  komunitas  politik  dan  keaman- 
an,  komunitas  ekonomi  dan  komunitas 
sosial  budaya  yang  saling  terkait  satu 
sama  lain  untuk  memperkuat  upaya 
mencapai  perdamaian,  stabilitas  dan 
kemakmuran  di  kawasan.  Di  samping 
itu  kesepakatan  tersebut  memperkuat 
pedoman  bagi  arah  kerja  sama  ASEAN 
yang   kongkret  yang   dilandasi  oleh 
visi  ASEAN  2020,  rencana  aksi  Hanoi 
2004,  inisiatif  integrasi  ASEAN,  dan 
pet?  ialan  bagi  integrasi  ASEAN  .  2020. 

Selain  merupakan  refleksi  kebutuh- 
an  akan  norma-norma  dan  prinsip- 
prinsip  untuk  mengatur  kerja  sama  po- 
litik dan  keamanan,  Bali  Concord  II  ju- 
ga  dapat  membantu  memahami  bentuk 
dan  substansi  keamanan  regional  dan 
kerja  sama  politik,  yang  memuat  atur- 
an-aturan  main  bagi  semua  anggota 
organisasi  regional.  Pada  tahun  1976 


ASEAN    menerima    Bali  Concord  seba- 
gai  wujud  kesepakatan  kerja  sama  de- 
ngan negara-negara  anggota  ASEAN. 
Kerja  sama  tersebut  meliputi  aspek  po- 
litik, keamanan,  ekonomi,  perdagang- 
an,  pariwisata,  dan  lain-lainnya.  Kerja 
sama  demikian,  terutama  dalam  bidang 
keamanan  dan  politik,  adalah  sesuatu 
yang  imperatif    karena  munculnya  ma- 
salah-masalah  besar  seperti  terorisme 
internasional.  Sehubungan  dengan  itu, 
usiil  Indonesia  tentang  Komunitas  Ke- 
amanan ASEAN  (ASC)  yang  disepakati 
pada  pertemuan  tingkat  pejabat  tinggi 
(SOM  ASEAN)  di  Senggigi,  Lombok  12 
September   2003   diagendakan  dalam 
KTT  ASEAN  di  Bali  itu  sebagai  bagian 
penting  dari  Bali  Concord  U. 

Pembentukan  concord  biasanya  dida- 
sarkan  atas  beberapa  pertimbangan  po- 
kok:  (a)  kebutuhan  untuk  menggalang 
kerja  sama  yang  lebih  erat  antarnegara 
di  kawasan  guna  memajukan  perda- 
maian, keamanan  dan  kemakmuran;.  (b) 
keamanan  hanya  bisa  dicapai  melalui 
upaya-upaya  bersama  secara  kooperatif; 
(c)  untuk  membangun  tatanan  keaman- 
an, politik,  ekonomi  dan  sosial  yang 
lebih  adil;  dan  (d)  untuk  memajukan  ke- 
adilan  dan  kepatuhan  terhadap  aturan- 
aturan  hukum. 

ASC  memiliki  cakupan  luas,  meli- 
puti kerja  sama  militer  dan  kerja  sama 
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untuk  menciptakan  aturan-aturan  da- 
lam  berinteraksi  dan  menetapkan  me- 
kanisme  penyelesaian  sengketa  antar- 
negara  anggota  ASEAN.  ASC  lebih  me- 
nempatkan  prinsip  keamanan  yang  kom- 
prehensif  daripada  sebuah  pakta  per- 
tahanan,  aliansi  militer,  atau  kebijakan 
bersama  di  bidang  politik  luar  negeri. 

Pada  dasarnya,  gagasan  ASC  sudah 
memiliki  infrastruktur  dalam  organisa- 
si  ASEAN  itu  sendiri.  Namun,  kerja 
sama  politik  dan  keamanan  akan  diba- 
ngun  lebih  komprehensif,  meliputi  me- 
kanisme  yang  memungkinkan  para  ang- 
gota ASEAN  untuk  memiliki  tanggung 
jawab  yang  sama  dalam  menghadapi 
ancaman-ancaman  keamanan  dan  ke- 
stabilan  kawasan,  khususnya  kejahatan 
transnasional,  terorisme  dan  separatisme. 

Konsep  tersebut  akan  menjadi  da- 
sar  bagi  pembentukan  sebuah  pusat 
untuk  memerangi  terorisme,  pelatihan 
pasukan  pemelihara  perdamaian,  pusat 
kerja  sama  untuk  isu-isu  non-konven- 
sional,  dan  pertemuan  secara  teratur 
antara  polisi  dan  para  Menteri  Perta- 
hanan  ASEAN.  Upaya  Indonesia  itu  me- 
rupakan  produk  dari  sebuah  proses 
multilateral  yang  sangat  mengutama- 
kan  stabilitas  dan  keamanan  di  Asia 
Tenggara  secara  keseluruhan  dan  prin- 
sip-prinsip  yang  dicakup  oleh  ASC 
disiapkan  untuk  menghadapi  tantangan 
keamanan  multidimensional. 

Meskipun-  tidak  secara  jelas  menye- 
butkan  infrastruktur  apa  saja  yang  ter- 
kandung  dalam  ASC,  setidak-tidaknya 
dapat  disebut  beberapa  persetujuan, 
perjanjian  atau  deklarasi  yang  dapat  di- 
pakai  sebagai  referensi  untuk  memba- 
ngun  norma-norma  dan  prinsip  yang 
mungkin  dianggap  berguna  bagi  kerja 
sama  politik  dan  keamanan  di  Asia 
Tenggara,  yaitu: 

1.  Piagam  PBB  1945,  yang  mencantum- 
kan  tentang  pemberdayaan  organi- 
sasi  keamanan  regional; 


2.  ASEAN  Declaration  (Bangkok  De- 
claration) 1967; 

3.  Deklarasi  zona  damai,  bebas  dan  ne- 
tral  (Kuala  Lumpur  Declaration)  1971; 

4.  The  Treaty  of  Amity  and  Cooperation 
in  Southeast  Asia,  1976; 

5.  The  Declaration  of  ASEAN  Concord 
(BaU  Concord)  1976; 

6.  The  ASEAN  Declaration  on  the  South 
China  Sea,  1992; 

7.  The  Treaty  of  Southeast  A^ia  Nuclear 
Weapons  Free  Zone,  1995. 

Sementara  itu,  Komunitas  Ekonomi 
ASEAN  (AEC)  yang  ditetapkan  dalam 
Bali  Concord  II  mempunyai  arti  penting 
bagi  cita-cita  pasar  bersama  ASEAN 
2020.  AEC  juga  menjadi  salah  satu  pi- 
lar pendukung  bagi  terciptanya  komu- 
nitas ASEAN,  dan  diyakini  akan  me- 
ningkatkan  daya  saing,  memperbaiki 
iklim  investasi  dan  memperkecil  kesen- 
jangan  pembangunan  di  antara  nega- 
ra  ASEAN.  AEC  juga  merupakan  tujuan 
akhir  dari  integrasi  ekonomi  yang  ter- 
muat  dalam  Visi  ASEAN  2020.  Tujuan 
Bali  Concord  II  adalah  pembangunan 
suatu  masyarakat  yang  dinamis,  mem- 
punyai daya  tahan  dan  berkembang 
menjadi  masyarakat  yang  kohesif  di 
mana  seluruh  pembangunan  diadakan 
secara  integral. 

Pada  tahap  awal  AEC  ditandai  de- 
ngan  adanya  sebuah  pasar  bersama 
dan  basis  produksi  tunggal  melalui 
pergerakan  barang,  jasa  dan  investasi, 
tenaga  kerja  serta  modal  yang  lebih  be- 
bas. Dengan  begitu  penerapan  liberali- 
sasi  dalam  ASEAN  tidak  hanya  akan 
semakin  luas  tetapi  juga  menggairah- 
kan  perdagangan  intra-ASEAN  dan  en- 
titas  lainnya  di  luar  ASEAN.  Konsep 
integrasi  ekonomi  ASEAN  tidak  terba- 
tas  hanya  pada  penurunan  tarif  mela- 
lui skema.  perdagangan  bebas  ASEAN 
(AFTA)  yang  sudah  berjalan  sejak  Ja- 
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nuari  2003,  namun  juga  liberalisasi 
dalam  segala  bidang  termasuk  meng- 
hilangkan  segala  hambatan  non-tarif 
dan  cita-cita  pengintegrasian  mata  uang 
dan  pasar  modal. 

Pertemuan  Puncak  Forunx  Kerja  Sama 
Ekonomi  Asia  Pasifik  (APEC)  ke-11 
yang  berlangsung  di  Thailand  20-21 
Oktober  2003,  antara  lain  membahas 
isu  terorisme  internasional,  yang  akhir- 
akhir  ini  semakin  marak.  Isu  teroris- 
me mendominasi  agenda  APEC  selama 
3  kali  pertemuan  terakhir  ini.  Dimulai 
dari  KTT  APEC  ke-9  di  Shanghai,  Ci- 
na  Oktober  2001,  KTT  APEC  ke-10  di 
Los  Cabos,  Mexico  Oktober  2002,  dan  di 
Thailand  2003.  Bahkan  isu  terorisme, 
terkesan  "mengesampingkan"  isu  libe- 
ralisasi perdagangan  dan  investasi  yang 
selalu  menjadi  tema  utama  pertemu- 
an-pertemuan  APEC  sebelumnya.  Ka- 
rena  serangan  teroris  terhadap  gedung 
WTC  dan  Pentagon  di  Amerika  Serikat, 
September  2001  dan  tragedi  bom  Bali 
Oktober  2002  mempunyai  pengaruh  ter- 
hadap kondisi  ekonomi  suatu  negara 
dan  berakibat  pada  kelambanan  ekono- 
mi dunia,  maka  para  pemimpin  APEC 
menganggap  isu  ini  terlalu  penting  un- 
tuk  dikesampingkan. 

Meskipun  demikian,  usaha  negara- 
negara  APEC  untuk  memerangi  teror- 
isme tidak  mengabaikan  misi  APEC 
dalam  mendorong  arus  perdagangan 
bebas  barang  dan  mobilitas  penduduk 
negara-negara  anggota  APEC  serta  ke- 
terbukaan  ekonoini^yang  jnenjadi  da^^ 
sar  kemakmuran  bersama.  Para  pemim- 
pin APEC  menganggap  bahwa  tindak- 
an  bersama  dalam  memerangi  teroris- 
me sangat  diperlukan  guna  menciptakan 
perdamaian,  kesejahteraan  dan  keaman- 
an  suatu  bangsa.  APEC  diharapkan  da- 
pat  memberi  kontribusi  bagi  pertumbuh- 
an  dan  perkembangan  ekonomi  global 
dan  meningkatkan  sistem  perdagangan 
multilateral  yang  terbuka. 


Ringkasan  peristiwa  edisi  ini  akan 
menyajikan  berita  tentang  Pertemuan 
Puncak  Para  Pemimpin  ASEAN  ke-9, 
Pertemuan  Puncak  ASEAN+3,  Pertemu- 
an-pertemuan  ASEAN  lainnya  dan  Per- 
temuan Puncak  Para  Pemimpin  APEC 
ke-11. 


I.  KTT  ASEAN  KE-9 

Pertemuan  Puncak    Para  Kepala  Ne- 
gara ASEAN  atau  KTT  ASEAN  ke-9 
berlangsung  di  Nusa  Dua,  Bali  tang- 
gal  7-8  Oktober  2003  dihadiri  oleh  Pre- 
siden  RI  Megawati  Soekarnoputri,  Sul- 
tan Brunei  Darussalam  Hassanal  Bol- 
kiah,  PM  Thailand  Thaksin  Shinawatra, 
PM  Malaysia  Mahathir  Mohamad,  PM 
Singapvura  Goh  Chok  Tong,  Presiden  Fi- 
lipina  Gloria  Macapagal  Arroyo,  PM 
Vietnam  Phan  Van  Khai,  PM  Laos  Boun- 
hang  Vorachith,  PM  Kamboja  Hun  Sen 
dan  PM  Myanmar  Khin  Nyunt.  Perte- 
muan ini  dimaksudkan  untuk  memba- 
has upaya-upaya  regional  tentang  kon- 
sep  Bali  Concord  II  sebagai  landasan 
Komunitas  ASEAN  yang  meliputi  ko- 
munitas  politik  dan  keamanan,  komu- 
nitas ekonomi  dan  komunitas  sosial  bu- 
daya;  proses  kemajuan  kerja  sama  eko- 
nomi intra-ASEAN;  kerja  sama  ekono- 
mi ASEAN+3  dan  peningkatan  integra- 
si    kawasan    serta  penandatanganan 
The  Treaty  of  Amity  and  Cooperation  (TAC) 
oleh  Cina  dan  India. 

KTT  ASEAN  ke-9  yang  didahului 
dengan  Pertemuan  Pejabat  Tinggi  {Se- 
nior Official  Meeting/SOU)  dan  Perte- 
muan Tingkat  Menteri  ASEAN  {ASEAhl 
Ministerial  Meeting/ AMM),  mempunyai 
arti  penting  jika  dikaitkan  dengan  lang- 
kah  ASEAN  dalam  menetapkan  Bali 
Concord  11.  Langkah  itu  bukan  sekadar 
kelanjutan  bertahap  ASEAN  sebagai 
organisasi  regional,  tetapi  juga  suatu 
langkah  maju  yang  strategis  di  dalam 
membangun  komunitas  negara-negara 
ASEAN. 
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Presiden  Indonesia  Megawati  Soe- 
karnoputri  seusai  memimpin  KTT 
ASEAN  mengatakan  kepada  para  war- 
tawan  bahwa: 

1.  Diterimanya  konsep  Bali  Concord  II 
oleh  kesepuluh  negara  ASEAN  diha- 
rapkan  menjadi  dasar  bagi  terben- 
tuknya  Komunitas  ASEAN  sehingga 
diharapkan  bisa  membawa  ASEAN 
pada  integrasi  yang  sesungguhnya. 

2.  Penandatanganan  Bali  Concord  II  atau 
The  Declaration  of  ASEAN  Concord  2003 
oleh  kesepuluh  pemimpin  ASEAN 
menegaskan  kembali  bahwa  ASEAN 
merupakan  satu  kelompok  negara  di 
Asia  Tenggara  yang  terikat  dalam 
kemitraan,  pembangunan  dan  kepe- 
dulian  masyarakat. 

3.  ASEAN  sepakat  menciptakan  Komu- 
nitas ASEAN  yang  didukung  oleh 
tiga  pilar  kerja  sama,  yaitu  komuni- 
tas keamanan  (ASC),  komunitas  eko- 
nomi  (AEC)  serta  komunitas  sosial 
budaya  (ASCC).  Ketiga  pilar  itu  sa- 
ling  berkaitan  dan  saling  menunjang 
dalam  mencapai  perdamaian,  sta- 
bilitas,  dan  kemakmuran. 

4.  Melalui  Komunitas  ASEAN  upaya 
integrasi  yang  saling  menguntung- 
kan  baik  antara  negara  anggota 
ASEAN  maupun  antarmasyarakat 
ASEAN  akan  tercipta  di  dalam  me- 
majukan  perdamaian,  stabilitas  ke- 
amanan, pembangunan  dan  kemak- 
muran kawasan. 

5.  Menyambut  baik  perkembangan  po- 
sitif  yang  terjadi  di  Myanmar  dan 
komitmen  pemerintah  Myanmar  un- 
tuk  melaksanakan  proses  transisi 
menuju  demokrasi. 

Deklarasi  KTT  ASEAN  antara  lain 
berisi  (Kompas,  8  -10  -  2003): 

1.  Sepakat  menerima  konsep  ASC  se- 
cara  penuh  sehingga  ASC  diharap- 
kan bisa  membawa  kerja  sama  ke- 


amanan secara  komprehensif  yang 
meliputi  perdamaian,  lingkungan 
yang  adil,  demokratis  dan  harmonis. 

2.  Sepakat  bahwa  konsep  ASC  memer- 
lukan  mekanisme  penyelesaian  per- 
bedaan  di  kawasan  secara  damai. 

3.  Sepakat  bahwa  keamanan  masing- 
masing  negara  terkait  satu  sama 
lain  secara  geografis  dan  mempu- 
iiyai  tujuan  yang  sama. 

4.  ASC  menekankan  prinsip  keaman- 
an secara  komprehensif  yang  men- 
cakup  aspek  politik,  ekonomi  dan 
sosial  budaya  selaras  dengan  Visi 
ASEAN  2020. 

5.  ASC  bukan  merupakan  pakta  per- 
tahanan,  aliansi  militer,  atau  kebi- 
jakan  luar  negeri  bersama. 

6.  ASC  akan  tetap  memperhatikan  ke- 
daulatan  tiap  negara  anggota,  ter- 
utama  dalam  melaksanakan  kebi- 
jakan  luar  negeri  dan  pengaturan 
pertahanan  masing-masing  serta 
keterkaitan  ASEAN  secara  politik, 
ekonomi  dan  sosial  budaya. 

7.  ASC  menggunakan  lembaga  dan 
mekanisme  yang  sudah  ada  da- 
lam ASEAN  dan  bertujuan  memper- 
kuat  kapasitas  nasional  dan  regio- 
nal dalam  memberantas  dan  men- 
cegah  terorisme  dan  kejahatan  lin- 
tas  batas. 

8.  ASC  berfungsi  memberikan  jamin- 
an  agar  kawasan  Asia  Tenggara  te- 
tap bebas  dari  senjata  pemusnah 
massal. 

9.  Pentingnya  ASC  memiliki  kapasitas 
dan  tanggung  jawab  sebagai  mo- 
tor utama  Forum  Regional  ASEAN 
(ARE). 

10.  High  Council  dan  TAC  akan  men- 
jadi unsur  penting  dalam  ASC, 
mengingat  bahwa  High  Council 
mencerminkan  komitmen  ASEAN 
untuk  menyelesaikan  semua  perbe- 
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daan,  sengketa  dan  konflik  secara 
damai. 

11.  Diperlukan  kerja  sama  yang  praktis 
tidak  saja  sesama  anggota  ASEAN, 
tetapi  juga  dengan  masyarakat  in- 
ternasional  di  dalam  pemberantas- 
an  terorisme. 

12.  Para  pemimpin  ASEAN  menyam- 
but  baik  perkembangan  positif  di 
Myanmar  dalam  proses  transisi  me- 
nuju  demokrasi. 

13.  Para  pemimpin  ASEAN  sepakat 
masalah  maritim  yang  bersifat  lin- 
tas  batas  akan  ditangani  pada  ting- 
kat  regional  secara  menyeluruh, 
terintegrasi,  dan  komprehensif. 

14.  Kerja  sama  maritim  ASEAN  akan 
memberi  sumbangan  pada  perkem- 
bangan ASC. 

15.  Para  pemimpin  ASEAN  sepakat 
bahwa  Indonesia  diharapkan  sege- 
ra  menyusun  rencana  aksi  yang  me- 
nyangkut  tentang  penetapan  nor- 
ma pencegahan  konflik,  penyelesai- 
an  konflik  dan  pembangunan  per- 
damaian  pasca  kor\flik. 

16.  Rencana  aksi  itu  akan  dilaporkan 
dalam  pertemuan  Para  Menlu 
ASEAN  ke-37  di  Jakarta  2004  dan 
diharapkan  dapat  disahkan  dalam 
KTT  ASEAN  ke-10  di  Vientiane, 
Laos  tahun  2004. 

17.  Pembentukan  AEC  ditujukan  un- 
tuk  mencapai  integrasi  ekonomi 
ASEAN  2020  imtuk  membentuk  ka- 
wasan  ekonomi  ASEAN  yang  stabil, 
makmur  dan  kompetitif. 

18.  Dengan  integrasi  ekonomi  ASEAN 
2020,  arus  keluar  masuk  barang, 
jasa,  investasi,  dan  modal  akan 
menjadi  lebih  bebas. 

19.  Dengan  integrasi  ekonomi  ASEAN 
2020,  diharapkan  terjadi  pemba- 
ngunan ekonomi  yang  adil  dan  pe- 
ngurangan  tingkat  kemiskinan  dan 
perbedaan  sosial  budaya. 


20.  AEC  didasarkan  atas  prinsip  me- 
nyatukan  perbedaan-perbedaan  ke- 
pentingan  antarnegara  anggota 
ASEAN  di  dalam  mencapai  proses 
integrasi  ekonomi. 

21.  AEC  akan  membentuk  ASEAN  se- 
bagai  pasar  bersama  {single  market) 
dan  basis  produksi  (production  base). 

22.  AEC  merupakan  bagian  dari  Dekla- 
rasi  Bali  Concord  II. 

23.  ASEAN  mendesak  Perserikatan 
Bangsa  Bangsa  agar  melanjutkan 
peran  sentral  dalam  melakukan  re- 
konstruksi  dan  rehabilitasi  di  Irak, 
sejalan  dengan  aspirasi  rakyat  Irak 
dan  tanggung  jawab  PBB  dalam 
memelihara  perdamaian  dan  ke- 
amanan  intemasional. 

24.  ASEAN  mendukung  inisiatif  peta 
perdamaian  {roadmap  for  peace)  un- 
tuk  menghentikan  kekerasan  di  Ti- 
mur  Tengah  dan  menciptakan  per- 
damaian dan  keadilan  dalam  rangka 
terbentuknya  kemerdekaan  negara 
Palestina  2005. 


A.  Pertemuan  ASEAN+3 

Kemitraan  strategis  ASEAN+3,  yaitu 
kerja  sama  antara  ASEAN  dengan  Ci- 
na,  Jepang  dan  Korea  Selatan,  adalah 
agenda  penting  lainnya  dari  KTT 
ASEAN  ke-9  di  Bali,  Oktober  2003.  De- 
ngan tema  Towards  an  Economic  and 
Security  Community,  KTT  ASEAN  itu 
akan  memperkuat  integrasi  ekonomi 
ASEAN  dan  multilateralisme  ASEAN+3 
di  kawusan.  Tujuan  ini  semakin  mem- 
pertegas  cita-cita  pembentukan  Masya- 
rakat Ekonomi  Asia  Timur  di  masa  de- 
pan.  Pertemuan  ASEAN+3  ini  meru- 
pakan pertemuan  rutin  yang  dilakukan 
sejak  1997  dan  berlangsung  setelah  per- 
temuan puncak  ASEAN. 

Dalam  pertemuan  para  pemimpin 
ASEAN  dengan  PM  Cina  Wen  Jiabao, 
PM  Jepang  Junichiro  Koizumi  dan  Pre- 


388 


ANALISIS  CSIS,  Tahun  XXXI/2002,  No.  3 


siden  Korea  Selatan  Roh  Moo-hyun 
yang  berlangsung  tanggal  8  Okober 
2003  di  Bali  itu,  sejumlah  kesepakatan 
telah  ditandatangani  antara  ASEAN  de- 
ngan  negara  mitra  dialog,  misalnya 
Perjanjian  Kerja  Sama  dan  Persahabat- 
an  (TAC)  oleh  Cina  dan  India.  Penan- 
datanganan  TAC  oleh  kedua  negara  itu 
bagi  ASEAN  mempunyai  arti  bahwa 
kedua  negara  ikut  bertanggung  jawab 
dalam  menciptakan  kawasan  Asia  Teng- 
gara  yang  stabil  dan  damai. 

Di  samping  itu,  TAC  mengatur  ne- 
gara-negara  yang  tergabung  dalam  trak- 
tat  itu  untuk  menghormati  prinsip  ti- 
dak  campur  tangan  secara  politik  nega- 
ra-negara  anggota  TAC  dan  berupaya 
menyelesaikan  perbedaan  dan  perseli- 
sihan  dengan  cara-cara  damai.  TAC 
mencakup  code  of  conduct  bagi  penyele- 
saian  sengketa  melalui  mekanisme  de- 
wan  menteri.  Hingga  saat  ini  TAC  ma- 
sih   menjadi   satu-satunya  instrumen 
diplomatik  dari  ASEAN  yang  menawar- 
kan  mekanisme  dan  proses  bagi  pe- 
nyelesaian  sengketa  secara  damai.  Pa- 
da  tahun  1992  TAC  telah  disahkan  oleh 
Majelis  Umum  PBB,  yang  antara  lain 
berisi  tidak  diperbolehkannya  anggo- 
ta TAC  melakukan  ancaman,  termasuk 
penggunaan  kekuatan  terhadap  nega- 
ra lain.  Bergabungnya  Cina  dan  India 
dalam  TAC  telah  menambah  jumlah 
negara  peserta  TAC.  Papua  Nugini  me- 
rupakan  negara  non-ASEAN  pertama 
yang  ikut  serta  dalam  TAC  pada  tahun 
2000.  Sedangkan  Rusia  menyatakan  siap 
untuk  menandata;r^ani  TAC,  dan  reali- 
sasinya  akan  dilakukan  pada  pertemu- 
an  Para  Menlu  ASEAN  di  Jakarta  tahun 
2004.  Korea  Selatan  belum  berminat 
untuk  mengakses  perjanjian  tersebut, 
tetapi  Jepang  dikabarkan  setuju  untuk 
menandatangani  TAC.  Keinginan  Je- 
pang  ini   akan   disampaikan  kepada 
pertemuan  tingkat  tinggi  ASEAN-Jepang 
di  Tokyo  awal  Desember  2003  (The  Ja- 
karta Post,  19-11-2003). 


Presiden  Megawati  Soekarnoputri  se- 
laku  ketua  KTT  ASEAN+3  mengatakan: 

1.  Cina,  Jepang,  Korea  Selatan  dan  In- 
dia selaku  mitra  dialog  ASEAN  men- 
dukung  Bali  Concord  II  sebagai  kebi- 
jakan  untuk  mencapai  komunitas 
ASEAN,  berdasarkan  kerja  sama  po- 
litik, ekonomi  dan  sosial  budaya. 

2.  ASEAN  menyambut  baik  komitmen 
mitra  dialog  ASEAN  dalam  mendu- 
kung  sejumlah  bidang  kerja  sama, 
yang  meliputi  perang  terhadap  te- 
rorisnie  dan  kejahatan  lintas  negara; 
integrasi  ekonomi  ASEAN,  seperti 
Initiative  of  ASEAN  Integration  (lAI); 
inisiatif  sub-regional,  seperti  BIMP- 
EAGA  (Brunei  Darussalam,  Indone- 
sia, Malaysia  and  Philippines  East 
ASEAN  Growth  Area);  pembentukan 
ASEAN  bond  sebagai  alternatif  bagi 
pendanaan  regional,  dan  dukungan 
penanganan  penyakit  menular  se- 
perti SARS  dan  HIV/AIDS. 

3.  ASEAN  berharap  kebijakan  aksesi- 
bilitas  ASEAN-Cina  dalam  penanda- 
tanganan  Treaty  of  Amity  and  Coopera- 
tion (TAC)  dapat  meningkatkan  hu- 
bungan  ASEAN-Cina  sebagai  faktor 
yang  memperkuat  stabilitas  jangka 
panjang. 

4.  Diharapkan  bahwa  hubungan  perda- 
gangan  ASEAN-Cina  melampaui  ba- 
tas  perdagangan  senilai  US$100  mil- 
yar  pada  2005  .  dan  memperdalam 
kerja  sama  di  bidang  pertanian,  in- 
formasi  telekomunikasi  dan  sumber 

.  day  a  manusia . 

5.  Mendukung  dialog  enam  negara 
yaitu,  Cina,  Rusia,  Amerika  Serikat, 
Jepang,  Korea  Selatan  dan  Korea  Uta- 
ra  dalam  upaya  damai  krisis  nuklir 
di  Semenanjung  Korea. 

6.  ASEAN  mendukung  dilakukannya 
kembali  dialog  tentang  Perjanjian 
Kawasan  Bebas  Senjata  Nuklir  Asia 
Tenggara  (SEANWFZ)  dengan  Cina. 
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7.  ASEAN  menyambut  baik  kebijakan 
pemerintah  India  dalam  kerja  sama 
dengan  ASEAN  di  bidang  pemberan- 
tasan  terorisme  dan  kerja  sama  pem- 
bangunan. 

Sementara  itu,  dalam  pertemuan 
puncak  ASEAN-Cina,  para  pemimpin 
negara-negara  ini  sepakat  untuk  mem- 
perluas  kerja  sama  perdamaian  demi 
mencapai  kemakmuran  bersama,  yang 
meliputi  bidang  politik,  ekonomi,  so- 
sial,  keamanan  regional  dan  internasio- 
nal.  Kesepakatan  itu  ditandai  dengan 
penandatanganan  Deklarasi  Bersama 
Kemitraan  Strategis  untuk  Perdamaian 
dan  Kesejahteraan  (Joint  Declaration  on 
China-ASEAN  Strategic  Partnership  for 
Peace  and  Prosperity)  oleh  para  kepala  ne- 
gara/pemerintahan  ASEAN  dan  Cina. 

Kemitraan  strategis  iru  merupakan  ker- 
ja sama  yang  komprehensif  bagi  kedua 
belah  pihak.  Kerja  sama  politik  itu  akan 
memperkuat  persahabatan  antara  rakyat 
ASEAN  dan  Cina.  Kedua  belah  pihak 
akan  menggunakan  mekanisme  dialog 
dan  konsultasi  pada  berbagai  tingkatan 
untuk  menyelesaikan  masalah-masalah 
bersama.  ASEAN  dan  Cina  juga  sepakat 
akan  meneruskan  konsultasi  mengenai 
minat  Cina  untuk  mengakses  protokol 
TAC  yang  mencakup  SEANWFZ.  Pe- 
nandatanganan TAC  oleh  Cina  dinilai 
sebagai  pengakuan  politik  dan  keperca- 
yaan  hubungan  ASEAN-Cina  yang  se- 
makin  meningkat  serta  dukungan  Cina 
terhadap  ASEAN  atas  peran  utama  di 
Forum  Regional  ASEAN  (ARE). 

Di  bidang  ekonomi,  keduanya  akan 
saling  memperkuat  pasar  dan  menja- 
min  pertumbuhan  di  bidang  ekonomi  dan 
perdagangan  guna  mencapai  sasaran 
perdagangan  senilai  US$100  milyar 
per  tahun  pada  tahun  2005.  Selain  itu 
disepakati  percepatan  pembicaraan  ten- 
tang  ASEAN-Cina  Free  Trade  Area  me- 
nuju  2010.  Cina  juga  akan  berpartisi- 
pasi  secara  efektif  dalam  membantu 


anggota  baru  ASEAN,  yaitu  Vietnam, 
Laos,  Kamboja  dan  Myanmar  agar 
meinperoleh  manfaat  dari  perdagangan 
bebas  ASEAN-Cina  (Suara  Pembaruan, 
8-10-2003). 

Pertemuan  Puncak  ASEAN-Jepang 
ditandai  dengan  penandatanganan 
Framework  for  Comprehensive  Economic 
Partnership  (CEP)  oleh  para  pemimpin 
ASEAN  dan  PM  Jepang  Junichiro  Koi- 
zumi. Kerangka  CEP  itu  merupakan  ja- 
lan  menuju  FTA  ASEAN-Jepang,  dimu- 
lai  dengan  konsultasi  liberalisasi  per- 
dagangan barang,  jasa  dan  investasi 
pada  awal  2004.  Implementasi  FTA 
diperkirakan  akan  tuntas  pada  tahun 
2012  dengan  fleksibilitas  lima  tahun 
tambahan  bagi  anggota  baru  ASEAN. 
Berdasarkan  kesepakatan,  kerangka 
CEP  akan  direalisasikan  melalui  tiga 
tahap.  Pertama,  langkah  implementasi 
berupa  bantuan  teknis,  dialog  perda- 
gangan dan  investasi  dan  pertukaran 
data  bea  masuk. 

Kedua,  fasilitasi  dan  kerja  sama  yang 
mencakup   konsultasi,    dimulai  pada 
awal  2004  yang  menyangkut  prosedur 
terkait  perdagangan  seperti  misalnya 
komputerisasi,  simplifikasi  dan  harmo- 
nisasi  standar  internasional;  perbaikan 
lingkungan  bisnis,  perlindungan  atas 
hak  kekayaan  intelektual,  kerja  sama 
stok  minyak,  pemanfaatan  gas  alam; 
dan  kerja  sama  pengembangan  teknolo- 
gi  informasi.  Ketiga,  konsultasi  liberali- 
sasi dimulai  awal  2004  dengan  membi- 
carakan  prinsip  pokok  klasifikasi  bea 
masuk  dan  rules  of  origin^  Di  samping 
itu,  ASEAN-Jepang  memutuskan  untuk 
menghapus  secara  progresif  bea  masuk 
dan  aturan  penghambat  perdagangan 
dalam  rangka  pembentukan  FTA  ASEAN- 
Jepang  yang  mencakup  rules  of  origin, 
aturan  penurunan  atau  penghapusan 
tarif,  hambatan  non-tarif  dan  hambatan 
teknis  {Bisnis  Indonesia,  9-10-2003). 

Kerja  sama  ASEAN-Jepang  .juga  me- 
liputi prosedur  perdagangan;  lingkung- 
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an  bisnis;  hak  atas  kekayaan  intelek- 
tual;  dan  bidang  kerja  sama  lainnya  se- 
perti  bidang  energi,  teknologi  komuni- 
Kasi  dan  informasi,  sumber  daya  manu- 
sia;  usaha  kecil  dan  menengah;  pariwi- 
sata,  transportasi  dan  logistik;  standar 
dan  pengakuan  yang  sama,  serta  kerja 
sama  teknik  lainnya  yang  memungkin- 
kan.  Rencana  ASEAN-Jepang  untuk  me- 
hberahsasi  perdagangan  jasa  yang  men- 
cakup  penghapusan  diskriminasi  dan 
perluasan  cakupan  liberalisasi  perda- 
gangan jasa  dan  peningkatan  kerja  sa- 
ma di  bidang  jasa  antara  kedua  belah 
pihak  juga  dibahas.  Di  bidang  inves- 
tasi,  ASEAN-Jepang  merencanakan  un- 
tuk menciptakan  persaingan  yang  be- 
bas  memperkuat  kerja  sama  investasi, 
tasilitas  investasi,  dan  meningkatkan 
transparansi  peraturan  kebijakan  in- 
vestasi, termasuk  perlindungan  terha- 
dap  mvestor  (Business  News,  8-10-2003). 

Ac^^ix^f^'  ^"^^  diadakan  pertemuan 
AbEAN-Korea  Selatan.  Pihak  Korsel  le- 
bih  banyak  membicarakan  tentang  per- 
soalan  sejarah  setelah  Perang  Dunia  II, 
khususnya  yang  menyangkut  sejarah 
Asia,  di  mana  ASEAN  dan  Korsel  me- 
miliki  kisah  sejarah  yang  sama,  yaitu 
menentang  kolonialisme  dan  memba- 
ngun  kerja  sama  dan  persahabatan  yang 
kuat  di  masa-masa  mendatang  {Kompas, 
8-10-2003).  ^ 

Pertemuan  Puncak  ASEAN-India  di- 
tandai  dengan  penandatanganan  Joint 
Declaration  for  Cooperation  to  Combat  Inter- 
national Terr^sm  qleh  para  pemimpin 
ASEAN  dan  PM  India  Atal  Bihari  Vaj- 
payee. Deklarasi  bersama  ini  dimaksud- 
kan  untuk  mencegah  dan  memberantas 
terorisme  internasional  melalui  berbagai 
mekanisme,  termasuk  pertukaran  infor- 
masi,  intelijen  dan  pengembangan  ka- 
pasitas.  India  telah  menjadi  bagian  da- 
ri  Deklarasi  Bersama  ASEAN  tentang 
kontra  terorisme  yang  disepakati  pada 
tahun  2001. 
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Deklarasi  bersama  ASEAN-India  ber- 
isi   {buara  Pembaruan,  9-10-2003): 

1.  Kesepakatan  kerja  sama  bilateral  re- 
gional dan  internasional  untuk  me- 
lawan  terorisme  dengan  pendekatan 
komprehensif  selaras  dengan  prinsip 
internasional,  seperti  Piagam  Perse- 
rikatan  Bangsa-Bangsa,  hukum  inter- 
nasional dan  seluruh  resolusi  atau 
deklarasi  yang  relevan,  khususnya 
prmsip-prinsip  yang  digariskan  da- 
lam  Resolusi  Dewan  Keamanan  PBB 
No.  1373,  1267  dan  1390. 

2.  Dalam  upaya  melawan  terorisme 
para  pemimpin  ASEAN  dan  India 
menyadari  perlunya  menolak  untuk 
mengaitkan  masalah  terorisme  de- 
ngan agama,  ras  atau  nasionalisme. 

3.  Para  pemimpin  ASEAN  dan  India 
memandang  terorisme  dalam  segala 
bentuk  dan  manifestasinya  yang  di- 
lakukan  di  manapun,  kapanpun  dan 
oleh  siapapun,  merupakan  ancaman 
besar  bagi  perdamaian  dan  keaman- 
an internasional. 

4.  Tujuan  deklarasi  ini  adalah  untuk  me- 
wujudkan  dan  meningkatkan  sega- 
la usaha  melawan  terorisme. 

5.  Pentingnya  nilai  kerja  sama  di  bi- 
dang keamanan,  intelijen,  penegakan 
hukum  dan  kerja  sama  memberan- 
tas terorisme  melalui  ASEAN  Minis- 
terial Meeting  on  Transnational  Crime. 

6.  Dengan  hadirnya  India  sebagai  pi- 
hak yang  berpartisipasi  dalam  de- 
klarasi, India  memiliki  kewajiban  un- 
tuk mencari  cara-cara  dalam  meng- 
implementasikan  deklarasi  itu.  Seba- 
liknya,  India  meminta  kepada  semua 
negara  yang  yang  tergabung  dalam 
deklarasi  itu  agar  tidak  mengumum- 
kan  informasi  rahasia  kepada  pihak 
ketiga,  kecuali  telah  membentuk  ke- 
sepakatan dengan  India. 

Di  bidang  ekonomi,  ASEAN  dan  In- 
dia menandatangani  perjanjian  kerja 
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sama  di  bidang  perdagangan  dan  in- 
vestasi  (ASEAN-India  Regional  Trade  and 
Investments  Area),  meliputi  produk-produk 
yang  masuk  dalam  EHP;  normal  track, 
sensitif  dan  modalitas  penurunan  tarif. 
Program  EHP  telah  disepakati  mulai  1 
November  2004  sampai  31  Oktober  2006. 
Sedangkan  rentang  waktu  penurunan 
tarif  pada  produk-produk  normal  track 
disetujui  mulai  1  Januari  2006-2011  ba- 
gi  ASEAN  5  dan  1  januari  2006-2016 
bagi  Filipina.  Sedangkan  untuk  Vietnam, 
Laos,  Kamboja  dan  Myanmar  rentang 
waktu  mulai  1  Januari  2006-20016  de- 
ngan  awal  tingkat  tarif  yang  lebih  tinggi. 

Salah  satu  kesulitan  realisasi  FTA 
dengan  India  adalah  karena  negara  itu 
banyak  resistensinya,  misalnya  di  bi- 
dang produk  pertaruan.  ASEAN  dan  In- 
dia akan  menegosiasikan  rules  of  origin 
perdagangan  barang,  selambat-lambat- 
nya  diselesaikan  pada  31  Agustus  2004. 
Sedangkan  negosiasi  mengenai  liberali- 
sasi  perdagangan  jasa  akan  dilaksana- 
kan  pada  tahun  2004  dan  diselesaikan 
pada  2006.  Di  bidang  investasi,  ASEAN 
dan  India  merencanakan  peningkatan 
kerja  sama  dengan  kebijakan  transpa- 
ransi  yang  berkaitan  dengan  peratur- 
an,  promosi  dan  proteksi  dan  perun- 
dingarmya  akan  dilakukan  padd  tahun 
2004  dan  tahun  2006  {Business  News, 
8-10-2003). 


B.    Pertemuan  Tingkat  Tinggi  Bisnis 
dan  Investasi  ASEAN 

Pertemuan  Tingkat  Tinggi  Bisnis 
dan  Investasi  ASEAN  (ASEAN-BIS)  yang 
diselenggarakan  oleh  para  pengusaha 
ASEAN  melalui  Dewan  Penasihat  Bis- 
nis ASEAN  {ASEAN  Business  Advisory 
Council /ASEAN-B AC)  di  Nusa  Dua,  Bali 
berlangsung  tanggal  6-7  Oktober  2003 
merekomendasikan  kepada  para  pe- 
mimpin  negara  ASEAN  untuk  mem- 
prioritaskan  dua  sektor  dalam  percepat- 


an  pembentukan  Komunitas  Ekonomi 
ASEAN  (AEC),  yaitu  sektor  pariwisata 
dan  pertanian.  Kedua  sektor  itu  dinilai 
lebih  membawa  dampak  bagi  penyerap- 
an  tehaga  kerja  dan  menyangkut  kepen- 
tingan  banyak  petani  dan  masyarakat 
di  negara-negara  ASEAN.  Dari  sektor 
pariwisata  muncul  kegiatan  ekonomi, 
seperti  sektor  kerajijian  dari  usaha  ke- 
cil  dan  menengah,  perhotelan  dan  res- 
toran,  transportasi  dan  sektor  jasa  lain- 
nya.  Sedangkan  sektor  pertanian  sa- 
ngat  penting  diperhatikan  dalam  pem- 
buatan  kebijakan  negara-negara  di  ting- 
kat ASEAN,  agar  para  petani  menda- 
pat  manfaat. 

ASEAN-BIS  merupakan  forum  dialog 
antara  pemimpin  ASEAN  dan  para  pe- 
bisnis  ASEAN,  yang  memiokuskan  pa- 
da isu  iklim  bisnis,  sektor-sektor  yang 
menjanjikan  pertumbuhan  dan  upaya 
integrasi  perekonomian,  kemitraan  ka- 
wasan  ASEAN,  serta  integrasi  industri 
khusus  ASEAN.  Selain  itu,  ASEAN-BIS 
merupakan  forum  pertemuan  untuk 
membahas  daya  saing  ASEAN  di  pa- 
sar  global,  sebagai  mitra  ASEAN-Cina, 
dan  forum  perdagangan  dan  investasi 
di  kawasan  di  masing-masing  negara 
ASEAN.  Fokus  ASEAN-BIS  adalah  men- 
dorong  bisnis  ASEAN  untuk  mengge- 
luti  kesempatan  bisnis  dan  investasi  di 
ASEAN  dalam  mengembangkan  usaha 
patungan,  melakukan  keputusan  inves- 
tasi dan  melakukan  transaksi  barang 
dan  jasa  {Kompas,  6-10-2003). 

Presiden  Megawati  Soekarnoputri 
mengatakan  pada  pembukaan  pertemu- 
an ASEAN-BIS  {Kompas,  6-10-2003): 

1.  Aksi  teror  yang  terjadi  akhir-akhir 
ini  di  Indonesia  tidak  seharusnya 
menjadikan  rakyat  Indonesia  gentar 
dalam  membangun  citra  kehidupan 
yang  sejahtera  dan  maju. 

2.  Kerja  sama  ASEAN-BIS  diharapkan 
dapat  memberikan  manfaat  bagi  per- 
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kembangan  ekonomi  dan  kemakmur- 
an  rakyat  di  kawasan. 

3.  Sebagai  satu  wilayah  perdagangan 
dan  investasi,  ASEAN  menunjukkan 
perkembangan  yang  sangat  dinamis, 
terintegrasi,  dan  semakin  kompetitif. 

4.  Melalui  pertemuan  ASEAN-BIS,  diha- 
rapkan  bahwa  kalangan  pengusaha 
ASEAN  dapat  memetik  manfaat  yang 
besar  dari  potensi  masa  depan  ekono- 
mi ASEAN  yang  semakin  berkem- 
bang. 

PM  Cina  Wen  Jiabao  mengatakan 
dalam  pertemuan  ASEAN-BIS  bahwa: 

1.  Asia  memiliki  potensi  besar  untuk 
maju.  Untuk  itu  diperlukan  solidari- 
tas  dan  kerja  sama  dalam  mencipta- 
kan  mekanisme  pengembangan  pem- 
bangunan  bersama  dan  kemakmur- 
an  di  Asia. 

2.  Peningkatan  saling  percaya  dan  men- 
jaga  perdamaian  merupakan  tugas 
penting  di  antara  negara-negara  Asia 
menghadapi  persaingan  dan  ketidak- 
adilan  perekonomian  rntemasional. 

3.  Sejak  Perang  Dunia  II,  pangsa  pasar 
Asia  pada  Produk  Domestik  Bruto 
(PDB)  dunia  naik  dari  5  persen  men- 
jadi  25  persen  dari  total  PDB  global. 
Kenaikan  ini  bukan  saja  karena  ada- 
nya  kesempatan,  melainkan  juga  ka- 
rena didorong  oleh  kerja  sama  Asia. 

PM  Jepang  Junichiro  Koizumi  dalam 
pertemuan  itu  mengatakan  bahwa  mes- 
ki  Asia  Timur  merupakan  pusat  per- 
tumbuhan  ekonomi  yang  menjanjikan 
di  dunia,  dengan  jumlah  penduduknya 
yang  mencapai  sepertiga  dari  pendu- 
duk  dunia  dan  memiliki  seperlima  PDB 
dunia  serta  seperlima  perdagangan 
dunia,  namun  Asia  Timur  ketinggalan 
dalam  hal  kerja  sama  dan  belum  me- 
manfaatkan  potensi  yang  dimilikinya  se- 
cara  maksimal. 


Sementara  itu,  Presiden  Korea  Selatan 
Roh  Moo-hyun  mengatakan  bahwa  ker- 
ja sama  dengan  negara-negara  ASEAN 
sebagai  hal  yang  penting  dan  menem- 
patkan  kerja  samanya  pada  prioritas 
utama.  Asia  Timur  (Asia  Tenggara  dan 
Asia  Timur  Laut)  tumbuh  sebagai  sa- 
lah  satu  dari  tiga  pilar  utama  dunia, 
bersama-sama  dengan  Amerika  Utara 
dan  Uni  Eropa.  Oleh  karena  itu,  negara- 
negara  Asia  Timur  perlu  memperluas 
pasar  kawasan  dengan  menghilangkan 
hambatan  perdagangan  dan  investasi, 
serta  memperkuat  kerja  sama  untuk  sa- 
ling melengkapi  {mutually  complementary) 
di  antara  mereka.  Korea  Selatan  juga 
mengharapkan  kerja  sama  di  bidang  po- 
litik  dan  keamanan  segera  tercipta  se- 
bagai upaya  untuk  menyelesaikan  ma- 
salah  nuklir  Korea  Utara  dan  ancaman 
internasional  lainnya,  seperti  terorisme 
dan  perompakan. 

Selanjutnya,  Roh  Moo-hyun  menga- 
takan bahwa  {Kompas,  8-10-2003): 

1.  Upaya  ASEAN  untuk  merumuskan 
Inisiatif  Ke  Arah  Integrasi  ASEAN 
(lAI)  merupakan  langkah  tepat  seba- 
gai upaya  untuk  mengurangi  kesen- 
jangan  tingkat  pembangunan  di  ka- 
wasan, sekaligus  mendorong  kerja 
sama  dengan  mitra  dialog  di  luar  ka- 
wasan Asia  Tenggara,  termasuk  Ko- 
rea Selatan,  Cina  dan  Jepang. 

2.  Korea  Selatan  tetap  akan  melanjut- 
kan  kerja  sama  untuk  mendorong  ke 
arah  integrasi  ASEAN  dengan  meng- 
hilangkan kesenjangan  tingkat  pem- 
bangunan di  kawasan  Asia  Tengga- 
ra, ke  arah  pembentukan  kerangka 
kerja  sama  secara  komprehensif. 

3.  Salah  satu  kekuatan  terbesar  ASEAN 
adalah  kemampuan  untuk  beradap- 
tasi. 

4.  Pertemuan  ASEAN+3  telah  membe- 
rikan  sumbangan  yang  signifikan 
dalam  menstabilkan  pasar  uang  di 
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kawasan,  memperluas  kerja  sama  di 
bidang  kesehatan,  termasuk  mengen- 
dalikan  sindrom  SARS. 

5.  ASEAN+3  harus  diperkuat  untuk 
meningkatkan  pembentukan  komu- 
nitas  Asia  Timur  yang  terbuka,  de- 
ngan  mendorong  kerja  sama  itu  ke 
arah  tujuan  menghilangkan  dispari- 
tas  pembangunan  di  kawasan  dan 
meliberalisasi  perdagangan  dan  in- 
vestasi. 


C.    Pertemuan  Para  Menteri  Ekonomi 
ASEAN 

Pertemuan  para  menteri  ekonomi 
ASEAN  berlangsung  di  Phnom  Penh 
tanggal  2  September  2003  yang  dihadiri 
oleh  menteri-menteri  ekonomi  ASEAN 
dan  menghasilkan  sebuah  rekomendasi 
tentang  tindak  lanjut  KTT  ASEAN  ke-9 
di  Bali  2003  berupa  pembahasan  pem- 
bentukan Komunitas  Ekonomi  ASEAN 
(AEC).  Pembentukan  AEC  merupakan 
ide  bersama  PM  Thailand  Thaksin 
Shinawatra  dan  PM  Singapura  Goh 
Chok  Tong,  dengan  tujuan  untuk  mem- 
bentuk  pasar  tunggal  ASEAN  dengan 
basis  produksi,  yang  ditandai  dengan 
peredaran  barang,  jasa,  investasi,  pe- 
kerja  terampil  dan  aliran  modal  yang 
lebih  bebas  pada  tahun  2020.  AEC  jauh 
lebih  berarti  ketimbang  AFTA,  yang 
hanya  membebaskan  perdagangan  ba- 
rang (komoditas  tertentu),  dan  belum 
menyentuh  aliran  bebas  sektor  jasa, 
pekerja  dan  modal.  Di-  dalam  AEC,  alir- 
an yang  lebih  lancar  bukan  lagi  se- 
mata-mata  pada  barang  tetapi  juga 
sektor  jasa,  pekerja  terampil  dan  modal. 

Adapun  tujuan  pembentukan  AEC 
adalah  sebagai  berikut  {Kompas,  7-10- 
2003): 

1.  Menciptakan  kawasan  ekonomi  yang 
stabil,  makmur  dan  berdaya  saing 
kuat. 


2.  Memperlancar  aliran  barang,  jasa, 
investasi,  dan  peredaran  modal  se- 
cara  lebih  bebas. 

3.  Pengembangan  ekonomi  yang  lebih 
berimbang  di  kawasan  ASEAN. 

4.  Pengurangan  kemiskinan  dan  per- 
bedaah  status  sosial  ekonomi  di 
ASEAN. 

5.  Memperdalam  integrasi  perekono- 
mian. 

6.  Meningkatkan  ikUm  investasi. 

7.  Memperkuat  perekonomian  ASEAN. 

Sedangkan  cara  atau  proses  menuju 
AEC  adalah  sebagai  berikut  {Kompas, 
7-10-2003): 

1.  Menggunakan  berbagai  skema  ker- 
ja sama  di  bidang  ekonomi  yang  su- 
dah  tersedia  secara  lebih  intensif,  se- 
perti  ASEAN  Free  Trade  Area  (AFTA), 
ASEAN  Framework  Agreement  on  Ser- 
vices (AFAS),  ASEAN  Investment  Area 
(AIA). 

2.  Melanjutkah  pendalaman  mekanisme 
yang  akan  memperkuat  integrasi 
ekononu. 

3.  Memperkuat  kelembagaan  dengan 
pembentukan  kelembagaan  non-poli- 
tik,  seperti  misalnya  pembentukan 
mekanisme  penyelesaian  pertikaian 
bisnis. 

4.  ASEAN  akan  mulai  mengimplemen- 
tasikan  rekomendasi  dari  satuan  tu- 
gas  kerja  dalam  rangka  pengintegra- 
sian  perekonomian. 


II.  KTT  EMPAT  NEGARA  ASEAN 

Untuk  pertama  kalinya  KTT  Empat 
Negara  ASEAN  berlangsung  di  Pagan, 
Myanmar,  tanggal  12  November  2003. 
Hadir  dalam  pertemuan  puncak  itu, 
PM  Thailand  Thaksin  Shinawatra,  PM 
Myanmar  Khin  Nyunt,  PM  Kamboja 
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Hun  Sen  dan  PM  Laos  Boungnang  Vo- 
rachit  untuk  membicarakan  masalah- 
masalah  ekonomi,  seperti  perdagangan, 
investasi  dan  pengembangan  pariwisata. 

Deklarasi  Pagan  yang  ditandatangani 
oleh  keempat  pemimpin  negara  itu  an- 
tara  lain  menyatakan  sebagai  berikut 
{Kompas,  13-11-2003): 

1.  Pencanangan  peta  ekonomi  {economic 
roadmap)  baru  yang  bertujuan  mem- 
percepat  pertumbuhan  ekonomi  dan 
penanggulangan  kemiskinan  di  ka- 
wasan  itu. 

2.  Thailand  menjanjikan  akan  memberi 
bantuan  berupa  pinjaman  lunak  kepada 
Laos,  Kamboja  dan  Myanmar,  serta 
menghapus  pajak  impor  bagi  produk- 
produk  mereka. 

3.  Tekad  untuk  meningkatkan  perda- 
gangan dan  investasi,  kerja  sama  per- 
tanian  dan  industri,  serta  mendorong 
pengembangan  pariwisata  dan  pen- 
ciptaan  lapangan  kerja. 

4.  Prakarsa  untuk  melakukan  strategi 
kerja  sama  ekonomi  (ECS)  agar  dapat 
menjadi  katalisator  kerja  sama  se- 
cara  regional. 

5.  Kerja  sama  untuk  memanfaatkan  po- 
tensi  ekonomi  di  antara  keempat  ne- 
gara guna  mendorong  pembangunan 
secara  berkelanjutan  dan  meningkat- 
kan kemakmuran  dan  kualitas  hidup 
rakyatnya. 

6.  Para    pemimpin    keempat  negara 
ASEAN  itu  berjanji  akan  menyelesai- 
kan  berbagai  perbedaan  dengan  mem- 
bangun  saiing  percaya  dan  kehidup— - 
an  bertetangga  yang  baik. 

Dalam  pertemuannya  dengan  war- 
tawan,  PM  Thailand  Thaksin  Shina- 
watra  mengatakan  bahwa  Thailand  me- 
rencanakan  akan  mengucurkan  dana 
kredit  untuk  memberi  dukungan  finan- 
sial  bagi  ketiga  negara  itu.  Untuk  itu 
Thailand  menyiapkan  dana  sebesar 
10  milyar  baht  atau  US$2,5  juta  per  ta- 


hun dalam  skema  peta  ekonomi  {Kom- 
pas, 13-11-2003). 


III.  PERTEMUAN  INFORMAL  MEN- 
TERI  KEUANGAN  ASEAN 

Pertemuan  Informal  Merikeu  ASEAN 
berlangsung  di  Manila,  Filipina  tanggal 
6-8  Agustus  2003  antara  lain  mem- 
bahas  penyediaan  infrastruktur  yang 
mengijinkan  kawasan  Asia  Tenggara 
menggunakan  sebagian  cadangan  devi- 
sa  internasional  yang  ditanam  di  ne- 
gara Barat  melalui  penerbitan  obligasi 
pasar  Asia.  Hadir  dalam  pertemuan  itu 
tujuh  orang  Menteri  Keuangan  ASEAN, 
masing-masing  dari  Filipina,  Malaysia, 
Indonesia,  Thailand,  Singapura,  Brunei 
Darussalam  dan  Vietnam  bersama-sama 
dengan  Menteri  Keuangan  Jepang,  Ci- 
na,  dan  Korea  Selatan  dalam  kerangka 
persetujuan  pendanaan  ASEAN+3  un- 
tuk kerja  sama  keuangan.  Dalam  perte- 
muan itu  juga  dibicarakan  soal  upaya 
ASEAN  dalam  mempertahankan  pertiun- 
buhan  ekonomi  yang  berkisar  antara  4- 
4,5  persen  pada  2003  serta  masalah  in- 
tegrasi  pasar  modal  dan  arus  uang  me- 
nuju  pasar  tunggal  ASEAN  2020. 

Dalam  pembukaan  pertemuan  itu, 
Presiden  Filipina  Gloria  Macapagal  Ar- 
royo mengatakan  bahwa  sektor  keuang- 
an dan  perbankan  menjadi  tantangan 
utama  bagi  integrasi  perekonomian 
ASEAN.  Untuk  itu  setiap  bentuk  kebijak- 
an  harus  terbuka  bagi  aliran  modal 
,  swasta  negaraTjiegara  maju,  terutama 
dalam  jangka  panjang.  Sementara  itu, 
Menkeu  Filipina  Jose  Isidro  Camacho 
mengatakan  dalam  wawancara  dengan 
pers  di  Manila  bahwa  sekitar  sepertiga 
sampai  separuh  cadangan  devisa  in- 
ternasional di  dunia  berasal  dari  Asia, 
termasuk  Jepang.  Pembentukan  pasar 
obligasi  Asia  adalah  tindak  lanjut  dari 
11  negara  Asia  Pasifik  yang  memben- 
tuk  dana  obligasi  Asia  {The  Asian  Bond 
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Fund/ ABF)  dengan  nilai  awal  sebesar 
US$1  milyar,  Dana  yang  akan  dikelola 
oleh  the  Bank  of  International  Settlements 
dapat  ditanamkan  dalam  surat  .utang  ne- 
gara  di  delapan  negara  yang  berparti- 
sipasi  dalam  ABF,  yaitu  Cina,  Hong- 
kong, Indonesia,  Korea  Selatan,  Malay- 
sia, Filipina,  Singapura  dan  Thailand 
(Sinar  Harapan,  7-8-2003). 

Deklarasi  bersama  para  Menkeu 
ASEAN  menyatakan  antara  lain: 

1.  ASEAN  mempunyai  tujuan  untuk 
membentuk  satu  pasar  tunggal  de- 
ngan nama  Komunitas  Ekonomi 
ASEAN  dari  530  juta  penduduk  da- 
lam waktu  17  tahun, 

2.  Karena  perkembangan  keuangan 
di  antara  negara-negara  anggota 
ASEAN  beragam,  dengan  Singa- 
pura, Malaysia,  Thailand  dan  Fili- 
pina berada  di  depan,  maka  akan 
diadakan  upaya  untuk  membicara- 
kan  masalah  hukum,  kerangka  kerja 
dan  infrastruktur  pasar  untuk  perda- 
gangan,  prosedur  kliring  dan  penye- 
lesian,-  pendidikan  investor  serta 
adopsi  standar  intemasional. 

3.  Para  Menkeu  setuju  untuk  meng- 
adopsi  aturan  tarif  yang  sama  di 
bawah  program  AFTA,  yakni  bah- 
wa  99  persen  dari  tarif  untuk  pro- 
duk  manufaktur  yang  diperdagang- 
kan  di  Brunei  Darussalam,  Indone- 
sia, Malaysia,  Filipina,  Singapura, 
Thailand,  telah  diturunkan  antara 
nol  hingga  lima-  persen  sejak  tahun 
1992  pada  waktu  AFTA  diluncur- 
kan.  Tarif  itu  akan  diselesaikan  pa- 
da  2010  untuk  enam  negara  dan 
2015  untuk  anggota  ASEAN  lairmya, 
seperti  Vietnam,  Kamboja,  Laos,  dan 
Myanmar. 

4.  Kendati  terjadi  pembatalan  atau 
penangguhan  penerbitan  obligasi 
dolar  Asia  senilai  US$2,5  milyar 
lebih  sepanjang  Juli  2003,  terkait 


guncangan  pasar  obligasi  oleh  vo- 
latilitas  obligasi-obligasi  pemerin- 
tah  Amerika  Serikat,  namun  para 
investor  dan  analis  menilai,  minat 
terhadap  obligasi  regional  tetap  be- 
sar  {Kompas,  8-8-2003). 

5.  Para  Menkeu  ASEAN  sepakat  untuk 
lebih  membuka  pasar  modal  mere- 
ka  dan  mempermudah  pengaliran 
uang  sebagai  bagian  dari  "peta  ja- 
lan"  pasar  tunggal  di  kawasan  bagi 
integrasi  finansial  {road  map  for  in- 
tegration in  financial  cooperation)  yang 
akan  menjadi  landasan  bagi  pasar 
bersama  ASEAN  pada  2020. 

6.  Dalam  waktu  yang  bersamaan, 
ASEAN  akan  mengambil  langkah- 
langkah  secara  bertahap  dari  pro- 
ses liberalisasi  jumlah  modal  me- 
reka  secepatnya  untuk  memperkecil 
kemungkinan  dampak  yang  meru- 
gikan  dari  perputaran  modal,  teru- 
tama  untuk  jangka  pendek  (Sinar 
Harapan,  8-8-2003). 

7.  Para  Menkeu  ASEAN  mengesah- 
kan  pembentukan  kelompok  kerja 
untuk  menindaklanjuti  pasar  obli- 
gasi Asia  dan  memperbesar  nilai 
swap  arrangement  bilateral  menjadi 
US$31,5  milyar. 

8.  Para  Menkeu  ASEAN  sepakat  untuk 
melakukan  penguatan  kolaborasi 
regional  dan  mekanisme  pendu- 
kung  dari  kesepakatan  Chiang  Mai 
(Chiang  Mai  Initiative)  berupa  Bilat- 
eral Swap  Arrangements  (BSAs)  yang 
mengalami  kenaikan  dari  6  menja- 

di  12  buah  kesepakatan  atau  rraik     —  • 
dari  US$17  milyar  menjadi  US$31,5 
milyar. 

9.  Para  Menkeu  ASEAN  sepakat  un- 
tuk melaksanakan  pehyeragaman 
sistem  harmonisasi  tarif  antarnegara 
ASEAN  (ASEAN  Harmonized  Tariff 
Nomenclature /AHTN). 

10.  Para  Menkeu  ASEAN  niendukung 
posisi  Cina  yang  menolak  untuk 
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merevaluasi  nilai  yuan  walaupun 
masyarakat  internasional  terus  me- 
nekan  pemerintah  Cina  uxituk  meng- 
ubah  nilai  pematokan  yuan  terha- 
dap  dolar  Amerika  yang  nilainya 
terus  menurun  (Bisnis  Indonesia, 
8-8-2003). 


IV.  SIDANGAIPOKE-24 

Sidang  AIPO  ASEAN  (ASEAN  Inter- 
Parliamentary  Organization)  ke-24  ber- 
langsung  di  Jakarta  tanggal  7-12  Sep- 
tember 2003  dihadiri  oleh  delapan  pe- 
jabat  parlemen  ASEAN,  yaitu  Indonesia, 
Malaysia,  Singapura,  Thailand,  Vietnam, 
Kamboja  dan  Laos.  AIPO  juga  mengun- 
dang  dua  negara  anggota  ASEAN,  yai- 
tu Brunei  Darussalam  dan  Myanmar  se- 
bagai  special  observer  dan  sembilan  ne- 
gara dan  delegasi  lain  di  luar  ASEAN 
sebagai  pengamat.  Negara-negara  ter- 
sebut  adalah  Amerika  Serikat,  Austra- 
lia, Kanada,  Cina,  Uni  Eropa,  Rusia,  Je- 
pang,  Korea  Selatan  dan  Selandia  Baru. 
Pertemuan  AIPO  ini  dimaksudkan  un- 
tuk  membahas  masalah  kerja  sama  ke- 
amanan  ASEAN  dalam  menghadapi 
ancaman  terorisme  internasional. 

Presiden  RI  Megawati  Soekarnoputri 
dalam  sambutan  yang  dibacakan  oleh 
Menko  Polkam  Susilo  Bambang  Yudho- 
yono  mengatakan  bahWa  AIPO  diharap- 
kan  dapat  menghasilkan  kesepakatan- 
kesepakatan  yang  tidak  hanya  sesuai 
dengan  pemahaman  mengenai  kesatu- 
an  ASEAN,  namun  juga  sesuai  dengan 
upaya-upaya  yang  sedang  dilakukan 
oleh  pemerintah  negara-negara  ASEAN. 

Rapat  Komisi  Sidang  Umum  AIPO 
menyepakati  sejumlah  resolusi.  Reso- 
lusi  di  bidang  politik  antara  lain  men- 
cakup  penerimaan  hasil  laporan  men- 
teri-menteri  ASEAN  di  Vietnam,  kerja 
sama  maritim  ASEAN,  kerja  sama  pe- 
nanganan  kejahatan  transnasional  (di 
antaranya  terorisme),  dan  memperkuat 


peran  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  da- 
lam memelihara  perdamaian  dan  ke- 
amanan  internasional.  AIPO  mendorong 
masing-masing  negara  anggota  ASEAN 
untuk  merumuskan  kebijakan  hukum 
yang  meliputi  semua  aspek  kejahatan 
transnasional,  yaitu  terorisme,  perom- 
pakan,  perdagangan  manusia,  perda- 
gangan  narkoba,  penyelundupan  sen- 
jata  dan  praktek  pencucian  uang. 

Di  bidang  ekonomi,  sidang  AIPO 
menghasilkan  dua  draft  resolusi  yang 
diusulkan  oleh  parlemen  Indonesia,  yai- 
tu perlunya  payung  hukum  bagi  reali- 
sasi  kerja  sama  AFTA  dan  tidak  mem- 
biarkan  satu  negara  anggota  ASEAN 
pun  menjadi  korban  dalam  proses  glo- 
balisasi  perdagangan  dunia.  Sedang- 
kan  resolusi  kedua  adalah  kerja  sama 
ASEAN+3  yang  mengarah  pada  inte- 
grasi  kawasan  dengan  meningkatkan 
potensi  Produk  Domestik  Bruto  (PDB) 
masing-masing  negara  anggota  ASEAN. 

Sementara  itu,  di  bidang  sosial  dan 
perempuan  AIPO  mengeluarkan  tujuh 
resolusi  kerja  sama  yang  meliputi:  pen- 
cegahan  peredaran  obat-obat  terlarang, 
pembentukan  anti-poverty  fund,  meng- 
ganti  tanaman  berbahaya  dengan  ta- 
naman  produktif,  tenaga  kerja,  ASEAN 
University,  pencegahan  penyakit  menu- 
lar  sindrom  pernafasan  akut  parah 
(SARS),  dan  bantuan  kesehatan  kepada 
orang  miskin  {Kompas,  12-9-2003). 


V.  KONFERENSI  POLISI  ASEAN 

Konferensi  Kepala-kepala  Kepolisian 
ASEAN  {ASEAN  Chiefs  of  National  Police/ 
ASEANAPOL)  ke-23  berlangsung  di  Ma- 
nila, Filipina  tanggal  8-12  September 
2003  untuk  membicarakan  antara  lain 
masalah  terorisme  internasional.  Para 
kepala  kepolisian  atau  wakilnya  yang 
hadir  dalam  acara  konferensi  ASEANA- 
POL, adalah  Jenderal  (Pol.)  Da'i  Bachtiar 
dari  Indonesia,  Deputi  Komisioner  PG. 
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Ahmad  Hj.  Damit  dari  Brunei  Darus- 
salam,  Kolonel  (Pol.)  Khampa  Sengdara 
dari  Laos,  Date  Sm,  Bb.  Hj.  Omar  dari 
Malaysia,  Brigjen.  (Pol.)  Khin  Yi  dari 
Myanmar,  Komisioner  (Pol.)  Khoo  Boon 
Hui  dari  Singapura,  Jenderal  (Pol.)  Ta- 
watchai  Pailee  dari  Thailand,  Mayjen. 
(Pol.)  Mao  Chandara  dari  Kamboja, 
Mayjen.  (Pol.)  Pham  Van  Due  dari  Viet- 
nam, dan  Direktur  Jenderal  Hermogenes 
E.  Ebdane  dari  Filipina.  Konferensi  ini 
juga  dihadiri  oleh  pengamat  dari  In- 
ternational Criminal  Police  Organization 
(ICPO)-Interpol,  Kepala  Australia  Fe- 
deral Police  (AFP)  Komisioner  Joseph 
Keelty  dan  Kepala  Kepolisian  Selandia 
Baru  Komisioner  Rob  Robinson. 

Pernyataan  bersama  ASEANAPOL 
antara  lain  berisi  (Kompas,  10-9-2003): 

1.  ASEANAPOL  sepakat  untuk  melin- 
dungi  wilayah  masing-masing  nega- 
ranya  dan  bersatu  untuk  melawan 
kejahatan  dan  terorisme. 

2.  ASEANAPOL  sepakat  mengembang- 
kan  program-program  pelatihan,  me- 
nyelenggarakan  pertemuan  reguler 
untuk  meningkatkan  kemampuan  in- 
vestigasi,  deteksi,  pemantauan  dan 
pelaporan  aktivitas  teroris  serta  sa- 
ling  memberi  informasi  intelijen  un- 
tuk mengamankan  event-event  re- 
gional seperti  misalnya  APEC,  KTT 
ASEAN  dan  SEA  Games. 

3.  ASEANAPOL  sepakat  untuk  berkoor- 
dinasi  dengan  para  pembuat  un- 
dang-undang  untuk  menyusun  UU 
E-Commerce  yang  sesuai  dengan 
standar  internasional  yang  ditetap- 
kan  oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa. 

4.  ASEANAPOL  sepakat  untuk  meng- 
antisipasi  berkembangnya  ancaman 
cyber  crime,  melalui  pertukaran  in- 
formasi, termasuk  informasi  teknik 
dan  program-program  software  kom- 
puter. 


VI.  KTT  APEC  KE-11 

Pertemuan  Informal  para  Pemim- 
pin  Ekonomi  APEC  (Asia  Pacific  Eco- 
nomic Leaders  Meeting  -  AELM)  atau  Kon- 
ferensi Tingkat  Tinggi  Kerja  Sama  Eko- 
nomi Asia  Pasifik  (KTT  APEC)  ke-11, 
berlangsung  di  Bangkok,  Thailand  tang- 
gal  20-21  Oktober  2003.  Konferensi  ter- 
sebut  mengambil  tema:  "Dunia  yang 
Berbeda:  Kemitraan  demi  Masa  Depan". 
Hadir  dalam  pertemuan  itu  PM  Thai- 
land Thaksin  Shinawatra,  Presiden 
Amerika  Serikat  George  W.  Bush,  Presi- 
den Rusia  Vladimir  Putin,  PM  Australia 
John  Howard,  PM  Selandia  Baru  Helen 
Clark,  Presiden  Kanada  Jean  Chretien, 
Presiden  Cile  Ricardo  Lagos  Escobar, 
Presiden  Mexico  Vincente  Fox,  Presi- 
den Cina  Hu  Jintao,  PM  Jepang  Juni- 
chiro Koizumi,  Presiden  Korea  Selatan 
Roh  Moo-hyun,  Presiden  RI  Megawati 
Soekarnoputri,  PM  Malaysia  Mahathir 
Mohamad,  Sultan  Brunei  Darussalam 
Hassanal  Bolkiah,  Presiden  Filipina 
Gloria  Macapagal  Arroyo,  PM  Singa- 
pura Goh  Chok  Tong,  PM  Vietnam 
Phan  Van  Khai,  PM  Papua  Niugini 
Michael  Somare,  Presiden  Peru  Ale- 
jandro Toledo,  dan  Utusan  khusus  Tai- 
wan Lee  Yuan  Tseh  dan  Eksekutit 
Hongkong  Tung  Chee  Hwa. 

KTT  APEC  yang  didahului  dengan 
pertemuan  tingkat  pejabat  tinggi  {Se- 
nior Official  Meeting/SOM)  dan  perte- 
muan tingkat  menteri  APEC  (APEC 
Annual  Ministerial  Meeting/ AMM)  meng- 
ambil tema  A  World  of  Diffenencesx 
Partnership  for  the  Future.  Isu  nuklir  Ko- 
rea Utara,  terorisme  dan  kegagalan 
pembahasan  sistem  perdagangan  du- 
nia (WTO)  di  Cancun,  Meksiko  Sep- 
tember 2003,  mendominasi  pertemu- 
an APEC  di  Bangkok  2003  ini.  Pemba- 
hasan isu  tersebut  membuktikan  be- 
sarnya  peran  Amerika  Serikat  untuk 
memasukkan  isu-isu  keamarjan  dalam 
agenda  APEC.  Tetapi  sejumlah  ang- 
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gota  forum  APEC  keberatan,  karena 
pembahasan  persoalan  keamanan  akan 
mengurangi  penekanan  APEC  terha- 
dap  isu  liberalisasi  perdagangan  dan 
in  vesta  si. 

PM  Malaysia  Mahathir  Moha- 
mad misalnya,  mengatakan  bahwa 
APEC  dibentuk  sebagai  satu  kelompok 
kerja  sama  ekonomi.  Pengabaian  isu 
ekonomi  dengan  mengutamakan  isu 
keamanan,  militer  atau  politik,  bukan 
merupakan  misi  APEC.  Namun  demi- 
kian,  melalui  Menlu  AS  Colin  Powell 
mengatakan  bahwa  masal^h  keaman- 
an dan  ekonomi  tidak  bisa  terpisah- 
kan  karena  buruknya  keamanan  akan 
dapat  merusak  perekonomian  dunia. 
Apalagi  negara-negara  APEC  merupa- 
kan tempat  di  mana  60  persen  kegiat- 
an  perekonomian  dunia  berlangsung 
{Kompas,  21-10-2003). 

Meski  muncul  isu-isu  non-ekono- 
mi,  sejumlah  pemimpin  ekonomi  APEC 
mencoba  mendesakkan  isu  ekonomi. 
Mereka  menekankan  pentingnya  men- 
ciptakan  peraturan  global  di  bidang 
perdagangan  untuk  menghasilkan  per- 
tumbuhan  yang  berimbang  di  antara 
anggota  APEC.  Presiden  Cile  Ricardo 
Lagos  mengatakan  bahwa  meskipun 
globalisasi  merupakan  peluang  dan 
tantangan,  namun  keadaan  politik  du- 
nia, masalah  perdagangan  dan  pera- 
turan-peraturan  investasi  dihadapkan 
pada  persoalan  antara  multilateralis- 
me  dan  globalisasi.  Upaya  negara  ang- 
gota APEC  untuk  menciptakan  kohesi 
sosial  di  antara  anggotanya  menja-  - 
di  penting  agar  kepentingan  anggota 
APEC  dapat  tersalurkan  melalui  per- 
dagangan secara  multilateral. 

Deklarasi  APEC  antara  lain  menya- 
takan  sebagai  berikut  {Kompas,  22-10- 
2003): 

1.  Para  pemimpin  APEC  sepakat 
mendorong  terciptanya  sistem  per- 
dagangan bebas  Asia  Pasifik. 


2.  Para  pemimpin  APEC  sepakat  un- 
tuk meningkatkan  kerja  sama  di 
antara  anggota  APEC,  tidak  terba- 
tas  pada  masalah  liberalisasi  dan 
peningkatan  fasilitas  perdagangan 
regional  serta  investasi,  melainkan 
juga  turut  melindungi  komunitas 
masyarakat  APEC  dari  ancaman 
keamanan. 

3.  Para  pemimpin  APEC  sepakat  un- 
tuk menghidupkan  kembali  perun- 
dingan  perdagangan  multilateral 
setelah  pertemuan  WTO  gagal  di 
Cahcun,  Meksiko  September  2003. 

4.  Para  pemimpin  APEC  sepakat  me- 
ngenai  pentingnya  unsur  fleksi- 
bilitas  politik  untuk  menggerak- 
kan  kembali  perundingan  WTO 
hingga  mencapai  hasil  yang  me- 
muaskan. 

5.  Para  pemimpin  APEC  sepakat  me- 
ngenai  upaya  untuk  menghilang- 
kan  seluruh  bentuk  subsidi  ekspor 
komoditas  pertanian  dan  seluruh 
larangan  dan  hambatan  eskpor 
yang  tidak  sesuai. 

6.  Para  pemimpin  APEC  sepakat  un- 
tuk mendukung  pengusaha  kecil 
dan  menengah  serta  mempercepat 
penguatan  sektor  finansial. 

7.  Para  pemimpin  APEC  sepakat  mem- 
promosikan  sistem  keuangan. 

8.  Para  pemimpin  APEC  sepakat  me- 
merangi  terorisme  dan  kejahatan 
transnasional  dan  proliferasi  sen- 
jata  pemusnah  massal  sebagai 
prioritas  utama. 

9.  Para  pemimpin  APEC  sepakat  un- 
tuk melakukan  tindakan  apa  pun 
yang  diperlukan  untuk  melucuti 
teroris,  yang  mengancam  ekonomi 
negara  anggota  APEC. 

10.  Para  pemimpin  APEC  sepakat  un- 
tuk mengurangi  tingkat  bahaya  pro- 
liferasi senjata  pemusnah  massa 
dan  sarana  pendukungnya. 
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11.  Para  pemimpin  APEC  sepakat  men- 
dukung  kawasan  bebas  senjata 
nuklir  di  Semenanjung  Korea. 

12.  Para  pemimpin  APEC  sepakat 
memperkuat  upaya  merighadapi 
ancaman  terorisme  pada  transpor- 
tasi  umum  (termasuk  pesawat),  ter- 
utama  terhadap  ancaman.  teroris 
yang  menggimakan  roket. 

13.  Para  pemimpin  APEC  sepakat  me- 
lanjutkan  upaya  memperkuat  kon- 


trol  tertiadap  penjualan  Man-Port- 
able Air  Defense  System  (MANPADS) 
untuk  mencegah  serangan  teroris 
terhadap  aktivitas  penerbangan  in- 
ternasional. 


14.  Para  pemimpin  APEC  sepakat  me- 
ningkatkan  koordinasi  langkah  itu 
lewat  mekanisme  satuan  tugas 
APEC  untuk  kontra-terorisme  {Coun- 
ter-Terrorism Task  Force/CnV). 
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